WALI KOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR b TAHUN 2025

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Menimbang

Mengingat

'Y

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAYAKUMBUH,

bahwa untuk meclaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3],
Pasal 7 ayat (7] dan avat (8), Pasal 8 ayat (3), Pasal 28 ayat
(3) huruf c, Pasal 29 ayat (3), Pasal 34 ayat (3), Pasal 95,
Pasal 99 ayat [5), Pasal 104 ayat (7), Pasal 105 ayat (6), Pasal
108 ayat (4), Pasal 112 ayat (5], Pasal 123, Pasal 126 ayat (7],
Pasal 127 ayat (3), Pasal 129 ayat (6], Pasal 133 ayat (3},
Pasal 139 ayat (3}, Pasal 141 ayat {4), Pasal 142 ayat (11],
Pasal 143 ayal (7), Pasal 144 ayat (8) Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, perlu menctapkan Peraturan Wal Kola tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587 scbagmimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor & Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kera Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2024 tentang Kota
Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 162,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6977);
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintaban
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang

Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
85, Tambahan Lembaran Negara HRepublk Indonesia
Nomor 6881);

. Peraturan Daerah Kota Payalumbuh Nomor 1 Tahun

2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Dacrah Nomor 63);

MEMUTUSEKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTAN(G PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH,

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan Wah Kota ini yvang dimaksud dengan:

1.
2,

Daerah adalah Kota Payakumbuh,

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan  urusan — pemerintahan  yang — menjadi
kewenangan daerah otonom.

Wali Kota adalah Wali Kota Payakumbuh,

Peranglkat Daerah Terkal adalah perangkat Dacrah Kota
Payakumbuh yvang menyelenggarakan Pemungutan retribusi.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
yvang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Payakumbuh.

Unit Pelaksana Teknis Daerah yvang selanjutnya disingkat
UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegatan teknis
operasional dan/atau kegiatan tekmis penunjang tertentu
pada Dinas atau Badan Daerah

Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP
adalah instansi wvertikal direktorat Jenderal pajak yang
berada di bawah dan bertangpung jawab langsung kepada
Kepala Kantor Wilayvah Direktorat Jenderal Pajak

Pajak Daecrah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah
kontribusi wajib kepada Dacrah yang terutang olch orang
pribadi atau Badan wyang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi
scbesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah
pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/fatau
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diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang
pribadi atau Badan.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pernungut pajak, vang
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesual dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan
Daerah.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yvang
menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk
melakukan pembayaran Retribusi, termasuk Pemungutan
Retribusi tertentu,

Badan adalah sckumpulan orang dan/atau modal yvang
merupakan kesatuan, baik yvang melakukan usaha maupun
yvang fidak melakukan wusaha wvang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan
Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan
nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi,
dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, vyayasan,
Organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi
lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk
kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang
selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi
dan/atau Bangunan vang dimiliki, dikuasai, dan/atau
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan,

Bumi adalah permukaan Bumi yang meliputi tanah dan
perairan pedalaman.,

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau
dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di
bawah permukaan Bumi.

Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP
adalah harga rata-rata yvang diperoleh dan transaksi jual beh
yang terjadi sccara wajar, dan bilamana tidak terdapat
transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan
harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan
baru, atau NJOP pengganti.

Penilaian Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan wvang sclanjutnya disebut Penilaian PBB-P2
adalah kegiatan untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak
vang akan dijadikan dasar pengenaan PBB-P2, dengan
menerapkan pendekatan perbandingan harga, pendekatan
biaya, dan/atau pendekatan kapitalisasi pendapatan.
Penilaian Individual adalah Penilaian terhadap objek pajak
kriteria tertentu dengan cara memperhitungkan semua
karakteristik objek pajak yang disusun dalam laporan
penilaian.

Penilaian Massal adalah Penilaian yvang sistematis untuk
sejumlah ohjek pajak vang dilakukan pada saal tertentu
secara bersamaan dengan menggunakan suatu prosedur
standar yang disebut CAV dan/atau Compuier Assisied For
Mass Appraisal / CAMA.

Nilai Indikasi Rarma-Rata yvang selanjutnyva disingkat NIRE
adalah nilai pasar rata-rata vang dapat mewalah nilai tanah
dalam suatu zona nilal tanah,

Zoma Nilal Tanah yang selanjuinya disingkat ZNT adalah
zona geografis yang terdiri atas satu atau lebih objek pajak
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vang mempunyai satu nilai indikasi rata-rata vang sama,
dan batasi oleh batas penguasaan/pemilikan objck pajak
dalam satu satuan wilayah administrasi pemerintahan
kelurahan tanpa terikat pada batas blok.

Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan Reklame,
Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang
bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan
komersial memperkenalkan, menganjurkan,
mempromosikan, atau menarik perhatisn umum terhadap
sEsUAaT.

Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkatr PAT adalah
Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah,
Alr Tanah adalah air vang terdapat di dalam lapsan tanah
atau batuan di bawah permukaan tanah.

Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disebut NPA
adalah nilai Air Tanah yang telah diambil dan dikenai pajak
air tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil
dikalikan dengan harga dasar air.

Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat dengan HDA
adalah harga air tanah per satuan volume yang akan dikenai
pajak air tanah, besarnya sama dengan harga air baku
dikahkan dengan faktor nilai air.

Harga Air Baku vang selanjutnya disingkat dengan HAB
adalah biaya investasi dalam rupiah untuk mendapatkan air
baku tersebut yang besarnya tergantung pada harga yang
berlakun di daerah setempat dibagi dengan volume
pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter
kubik.

Faktor Nilai Air yang selanjutnya disingkat FNA adalah
suatu bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta
komponen peruntukan dan pengelolaan yang besarnya
ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna air
tanah serta volume pengambilannya.

Volume Pengambilan Air Tanah adalah jumlah =aar tanah
dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali,
sumur pasak, atau sumur bor.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang
selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan
hak atas Tanah dan /atau Bangunan.

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah,
termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya,
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang
pertanahan dan Bangunan.

Pajak Barang dan Jasa Tertentu vang selanjutnya disingkat
PBJT adalah Pajak vang dibayvarkan oleh konsumen akhir
atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.

Makanan dan/atau Minuman adalah Makanan dan/ataua
Minuman vang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik
secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui
pesanan oleh Restoran.

Restoran adalah fasilitas penyvediaan layanan makanan
dan/atau minum dengan dipungut bayaran.

Waralaba adalah hak khusus vang dirmmbki oleh orang
perorangan atau Badan usaha terhadap sistem bismis
dengan cir1 khas usaha dalam rangka memasarkan barang
dan/atau jasa vang telah terbukti berhasil dan dapat



37.

8.

39.

40.

41.

42,

43,

44,

45.

46.

47

48,

49

dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain
berdasarkan Perjanjian Waralaba.

Tenaga Listrik adalah tenaga atan energli yvang dihasilkan
oleh suatu pembangkit Tenaga Listrik yvang didistribusikan
untuk bermacam peralatan listrik.

Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang
dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum,
kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan vang selanjuinya
disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegialan
pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber
alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk
dimanfaatkan.

Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjuinya
disingkat MBLEB adalah mineral bukan logam dan batuan
sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-
undangan di bidang mineral dan batu bara.

Pajak Sarang Burung Walel adalah Pajak atas kegiatan
pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung wallet.
Burung Walet adalah satwa vang termasuk marga collocalia,
vaitu colloealia fuchliap haga, collbealic maxing, collocalia
esculanta, dan collocalia linchi.

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan  beroda
beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan
darat atau kendaraan vang dioperasikan di air vang
digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau
peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu
sumber daya energ  tertentu menjadi  tenaga gerak
kendaraan bermotor yvang bersanglkutan.

Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurat
persentase tertentu.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu)
tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan
tahun buku vang tidak sama dengan tahun kalender.
Bangunan OCedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan
konstruksi yang menyati dengan tempat kedudukannya,
sebagian atau seluruhnya berada di atas tempat dan/atau di
dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat
manusia melakukan kegatannya, baik untuk hunian atau
tempat tnggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha,
kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut
PBG  adalah perizinan vang diberikan kepada pemilik
Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah,
memperluas, mengurangl, dan/fatau merawat Bangunan
Gedung sesual dengan standar teknis Bangunan Gedung.
Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah vang selanjutnya disingkat
NPWPD adalah nomor vang diberikan kepada Wajib Pajak
sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang
dipergunakan sebagai tanda pengenal dirl atau identitas
Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi
kewajiban perpajakan daerahnya.

Nomor Objek Pajak Daerah vang sclanjutnya disingkat
NOPD adalah nomor identitas objek Pajak schagai sarana
dalam adminisirasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
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Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data ohjek dan Subjek Pajak atau Retribusi,
penentuan besarnya Pajak atau Retnbusi yang terutang
sampai kegatan Penagihan Pajak atau Retnibusi kepada
Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan
penyetorannya.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yvang selanjutnya
disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak
dipunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau
pembayaran Pajak, objeck Pajak dan/atau bukan objek
Pajak, danfatau harta dan kewajiban sesuai dengan
ketentuan peraturan  perundang-undangan perpajakan
Daerah,

Surat Pemberitahuan Objek Pajak wvang seclanjuinya
disingkat SPOP’ adalah surat yang digunakan oleh Wajib
Pajak untuk melaporkan data subjek dan ohjek PBB-P2
geaual dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
perpajakan Daerah,

Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak vang
selanjutnya disingkat LSPOP adalah Lampiran surat vang
digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek
dan objek Pajak

Surat Ketetapan Pajak Daerah vang sclanjutnya disingloat
SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan
besarnya jumlah pokok Pajak vang terutang.

Surat Setoran Pajak Daerah vang selanjutnya disingkat
85PD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yvang
telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah
dilakukan dengan cara lain ke kas Dacrah melalui tempat
pembayvaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.,

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang wang selanjuinya
disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk
memberitahukan besarnva PBB-P2 yang terutang kepada
Wajih Pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bavar yang
selanjulnya disingkat SKPDEB adalah surat ketetapan Pajak
vang menentukan besarnyva jumlah pokok Pajak, jumlah
kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak,
besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih
harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
vang selanjuinya disingkat SKPDKBT adalah sural
ketetapan Pajak vang menentukan tambahan atas jumlah
Pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya
disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak vang
menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnva dengan
Jjumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada
kredil Pajak.

Surat Ketetapan Pajak Dacrah Lebih Bavar vang sclanjutnya
disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena
jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang
terutang atau scharusnya tidak terutang.

7l
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Surat Tagihan Pajak Daerah vang selanjutnya disingkat
STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak

dan/atau sanksi adminisiratif berupa bunga dan/atau
denda.

. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang

membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau
kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu  dalam
peraturan perundang-undangan perpajakan Daecrah yang
terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBET, SKPDN,
SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat
Keputusan Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas
keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKRB, SKPDKET,
SKPDN, SKPDLEB, atau terhadap pemotongan atau
Pemungutan pihak ketiga yvang diajukan oleh Wajib Pajak.
Putusan Banding adalah putusan Badan peradilan pajak
atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan vang
diajukan oleh Wajib Pajak,

Penelitian  adalah  serangkaian kegiatan yvang  dilakukan
untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan
atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-
lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran
penulisan dan penghitungannya serta kesesualan antara
surat pemberitahuan dengan SSPD.

Surat Tanda Terima Setoran yang selanjutnya disingkat
STTS adalah bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan.
Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung
Pajak melunasi Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak
dengan mencgur atau  mempenngatkan, melaksanakan
Penagithan Seketika dan Sckaligus, membentahukan Surat
Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan,
melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang
telah disita.

Penagihan Seketika  dan Sekaligus  adalah  tindakan
Penaghan pajak yang dilaksanaksn oleh Jurusita Pajak
kepada Penanggung Pajak tanpa menungpu tanggal jatuh
tempo pembayaran yvang meliputi seluruh Utang Pajak dan
semua jenis Pajak, masa Pajak, dan Tahun Pajak.

WUiang Pajak adalah Pajak vang masih harus dibayar
termasuk sanksi  adminisiratil  berupa  bunga, denda,
dan/atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan
Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

Surat Teguran adalah surat yvang diterbitkan oleh Pejabat
untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk
mehinasi Utang Pajak atau Utang Retribusi.

Surat Paksa adalah surat perintah membavar Utang Pajak
dan biaya Penagihan Pajak.

Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak
yvang meliputi Penagihan Seketika dan Sckaligus,
pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.

. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan

mengolah  data, keterangan, dan/atan bukti yang
dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan
suatu  standar Pemeriksaan untuk menguji  kepatuhan
pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk
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Pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak
dan berisi koreksi pokok pajak terutang baik vang disetujui
maupun vyang tidak disetujui dan perhitungan sanksi
administrasi.

Kertas Kerja Pemeriksaan vang selanjutnya disingkat KKP
adalah catalan secara rincl dan jelas yang dibuat oleh
pemeriksa mengenai prosedur Pemeriksaan yang ditempuh,
data, keterangan, dan/fatau bukti yang dikumpulkan,
pengujian yang dilakukan dan simpulan yang diambil
schubungan dengan pelaksanaan Pemerniksaan.

Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan
di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak,
tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak,
dan fatau tempal lain vang dianggap periu oleh pemeriksa.
Permnenksasn Kantor adalah Pemeriksaan yang dilakukan di
kantor perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan daerah di bidang pendapatan.

Surat Perintah Pemeriksaan vang selanjutnya disingkat SP2
adalah surat penntah untuk melalkukan Pemenksaan dalam
rangka menguji  kepatuhan  pemenuhan  kewajiban
perpajakan dan/atau wuntuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan,

Online Single Submission yang sclanjutnya disingkat O35
adalah aplikazi berbasizs web wyang berfungsi untuk
membantu  proses pengajuan pengaduan dan  perizinan
untuk selajutnya dilakukan proses penindakan yang
dilakukan oleh peran pengambil keputusan

Insentf fiskal adalah dana yang bersumber dan APBN vang
dibernkan kepada daerah berdasarkan kinerja tertentu
berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja di bidang,
dapat berupa tata kelola keuangan daerah, pelayanan
umum  pemerintahan, dan  pelayanan  dasar  yang
mendukung kebjjakan  strategis nasional  dan/atau
kebijakan daerah.

Quick Response Code Indonesian Standard yang selanjutnya
disingkat QRIS adalah standar kode QR Nasional untuk
memfastditasi pembayaran kode QR di Indonesia yang
diluncurkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem
Pembayaran.

Hari adalah hari kerja.

Konfirmasi Status Wajib Pajak vang selanjutnva disingkat
dengan KSWP merupakan sebuah kegiatan pemeriksaan
akan status vang dilaksanakan oleh instansi pemerintah
sebelum memberikan pelavanan publik tertentu untuk
mendapatkan keterangan Status Wajib Pajak.

Pejabat Pemeriksa Pajak yvang selanjutnya disebul
Pejabat  Pemeriksa adalah pejabat fungsional
pengawas | keuangan negara di lingkungan
Pemerintah Daerah yvang diberikan tugas dan ruang
lingkup kegiatan untuk melakukan Pemeriksaan di
bidang Pajak.

Petugas Pemeriksa Pajak vang selanjutnya disebut
Petugas Pemeriksa adalah pegawai negeri sipil di
lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh
Kepala Daerah, diberi tugas, wewenang, tanggung
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tujuan lain dalam ranpgka melaksanakan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi
Daerah.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah  vang selanjutnya
disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi vang
menentukan besarmnya  jumlah  pokok Retribusi  yang
terutang,

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar vang
selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan
Retnibusi vang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar
daripada Retribusi yang terutang atau seharasnya tidak
terutang.

Surat Tagihan Retnibusi Daerah yang selanjutnya disingkat
STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi
dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau
denda

Badan Lavanan Umum Daerah yvang sclanjutnya disingkat
BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerga
perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah
pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan
pelavanan kepada masyarakal yvang mempunyai fleksibilitas
dalam pola pengelolaan keuangan sebagam pengecualian dari
ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah
dokumen vyang diselenggarakan bendahara penerimaan
untuk menyetor atau mencatal transaks:  penerimaan
Daerah dan bagi PPK SKPD untuk dijadikan dokumen dalam
menyelenggarakan akuntansi pada SKPD.

Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya discbut
Puskesmas adalah fasilitas pelayanan Kesehatan Tingkat
pertama vang menyelenggarkan dan menggkoordinasikan
pelavanan  Keschatan promotif, preventif, kuranif,
rehabilitatif, dan/atau paliatf dengan mengutamakan
promotif dan preventif di wilayahnya.

Rekening Kas Umum Daerah yang selanjuinya disingkat
REUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Dacrah
yvang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh
penerimaan Daecrah dan membavar seluruh pengeluaran
Daerah pada bank vang ditetapkan.

Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP
adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil
Pemeriksaan vang disusun oleh pemeriksa secara ringkas
dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan
Pemeriksaan,

Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya
disingkat SPHP adalah surat yang berisi tentang temuan
Pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, milai
koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara dan jumlah
pokok pajak terutang dan perhitungan sementara dari
sanksi administrasi,

Pembahasan Alhir Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya
disingkat PAHP adalah pembahasan antara Wajib Pajak dan
pemeriksa atas temuan Pemeriksaan yang  hasilnya
dituangkan dalam berita acara pembahasan akhir hasil
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jawab, dan mermiliki kemampuan untuk
melaksanakan Pemeriksaan.

Pemeriksa Pajak yang selanjutnya disebut Pemeriksa
adalah Pejabat Pemeriksa dan/atau Peotugas
Pemeriksa di lingkungan Pemerinitah Daerah, yang
diberikan tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk
melakukan Pemenksaan di bidang Pajak.

Diata Konkret adalah data wyang diperoleh atau
dimiliki Pemerintah Daerah yvang dapal digunakan
untuk menghitung kewajiban Pajak Wajib Pajak.
Data Elektronik adalah data yang dikelola secara
elektronik, yang dihasilkan oleh komputer dan/atau
pengolah data elektronik lainnya dan disimpan
dalam media penyimpanan elektronik.

Dokumen adalah buku, catatan, dan/atau dolkumen
lain termasuk Data Elektronik serta keterangan lain
vang diperlukan dalam pelaksanaan Pemeriksaan.
Pejabat Penilai PBB-P2 yang selanjuinya disebut Pejabat
Penilai adalah pejabat [ungsional penilal yvang merupakan
pegawal negerl sipil di lingkungan Pemerintah Daerah vang
mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk
melakukan kegiatan penilaian pajak,

Petugas Penilar PEBB-P2 vang selanjutnya disebut Petugas
Penilai adalah pegawai negeri sipil di ingkungan Pemerintah
Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah, diberi tugas,
wewenang, tanggung jawab, dan memiliki kemampuan
untuk melaksanakan Penilaian PBB-P2 vyang hersifat
scmentara.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini bertujuan:

d.

membenkan kepasttan  hukum  dalam  penyelenggaraan,

pengelolaan dan Pemungutan Pajak dan Retribusi; dan

b.

menjadi  pedoman bagi  Pemerintah  Daerah  dalam
penyelenggaraan, pengelolaan dan Pemunpgutan Pajak dan
Retribusi.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:
a. ketentuan umum Pajak Daerah;
b. ketentuan umum Retribusi Daerah:

&
d.

(1)

adminstrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal; dan
administrasi dan tata cara kecringanan, pengurangan,
pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak,
pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.

BAB 11

KETENTUAN UMUM PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu
Masa Pajak, Tahun Pajak, dan Bagian Tahun Pajak

Pasal 4

Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau
Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objcktil atas
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suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam
masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak
sesual dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan
mengenai perpajakan Daerah.

[2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada avat (1) merupakan
jangka wakiu yvang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk
menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang
untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan
sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Wali Kota untuk
menetapkan Pagjak terutang untuk jerus Pajak vang dipungut
berdasarkan penetapan Wali Kota.

(3] Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk
menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak vang terutang
untuk jenis Pajak vang dipungut berdasarksn penghitungan
sendiri Wajib Pajak scbagaimana dimaksud pada avat (2},
ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.

(4] Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan jangka waktu yang lamanya | (satu) tahun
kalender, kecuali bila Wajib Pajak mengerunakan tahun buku
yvang tidak sama dengan tahun kalender.

Pasal 5

(1) Masa pajak PBB-P2 ditetapkan mulai pada tanggal
diterbitkan SPPT sampai dengan tanggal 30 September tahun
berkenaan.

(2) Untuk Obyek PBB-P2 baru vang dilaporkan setelah tanggal
penerbitan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
diterbitkan SPPT oleh kepala perangkat Daerah wvang
menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang
pendapatan, berdasarkan permohonan Wajib Pajak untuk
tahun berkenaan.

(3} Untuk Objek PBB-P2 yang dilakukan pemecahan objek PBB-
P2 dan dilaporkan sectelah tangpgal penerbitan SPPT
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diterbitkan SPPT
oleh  kepala perangkat Daerah yang menvelenggarakan
urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan, dalam
hal objek Pajak PBB-P2 belum dilakukan pembayaran oleh
Wajib Pajak di tahun berkenaan.

(4) Untuk Objek PBB-P2 vang dilakukan pemecahan objek PBB-
P2 vang dilaporkan setelah tangpal penerbitan SPPT
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan telah dilakukan
pembayaran SPPT di tahun berkenaan oleh Wajib Pajak,
maka kepala perangkat Daecrah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan daerah di  bidang pendapatan
menerbitkan surat keterangan.

(5) Tahun pajak PBB-P2 ditetapkan selama 1 (satu] tahun
kalender.,

Pasal 6
Tahun BPHTE ditetapkan selama 1 (satu) tahun kalender.

Pasal 7
(1) Masa Pajak PBJT ditetapkan untuk jangka waktu 1 [(satu)
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(2) Tahun Pajak PBJT ditetapkan selama 1 (satu) tahun kalender.

Pasal 8

(1} Masa Pajak Reklame terdiri atas:
a. 1 [saty) tahun;

b. 1 (satu) bulan;

c. 2 (dua) minggu,

d. 1 (sam) minggu; dan
&, 1 (satu) han.

(2] Reklame wyang menggunakan masa perhitungan pajak
Reklame dalam jangka wakiu 1 {satu) tahun atau 1 (satu)
bulan sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a dan b,
meliputi:

a. Reklame Billboard dan sejenisnya;
b. Reklame Videotron/ Megatron dan sejenisnya; dan
¢. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan.

(3) Reklame yang menggunakan masa perhitungan Pajak
Eeklame dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. Reklame melekat/stiker;
b, Reklame selebaran;

¢. Reklame udars; dan

d. Reklame apung.

(4} Reklame wang menggunakan masa perhitangan Pajak
Reklame dalam waktu 2 [dua) minggu atau 1 (satu) minggu
sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf ¢ dan huruaf d
adalah Reklame kain,

(3} Reklame wyang menggunakan masa perhitungan Pajak
Reklame dalam waktu 1 (satu) hari, sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e, meliputi:

a. Reklame hlm/ shide; dan
b. Reklame peragaan.

(&) Apabila jangka waktu penyelenggaraan Reklame kurang
dari masa perhitungan pajak Reklame, penyelenggaraan
Reklame dihitung berdasarkan masa perhitungan Pajak
Reklame sesuai jenis Reklame sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) sampail dengan avat (5).

Pagal 9
Tahun Pajak Reklame ditetapkan selama 1 (satu) tahun kalender.

Paszal 10
(1) Masa PAT ditetapkan selama 1 (satu) bulan.
(2) Tahun PAT ditetapkan selama 1 (satu) tahun kalender

Pasal 11
(1) Masa Pajak MBLE ditetapkan selama | (satu) bulan.
(2) Tahun Pajak MBLB ditetapkan selama 1 [(satu) tahun
kalender.

Pasal 12
(1) Masa Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan selama 1 (satu)
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(2) Tahun Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan selama 1 (satu)

tahun kalender.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum PBB-P2

Paragrafl 1

Nilai Jual Objek Pajak Dan Penilaian Pajak Bumi Dan Bangunan

Pedesaan Dan Perkotaan

Pasal 13

(1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan vang

dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Orang pribadi
atau Badan, kecuali kawasan vang digunakan untuk kegiatan
usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

(2) Kawasan vang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan,

(3]

(4]

perhutanan, dan pertambangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) merupakan kawasan objek pajak bumi dan bangunan

yvang pemungutan pajak bumi dan bangunannya merupakan
kewenangan pemerintah pusat sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1] termasuk

permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.

Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau

pemanfaatan atas:

a, Bum dan/atau Banpunan kantor Pemerintah, kantor
Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara
lainnya vang dicatat sebagai barang milik Negara atau
harang milik Daerah;

b. Burmi dan/atau Bangunan yvang dipunakan scmata- mata
untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan,
panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan
nasional, vang tidak dimaksudkan untuk memperoleh
keuntungan;

c. Bumi dan/atau Bangunan yang scemata-mata digunakan
untuk tempat makam {(kuburan), peninggalan purbakala,
atau vang sejenis;

d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam,
hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang
dikuasai oleh desa, dan tanah negara vang belum dibebani
suatu hak;

e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan
diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan
timbal balik;

f. Bumi dan/ atau Bangunan wvang digunakan oleh
Badan/atau perwakilan lembaga internasional ditetapkan
sesuai peraturan perundang-undangan;

g. Bumi danjatau Bangunan tempat tinggal lainnya
berdasarkan NJOP tertentu yvang ditetapkan oleh Wali Kota;
dan

h. Bumi dan/atau Bangunan vang dipungut pajak Bum dan
Bangunan oleh Pemerintah Pusat.
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Pasal 14

Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi:
a. objek Pajak Umum; dan
b. objek Pajak Khusus.

(1)

()

(3]

(4]

(1)

(2]

(1]
(2]

(3]

Pasal 15

Objek Pajak Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14

huruf a merupakan objek pajak yang memiliki konstruksi

umum dengan luas tanah berdasarkan kriteria tertentu.

Objek Pajak Umum scbagaimana dimaksud pada avat (1)

terdir dari:

a. objek Pajak standar; dan

b. objek Pajak non standar,

Objek Pajak standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf a merupakan objek Pajak yang memiliki kriteria:

a. luas tanah sampai dengan 10.000 m2 (sepuluh ribu meter
persegi|;

b. jumlah lanta Bangunan paling banyak 4 (empat] lantai;
dan fatau

c. luas Bangunan sampai dengan 1.000 m? [seribu meter
persegi).

Objek Pajak Non Standar sebagaimana dimaksud pada ayat

(2} huruf b merupakan objek Pajak vang memiliki kriteria:

a.luas tanah lebih dan 10.000 m? (sepuluh ribu meter
persegi);

b. jumlah lantai Bangunan paling sedikit 5 (lima) lantai;
dan/atau

¢. luas Bangunan lebih dan 1.000 m? (scribu meter persegi).

Pasal 16
Objek Pajak Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
huruf b merupakan objek pajak yang memililks kontruksi
khusus atau keberadaannyva memiliki arti vang khusus.
Objek Pajak Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa:
jalan tol;
lapangan golf;
pabrik;
termpat rekreasi;
ternpat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa
mnyak;
stasiun pengisian bahan bakar;
menara;
pembangkit listrik tenaga mini hidro; dan/atan
pembangkit listrik tenaga air.

pRHDTR
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Pasal 17
Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
NJOP tidak kena pajak ditetapkan scbesar Rpl0.000.000,00
[sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasa lebih dan
satu objek PBB-P2 di daerah, NJOP tidak kena pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2] hanya dibenkan atas
salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
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(4) NJOP sebagaimana dimaksud pada avat (1) ditetapkan setiap
3 (tiga] tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat
ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan
wilayahnya.

Pasal 18
NJOP scbagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) terdini atas:
a. NJOP Bumi:
b. NJOP Bangunan Objek Pajak Umum; dan/atau
¢, NJOP Bangunan Objeck Pajak Khusus.

Pasal 19
(1) NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a
merupakan hasil perkalian antara luas areal objek pajak yang
dikenakan dengan NJOP Bumi permeter persegi.
(2) NJOP Bumi per meter persegi sebagaimana dimaksud pads
ayat (1) merupakan hasil konversi NIR per meter perseg ke
dalam klasifikasi NJOP Bumi.

Pasal 20
(1) NJOP Bangunan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 18
huruf b merupakan hasil perkalian antara total luas
Bangunan dengan NJOP Bangunan per meter persegi.
(2] NJOP Bangunan per meter persegi sebagaimana dimaksud
pada avat (1) merupakan hasil konversi milan Bangunan per
meter perscel ke dalam klasifikasi NJOP.

Pasal 21

(1) Dalam rangka menentukan batas mila jual tertingm dan
terendah ditetapkan klasifikasi NJOP bum dan NJOP
Bangunan.

(2) Klasifikasi NJOP Bumi dan NJOP Bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran | yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali
Kota ini.

Pasal 22
(1) NJOP diperoleh melalui proses Penilaian.
(2) Proses Penilaian NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui pendekatan:
a. data pasar atau perbandingan harga;
b. biaya; dan
c. kapitalisasi pendapatan.

Paszal 23

(1} Penilaian NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
dilakukan melalui:
a. Penilaian Massal, dan/atan
b. Penilaian Individual.

(2] Penilaian Massal scbagaimana dimaksud pada avat (1) huruf
a dilakukan terhadap NJOP Bumi dan NJOFP Bangunan yang
termasuk ke dalam Objek Pajak Umum.

(3] Dalam hal Penilaian Massal sechagaimana dimaksud pada ayat
(2) tidak memadai untuk memperoleh NJOP sccara akurat,
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penghitungan NJOP Bumi dan NJOP Bangunan objek pajak
umum dilakukan melalui Penilaian Individual.

(4) Penilaian Individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dilakukan terhadap NJOP Bumi dan NJOP Bangunan
vang termasuk ke dalam Objek Pajak Khusus.

Pasal 24

(1) Untuk menentukan NJOP Bumi dapat dilakukan dengan
Penilaian Massal atau Penilaian Individual,

(2) Penillaian Massal untuk menentukan NJOP  Bumi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap
Objek Pajak bumi yang diatasnya terdapat atau tidak terdapat
Bangunan objek pajak standar.

(3) Penilatan Individual untuk menentukan NJOP Bumi
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap
Objek Pajak bumi yang diatasnya terdapat Bangunan objek
pajak non standar.

Pasal 25

(1} Penilaian Massal untuk menentukan NJOP  Bumi
stbagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2} dilakukan
dengan membentuk NIR dalam setiap ZNT.

(2) NIR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari harga
rata-rata transaksi jual beli yvang terjadi seccara wajar dan
telah dilakukan penyesuaian,

(3) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
berdasarkan kondisi, posisi, dan/atau bentuk objek pajak
bumi.

(4) ZNT sebagaimana dimaksud pada avat (1) merupakan zona
geopralis vang lterdin atas sckelompok objek pajak yang
mempunyai 1 (satu) nilai indikasi rata-rata yang dibatasi oleh
batas penguasaan dan kepemilikan objek pajak dalam satu
kesatuan wilayah administrasi pemerintahan tanpa terikat
tanda batas blok.

(5) Dalam menentukan ZNT scbagaimana dimaksud pada ayat (4)
Pemerintah Daerah dapat:

a. membentuk tim dengan melibatkan instansi pemerintah
vang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang
Pertanahan; alau

b. melakukan kerja sama dengan penilai publik.

(6) Kerjasama dengan penilai publik sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan
volume pekerjaan, tingkat kesulitan, dan/atau kondisi
keuangan Daerah.

(7) Dalam rangka mengakomodir kondisi khusus Daerah,
Penilaian Massal untuk menentukan NJOP  Bumi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh
Pemerintah Daerah dengan melakukan penyesuaian kelas
tanah.

(8) Penyesuaian kelas tanah sebagaimana dimaksud pada avat
(7] dilakukan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan dengan
mempéerhatikan:

a. kondisi, posisi, dan/atau bentuk objek pajak bumi; dan
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b. database harga transaksi jual beli yang sudah divalidasi
yvang ftercantum dalam sistem informasi perpajakan
Draerah,

Pasal 26

(1} Penilaian Individual wuntuk menentukan NJOP  Bumi
sebapaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dilakukan
dengan membentuk NIR dalam setiap ZNT,

(2) Tata cara Penilaian Individual denpan membentuk NIR dalam
setiap ZNT sebapgaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
sesual dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 25 ayat
(2} sampai dengan dan ayat (B).

Pasal 27

(1) Untuk menentukan NJOP Bangunan dapat dilakukan dengan
Penilaian Massal atau Penilaian Individual.

(2] Penilaian Massal untuk menentukan NJOP Bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dilakukan terhadap
Objek Pajak Bangunan yang termasuk kedalam objck pajak
LLITILITL,

{(3) Penilaian Massal untuk menentukan NJOP Bangunan
sehagaimana dimaksud pada avat (1] dan aval (2} dilakukan
dengan menyvusun DBEB untuk setiap jenis penggunasan
Bangunan.

(4) Jenis pengsunaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) diklasifikasikan atas:

Bangunan tidak kena pajak;
Bangunan parkir;
apartemen / kondominium;
pompa bensin (kanopi);
tangki minyak; dan

gedung sekolah.

a. perumahan;

b, perkantoran;

. pabrik;

d. toko/apotek/pasar/ruko,
e. rumah sakit/klinik;

f. olah raga/rekreasi;

g. hotel/Restoran /wisma;
h. bengkel/gudang/pertanian;
i. gedung pemerintah;

j.  lain-lain;

k.

1.

rr.

I1.

.

B

Pasal 28

(1} Penilaian Individual untuk menentukan NJOP Bangunan
sehagaimana dimaksud dalam Pasal (24) ayat (1) dilakukan
terhadap Ohbjek Pajak Bangunan yang termasuk kedalam
objek pajak non standar dan Objek Pajak Khusus,

(2} Penilaian Individual untuk menentukan NJOP Bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
metode:

a. membandingkan dengan nilai Bangunan lain yang sejenis,
b. menghitung nilai perolehan bara; atau
c. nilai jual pengganti.
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(3

(4]

(3

&)

(1)

(2)

(3)

(4]

(=)

Metode penilaian individual sebagaimana dimaksud ayat 2
huruf a dilakukan dengan cara membandingkan objek pajak
yvang akan dinilai dengan objek pajak lain sejenis yang
letaknya berdekatan dan fungsinya sama yang nilai jualnya
sudah diketahui dengan melakukan penyesuaian yang
dipandang perlu

Metode penilaian individual sebagaimana dimaksud avat 2
huruf b dilakukan dengan cara memperhitungkan seluruh
biaya yvang dikeluarkan untuk memperoleh objek Bangunan
baru pada saat penilaian dan dikurangi  penyusutan
berdasarkan kondisi fisik objek Bangunan

Metode penilaian individual sebagaimana dimaksud ayat 2
huruf ¢ menghitung atau memproyeksikan  seluruh
pendapatan sewa atau penjualan dalam 1 (satu) tahun dan
objek pajak yang dinilai dikurangi dengan kekosongan, biaya
operasi, dan/atau hak pengusaha, yang selanjuinya
dikapitalisasikan dengan suatu tingkat kapitalisasi tertentu
Khusus untuk Penilaian Individual NJOP Bangunan dengan
metode nilal jual pengganti scbagaimana dimaksud pada ayat
(2) huraf ¢ dilakukan dengan menghitung Bumi dan
Bangunan sebagai satu kesatuan kemudian dikurangi dengan
NJOP Bumi wvang diperoleh dan Pemlaian Individual
schagaimana dimaksud dalam Pasal 23 avat (3).

Pasgal 29

Proses Penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal

22 sampai dengan Pasal 28 dilaksanakan oleh Pejabat

Penilai.

Persyaratan Pejabat Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat

(1} ditetapkan sesuai dengan ketentuan  peraturan

perundang-undangan mengenai jabatan fungsional di bidang

kouangan negara.

Dalam hal Pemerintah Daerah belum memilila Pejabat Penilai

sebapaimana dimaksud pada ayat (1) atau jumlah Pejabat

Penilai tidak mencukupi, Wali Kota dapat menunjuk Petugas

Penilai yang bersifat sementara, dengan ketentuan sebagai

berikut:

a. mengukuhkan kembali Petugas Penilai yang telah
ditunjuk sebelum berlakunya Peraturan perundang-
undangan yang berlaku; dan/atau

b. menunjuk pegawai negeri sipil yang akan diproveksikan
sebagai Pejabat Penilai sesuai dengan kualifikasi yang
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai Pejabat Penilai.

Petugas Penilai yang bersifat sementara scbhagaimana

dimaksud pada ayat (3), melaksanakan Pemlman PBB-P2

sampal dengan diangkatnya Pejabat Penilai berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang jumlahnya
sesual kebutuhan Pemenntah Daerah.

Petugas Penilai yang bersifat sementara scbhagaimana

dimaksud pada ayat (3) hural b wajib memenuhi

persyaralan:
a. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan/atau
pelatihan teknis terkait Penilaian PBB-P2;



b. memiliki kemampuan melakukan Penilaian PBB-P2:
dan

c. telah mengikuti dan lulus sertifikasi penilai PRBB-P2
scsual dengan  ketentuan  peraturan  perundang
undangan,

(6) Kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huraf b
ditentukan berdasarkan penilaian oleh Kepala Daerah,

(V) Pemenuhan  sertifikasi  penilai  PBB-P2  sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) huruf ¢ dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Pemenntah Daecrah dapat melakukan kerja sama Penilaian
PBB-P2 dengan penilan pubhk dan instans: teknis terkaat
yvang memiliki kompetensi pada bidang Penilaian PBB-P2,
dalam hal:

a. belum memiliki Pejabat Penilal sebagaimana dimaksud
pada avat (1} dan Petugas Penilai yvang bersifat
sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

b. jumlah dan kualfikasi Pejabat Penilai scbagaimana
dimaksud pada ayat (I) dan Petugas Penilal yvang
bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat
{3} vang tersedia belum mencukupi; dan

c. optmalisasi penenmaan PBB-P2.

(9) Pelaksanaan Penilaian PBB-P2 wang dikerjasamakan
dengan penilai publik dan instansi teknis terkait
scbagaimana dimaksud pada ayat (8) berpedoman pada
Peraturan perundang-undangan yang berlalku.

Pasal 30

(1} Dalam melakukan Penilaian Individual dan Penilaian Massal
Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan
Penilai Pemerintah atau Pemila Pubhk.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan mempertimbangkan:
a. volume pekerjaan; dan/atau
b. tingkat kesulitan.

Pasal 31
Ketentuan mengenail pelaksanaan Penilaian PBB-P2 scbagaimana
dimaksud Pasal 22 sampai dengan Pasal 30 tercantum dalam
Lampiran [ yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan
Peraturan Wali kota ini.

Pasal 32
Besaran NJOP ditetapkan oleh Wali Kota dengan Keputusan Wali
Kota.

Paragraf 2
Besaran Persentase Nilai Jual Objek Pajak

Pasal 33
(1} Besaran persentase N.JOP ditentukan dengan

mempertimbangkan persentase kenaikan NJOP  hasil
penilaian.
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(2) Persentase kenaikan NJOP sebagaimana dimaksud ayat (1)
diperoleh dari selisih NJOP hasil penilaian dengan nilai NJOP
awal dibagi dengan NJOP hasil penilaian.

(3) NJOP awal sebagaimana dimaksud ayvat (2) adalah nilai NJOP
yvang digunakan pada saat melakukan penilaian.

(4] Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud ayat (1)
ditetapkan:

.

b,

Untuk persentase kenaikan NJOP hasil penilaian scbesar
0 NJOP ditetapkan sebesar 100%;

Untuk persentase kenaikan NJOP hasil penidlaian  lebih
besar dari 0% sampai dengan 5%, persentase NJOP
ditetapkan sebesar 95%:;

Untuk persentase kenaikan NJOP hasil penilaian sebesar
lebih besar dari 5% sampai dengan 10%, persentase N.JOP
ditetapkan sebesar 90%:

Untuk persentase kenaikan NJOP hasil penilaian sebesar
lebih besar dari 10% sampai dengan 15%, persentase
NJOP ditetapkan sebesar 85%;

Untuk persentase kenaikan NJOP hasil penilaian lebih
besar dari 15% sampai dengan 20%, persentase NJOP
ditetapkan sebesar 80%;

Untuk persentase kenaikan NJOP hasil penilaian lebih
besar dart 200 sampai dengan 25%, persentase NJOP
ditetapkan sebesar 75%,;

Untuk persentase kenaikan NJOP hasil pemilaan lebih
besar dari 25% sampai dengan 30%, persentase NJOP
ditetapkan sebesar 70%;

. Untuk persentase kenaikan NJOP hasil penilaian lebih

besar dari  30% sampai dengan 33%, persentasc NJOP
ditetapkan scbesar 63%,;
Untuk persentase kenaikan NJOP hasil penilaian lebih
besar dari 35% sampai dengan 40%, persentase NJOP
ditetapkan sebesar 60%:;
Untuk persentase kenaikan NJOP hasil penilaian lebih
besar dari 40% sampai dengan 45%, persentase NJOP
ditetapkan sebesar 55%;
Untuk persentase kenaikan NJOP hasil penilaian lebih
besar dari 45% sampai dengan 50%, persentase NJOP
ditetapkan schesar S0%;
Untuk persentase kenaikan NJOP hasil penilaian lebih
besar dari 50% sampail dengan 53%, persentase NJOP
ditetapkan scbesar 45%;
Untuk persentase kenaikan NJOP hasil penilaian lebih
besar dari 55% sampai dengan 60%, persentase NJOF
ditetapkan sebesar 40%;
Untuk persentase kenaikan NJOP hasil penilaian lebih
besar dari  60% sampai dengan 65%, persentase NJOP

ditctapkan sebesar 35%;



0. Untuk persentase kenaikan NJOP hasil penilaian lebih
besar dari 65% sampai dengan 70%, persentase NJOP
ditetapkan sebesar 30%:;

p. Untuk persentase kenaikan NJOP hasil penilaian lebih
besar dan  70% sampai dengan 75%, persentase NJOP
ditetapkan sebesar 25%; dan

. Untuk persentase kenaikan NJOP hasil penilaian lebih
besar dari 75% persentase NJOP ditetapkan sebesar 20%.

(5) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud ayat (4)

(1)

(2)

(3)

(4)

{3)

5]

diberlakukan sampai tahun ketiga kenaitkan NJOP hasil

penilaian.
Bagian Ketiga
Ketentuan Umum BPHTB
Pasal 34
Dalam penyelenggaraan BPHTB, Pejabat  Pembuat Akta

Tanah atan Notaris sesuai kewenangannya wajib:

a. meminta bukti pembayaran BPHTE kepada Wajib Pajak,
sebelum menandatangan akta pemindahan Hak atas
Tanah dan/atau Banpunan; dan

b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli
danfatau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Wali
Kota paling lambat pada tanggal 10 ([sepuluh] bulan
benkutnyva.

Dalam penyelenggaraan  BPHTB, kepala  kantor  yang

membidang pelayanan lelang negara wajib:

a. meminta bukti pembayaran BPHTE kepada Wajib Pajak,
sebelum menandatangani risalah lelang; dan

b. melaporkan risalah lelang kepada Wali Kota paling lambat
pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dan ayat (2) huruf b, berdasarkan tanggal dan bulan

pengesahan/penomoran  perjanjian  pengikatan  jual bel
dan/atau akia atas tanah dan/fatau Bangunan atau risalah
lelang.

Laporan secbagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan

untuk penyederhanaan administrasi perpajakan schingga

dapat dipunakan untuk kepentingan:

a. BPHTB;

b. pelaporan mutasi subjek dan objek Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2}, dan

c. data awal adanya perubahan data yuridis dan/atau berikul
data fisik atas tanah atau hak milik atas satuan rumah
susun.

Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilakukan oleh pejabat pembuat akta tanah atau notaris atau

kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara
secara luar jaringan atau dalam jaringan.

Format laporan oleh pejabat pembuat akta tanah atau notaris

atau kepala kantor yang membidang pelayanan lelang negara

sebagaimana dimaksud pada ayat (5] tercantum dalam

Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Wali Kota ini.
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Pasal 35

(1) Laporan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 34 meliputi
semua perbuatan  hukum mengenai pembuatan akta
perolehan atau pengalihan pembebanan Hak Atas Tanah
dan,/ atau Bangunan.

(2) Dalam hal melaporkan pembuatan akta pemberian hak
tanggungan dan surat kuasa membebankan hak tanggungan,
maka nilai tanggungan tidak dilaporkan.

(3) Dalam hal membuat akta hibah sebagai pelaksanaan hibah
wasiat, pejabat  pembuat akta tanah atau notaris hanya
dapat menandatangani akta pemindahan Hak Atas Tanah
danfatau  berikut Bangunan setelah Wajib  Pajak
menyerahkan bukth pembavaran BPFHTB.

(4} Dalam hal 1 (satu) bulan tidak ada akta/nisalah lelang yvang
dibuat, pejabat pembuat akta tanah atau notaris/kepala
kantor tetap membuat dan menyampaikan laporan,

(5] Apabila pejabat  pembuat akia tanah atau notaris berstatus
pensiun/ cuti/pindah wilayah kerja, agar segera melaporkan
melalni  surat kepada kepala perangkat dacrah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang
pendapatan dan melaporkan perubahan status melalui surat.

Pasal 36
(1) Dalam hal pejabal pembuat akta tanah atau notaris
melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

a, denda sebesar Rpl0.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 34 ayat (1) huruf a; dan/atau

b. denda sebesar Rpl.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk
sefiap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayal
(1} huruf b.

(2) Denda sebagaimana dimaksud pada aval (1) ditagih dengan
STPD dan merupakan penerimaan Daecrah yang dibayarkan
ke Kas Daerah dengan menggunakan ST35,

(3] STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2} dilkanmkan
kepada notaris atau pejabat pembuat akta tanah atau kKepala
Kantor yang membidangi pelayvanan lelang negara.

[4) 8TS wang dikeluarkan oleh Bank persepsi sebagai tempat
pembayaran adalah merupakan bukt sah pembayaran sanksi
administrasi sesuai STPD.

Pasal 37
Dalam hal sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1)
belum  dilaksanakan, Walikota melalui Dinas  vang
menyelenggarakan urusan  pemerintahan daerah di bidang
pendapatan tidak memproses permohonan Penclitan BPHTR
vang diajukan olch Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris.
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Bagian Keempat
Ketentuan Umum Pajak Reklame

Paragraf 1
Jenis dan Bentuk Reklame

Pasal 38

Jenis Reklame meliputi:

Lol O W

Reklame papan (billboard / videotron / megatron);
Recklame kain;

Reklame melekat/ stiker;

Reklame selebaran;

Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
Eeklame adara;

Relklame apung;

Reklame film/slide, dan

Reklame peragaan.
Pasal 39

(1} Reklame papan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf

2]

(1)

(2]

(1)

(2)

ga, merupakan Reklame wvang diselenggarakan dengan
menggunakan bahan papan, fiber, besi, baja atau sejenisnyva
yvang memiliki rangka permanen.

Reklame papan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:

a. billboard;

b. videotron / megatron;

¢. bahho;

d. neonbox dan non neonbox; dan

e. Reklame papan lainnya.

Pasal 40
Reklame kain sebapaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b
merupakan  Reklame  yang  disclenggarakan  dengan
menggunakan bahan kain, plastik atan bahan lain yang
sejenis yang tidak memiliki rangka permanen.
Reklame lkain sebagaimana dimalksud pada ayat (1) terdin
atas:
a. spanduk;
b. banner:
e, umbul-umbul;
d. penutup panas fsun screeny; dan
g. Reklame kain lainnya.

Pasal 41
Reklame melekat atau stiker sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38 huruf ¢ merupakan Reklame wyang herbentuk
lembaran lepas yang disclenggarakan dengan cara
ditempelkan, diletakkan, dipasang atau digantung pada suatu
benda.
Reklame melekat atau stiker scbhagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:
a. mural atau lukisan dinding;
b. stiker;
c. poster; dan
d. Reklame melekat atau stiker lainnya.

£ b



(1}
12)

(1)

(<)

(1)
(2]

(1)
(2)

(1)

(2]

Pazal 42
Reklame selebaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38
huruf d merupakan Reklame berbentuk lembaran lepas.
Reklame selebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a. leaflet;
b. pamflet;
¢. brosur; dan
d. Reklame selebaran lamnnya.

Pasal 43
Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38
huruf ¢ merupakan Reklame yang berbentuk stiker, lukisan,
kain atau bahan lainnya yang melekat pada kendaraan atau
dengan cara dibawa oleh orang.
Reklame berjalan sebagaimana dimaksud pada aval (1) terdird
atas:
a. stiker dan/atau lukizan yvang melekat pada kendaraan; dan
b. Reklame berjalan lainnya.

Pasal 44
Reklame udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf
f merupakan Reklame yang diselenggarakan diudara.
Reklame udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas;
a. balon udara;
b. laser;
¢, hologram;
d. pesawat;
e, pesawat tanpa awak (drone);
f. paralayang; dan
g. Reklame udara lainnya.

Pasal 45
Reklame apung scbapgaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf
¢ merupakan Reklame yang disclenggarakan diatas air.
Reklame apung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:
a. balon air;
b. perahu; dan
¢. Reklame apung lainnya.

Pasal 46
Reklame film/slide sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38
huruf h merupakan Reklame yang diselenggarakan
menggunakan media vang diproyeksikan pada layar atau
peragaan lain vang sejems.
Reklame film/slide scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a. layar tancap;
b, proyektor; dan
¢, Reklame film/slide lainnya,
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Pasal 47
Reklame peragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf
i merupakan Reklame yang disclenggarakan menggunakan media
berbentuk patung, mainan, maskot, orang dengan kostum
tertentu danj/atau media peragaan lainnya,

Pasal 48
(1) Setiap penyelenggara Reklame wajib:
8. menggunakan rancang bangun Reklame yang memenuhi:
1. keamanan, ketertiban, dan keindahan lingkungan; dan
2. nilai agama, kesopanan, kesusilaan, kearifan lokal,
dan/atau kelentraman dan ketertiban umum:
bh. mempunyai izin Reklame.
(2) Setiap pemilik konstruksi Reklame wajib:
a. merancang konstruksi Reklame:
1. tidak membahayvalean pengguna jalan;
2. tidak membahayakan  kontruksi  dan  Bangunan
pelengkap jalan; dan
3. memenuhi ketentuan teknis sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan
b, mempunyal PBG untuk kontruksi Reklame / papan nama.

Pasal 49
setiap penyelenggara Reklame atau pemilik konstruksi Reklame
yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 48 dikenakan sanksi administratil berupa:
a. teguran tertulis;
b. penghentian sementara Reklame;
c. pencabutan izin; dan/atau
d. paksaan Pemerintah Daerah.

Pasal 50

(1) Penjatuhan sanksi administratif scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 49 dilakukan secara:
a, bertahap;

b. bebas; dan/atau
c. kumulatif,

(2) Pengenaan sanksi administratif secara bertahap, bebas, atau
kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
berdasarkan pada pertimbangan:

a. berat-ringannya  pelanggaran  yang  dilakukan oleh
penvelenggara Reklame;

b. pemenuhan perintah atau kewapban yang ditentukan
dalam sanksi administratif; dan/atau

c. rekam  jejak  ketaatan penvelenpggara Reklame terhadap
ketentuan peraturan  perundang-undangan  dibidang
penyelenggaraan Reklame.

{3) Pengenaan sanksi administratif schagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan avat (2) dikenakan oleh Wali Kola melalul kepala
perangkat daerah yang menyvelenggarakan  uruasan
pemerintahan daerah di bidang pendapatan.

{4) Penyelenggara Reklame atau pemilik konstruks: Reklame
dikenakan sanksi administratif berupa tepuran tertulis
dengan kelentuan:

a. teguran tertulis pertama dilakukan pada saat pelanggaran

diketahu;



15)

(1)

(<]

(1)

(2}

(1)

b. teguran tertulis kedua diberikan apabila teguran tertulis
pertama  scbagammana dimaksud pada huraf a tidak
ditindaklanjuti dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh)
Hari; dan

c. teguran tertulis ketiga diberikan apabila teguran tertulis
kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak
ditindaklanjuti dalam jangka waktu paling lama 7 {tujuh)
Hari.

Teguran terfulis sebapaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh perangkat dacrah wvang menyelenggaralkan

urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan.

Pasal 51

Penghentian sementara Reklame dilakukan:

a. apabila penyelenggara Reklame atau pemilik kontruksi
Reklame tidak menindaklanjud teguran tertulis ketiga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b paling lama
3 (tiga) Hari; atau

b. Reklame melanggar nilal agama, kesopanan, kesusilaan,
kearifan lokal dan/atau ketenteraman dan ketertiban
amumn.

Penghentian sementara Reklame scbagaimana dimaksud

pada avat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang
pendapatan dan/atau satuan polisi pamong praja, dan dapal
melibatkan :

a. Tentara Nasional Indonesia;

b. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau

c. Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 52

Pencabutan izin dilakukan apabila Penyelengegara Reklame
atau pemilik konstruksi Reklame tidak menyelenggarakan
Reklame sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan Reklame
dan tetap melaksanakan kegiatan setelah paling lama 7
(tujuh) Hari sejak sanksi penghentian sementara Reklame
schagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b ditetapkan.
Pencabutan 1zin scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Perangkat Daecrah yang menvelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pelayanan terpadu satu pintu
berkoordinasi dengan perangkat daerah Vang
menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang
pendapatan.

Pasal 53

Paksaan pemerintah dikenakan terhadap penyelenggara

Reklame atau pemilik konstruks: yang :

a. menyelenggarakan Reklame tidak sesuai dengan ketentuan
penvelenggaraan Reklame setelah pemberhentian
sementara Reklame dilaloukan;

b. tetap melaksanakan kegiatan setelah pencabutan izin
dilakukan; atau

c. Reklame melanggar nilai agama, kesopanan, kesusilaan,
kearifan lokal dan/atau ketenteraman dan ketertiban
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(2) Bentuk paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada

(3]

ayat (1) berupa :

a. pembongkaran, dalam hal penyelenggara Reklame
merupakan pemihik konstruksi Reklame;

b, penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi
menimbulkan pelanggaran; danfatan

c. indakan lain wyang bertyjuan untuk menghentikan
pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan.

Paksaan pemerintah scbagaimana dimaksud pada ayat [2)

dilakukan oleh perangkat daerah vang menyelenggarakan

urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan dan/atau

satuan polisi pamong praja, dan dapat melibatkan:

a, Tentara Nasional Indonesia;

b. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atan

c. Kejaksaan Republik Indonesia.

Paragraf 2
Pengecualian Objek Pajak Reklame

Pasal 54

Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:

e

penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio,
warta harian, warta mingguan, warta bula.nan dan
sejenisnya;

label/merek produk yang melckat pada barang vang
diperdagangkan, vang berfungsi untuk membedakan dari
produk sejenis lainnya;

nama pengenal usaha atau profesi vang dipasang melekat
pada Bangunan dan/ atau di dalam arca tempat usaha atau
profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya
diatur dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada
ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atan
profesi tersebut;

Reklame yang disclenggarakan oleh Pemerintah Pusal atau
Pemerintah Daecrah; dan

Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik,
sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan
komersial.

Pasal 55

Pengecualian terhadap nama pengenal usaha atau profesi yang
dipasang melekat pada Bangunan dan/ atau di dalam areca
tempat usaha atau profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
54 huruf ¢ dilaksanakan dengan ketentuan:

.

b.

1 (satu) nama pengenal usaha atau profesi yang melekat pada
Bangunan dan/atau berada dalam tempat usaha atau profesi;
1 (satu) nama pengenal usaha atau profesi yang melekat
sebagaimana dimaksud pada huruf a memilikn ukuran pahling
besar 1 m? (satu meter persegi);

pengecualian terhadap 1 (satu] nama pengenal usaha atau
profesi sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak
diberlakukan jika nama pengenal usaha atau profesi tersebut
disponsori oleh Badan atau merek produk tertentu;

Jika terdapat 2 (dua) atau lebih nama pengenal usaha yang
melekat pada Bangunan dan/atau berada dalam area tempat
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(1)
(2]

13)

()

(1)

(2)

(3]

(4]

usaha, maka pengecualian objek Reklame hanya terhadap 1
{satu) nama yang diplih Wajib Pajak; atau

Jika terdapat 2 (dua) atau lebih nama pengenal profesi yang
melekat pada Bangunan dan/atau berada dalam area tempat
profesi, maka pengecualian objek Reklame hanya terhadap 1
{satu) nama pengenal yang sesual dengan kode etik profesi
yakni dengan papan putih dan tulizsan hitam.

Paragral 3
Perhitungan Nilai Sewa Reklame

Pasal 56
Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa
Reklame.
Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pithak ketiga, nilai
sewa Reklame sebagaimana dimaeksud pada ayat (1)
ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa
Reklame scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
dengan memperhatikan faktor:
a. jenis;
b, bahan vang digunakan,;
c. lokasi penempatan;
d. waktu penayangan;
e. jangka waktu penyelenggaraan;
I, jumlah; dan
g. ukuran media Ecklame.
Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai
sewa  Reklame ditetapkan dengan menggunakan fakior
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 57
Faktor jenis Reklame, bahan yang digunakan, waktu
penavangan, jangka waktu penvelengaraan, jumlah dan
ukuran media Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal
56 ayat (3} huruf a, huruf b, huruf d, huruf ¢, hurul [, dan
huruf g dihitung komulatif dan dinyatakan dalam bentuk
nilai perolehan Reklame.
Faktor lokasi penempatan Reklame sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 56 avat (3) huruf ¢ dihitung kumulatif dan
dinyatakan dalam bentuk nilai lokasi.
Nilai lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2] terdiri
atas:
a. lokasi strategis; dan
b. lokasi kurang strategis.
Dalam hal penavangan Reklame berada di pertemuan jalan
lokasi stratepis dan lokasi kurang strategis maka Reklame
ditetapkan dengan nilai lokasi strategis.

Pasal 58

Nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan
Pasal 57 dan contoh perhitungan Pajak Reklame tercantum
dalam Lampiran [V yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Wali Kota ini.
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Hagian Kelima
Eetentuan Umum Pajak Air Tanah

Pasal 59

(1) Dasar pengenaan PAT adalah NPA,

(2) NPA scbagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil
perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.

(3) Harga air baku scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan
pengendalian sumber dava Air Tanah,

(4) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
berpedoman kepada Peraturan Gubernur,

(5) Besaran NPA dihitung dengan mempertimbangkan sebagian
atau seluruh faktor meliputi:

a. jenis sumber air;

b. lokasi sumber air;

c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;

d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;

e. kualitas air; dan/atau

f. tingkat kerusakan lingkungan vyang diakibatkan oleh
pengambilan air dan/atau pemanfaatan air.

Pasal 60
Faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5)
diformulasikan untuk perhitungan NPA yvang dinyatakan dalam
rupiah ke dalam komponen meliputi:
a. sumber daya alam; dan
b. peruntukan dan pengelolaan.

Pasal 61

(1) Komponen sumber dayva alam scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 60 huruf a terdin atas faktor meliputy:

a. jenis sumber air berupa Air Tanah;
b, lokasi sumber Air Tanah; dan
c. kualitas Air Tanah.

(2) Faktor jenis sumber air dan lokasi sumber air tanah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b
ditetapkan dengan kriteria ada sumber air alternatif,

(3} Faktor kualitas Air Tanah scbagaimana dimaksud pada ayat
(1} huruf ¢ ditentukan oleh kriteria berikut:

a. kualitas Air Tanah baik; atau
b. kualitas Air Tanah tidak baik.

(4) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibedakan menjadi 4 {empat) kriteria yang memiliki
peringkat dan bobot.

(5) Bobot sebagaimana dimaksud pada avat (4) dihitung secara
eksponensial dan nilal peringkat.

(6) Peringkat dan bobot kriteria komponen sumber daya alam
sebagaimana dimaksud pada ayal (4) tercantum dalam
Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Wali Kota ini.
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(1)

(2]

Pasal 62

Komponen peruntukan dan  pengelolaan secbagaimana

dimaksud dalam Pasal 60 hurul b terdiri atas faltor meliputi:

A, tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;

b. volume Air Tanah yang diambil dan /atau dimanfaatkan;
dan

c. tingkat kerusakan bhngkungan wvang diakibatkan oleh
pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Komponen peruntukan dan  pengelolaan  Air  Tanah

schagaimana dimaksud pada ayat (1} dibedakan dalam 5

(lima) kelompok pengguna Air Tanah vang ditctapkan dalam

bentuk pengambilan danfatau pemanfaatan Air Tanah, terdiri

atas:

a. kelompok 1, merupakan kelompok yang melakukan
pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanag dengan
produk berupa air, terdiri atas:

1. pemasok air baku;

2. perusahaan air minum;

3. industri air minum dalam kemasan;
4, pabrik es Kristal; atau

5. pabrik minuman olahan;

b. kelompok 2, merupakan yang melakukan pengambilan
dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan
air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau
operasional pada kegiatan usaha dengan Tingkat nsiko
tinggi, terdiri atas:

cindustri tekstil;

. pabrik makanan olahan;

. hotel bintang 3, hotel bintang 4, dan hotel bintang 5;

. pabrik kima;

. industri farmasi;

. readymix/ pengolahan bubur beton;

. mall/ supermarkel/ mini market/ swalayan; atau
8. tempat pemotongan hewan;

c. kelompok 3, merupakan kelompok wyang melakukan
pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan
produk bukan air, termasuk untuk membantu proses
produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha
dengan tingkat risiko menengah, terdiri atas:

1. hotel bintang 1 dan hotel bintang 2;

2. usaha persewsasn jasa kantor;

3. Apartemen;

4. pabrik es skala kecil;

5. agro industr;

=]
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peternakan non rakyat;

. iwaterboom/ pemandian,

. industri pengolahan logam;
perbankan; atau

.
10. gedung pertemuarn,
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d. kelompok 4, merupakan kelompok vang melakukan
pengambilan dan/fatau pemanfaatan Air Tanah dengan
produk bukan air, termasuk untuk membantu proses
produksi dan/atau operasional yang dilakukan pada
Kegiatan usaha dengan tingkah risiko rendah, terdiri atas:

. losmen/ pondokan/ penginapan / kost/ rumah sewa!

. tempat hiburan;

. Restoran;

. gudang pendingin;

- pabrik mesin elektronik;

. pencucian Kendaraan Bermotor;

. perkantoran perusahaan;

. salon/ pijat/ refleksi/ tempat potong rambut (barber shop):

alau
9. gudang;

e. kelompok 5, merupakan kclompok wang melakukan
pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan
produk bukan air untuk menunjang kebutuhan pokok,
terdiri atas:

1. usaha keecil skala rumah tangga;

2. hotel non-bintang;

3. rumah makan;

4. rumah sakit;

5. klinik/ balai pengobatan / prakiek dokter/bidan; atau
. laboratorium.

(3) Kelompok penggpuna Air Tanah sebagaimana dimaksud pada

avat (1) berdasarkan tujuan dan besar penggunaan Air Tanah

sebagai bahan pendukung, bantu proses, atau baku utama.

R I NS N R

Pasal 63

(1) Komponen peruntukan dan  pengelolaan  Air  Tanah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 memiliki nilai
berdasarkan kelompok Volume Pengambilan Air Tanah dan
peruntukan yang dihitung secara progresif.

(2] Nila: scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai sebaga
faktor pengali terhadap persentase komponen peruntukan
dan pengelolaan.

Pasal 64

{1} Unsur penghitungan NPA terdiri dari Volume Pengambilan Air
Tanah dan HDA.

(2) HDA scbagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari HAB
dan FNA.

(3) HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada
HAB wang ditetapkan oleh Gubernur dalam Peraturan
Gubernur.

(1) FNA scbagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin atas
komponen sumber daya alam ditambah komponen
peruntukan dan pengelolaan.

Pasal 65

Besaran NPA berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 64 tercantum dalam
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Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Wali Kota ini.

(1)

(2)

3]

(1)

(<)

(3)

Bagian Keenam
Tata Cara Pendaltaran Dan Pendataan Pajak

Paragraf 1
Urmnam

Pasal 66

Wajib Pajak untuk jenis Pajak vang dipungut berdasarkan
penetapan Wali Kota dan jenis Pajak vang dipungut
berdasarkan perhitungan sendiri olech Wajib Pajak, wajib
mendafltarkan din dan/atau objek pajaknya kepada Wali Kota
atau pejabat yang ditunjuk.
Jenis pajak yang dipungut berdasarkan penctapan Wali Kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. PBB-P2;
b. Pajak Reklame;
c. PAT;
d. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor; dan
e. Opsen bea balik nama Kendaraan Bermotor,
Jenis pajak yvang dipungut berdasarkan perhitungan sendir
schagaimana dimaksud pada ayvat (1) meliputi:
a. BPHTB;
b. PBJT atas:

1. Makanan dan/atau Minuman;

2. Tenaga Listrik;

3. Jasa Perhotelan:

4, jasa parkir; dan

0. jasa kesenian dan hiburan;
c. Pajak MBLB; dan
d. Pajak Sarang Burung Walet.

Pasal 67

Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau objek pajak sebagaimana
dimnaksud dalam Pasal 66 terdiri atas:
a. pendaftaran Wajib Pajak dan/atau objek pajak baru; atau
b. pendaftaran pemutakhiran data Wajib Pajak dan/atau

objek pajak.
Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau objek pajak baru
sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a merupakan
kegiatan untuk mendaftarkan Wajib Pajak danjatau objek
pajak vang belum tercatat dalam sistem adminisirasi
perpajakan pemerintah daerah.
Pendaftaran pemutakhiran data Wajib Pajak dan/atau olyek
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan kegiatan untuk mendapatkan, mengumpulkan,
melengkapi, memperbarui dan menatausahakan data Wajib
Pajak dan/atau objek pajak vang telah tercatat dalam sistem
administrasi perpajakan pemerintah daerah.

(4) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

a. mutasi objek pajak; atau
b. mutasi subjek pajak.
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Pazsal &8

Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan
Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan
menatausahakan data objek Pajak danfatan Wajib  Pajak,
termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan
administrasi perpajakan Daerah,

Paragraf 2

Persyaratan Pendaftaran dan Pendataan Pajak Yang Dipungut

Berdasarkan Penetapan Wali Kota

Pasal 69

(1} Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau objek PBB-P2 baru untuk

oratg pribadi haris melampirkan dokumen persyaratan vang
terdin atas;

(2]

o N R w1

]

2.
h.

5

. surat permohonan;

. 3POP dan/atau L3POP;

. kartu tanda penduduk atau kartu keluarga;

nomor induk berusaha atau surat persetujuan berusaha

bag Wajib Pajak yang memiliki usaha;

. dokumen terkait data kepemilikan:

- fotokopi sertifikart;

-akta jual bel;

. akta hibah;

. akta waris;

. surat perjanjian jual beli;

. surat kesepakatan kaum;

.surat permyataan  penguasaan fisik bidang tanah
{sporadik); atau

.dokumen bukti penguasaan dan/atau pemanfaatan
bumi danfatau  Banpunan danjfatau  dokumen
pendukung lainnya.

surat keterangan dari kelurahan yang menyatakan bahwa

ohjek pajak belum memiliki SPPT PBRE;

fotokopi SPPT tetangga sekitar;

PBG untuk objck Bangunan;

foto objek; dan

=1 O b Q0 B e

e

j. denah lokasi/foto satelit.

Pendaltaran Wajib Pajak dan/atau objek PBB-P2 baru untuk
Badan harus melampirkan dokumen persyaratan yang terdiri
atas:

.
b.
C.

d.

.

surat permohonan;

SPOP dan/atau LSPOP;

akta pendirian Badan;

nomor induk berusaha;

dokumen terkait data kepemilikan:

fotokopi sertifikat;

. akta jual beli;

. akta hibah;

. akta waris;

. surat perjanjian jual beli;

. surat kesepakatan kaum;

.surat pernvataan penguasaan fisik bidang tanah
|sporadik); atau

=] O 0N & b e
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(1)

(2)

8. dokumen bukti penguasaan dan/atau pemanfaatan
bumi dan/atau Bangunan dan/atau dokumen
pendukung lainnya.

surat keterangan dari kelurahan yang menyatakan bahwa

objek pajak belum memiliki SPPT PEB:

g. fotokopi SPPT tetangga sckitar;

h. PBG untuk objek Bangunan;

i

E

Fh

foto objek; dan
denah lokasi/foto satelit,

Pasal 70
Pendaltaran pemutakhiran data Wajib Pajak dan/atau objek
PBB-P2 untuk orang pribadi harus melampirkan deluamen
persyaratan yang terdin atas:
a. surat permohonan
b. SPOP dan fatau LSPOP;
c. kartu tanda penduduk atau kartu keluarga;
d. nomor induk berusaha atau surat persetujuan berusaha
bagi Wagib Pajak yang memiliki usaha
e. dokumen terkait data kepemilikan:
. fotokopi sertifikat;
. akta jual beli;
. akta hibah;
. akta waris;
. surat perjanjian jual beli;
. surat kesepakatan kaum;
.sural  pernyataan  penguasaan  fisik bidang  tanah
(sporadik]; atau
.dokumen bukti penguasaan danjfatau pemanfaatan
bumi danfatan  Bangunan dan/atau  dokumen
pendukung lamnya.
f. surat keterangan dari kelurahan yvang menyatakan bahwa
SPPT PBB sesuai dengan objek pajak;
g. PB(G: untuk obhjek Bangunan; dan
h. [oto objelk.
Pendaftaran pemutakhiran data Wajib Pajak dan/atau objek
PBB-P2 untuk Badan harus melampirkan dokumen
persyaratan yang terdiri atas:
a. suratl permohonan;
b. SPOP dan/atau LSPOF;
e. akta pendirian Badan,
d. nomor induk berusaha;
e. dokumen terkait data kepemilikan:
. fotokopi sertilikat;
. akta jual beli;
. alta hibah;
. akla waris;
. surat perjanjian jual beli;
.surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah
{sporadik); atau
.dokumen bukti penguasaan danjfatau pemanfaatan
bumi danfatau Bangunan dan/fatau dokumen
pendukung lainnya.
f. surat keterangan dari kelurahan yang menyatakan bahwa
SPPT PBB =sesuai dengan objek pajak;

Do =] O LN b LD b e
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(1)

(2)

(1)

()

h. foto objek; dan
1. dokumen bukti penguasaan danj/atau pemanfaatan bumi

dan/fatau Bangunan dan/atau dokumen pendukung
lainnya.

Pasal 71
Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau objek Pajak Reklame baru
atau pendaftaran pemutakhiran data Wajib Pajak dan/atau
objek Pajak Reklame untuk orang pribadi harus melampirkan
dokumen persyaratan yang terdiri atas:
a. surat pendaftaran objek pajak;
b. kartu tanda penduduk atau kartu keluarga:
c. nomor induk berusaha atau surat persetujuan berusaha
bagm Wajib Pajak yvang memililka usaha; dan
d. foto objek.
Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau objek Pajak Reklame baru
atau pendaflaran pemulakhiran data Wajib Pajak dan/atau
objek Pajak Reklame untuk Badan harus melampirkan
dokumen persyaratan yang terdiri atas:
a. surat pendaftaran objek pajak:
b. nomor induk berusaha atau surat persetujuan berusaha
bagi Wajib Pajak yang memilikd usaha;
¢. akta pendirian Badan; dan
d. foto objek.

Pasal 72
Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau objek PAT bara atau
pendaftaran pemutakhiran data Wajib Pajak dan/atau objek
PAT untuk orang pnbadi harus melampirkan dokumen
persyaratan yang terdin atas:
a. surat pendaftaran objek pajak;
b. kartu tanda penduduk atau kartu keluarga;
c. nomor induk berusaha atau surat persetyjuan berusaha

bam Wajib Pajak yang memilika usaha; dan
d. foto objek.
Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau objek PAT baru atau
pendaftaran pemutakhiran data Wajib Pajak dan/atau objek
PAT untuk Badan harus melampirkan dokumen persyaratan
vang terdiri atas:
a. surat pendaftaran objek pajak;
b. nomor induk berusaha atau surat persetujuan berusaha
bagi Wajib Pajak vang memihiki usaha;

¢, akta pendirian Badan;
d. foto olyek.

Paragraf 2
Persyaratan Pendaftaran Pajak Yang Dipungut Berdasarkan

Perhitungan Sendin oleh Wajib Pajak

Pasal 73

Pendaftaran  Wajib  Pajak dan/atau objek BPHTB harus
melampirkan dokumen persyaratan yang terdin atas:

a. surat permohonan

b. fotokopi SPPT PBB-P2 atau surat keterangan NJOP;

c. bukti lunas PBB-PZ;

d. kartu tanda penduduk atau kartu keluarga;

e. akta pendirian Badan bagi Wajib Pajak Badan;
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nomor induk berusaha atau surat persetujuan berusaha bagi
Wajib Pajak Badan;

. foto objek;
. fotokopi sertifikat hak atas tanah;

fotokopi peta bidang tanah untuk tanah yang belum terdaftar;
denah lokasi; dan

dokumen bukti penguasaan dan/fatau pemanfaatan bumi
dan/atau Bangunan dan/atau dokumen pendukung lainnya.

Pasal 74

Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau ohjek PRJT baru atau
pendafiaran pemutakhiran data Wajib Pajak dan/arau objek
PBJT harus melampirkan dokumen persyaratan yang terdin atas:

.

b,

C.

m =8 o

surat pendaftaran objek pajak wyang ditandatangani dan
distempel;

fotokopi kartu tanda penduduk atau kariu keluarga bagi Wajib
Pajak crang pribadi;

nomor induk berusaha atau surat persetujuan berusaha bagi
Wajib Pajak vang memiliki usaha;

. akta pendirian hagi Wajib Pajak Badan;
- bukti lunas PEB-P2;

foto objek; dan

. denah lokasi.

Pasal 75

[1) Untuk pendaftaran objek PBJT Makanan dan/atau Minuman

(2]

i3]

(4]

(5l

berupa Restoran Waralaba perlu diperhatikan kriteria dan

penyelengoara Restoran Waralaba,

Knteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin

dari:

a. memiliki ciri khas usaha;

b. terbukti sudah memberikan keuntungan;

¢. memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa
vang ditawarkan yang dibual sccara tertulis;

d. mudah diajarkan dan diaplikasikan;

e. adanya dukungan yang berkesinambungan; dan

[ hak kekayaan intelektual vang telah terdaftar.

Kriteria memiliki ciri khas usaha sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a merupakan keunggulan atau perbedaan

vang dimiliki oleh suatu usaha yang tidak mudah ditiru

dibandingkan dengan usaha lain sejenis, dan membuat

konsumen selalu mencari ciri khas tersebut,

Ciri khas scbagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

a. sistem manajemen;

b. cara penjualan, pelayanan, atau penataan; atau

c. cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus dan
pembert Waralaba.

Kriteria scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

terpenuhi dalam hal pemberi Waralaba telah memiliki

pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun dan telah

mempunyai kiat bisnis untuk mengatasi permasalahan

usaha, vang dalam hal ini dibuktikan dengan bertahan dan

berkembangnya usaha pemberi Waralaba tersebut secara

menguntungkan.

al



(B) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul d
terpenuhi dalam hal penerima Waralaba yang belum memiliki
pengalaman atau pengetahuan mengenai usaha scjenis tetap
dapat melaksanakannya dengan baik sesuai  dengan
bimbingan operasional dan manajemen yang diberikan oleh
pemben Waralaba.

(7} Knteria sebagaimana diamaksud pada ayat (1) huml e
merupakan dukungan dari pemberi Waralaba kepada
penerima Waralaba secara lerus menerus yang diberikan
antara lain dalam bentuk bimbingan operasional, pelatihan,
dan promosi.

(8) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf { meliputi
hak kekayaan intelekiual yvang terkail dengan usaha sepert
merek dan/atau hak cipta dan/atau paten dan/atau lisensi
dan/atau rahasia dagang sudah didaftarkan dan mempunyai
sertifikat atau sedang dalam proses pendaftaran di instansi
yvang berwenang.

Q) Penyelengpara Restoran Waralaba scbagaimana dimaksuad
pada ayat (1) terdiri atas:

a. pemberi Waralaba berasal dari luar negeri;
b. pemberi Waralaba berasal dari dalam negeri;
o, pemberi Waralaba Lanjutan berasal dan Waralaba luar
negert;
d. pemberi Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba dalam
neger;

penerima Waralaba berasal dari Waralaba luar negeri;

penerima Waralaba berasal dari Waralaba dalam negeri;

. penerima Waralaba Lanjutan berasal dan Waralaba luar

negeri; dan

. penerima Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba dalam

jalec=leigh

(10)Pemberi Waralaba, pembernn Waralaba lamjutan, penerima
Waralaba, dan penerima Waralaba lanjutan wapb memilika
surat tanda pendaftaran Waralaba.

(11)Penyelenggaraan surat tanda pendaftaran  Waralaba
sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

o < I

Pasal 76

(1) Restoran Waralaba scbagaimana dimaksud dalam Pasal 75
wajib membayar tarif PBJT atas Makanan dan/atau Minuman
yang telah ditetapkan untuk Restoran Waralabea.

(2) Dalam rangka melakukan Pemungutan tarif PBJT atas
Makanan dan/atau Minuman untuk Restoran Waralaba
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang
pendapatan  menetapkan daftar Wajib  Pajak Restoran
Waralaba.

[3) Daftar Wajib Pajak Restoran Waralaba sebagaimana
dimaksud pada ayat [2) ditetapkan dengan memperhatikan;

a. kriteria Restoran Waralaba sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 75 ayat (2);

b. peninjauan lapangan; dan/atau

c. konfirmasi Wajib Pajak.

#



Pasal 77

(1) Untuk pendaftaran objek PBJT Jasa Perhotelan perlu
diperhatikan kriteria dan persyaratan standar usaha Hotel.

(2) Kriteria Hotel sebagaimana dimaksud pada avat (1) meliputi:
a. hotel bintang; dan
b. hotel nonbintang.

(3) Hotel Bintang sebagaimana dimaksud pada avat (2) huraf a,
memiliki penggolongan kelas hotel terdiri atas;

a. hotel bintang satu;
b. hotel bintang dua;
c. hotel bintang tiga;
d. hotel bintang empat; dan
e. hotel bintang lima.

(4) Hotel Nonbintang sebagaimana dimaksud pada ayat [2) huraf
b, tidak memiliki penggolongan kelas hotel dan dapat disebut
sebagai hotel melati.

(3} Pengusaha hotel dapat melakukan penilaian mandin schelum
melakukan sertifikasi usaha hotel berdasarkan kriteria
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3] dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan,

(6) Sertifikasi usaha hotel scbagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi wusaha bidang
pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan,

Pasal 78

(1) Pengusaha hotel hintang dan nonbintang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 77 wajib membayar tanf PBJT atas
Jasa Perhotelan yang telah ditetapkan untuk hotel bintang
dan nonbintang.

(2) Dalam rangka melakukan Pemungutan taril PBJT atas Jasa
Perhotelan untuk hotel bintang dan nonbintang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang
pendapatan berkoordinasi dengan perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang
pariwisata.

Pasal 79
Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau objek Pajak MBLB baru atau
pendaftaran pemutakhiran data Wajib Pajak dan/atau objek
MBLE harus melampirkan dolumen persyaratan yang terdiri
atas:
a. surat pendaftaran objek pajak;
b. fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu keluarga bagi Wajib
Pajak orang pribadi;
c. nomor induk berusaha atau surat persetujuan berusaha bag
Wajib Pajak yang memiliki usaha;
. akta pendirian bagi Wajib Pajak Badan;
. bukti lunas PBB-P2;
foto objek; dan
. denah lokasi.
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Pasal 80
Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau objek Pajak Sarang Burung
Walet baru atau pendaftaran pemutakhiran data Wajib Pajak
dan/atau objek Pajak Sarang Burung Walet, harus melampirkan
dokumen persyaratan yvang terdiri atas:
a, surat pendaftaran objek pajak;
b. fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu keluarga bagi Wajib
Pajak orang pribadi;
c. nomor induk berusaha atau surat persetujuan berusaha bagi
Wajib Pajak vang memilika usaha;
. akta pendirian bagi Wajib Pajak Badan;
. bukti lunas PBB-P2:
foto objek: dan
denah lokasi.

Mo moR

Paragraf 3
Tata Cara Pendafltaran Pajak Yang Dipungut Berdasarkan
Penetapan Wah Kota

Pasal 81

(1) Wagibr Pajak atau Kuasa Wajlb Pajak untuk PBB-P2
mengajukan permohonan pendaftaran dengan membuat surat
permohonan pendaftaran dan mengisi S8POP

(2) Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak untuk Pajak Reklame
dan PAT mengajukan permohonan pendaftaran dengan
mengisi surat pendaftaran objck pajak yang telah disediakan.

(3) Surat pendaftaran objek pajak, surat permohonan dan SPOP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib diisi
dengan benar, jelas, lengkap, dan ditandatangani oleh Wajib
Pajak.

(4) Dalam hal surat pendaftaran objek pajak, surat permohonan
dan SPOP tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak, maka wajib
melampirkan surat kuasa bermateras cukup.

[3) Pendaftaran scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayal ()
dapat dilakukan secara luar jaringan atau dalam jaringan.

[B) Surat pendaftaran objek pajak, surat permohonan, dan SPOP
sebagaimana dimaksud pada ayat (3] yang dipunguat
berdasarkan penctapan Wali Kota tercantum dalam Lampiran
VIl yang merupakan bagian fidak terpisahkan dan Peraturan
Wali Kota ini.

Pasal 82

(1) Perangkat Daerah vyang menyelenggarakan  urusan
pemerintahan daerah di bidang pendapatan melakukan
Pemeriksaan kelengkapan permohonan pendaftaran Wajib
Pajak.

(2) Dalam hal berdasarkan hasil Pemenksaan sebagmimana
dimaksud pada avat (1) persyaratan pendaftaran dinyatakan
benar dan lengkap maka proses pendaftaran dapat
dilanjutkan untuk penerbitan NPWPD oleh pejabat vang
ditunjuk.

(3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) persyvaratan dinvatakan tidak lengkap
maka berkas permohonan pendaftaran
dikembalikan /diserahkan kepada Wajib Pajak  untuk
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Pasal 83

(1) NPWPD untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor
induk kependudukan,

(2) NPWPD untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk
berusaha.

(3) Untuk NPWPD wyang terdapat dalam sistem informasi
manajemen Pajak Dacrah maka otomatis diubah menjadi
nomor induk kependudukan atau nomor induk berusaha.

(4) Untuk NPWPD vyang terdapat dalam sistem informasi
manajemen Pajak Daersh namun tidak dilengkapi dengan
data nomor induk kependudukan atau nomor induk
berusaha, maka Wajib Pajak haraus mendaftar kembali.

(3) Sclain diberikan NPWPD, pejabat yang ditunjuk dapat
menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran
lain yang dipersaman untuk jemis pajak yang memerlukan
pendaltaran objeck pajak.

(6) Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri, Wali Kota
atau kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan daerah di adang pendapatan secara
jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data wyang
diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

(7) Dalamm hal Wajb Pajak tdak lagi memenuhi persyaratan
sebagai Wajib Pajak, Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk
dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD,
nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran laim yang
dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan
Wajib Pajak.

(8) Dalam hal penonakiifan atau penghapusan NPWPD, nomor
registrasi, NOPD, dan/ atau jenis penomoran lain yang
dipersamakan atas dasar permohonan Wajib  Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota atau Pejabat
yvang ditunjuk haris menerbitkan keputusan dalam jangka
wakiu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima
secara lengkap.

(9) Dalam hal keputusan scbagaimana dimaksud pada avat (2)
tidak diterbitkan setelah melampaul jangka waktu 3 (bga)
bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.

(10)Penonaktifan atau penghapusan NFWPD, nomor registrasi,
NOPD, dan/ atau jenis penomoran lain vang dipersamakan
secara jabatan atau atas dasar permohonan Wanb Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
scpanjang Wajib Pajak:

a. tidak memilik tunggakan Pajak; dan
b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan,
banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

(11)Format NPWPD tercantum dalam Lampiran VI yang
merupskan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali
Kota ini.

(12)Format pemberian nomor registrasi, NOPD, atau jenis
penomoran lain vang dipersamakan untuk jenis pajak yang
memerhikan pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud
pada avat {3) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini
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Paragral 4
Tata Cara Pendaltaran dan Pendataan Pajak Yang Dipungut
Berdasarkan Perhitungan Sendiri oleh Wajib Pajak
Pasal 84

(1) Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak untuk jenis pajak vang
dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak
mengajukan permohonan pendaftaran dengan mengisi surat
pendaftaran objek pajak yvang telah disediakan.

(2) Surat pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud pacda
ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap, dan
ditandatangani oleh Wajib Pajak.,

(3) Dalam  hal surat pendaftaran  objek pajak tdak
ditandatangani oleh Wajib Pajak, maka wajib melampirkan
surat kuasa bermaterai cukup.

(4] Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilakukan
secara luar jaringan atau dalam jaringan.

(3) Surat pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat {2} yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh
Wajib Pajak tercantum dalam Lampiran X yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 85

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan  urusan
pemerintahan  daerah di bidang pendapatan melakukan
Pemerksaan kelengkapan permohonan pendaftaran.

(2) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan schagaimana
dimaksud pada ayat (1) persyaratan pendaftaran dinyatakan
benar dan lengkap maka proses pendaftaran dapat
dilanjutkan wuntuk penerbitan NPWPD oleh pejabat vang
ditunjuk.

(3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemenksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) persyaratan dinyvatakan tidak lengkap
maka berkas permohonan pendaftaran
dikembalikan /diserahkan  kepada Wajib  Pajak  untuk

dilengkapi.
FPasal B

(1) NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal B5 ayat (2)
untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk
kependudukan.

(2) NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayal (2
untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.

(3) Seclain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
85 avat (2), prjabat yvang ditunjuk dapal menerbitkan nomor
registrasi, NOPD, atau jenmis penomoran lan yang
dipersamakan untuk jenis pajak vyang memerlukan
pendaftaran objek pajak,

(4) Ketentuan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dikecualikan untuk Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang
berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik
Daerah.

(3) Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri, Wali Kota
atau kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan secara
jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang
diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
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Pasal 87

(1) Dalam hal Wajib Pajak belum mendaftarkan usahanya, maka
Perangkat Daerah vang menyelenggarakan  urusan
pemerintahan daerah di bidang pendapatan melakukan
pendataan  objek  pajak  vang dipungut  berdasarkan
perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.

(2] Berdasarkan hasil pendataan objek pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Wajib Pajak harus mendaftarkan
usahanya.

Pasal B8

(1) Pendataan dilakukan oleh tim pendatasn yang ditetapkan
oleh Walikota atau Pejabat vang ditunjuk dengan Keputusan
Wali Kota atau Keputusan Pejabat yang ditunjuk.

(2) Tim pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
membuat berita acara pendataan objek pajak vang dipungut
berdasarkan perhitungan sendini olch Wajib Pajak sctelah
melakukan pendataan objek Pajak.

[3) Format berita acara pendataan objek Pajak vang dipungut
berdasarkan perhitungan sendiri  oleh Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum  dalam
Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 89
Dialam hal Wajb Pajak pajak tidak melakukan pendaftaran usaha
setelah dilakukan pendataan objek Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 88 ayat (2], Perangkat Deerah yang
menvelenggarakan wrusan pemerintahan  daerah di bidang
pendapatan menerbitkan NPWPD sccara jabatan.

Pasal 90

(1} Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan
schagal Wanb Pajak, Wali Kota atau pejabat yvang ditunjuk
dapat melakukan pencnaktifan atau penghapusan NPWFPD,
nomaor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang
dipersamakan secara jabalan atau atas dasar permohonan
Wajib Pajak.

{2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor
registrasi, NOPD, dan/ atau jenis penomoran lain yang
dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud pada avat (1}, Wal Kota atau Pejabat
yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam janghka
waktu 3 (tiga] bulan sejak tanggal permohonan diterima
secara lengkap.

(3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2}
tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga)
bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.

(4) Penonaktifan atau penghapusan NPWFD, nomor registrasi,
NOPD, dan/ atau jenis penomoran lain yang dipersamakan
secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak
sehagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
sepanjang Wajib Pajak:

c. Hdak memiliki tunggakan Pajak; dan
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d. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan,
banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Paragrafl 5
Perckaman Transaksi Usaha Wajib Pajak

Pagal 91
(1} Perekaman transaks: usaha Wajb Pajak dilaksanakan dengan
menerapkan sistem manajemen transaks: usaha Wajib Pajak
secara online.
(2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Wajib Pajak Hotel;
b. Wajib Pajak Restoran;
c. Wayjib Pajak Hiburan; dan
d. Wajib Pajak Parkir.

Pasal 92

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan  urusan
pemerintahan daerah di bidang pendapatan dapal melakukan
pemasangan perangkal perckaman data transaksi usaha
Wajib Pajak seccara online pada perangkat dan/atau sistem
transaksi vang dimiliki Wajib Pajalk.

(2) Perangkat dan/atau sisterm transaksi vang dimiliki Wajib
Pajak sebagsimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
sistem informasi apapun yang digunakan oleh Wajib Pajak
untuk mencatat/merekam/menginput setiap transaksi
pembayaran atas pelayanan hotel, pelayanan Restoran,
penyvelenggaraan hiburan serta penyelengegaraan parkir dano
subyek pajak.

Pasal 93
(1) Perekaman data transaksi usaha seccara clektronik meliput
data pembayaran atas:
a. Pajak Hotel meliputi:

1. fasilitas penginapan berupa Hotel, wisma, motel,
pesanggrahan, penginapan dan sejenisnya, serta rumah
kos dengan jumlah kamar lebih darn 10 {sepuluh)] kamar
pada satu lokasi atau beberapa lokasi yang diusahakan;

2. [asilitas penginapan berupa telepun falkegimile, teleks,
internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi
dan fasilitas sejenis lainnya vyang disediakan atau
dikelola oleh hotel;

3.jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau
pertemuan di hotel;

4. fasilitas Restoran, jasa boga/katering, kafe, dan
sejenisnya vang dinikmati oleh bukan tamu hotel;

5. fasilitas hiburan berupa karacke, diskotek, bar, pusat
kebugaran, salon kecantikan, spa, kolam renang, tenis
dan sejenisnya; atau

6. fasilitas parkir.

b. Pajak Restoran meliputi:
1. penjualan Makanan dan/atau Minuman;
2. biaya layanan (servischarge)

¢. Pajak Hiburan meliputi;
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1. biava ruangan froom charge);
2. harga tanda masuk/karcis/tiket masuk/coin/minimum
charge/ cover charge/ first drink charge dan scjenisnya;

3. membership/kartu anggota dan sejenisnva;

4. service charge/biaya layanan;
d. Pajak Parkir meliputi;

1. tiket parkir pada pintu masuk atau keluar;

2. karcis berlangganan (memben;

3. persewaan pengelolaan tempat parkir;
Data transaksi pembayaran scbagaimana dimaksud pada
ayat (1), bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh
pejabat, Wajib Pajak yang bersangkutan dan pejabat
berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Data transaksi pembayaran hanva digunakan untuk
keperluan dinas dalam hal perpajakan daerah.
Data transaksi usaha scbagaimana dimaksud pada ayat (1),
dapat dilakukan penyesuaian apabila terdapat perubahan
atau perkembangan data transaksi usaha yvang menjadi objek
dasar perhitungan pajak yang terutang atau penambahan
jenis pajak.
Perubahan data sistem transaksi usaha secara online hanya
dapat dilakukan atas persetujuan Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang
pendapatan.

Pasal 94
Perangkat Daerah vang menvelenggarakan  urusan
pemerintahan daerah di bidang pendapatan melakukan
sosialisasi terkait dengan pemasangan alat perekam data
transaksi usaha kepada Wajib Pajak.
Alat perekam data transaksi usaha scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan perangkat:

a. perangkat elektronik alat rekam data transaksi usaha
[tapping box) dengan fungsi printer data capture, server data
capture, dan/atau shanng folder;

b. perangkat elekironik mini komputer dan aplikas:
administrasi manajemen perhotelan;

c. perangkat elektronik aplikasi kasir portabel berbasis
android yang dapat mencetak bon penjualan (bill); atau

d. perangkat elektronik lainnya yang digunakan untuk
perekaman data transaksi usaha,

Sebelum  dilakukan pemasangan perangkat dan sistem

informasi, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan dacrah di bidang pendapatan melakukan

survey terhadap spesifikasi perangkat dan sistern informasi

pembayaran milik Wajib Pajak yang akan dilaporkan secara

elektronik.

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan  urusan

pemerintahan daerah di  bidang pendapatan dapat

menyediakan alat perekam data transaksi usaha dan/atau

sistem bagi Wajib Pajak yang belum memiliki perangkat

secara elektronik.

Perangkat Daerah vang menyelenggarakan — urusan

pemerintahan daerah di  bidang pendapatan dapat

bekerjusama dengan pihak perbankan atau pihak ketiga

lainnya dalam pengadaan alat perekam data transaksi usaha,

# it



(B} Terhadap Wajb Pajak vang memiliki perangkat dan/atau

(7]

(1)

(2]

13)

4}

(1)

sistem informasi transaksi usaha secara terpusat, maka
pelaksanaan perekaman data transaksi usaha secara
elektromk dilakukan pada perangkal dan sistem informasi
vang ada ditempat (outlet) di dacrah.
Perangkat dan/atau sistem yang dipasang di lokasi usaha
Wajibk Pajak tanpa mengganggu/merusak kinerja sistem
pencatatan/pelaporan transaksi usaha yvang dimiliki Wajib
Pajak.
Pasal 95
Wajib Pajak wyang telah menerapkan sistem perekaman
transaksi usaha secara elektronik, dapat mengajukan
permohonan tertulis kepada kepala perangkat Daerah yvang
menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang
pendapatan  untuk  menambah/mengurangi  perangkat
dan/atau sistem informasi (ransaksi perckaman secara
clektronik.
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
minimal 2 ([dua) bulan sebelum penambahan atau
pengurangan perangkal dan/atau sistem data transaksi
perckaman dioperasikan oleh Wajib Pajak.
Berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2], Perangkat Daerah vang
menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang
pendapatan dapat memberikan  persetujuan, dengan
ketentuan :
a. melakukan  Pemeriksaan  terlebih  dahulu  terhadap
perangkat dan sistem yang dimohonkan;
b. apabila tersedia perangkat dan sistem dalam tahun
berkenaan;
¢, apabila tidak tersedia perangkat dan sistem dalam tahun
berkenaan, maka Peranglat Daerah VANg
menyelengearakan urusan pemerintaban daerah di bidang
pendapatan dapat melaksanakan sistem perckaman sccara
online melalui perangkat dan sistem yang telah terpasang
schelumnya; dan
d. Wajib Pajak wvang melakukan pengurangan peranghkat
sistemn perekaman secara online wajib mengembalikan
kepada Perangkat Daerah vang menyelenggarakan urusan
pemerintahan daerah di bidang pendapatan.
Pemberian  persetujuan  penambahan  atau  pengurangan
perangkat dan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3],
diberikan apabila berdasarkan hasil evaluasi pengawasan
informasi data transaksi pembayaran, Wajib Pajak telah
memenuhi ketentuan perundang-undangan;

Pasal 96
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis
penghentian penggunaan sistem perekaman data transaksi
usaha secara online kepada Perangkat Dacrah yang
menyelenggarakan urusan pemetintahan daerah di bidang
pendapatan, apabila:
a, berhenti/dihentikannya usaha; atau
b. pengalihan pengelolaan usaha,

P



(€]

(3)

(4)

(5]

(1)

12)

(3]

Permohonan penghentian penggunasn sistem  perckaman
transaksi usaha secara online scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) diajukaan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum
usaha Wajib Pajak dihentikan atau dialihkan;

Dikecualikan dari ketentuan avat (2) apabila penghentian
usaha Wajib Pajak discbabkan keadaan memaksa (force
majeur.

Keadaan memaksa [force majeur] sebagaimana dimaksud
pada ayal [3) dan adalah keadaan vang tegadi di luar
kemampuan manusia yang menyebabkan tidak dapat
dilaksanakannya sistem informasi manajemen perekaman
data transaksi usaha Wajib Pajak secara elektronik.

Dalam hal pengalihan pengelolaan usaha scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang tidak merubah atau
mengganti perangkat transaksi perekaman data transaksi
usaha sebelumnya, maka perangkat dan sistem tetap dapat
terpasang berdasarkan sural pembentahuan terjadinya
pengabihan pengelolaan usaha.

Bagian Ketujuh
Konfirmasi Status Wajib Pajak

Paragraf 1

Jerms Layanan Publik tertentu dan Kegiatan Yang Dilakukan

Konfirmasi Status Wajib Pajak

Pasal 97

Setiap pemberian layanan publik tertentu harus dilakukan

KSWP sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-

undangan,

Jenis Layanan scbagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi

layanan:

. izin usaha perdagangan;

. 1zin usaha hiburan:

. PBG;

. izin usaha Restoran;

. izin trayek;

f. izin usaha perikanan;

g. izin perpanjangan mempekerjakan tenaga kerja asing; dan

h. memperoleh Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat

diberikan setelah Wajib Pajak mendapatkan:

a. keterangan status Wajib Pajak dengan status "valid” dan
direktorat jenderal Pajak melalu KPP;

b. diterbitkannya nomor induk berusaha dari Lembaga OS85
melalui sistem O85; dan

c. keterangan status Wajib Pajak dengan keterangan “lunas
Pajak Daerah” dari Perangkat Daerah YANE
menyelenggarakan urusan pemeriniahan dacrah dibidang
pendapatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII
yvang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.

nAsoR
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{4) Apabila Wajib Pajak dinyvatakan “tidak valid® atau dinvatakan

(1)
(2)

3]

“*belum lunas Pajak Daerak®, Wajib Pajak harus melakukan
konfirmasi ke KPP, dan /[atau ke Perangkat Daerah wyang
menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang
pendapatan.
Pasal 98
KSWP dilaksanakan melalui sistem OS5 atau DPMPTSP.
KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui:
a. sistem penzinan yang lerintegrasi secara clektromk melalha
sistem 088 dengan mengakses laman oss.go.id; atau
b. sistem informasi pada DPMPTSP vang terhubung dengan
sistem informasi pada direkiorat jenderal Pajak melalui
KPP;
c. website/aplikasi vang telah disediakan oleh direktorat
jenderal Pajak kementerian keuangan; atau
d. KPP dalam hal secara sistem atau aplikasi tidak atau
belum dapat dilakukan oleh Dacrah atau Wajib Pajak.
KSWP untuk Dacrah dilakukan melalui sistem informasi pada
DPMPTSP yang terhubung dengan sistermn informasi pada
Perangkat Daerah  yang menyelenggarakan  urusan
pemerintahan daerah di bidang pendapatan.

Paragraf 2

Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak

(1)

<)
3)

(1)

(2]

(3]

Pasal 99
Setiap orang atau Badan yang akan mengajukan atau
memperpanjang izin/surat persefiljuan usaha atas pelayanan
publik tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 97 ayat (2) wajib
mengajukan permohonan KSWP Daerah guna memperoleh
Keterangan Status Wajib Pajak Dacrah.
Permohonan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
disampaikan ke DPMPTSP.
Bentuk permohonan KSWP Daerah sebagaimana dimaksud
pada avat (1) tercantum dalam Lampiran XII  vang
merupakan bagian yang tidak terpisabhkan dan Peraturan
Walikota ini.
Pasal 100

Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99,
Petugas DPMPTSP yang ditunjuk melakukan konlirmasi ke
Perangkat Daerah vyang menyelenggarakan — uruasan
pemeriniahan  daerah di  bidang pendapatan dengan
mengakses aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100
ayat (3).
Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memuat status “Lunas Pajak Daerahl” atau "Belum
Lunas Pajok Daerah’.
Keterangan Status “Lunas Pajak Daerah” scbhagaimana
dimaksud pada avat (4) diberikan dalam hal Wajib Pajak
memenuhi ketentuan:
a, nama Wajib Pajak, nomor identitas kependudukan dan

NPFWPD sesuai dengan data dalam sistem informasi

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan daerah di bidang pendapatan;



b. memiliki bukti lunas pembayaran PBB-P2;

c. memiliki bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi
pengalihan kepemilikan; dan

d. tidak memiliki Utang Pajak Daerah.

(4) Bentuk surat keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat {5) tercantum dalam Lampiran XIV yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Walikota ini.

[2) Wajib Pajak yang memperoleh Keterangan Status “Lunas
Fagjak Daerah” sebagaimana dimaksud pada ayat (3), layanan
publik tertentu dapat diproses oleh DPMPTSP.

Pasal 101

Dalam hal Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud pada Pasal 100 ayat (3], maka

permochonan dikembalikan.
Pasal 102

(1) Dalam hal permohonan KSWP Dacrah dikembalikan
sebagaimana dimaksud pada Pasal 101, Wajib Pajak dapat
mengajukan permohonan untuk mendapatkan keterangan
statis  Wajib  Pajak ke  Perangkat Daecrah vang
menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang
pendapatan.

(2) Perangkat Daerah vang menyelenggarakan  urusan
pemerintahan daerah di bidang pendapatan  menelit
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

(3) Dalam hal hasil Peneliian menunjukkan bahwa Wajib Pajak
telah memenuhi ketentuan scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 100 ayat (3), Perangkat Daerah vang menyelenggarakan
urusan pemerintahan daerah di  bidang pendapatan
memberikan Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat
status “Lunas Pajak Daerah” paling lama 1 (satu) han kerja
setelah permohonan diterima lengkap.

(4) Dalam hal hasil Penelitian atas permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayvat {1) menunjukkan bahwa Wajib Pajak
tidak memenuhi ketentuan scbhagaimana dimaksud dalam
Pasal 100 ayat (3], Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusatt  pemerintahan  daerah di  bidang pendapatan
mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak.

Paragrat 3
Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak

Pasal 103
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
daecrah di bidang pendapatan melakukan wvalidasi terhadap
pemenuhan kewajiban Pajak Daerah kepada Wajib Pajak Dacrah
sebelum memberikan keterangan status Wajib Pajak Daerah.

Pagal 104
(1) Dalam hal terdapat perbedaan data antara Perangkat Daerah
yvang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah  di
bidang pendapatan dengan Wajib Pajak Daerah mengenai
status pembavaran kewajiban Pajak Daerah, maka Perangkat
Dacrah vang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah

pas



di bidang pendapatan melakukan Penelitian terhadap surat
tanda terima sementara yang dimiliki oleh Wajib Pajak.

(2] Dalam hal surat tanda terima sementara yvang dimiliki oleh
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada avat (2] terbukt
keabsghannya, maka KSWP dinyatakan vald.

(3) Dalam hal surat tanda terima sementara yang dimiliki oleh
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada avar (2) tidak
terbukti keabsahannya, maka KSWP dinvatakan tidak valid.

Bagian Kedelapan
Tata Cara Pengisian Dan Penyampaian SPTPD Serta
Batas Waktu Penvampaian SPTPD

Paragraf 1
Umum

Pasal 105

(1) Wajib Pajak untuk jenis pajak vang dipungut berdasarkan
perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak, wajib mengisi SPTPD
scbaga sarana pelaporan dan perhitugan pajak.

(2) SPTPD scbagaimana dimaksud pada ayat (1] mencakup
seluruh jenis Pajak terutang vang telah dibayar oleh Wajib
Pajak.

(3) SPTPD} sebagaimana dimaksud pada avat (1) paling sedikit
memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang per jenis
Pajak dalam satu masa Pajak.

(4) SPTPI} sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada Wali Kota setelah berakhimya masa Pajak dengan
dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak; dan diserta
dengan;

a. laporan omset per bulan;

b. bill yang dikeluarkan pemerintah daerah; atau

c. faktur yang dikeluarkan Wajib Pajak wang telah
diporforasi oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan.

(5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SFTPD.

() SSPD BPHTB schagaimana dimaksud pada ayat [4) dianggap
telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.

(7) Bentuk dan format SPTPD dan SSPD scbagaimana dimaksud
pada aval (2) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran XV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali
Kota ini.

Paragraf 2
Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPTPD dan S5PD

Pazal 106
Pengisian dan penyampaian SPTPD dan SSPD oleh Wajib Pajak
atau kuasanya dapat dilakukan secara;
a. luar jarngan; atau
b. dalam janngan.
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Pasal 107

{1) Pengisian SPTPD dan SSPD secara luar jaringan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 106 huruf a dilakukan dengan
mengambil sendiri formulir SPTPD dan SSPD ke Perangkat
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di
bidang pendapatan atau tempat lain yvang ditunjuk pada
aetiap han kerja.

(2) SPTPD dan SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) waiib
diisi dengan benar, jelas, lengkap menggunakan Bahasa
Indonesia yang baik dan benar, dan ditandatangani oleh
Wajb Pajak atau kuasanya.

(3) Dalam hal terjadi kesalahan penulisan dalam pengisian
SPTPD, maka Wajib Pajak atau kuasanya dapat melakukan
pembetulan dengan memberikan paraf pada bagian SPTPD
vang diperbaika.

Pasal 108
Dalam hal Wajib Pajak memiliki beberapa jenis objek pajak,
SPTPD diisi dan disampaikan untuk setiap objck pajak yang
dimiliki oleh Wajib Pajak.

Pasal 109

(1) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
106, harus dilampiri dengan data atau dokumen yang
menjadi dasar perhitungan Pajak vang Terutang serta SSPD
vang sudah dibayar.

(2) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2)
dan/atau tidak dilampiri dengan data atau dokumen
scbagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 110

(1) Wajib Pajak dengan kemauan sendin dapat membetulkan
SPTPD vyang telah disampaikan dengan menvampaikan
pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.

(2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada
ayal (1) menyatakan lebah bayar, pembetulan SPTPD harus
disampaikan paling lama 2 [dua) tahun sebelum kedaluwarsa
penetapan.

(3} Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD
dilampiri dengan SSPD sebagal bukti pelunasan Pajak yvang
kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.

{4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar
scbagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenan  sanlksi
administratif berupa bunga secbesar 1% (satu persen) per
bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari
tanggal jatuh tempo pcmbayaran sampal dengan tanggal
pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu)
bulan.

(3) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak
dikenakan sanksi administratil berupa kenaikan pokok Pajak

yang kurang dibayar,



Pasal 111
(1) Pengisian SPTPD dan SSPD sccara dalam jaringan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf b dilakukan
melalui aplikasi E-SPTPD atau Anjungan Mandiri E-SPTPD.
(2) SPTPD dan 88PD scbagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
diisi dengan benar, jelas, lengkap menggunakan Bahasa
Indonesia yang baik dan benar, dan ditandatangani oleh
Wayjib Pajak atau kuasanya sccara elektronik.

Pasal 112
(1) Penyampaian SPTPD melalyi aplikasi E-SPTPD  vang
dilakukan oleh Wajib Pajak diakui secara sah sebagai SPTPD,
(2) Bagi Wajib Pajak vang telah menyampaikan SPTPD melalui E-
SPTPD schapaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perla
menyvampaikan secara manual,
(3] Dalam hal Wajib Pajak memiliki beberapa objek pajak, maka
harus mengisi dan menyampaikan SPTPD  secara  dalam
Jjaringan untuk setiap objek pajak.

Pasal 113

(1) Dalam hal Wajnb Pajak yang tidak dapat melakukan
penyampaian  SPTPD melalui  aplikasi E-SPTPD  dapat
dilakukan melalui anjungan mandiri E-SPTPD yang tersedia
pada kantor Perangkat Daerah wvang menyvelenggarakan
urusan pemenntaban dacrah di bidang pendapatan atau
tempat lainnva yang disediakan dan dapat dibantu oleh
petugas pelayanan,

(2) Dalam hal terjadi kepagalan akses yvang disebabkan tidak
berfungsinya  aphkasi E-SPTPD  pelaporan pajak  dapat
dilakukan sccara langsung dengan menyampaikan SPTPD
secara manual dan/atau melalui email
bkd._pendapatani@payakumbuhkota.go.id.

(3} Dalam hal pengisian aplikasi E-SPTPD  lerjadi kesalahan,
maka Wajb Pajak harus menyampaikan surat permohonan
perbaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan dan
hanya dapat diperbaiki oleh petugas admin yang ditunjuk oleh
kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan daerah di bidang pendapatan.

Pasal 114
Dalam hal Wajib Pajak memiliki beberapa objek pajak, maka
harus mengisi dan menvampaikan SPTPD secara dalam jaringan
untuk setiap objek pajak.

Pasal 115
(1} Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan -
SPTPD vang telah disampaikan dengan menyampaikan
pernyaiaan tertulis secara langsung kepada Perangkat Daerah
yvang menyelenggarakan urusan pemerintahan dacrah di
bidang pendapatan sepanjang belum dilakukan Pemenksaan.
(2} Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 berlaku
juga bag pembetulan E-SPTPD.

#



Pasal 116

Panduan pengisian dan penyampaian E-SPTPD  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 115 tercantum
dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragral 3
Batas Waktu Penyvampaian SPTPD

Pasal 117

{1) Penyampaian SPTPD dilakukan paling lambat 15 (lima belas)

2]

(3]

4

(S)

(6

(1

(2)

13

hari setelah berakhirnya masa pajak.

Wajib Pajak atau kuasanva dapat mengajukan permohonan

uniuk perpanjangan atau penundaan penyampaian SPTPD

kepada pejabat vang ditunjuk.

Permohonan perpanjangan penyarmpaian SPTFD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan

menyebutkan alasan yang jelas, paling lambat sebelum

berakhirnya batas waktu penyampaian SPTPD dengan

melampirkan perhitungan sementara Pajak yang Terutang

yvang harus dibayar.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada avat (2) diajukan

dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Har sebelum

berakhirnya jangka waktu penyvampaian SPTPD.

Permohonan perpanjangan atau penundaan penyampaian

SPTPD  sebapaimana  dimaksud pada ayat (1), harus

melampirkan:

a. bukti pembayaran masa pajak yang bersangkutan dalam
S3PD; dan

b. perhitungan sementara pajak terutang vang telah
dibayarakan yang dibuat pada lembar kertas tersendiri dan
ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.

Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memperpanjang

jangka waktu penyampaian SPTPD paling lama 2 (dua) bulan

sejak berakhirnva jangka waktu penvampaian SPTPD.

Pasal 118
Dalam hal perpanjangan atau penundaan penyampaian
SPTPD vang mengakibatkan jumlah Pajak vang Terutang
lebih besar dan jumlah Prjak yvang telah dibayar sebelumnya,
maka atas selisih Pajak Terutang yvang kurang dibayar
dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen| per
bulan.
Pembayaran Pajak yvang Terutang vang kurang dibavar
berikkut sanksi administrasi berupa bunpga sebagaimana
dimalksud pada ayvat (1] mengpunakan S85PD dan
penvampaian  SSPD  dilakukan  bersamaan  dengan
penvampaian SPTPD perpanjangan atau penundaan.
Penyvampaian SPTPD perpanjangan atau penundaan harus
disertai lampiran terdiri atas:
a. rekapitulasi penerimaan bulanan untuk masa pajak yvang
bersangkutan;
b. rekapitulasi penerimaan bon penjualan barang atau jasa
untuk masa pajak vang bersangkutan; dan



c. bukti setoran pajak karena perpanjangan atau penundaan
pajak.

(4} Pejabat yang ditunjuk perdasarkan permohonan perpanjangan
atau penundaan SPTPD mengeluatkan surat persetujuan,

(2] Format surat permohonan perpanjangan atau penundaan
penyampaian SPTPD dan sural persetujuan perpanjangan
atau  penundaan penyampaian SPTPD  tercantum  dalam
Lampiran XVl yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kesembilan
Tata Cara Pemeriksaan Pajak

Paragraf 1

Umum

Pasal 119

(1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan
Pemenksaan Pajak.

(2) Kewenangan Kepala Daerah untuk melakukan Pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan
kepada Pejabat yang ditunjuk.

(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilakukan
untuk:

a. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan; dan

b, tyjuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan
peraturan  perundang-undangan mengenai Pajak  dan
retribusi daerah.

Paragraf 2
Tata Cara Pemeriksaan Pajak untuk Menguiji Kepatuhan
Pemenuhan Kewajiban Perpagakan

Pasal 120
Ruang lingkup Pemeriksaan untuk menguji  kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, beberapa,
atau seluruh jemis pajak, baik untuk satu atau beberapa Masa
Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dalam tahun tahun
sebelumnya maupun tahun berjalan.

Pasal 121
(1) Pemeriksaan untuk menguji  kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

120 dilakukan dalam hal :

a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi
kelebihan pembayaran Pajak Daerah;

b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang
menunjukkan bahwa Pajak Daerah dan yang terutang tidak
atau kurang bayar; atau

c. Wajib Pajak vang melakukan penghitungan sendiri, yang
terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan Analisis
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(2) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
dilaksanakan dengan mempertimbangkan perilaku dan
kepatuhan Wajib Pajak yang meliputi:

a. kepatuhan penyampaian SPTPD;

b. kepatuhan dalam melunasi Pajak terutang:; dan

¢. kepatuhan  dalam  membayar Utang Pajak Masa
Pajalk/Tahun Pajak sebelumnya.

Pasal 122

(1} Pemeriksaan wuntuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan scbagaimana dimaksud dalam Pasal
120 dan Pasal 121 dilakukan melahai Pemeriksaan Lapangan
dan/atau Pemeriksaan Kantor,

(2} Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1)
huruf a dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor.

(3] Pemenksaan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat
(1} huruf b dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantlor
dan/atau Pemeriksaan Lapangan.

(4 Pemenksaan schapaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1)
huruf ¢ dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor dan/ataun
Pemeriksaan Lapangan.

Pasal 123

(1) Pemeriksaan unituk menguji kepamuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan
standar Pemeriksaan.

(2) Standar Pemenksaan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan scbagai wukuran mutu Pemenksaan vang
merapakan capaian minimum yang harus dicapai dalam
melaksanakan Pemeriksaan,

(3) Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
meliputi:

a. gtandar umum Pemeriksaan;
b. standar pelaksanaan Pemeriksaan; dan
c. standar pelaporan hasil Pemeriksaan.

Pasal 124
(1} Standar umum Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 123 avat {2) hurul a merupakan standar yang bersifat
pribadi dan berkaitan dengan persyaratan pemeriksa.
(2) Pemeriksa sebapaimana dimaksud paada ayat (1) paling
sedikit memenuhi persyaratan terdiri atas:
a. berijazah minimal pendidikan sekolah menengah umum
atau sederajat;
b. berpangkat minimal pengatur muda,/ golongan 11/a;
c. telah mendapat pendidikan dan/atau pelatihan teknis yang
cukup serta memiliki kemampuan sebagai Pemeriksa;
d. cermat dan seksama dalam mengeunakan
keterampilannya;
e, jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta
senantiasa mengutamakan kepentingan negara; dan
i. taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang perpajakan.
g telah mengikuti dan lulus sertifikasi Pemeriksa secsual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pas



(3) Wali Kota wajib menunjuk pegawai negeri sipil sebagai
pemeriksa di lingkungan Pemerintah  Daerah  untuk
membantu Wali Kota dalam menjalani wewenangnya.

(4) Apabila pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
belum dapat dipenuhi, Wali Kola dapat menunjuk tenaga ahli
yang mempunyal kompetensi di bidang Pemeriksaan Pajak
Daerah sebagai pemeriksa sampai dengan  dipenuhinyva
persayaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(o) Kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢
sampal dengan huruf [ ditentukan berdasarkan penilaian
Kepala Daerah.

(6) Pemenuhan sertifikasi Pemeriksa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf g dilaksanakan scsuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 125

Standar pelaksanaan Pemenksaan scbagaimaa dimaksud dalam

Pasal 123 ayal (2) huruf b, meliputi:

a. pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan
yvang baik sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, vang paling
sedikit meliputi kegiatan mengumpulkan dan mempelajar data
Wanb Pajak, menyusun rencana Pemeriksaan (audit plan), dan
menyusun  program  Pemeriksaan (audit program), serta
mendapat pengawasan yang seksama;

b. Pemeriksaan dilaksanakan dengan melakukan pengujian
berdasarkan metode dan tcknik Pemeriksaan sesual dengan
program Pemeriksaan (audit program) yang telah disusun;

c. temuan hasil Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti
kompeten yvang cukup dan berdasarkan ketenluan peraturan
perundang-undangan perpajakan;

d. Pemernksaan dilakukan oleh suatu tim pemeriksa yang terdin
dari supervisor, seorang ketua tim, dan seorang atau lebih
anggota tim, dan dalam keadaan tertentu ketua tim dapat
merangkap sebagal anggota tim;

c. tim Pemeriksa scbagaimana dimaksud dalam huruf d dapat
dibantu oleh 1 { satu) orang atau lebih tenaga ahh vang
memiliki keahlian tertentu, baik vang berasal dari Pemerintah
Daerah, maupun vang berasal dari instansi di luar Pemerintah
Daerah vang telah ditunjuk olch Wali Kota, sebagai tenaga ahli
seperti penerjernah bahasa, ahli di bidang teknologi informasi,
dan pengacara,

f. apabila diperlukan, Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara
bersama- sama dengan tim pemeriksa dari instansi lain,

g. Pemeriksaan dapat dilaksanakan dengan Pemeriksaan Kantor
dan/atau Pemeriksaan Lapangan;

h. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apalila
diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja; dan

i. Pelaksanaan Pemcriksaan didokumentasikan dalam bentuk
KKFP.

Pasal 126
KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf i disusun
oleh Pemeriksa dan berfungsi sebagai:
a. bukti bahwa pemeriksa telah dilaksanakan sesuai standar

pelaksanaan Pemeriksaan;



b. bahan dalam melakukan PAHP dengan Wajib Pajak mengenai
temuan hasil Pemeriksaan;

c. dasar pemmbuatan LHP;

d. sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau
banding yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Pasal 127

(1) Standar pelaporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 123 ayat (2) huruf ¢ dituangkan dalam LHP, yang

disusun secara ringkas dan jelas yang memuat;

a. ruang lingkup atau pos yang diperiksa sesuai dengan
tujuan Pemeriksan;

b. simpulan pemeriksa yang didukung temuan vang kuat
tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap
peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat
pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan
Pemeriksaan,

LHP sebapaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit

rmermnuat:

. penugasan Pemeriksaan,

. identitas Wajib Pajak;

. pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak;

- pemenuhan kewajiban perpajakan;

data/informasi yang tersedia;
buku dan dokumen yang dipinjam;

. materi yang diperiksa;

. uraian hasil Pemerksaan;

ikhtisar hasil Pemeriksaan
penghitungan pajak terutang: dan

.simpulan dan usul Pemeriksa.

=
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Pasal 128

Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban perpajakan, Pemeriksa wajib:

a, menyvampaikan sural pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan
kepada Wajb Pajak dalam hal Pemeriksaan Lapangan atau
surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor dalam hal
Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor;

b. memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa dan SP2 kepada
Wajib Pajak pada waktu melakukan Pemenksaan;

c. memperlihatkan surat yvang berisi perubahan tim Pemeriksa
kepada Wajib Pajak apabila susunan keanggotaan tm
Pemeriksa mengalami perubahan;

d. melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak dalam rangka
memberikan penjelasan mengenai:

1. alasan dan tujuan Pemeriksaan;

2.hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah
pelaksanaan Pemenksaan;

3. hak Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk dilakukan
pembahasan dengan Tim Penjaminan Mutu Pemeriksaan
dalam hal terdapal hasil Pemeriksaan vang terbatas pada
dasar hukum koreksi wyang belum disepakati antara
Pemeriksa dengan Wajib Pajak pada saat PAHP, kecuali
untuk Pemenksaan atas kelerangan lain berupa Data
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4. kewajiban dari Wajib Pajak untuk memenuhi permintaan
buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar
pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya, yvang
dipinjam dari Wajib Pajak;

- menuangkan penjelasan sebagaimana dimaksud pada huruf d

dalam berita acara pertemuan dengan Wajib Pajak;
menyampaikan SPHP kepada Wajib Pajak;

. memberikan hak untuk hadir kepada Wajib Pajak dalam

rangka PAHP pada waktu yang telah ditentukan;

. menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;

melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi
kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan dengan menyampaikan
sHran secara tertulis;

. mengembalikan  buku, catatan dan/atau dokumen yang

menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen
lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak; dan

. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala

sesuatu vang diketahw atau dibentahulkan kepadanva olch
Wanb Pajak dalam rangka Pemernksaan.

Pasal 129

(1) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk mengup kepatuhan

pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan

Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1},

Pemeriksa berwenang:

a. memeriksa dan/atau meminjam buku, catatan dan/atau
dokumen yvang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan,
dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan
yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib
Pajak, atau objek yang terUtang Pajak;

b. mengakses, menyalin, danfatau  mengunduh Data
Elektronik yang berhubungan dengan pendapatan usaha
vang diperoleh, kegiatan usaha dan/atau objek yang
terutang Pajak;

c. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang
bergerak dan/atau tidak bergerak vang diduga atau panat
diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan,
dokumen yang menjadi dasar pembuluan atau pencatatan,
dokumen lain, vang danj/atau barang yang dapat memberi
petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan
usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang
terutang Pajak;

d. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna
kelancaran Pemeriksaan, melipts:

1. menyediakan tenaga danfatau peralatan atas biaya
Wajib Pajak apabila dalam mengakses Data Elektronik
memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus;

2. memberikan bantuan kepada Pemernksa untuk
membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak;
dan/atau

3. menvediakan ruangan khusus tempat dilakukannya
Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan
dilakukan di termpatl Wajib Pajak;

e. melakukan penyegelan tempat alau ruang tertentu scrta
barang bergerak dan/atau tdak bergerak; ¥



(2]

f. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib
Pajak;

g. meminjam KKP yang dibuat oleh akuntan publik melalui
Wajib Pajak; dan

h. meminta keterangan danfatau bukti vang diperlukan dari
Pihak ketiga vang mempunyai hubungan dengan Wajib
Pajak yang diperiksa.

Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan

Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1),

Pemeriksa berwenang:

a. memanggill Wanb Pajak untuk datang ke kantor di
lingkungan Pemerintah Daerah dengan menggunakan surat

] dalam rangka Pemeriksaan Kantor;

b. memeriksa dan/atau meminjam buku, catatan dan/atau
dokumen vang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan,
yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh,
kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek
vang terUtang Pajak;

¢, meminta kepada Wapnb Pajak untuk memben bantuan guna
kelancaran Pomeriksaan;

d. meminta keterangan lisan danj/atau tertulis dari Wajib
Pajak;

e. meminjam KKP yang dibuat oleh akuntan publik melaln
Wajib Pajak; dan

f. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari
pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib
Pajak vang diperiksa melalui pejabat,

Pasal 130

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan, Wanb Pajak berhak:

L.

b.

|

meminta kepada Pemeriksa untuk memperlihatkan tanda
pengenal pemeriksa dan 8P2;

meminta kepada Pemeriksa untuk memberikan surat
pemberitahuan Pemenksaan Lapatgan dalam hal Pemeriksaan
dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan;

. meminta kepada Pemeriksa untuk memperlihatkan surat yang

berisi perubahan tim Pemeriksa apabila susunan keanggotaan
tim Pemeriksa mengalam perubahan;

.meminta kepada Pemeriksa untuk memberikan penjelasan

tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan;

. menenma SPHP;

menghadiri PAHP pada waktu yang telah ditentukan;

. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan

Pemeriksaan oleh Pemeriksa melalui pengisian Kuesioner

Pemeriksaan,
Pasal 131

(1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewsjiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan

Lapangan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1),

Wajib Pajak wajib:

a. Memperlihatkan dan /atau meminjamkan
Dolkumen wyvang berhubungan dengan pendapatan
vang diperoleh, kegiatan wusaha, danj/atau objek

vang terutang Pajak;



(2]

(1)

(<)

b. memberikan kesempatan kepada Pemeriksa untuk
mengakses, menyalin, dan/atau mengunduh Data
Elektronik yang berhubungan dengan kegiatan
usaha dan/atau objek yang terutang Pajak;

c. memberikan  kesempatan untuk memasuki  dan
memeriksa tempal atau ruang, barang bergerak dan/atau
tidak bergerak yvang diduga atau patut diduga digunakan
untuk menyimpan dokumen vyang menjadi  dasar
pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang,
dan/atan barang yang dapat memberi petunjuk tentang
penghasilan yvang diperolch, kegiatan usaha, pekerjaan
bebas Wajib Pajak, atau objek yang terUtang Pajak serta
meminjamkannya kepada Pemeriksa;

d. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan,
yvang dapat berupa:

1. menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas
biaya Wajib Pajak apabila dalam mengakses
Data Elektronik memerlukan peralatan
dan/atau keahlian

2. memberikan bantuan kepada Pemeriksa untuk
membulka barang bergerak dan/atau tidak
bergerak; dan/atau

3. menyvediakan ruangan khusus termpat
dilakukannya Pemernksaan Lapangan dalam hal
Pemeriksaan dilakukan di tempat Wajib Pajak;

e. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas S8PHP, dan

[. memberikan keterangan lisan dan/atag  tertulis yang
dipertukan.

g meminjamkan KKP wang dibuat olch akuntan
publik.

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan

Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1),

Wajib Pajak wajib:

a. memenuhi  panggilan untuk menghadiri  Pemeriksaan

scsual dengan waktu yang ditentukan;

b. memperlihatkan dan/atau meminjamkan Dokumen
vang berhubungan dengan pendapatan yang
diperoleh, kegiatan usaha, atau objek yang
terutang;

. memberi bantuan guna kelancaran Pemenksaar,

. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP,

. meminjamkan KKP vang dibuat oleh akuntan publik; dan
memberikan keterangan lisan danfatau  tertulis yang
diperlukan.

MM oL

Pasal 132
Pemeriksaan untuk menguji  kepatuhan  pemenuhan
kewajiban perpajakan dilakukan dalam jangka waktu
Pemeriksaan yang meliputi:
a. jangka waktu pengujian; dan
b. jangka waktu PAHP dan pelaporan.
Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemerilksaan
Lapangan, jangka waktu pengujian scbagaimana dimaksud
pada avat (1) huruf a paling lama 3 (tiga) bulan kalender,
terhitung sejak Surat Pemberitahuan Pemenksaan Lapangan

#



disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau
anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, sampai
tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa,
pegawail, atau angpgota keluarga vang telah dewasa dari Wajib
Pajak.

{3) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan
Kantor, jangka wakiu pengujian scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a paling lama 3 {tiga) bulan kalender, terhitung
sejak tanggal Wajib Pajak, wakil, kuasa dari Wajib Pajak,
pegawal, atau anggota keluarga vang telah dewasa dari Wajib
Pajak dating memenuhi surat panggilan dalam rangka
Pemeriksaan Kantor sampai dengan tangpgal SPHP
disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai atau
anggota keluarga vang telah dewasa dari Wajib Pajak.

(4} Jangka waktu PAHP dan pelaporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b paling lama 1 (satu)} bulan kalender,
vang dihitung sejak tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib
Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota yang telah dewasa
dari Wajib Pajak sampai dengan tanggal LHP,

Pasal 133
(1} Jangka waktu pengujian Pemeriksaan Lapangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2) dapat diperpanjang untuk
jangka waktu paling lama 1 {zatu) bulan kalender.
{2) Perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan Lapangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
a. Pemeriksaan Lapangan diperluas ke Masa Pajak, bagian
Tahun Pajak, atau Tahun Pajak lainnya;
b. terdapat konfirmasi atau permintaan data danfatau
keterangan kepada pihak ketiga;
¢, ruang lingkup Pemeriksaan Lapangan meliputi scluruh
Jjenis Pajak; danfatau
d. berdasarkan periimbangan Pejabat.

Pasal 134
(1) Jangka waktu pengujian Pemeriksaan Kantor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 132 ayat (3), dapat diperpanjang
untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan kalender.
(2) Perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan Kantor
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
a. Pemeriksaan Kantor diperluas ke Masa Pajak, bagian
Tahun Pajak, atau Tahun Pajak lainnya;
b. terdapat konfirmasi atau permintaan dala dan fatau
keterangan kepada pihak ketiga;
c. ruang lingkup Pemeriksaan Kantor meliputi seluruh jenis
Pajak; danfatan
d. berdasarkan pertimbangan Pejabat.

Pasal 135
Dalam hal dilakukan perpanjangan jangka wakiu pengujian
Pemeriksann Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133
ayat (1) atau Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 134 ayat (1), Pejabat harus menyampaikan pemberitahuan
perpanjangan wakitu pengujian dimaksud secara tertulis kepada

Wajib Pajak.



Pasal 136

(1) Apabila jangka wakfu perpanjangan pengujian Pemeriksaan
Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1)
atau perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan Kantor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) telah
berakhir, SPHP harus disampaikan kepada Wajib Pajak.

(2} Dalam hal Pemeriksaan dilakukan karcna Wajib Pajak
mengajukan permohonan pengembalian kelebihan
pembavaran Pajak, jangka waktu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 132 avat (2) dan Pasal 132 ayat (3) harus
memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.

Pasal 137
Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan  diselesaikan
dengan cara:
a. menghentikan Pemenksaan dengan membuat LHP sumir; atau
b. membuat LHP, sebagai dasar penerbitan SKPD dan/atau STPD
sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.
Pasal 138
(1) Penyelesaian Pemeriksaan dengan membuat LHP surmir
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf a dilakukan
dalam hal:

a. Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga
yvang telah dewasa dan Wapb Pajak yvang diperiksa:

1. tidak ditemukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak
tanggal surat pembentahuan Pemeriksaan Lapangan
diterbitkan; atau

2, tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan dalam jangka
waktu 3 (tiga) bulan sejak tangeal surat panggilan dalam
rangka Pemeriksaan Kantor diterbitkan.

b. Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor
vang ditangguhkan karena ditindaklanjuti dengan
Pemeriksaan Bukti Permulaan Terbuka dan
Pemeriksaan Bukti Permulaan Terbuka terscbut:

1. dilanjutkan dengan Penyidikan tetapi
Penvidikannya dihentikan karena peristiwanya
telah kedaluwarsa; atau

2. dilanjutkan dengan Penyidikan dan penuntutan
serta telah terdapat putusan pengadilan
mengenai tindak pidana di bidang perpajakan
vang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
vang menyatakan bahwa Wajib Pajak terbukt
secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana di bidang perpajakan
dan salinan putusan pengadilan tersebut telah
diterima oleh Kepala Dacrah;



e. Pemeriksaan Lapangan ataa Pemeriksaan Kantor
yvang ditangpuhkan karena ditindaklanjuti dengan
Penyidikan sebagai tindak lanjut Pemenksaan
Bukti Permulaan Tertutup dan Penyidikan tersebut
dilanjutkan dengan penuntutan serta telah
terdapat putusan pengadilan mengenai tindak
pidana di bidang perpajakan yvang telah mempunyai
kelmatan hukum tetap yang menyatakan bahwa
Wajilbh Pajak terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana i badang
perpajakan dan salinan putusan  pengadilan
terscbut telah diterima oleh Kepala Daerah; atau

d. Pemeriksaan ulang tidak mengakibatkan adanya tambahan
atas jumlah Pajak vang ielah ditetapkan dalam SKPD
sebelumnya.

(2) Format SKPD secbagimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
tercantum dalam Lampiran XVII, yvang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 139
(1} Penyelesaian  Pemeriksaan  dengan membuat  LHP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf b, dilakukan
dalam hal:

a. Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawal, atau anggota keluarga
vang telah dewasa dari Wajib Pajak yang dilakukan
Pemeriksaan ditemukan atau memenuhi panggilan
Pemenksaan, dan Pemeriksaan dapal diselesatkan dalam
Jjangka waktu Pemeriksaan.

b. Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga
vang telah dewasa dari Wajib Pajak vang dilakukan
Pemeriksaan  ditemukan atau  memenuhi  panggilan
Pemenksaan, dan pengujian  kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan belum dapat disclesaikan sampai
dengan:

1. berakhirnya perpanjangan jangka waktu pengujian
Pemeriksaan  Lapangan  sebagmmana dimaksud
dalam Pasal 133 ayat (1); atau

2.  berakhirnya  perpanjangan  waktu pengujian
Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 134 ayat (1).

c. Wajib Pajak, wakil, kuasa, pcgawal, atau anggota
keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yvang
dilakukan Pemeriksaan sehubungan dengan
permohonan pengajuan pengembalian  atau
kompensasi kelebihan pembayaran Pajak
sebagaimana dimaksud pada Pasal 121 ayat (1)
huruf a:

1. tidak ditemukan dalam jangka wakiu 3 (tiga)
bulan kalender sejak tanggal Surat
Pembernitahuan Pemeriksaan Lapangan
diterbitkan; atau

2. tidak memenuhi panggilan Pemenksaan dalam
jangka waktu 3 ([tiga) bulan kalender sejak
tanggal Surat Pangglan Dalam Rangka
Pemeriksaan Kantor diterbitlkcan;



d. Wajib Pajalk, wakil, atau kuasa Wajib Pajak yvang
dilakukan Pemeriksaan atas keterangan lain
berupa Data Konkret sebagaimana dimaksud pada
Pasal 121 ayat (1) huraf b:

1. tidak ditemukan dalam jangka waktu 3 (tga)
bulan  kalender sejak  tanggal — Surat
Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan
diterbitkan; atan

2. tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan dalam
Jangka waktu 3 (tiga) bulan kalender sejak
tanggal Surat Panggilan Dalam Rangka
Pemeriksaan Kantor diterbitkcan:

e. Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor
yvang ditangguhkan karena ditindaklanjuti dengan
Pemeriksaan Bukti Permulaan Terbuka dan atas
Pemeriksaan Bukti Permulaan Terbuka tersebut:

1. dihentikan karena Wajib Pajak orang pribadi
vang dilakukan Pemeriksaan Buldi Permulaan
Terbuka meninggal dunia;

2. dihentikan karena tidak dilemukan adanya
bukti permulaan tndak pidana di bidang
perpajakan;

3. dilanjutkan dengan  Penyidikan MAIn
Penyidikannya  dihentikan  karena  tidak
terdapat cukup buktl, atau peristiwa terscbut
bukan merupakan tindak pidana di bidang
perpajakan, tersangka meninggal dunia; atan

4., dilanjutkan dengan Penyidikan dan
penuntutan  serta  telah  terdapat  putusan
pengadilan mengenai tindak pidana di bidang
perpajakan vang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap yang memutus bebas atau lepas
dari sepala tuntutan hukum dan  salinan
putusan pengadilan terscbut telah ditenima
oleh Kepala Daerah; atau

. Pemeriksaan Lapangan atau Pemenksaan Kantor
yvang ditangguhkan karena ditindaklanjuti dengan
Penyidikan sebagal tindak lanjut Pemenksaan
Bukti Permulaan Tertutup dan Penyidikan
tersebut:

1. dihentikan karena tidak terdapat cukup bulkti,
atau peristiwa tersebut bukan merupakan
tindak pidana di bidang perpajakan, atau
tersangka meninggal dunia; atan

2. dilanjutkan dengan penuntulan serta telah
terdapat putusan pengadilan mengenai tindak
pidana di bidang perpajakan wvang teclah
mempunyai  kekuatan hukum  tetap yang
memutus bebas atau lepas dari segala
tuntutan hukum dan salinan putusan
pengadilan lersebutl telah diterima oleh Kepala
Daerah.

(2) Pemeriksaan Lapangan atau Pemernksaan Kantor yang
pengujiannya belum  disclesaikan scbhagaimana  dimaksud
pada ayat (1) huruf b, harus diselesakan dengan
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menyampaikan SPHP dalam jangka waktu paling lama 7

(tujuh) hari kerja sejak berakhirnya:

a. perpanjangan jangka wakitu pengujian  Pemeriksaan
Lapangan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1);
atau

b. perpanjangan jangka waktu pengujian Pemeriksaan Kantor
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1);

dan dilanjutkan tahapan Pemeriksaan sampai dengan

pembuatan LHP.

Pasal 140

(1) Pemeriksaan yang dihentikan dengan membuat LHP
Sumir karena Wajib Pajak tidak ditemukan atau tidak
memenuhi panggilan Pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 138 huruf a, dapat dilakukan
Pemeriksaan kembali apabila setelah diterbitkan LHP
Sumir, Wajib Pajak ditemulkan.

(2] Pajak terutang atas Pemeriksaan terhadap Wajib
Pajak wvang tidak ditemukan atau tidak memenuhi
panggilan  Pemeriksaan sebagaimana dimaksuad
dalam Pasal 139 ayal (1) huruf ¢ dan huruf d
ditetapkan secara jabatan

Pasal 141

(1) Surat Ketetapan Pajak dari hasil Pemeriksaan vang
dilaksanakan tanpa;

a. penyampalan SPHP; atan

b. PAHP,

dapat dibatalkan oleh Wali Kota secara jabatan atau

berdasarkan permohonan Wajib Pajak.

(2) Dalam hal dilakukan pembatalan sebagaimana dimaksud
pada avat (1), proses Pemeriksaan haruis dilanjutkan dengan
melaksanakan prosedur penyampaian SPHP dan/atau PAHP,

(3} Prosedur penyampaian SPHP dan/atau pelaksanaan PAHP
schagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.

(4) Dalam hal Pemeriksaan yang dilanjutkan sebagaimana
dimaksud pada ayvat (2] terkait dengan permohonan
pengembalian  kelebihan pembayaran Pajak, Pemeriksaan
dilanjutkan dengan penerbitan:

a. surat ketetapan Pajak sesuai dengan PAHP apabila jangka
waktu belum melampan 12 (dua belas] bulan seak
diterimanya  permohonan  pengembalian kelebihan
pembavaran Pajak;

b. apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
hurufl a telah dilampaui, surat ketetapan pajak belum
ditetapkan, permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran Pajak dianggap dikabulkan; atau

c. SKPDLEB sesuai dengan surat pemberitahuan apabila
jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan
diterima.

{5) Dalam hal susunan keangpotaan tim pemeriksa untuk
melanjuitkan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2} berbeda dengan susunan keanggotaan tim pemeriksa
sehelumnya, Pemeriksaan  tersebut  dilakukan  setelah
diterbitkan suratl yang berisi perubahan tim pemeriksa.
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Pasal 142

(1} Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban Pajak dilakukan oleh Pemeriksa yang
tergabung dalam suatu tim Pemeriksa berdasarkan
SP2.

(2) Pejabat menyiapkan SP2 untuk pelaksanaan prosedur
Pemeriksaan.

(3) 8P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan untuk
satu atau beberapa lahun pajak dalam suatu bagian Tahun
Pajak atau Tahun Pajak yang sama, atau untuk satu baian
Tahun Pajak atau Tahun Pajak terhadap satu Wajib Pajak.

(4) Dalam hal tim Pemeriksa dibantu olch tenaga ahli
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (4), tenaga ahli
tersebut bertugas berdasarkan surat tugas vang diterbitkan
oleh Wali Kota.

Pasal 143

(1} Pemeriksa wajib memberitahukan kepada Wajib Pajak
mengenal dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dengan
menyampaikan surat pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan,

(2) Pemeriksa wajib memberitahukan kepada Wajib Pajak
mengenal  dilakukannya Pemeriksaan Kantor dengan
menyampaikan surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan
Kantor.

(3) Dalam Pemeriksaan Kantor atas pengembalian kelebihan
pembayaran pajak, maka Wajib Pajak wajib mengajukan
surat permohonan pengembalian lebih bayar kepada kepala
perangkat Daerah yvang  menyelengegarakan LUrusan
pemerintahan daerah di bidang pendapatan.

(4) Surat permohonan pengembalian lebih bayar sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dengan melampirkan:

a. fotokopi kartu identitas;

b. bukt pajak vang telah dibayarkan;

c. fotokopi buku rekening; dan

d. bukti lain yvang berkaitan dengan kelebihan pembayaran
pajak.

(2) Surat Pembentahuan Pemenksaan Lapangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) atau Surat Panggilan Dalam Rangka
Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diterbitkan untuk Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau
Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebagaimana tercantum
dalam SP2,

Pasal 144

{1) Burat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) dapat disampaikan secara
langsung kepada Wajib Pajak pada  saat  dimulainya
Pemeriksaan Lapangan atau disampaikan melalui faksimili,
pos dengan bukti pengiriman surat, alau jasa pengiriman
lainnya dengan bukti penginiman,

|2) Dalam hal surat pemberitahuan Pemenksaan Lapangan
secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
Wajib Pajak tidak berada di tempat, surat pcmbernitahuan
Pemeriksaan Lapangan dapat disampaikan kepada:

a. wakil atau kuasa dari Wajib Pajak
b. pihak yvang dapat mewakili Wajib Pajak, vaitu:
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1. pegawai dari Wajib Pajak yvang menurut Pemeriksa dapat
mewakili Wajib Pajak, dalam hal Pemeriksaan dilakulkan
terhadap Wajib Pajak Badan;

2. anggota keluarga vang telah dewasa dari Wajib Pajak
vang menurut Pemeriksa dapat mewakili Wajib Pajak,
dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajb Pajak
orang pribadi;

3. pthak =elain sebagaimana dimaksud angka 1 dan angksa
2 yang dapat mewakili Wajib Pajak.

(3} dalam hal wakil atau kuasa dari Wajib Pajak atau

pihak vang dapat mewalkili Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditemui, Surat
Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan
melalui pos atau jasa penginman lainnya dengan
bulkti pengiriman dan  surat pemberitahuan
Pemeriksaan Lapangan dianggap telah disampaikan
dan Pemenksaan Lapangan telah dimualai.

(4) surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor

(1)

(2]

(3)

[4)

(5]

(6}

(7]

scbagaimana dalam Pasal 143 ayat (2] disampaikan melahai
faksimili, pos dengan bukti pengiriman sural, atau jasa
pengiriman lamnya dengan bukb penginman.

Pasal 145
Dalam pelaksanaan Pemernksaan untuk mengujl kepatuhan
pemenuhan kewajiban  perpajakan, Pemeriksa  wajib
melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128.
Pertemuan sebagamimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat
dilakukan dengan wakil atau kuasa dari Wajib Pajak
Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan
Lapangan, pertemuan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
atau ayat (2] dilakukan setelah Pemenksa menvampaikan
Sural Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan.
Dalam hal Pemenksasan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan
Kantor, pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atan
avat (2) dilakukan pada saat Wajib Pajak, wakil, atau kuasa
dann Wajnb Pajak datang memenuhi surat panggilan dalam
rangka Pemeriksaan Kantor.
Setelah melalkukan pertemuan sebagaimana dimaksud pada
avat (1) atau avat (2], Pemeriksa wajib membuat berita acara
hasil pertemuan, vang ditandatangani oleh Pemeriksa dan
Wajib Pajak, Waldal, atau kuasa dan Wanb Pajak.
Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dan Wanb Pajak
menolak menandatangani berita acara hasil pertemuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemeriksa membuat
catatan mengensi penolakan tersebut pada berita acara hasil
pertemuan.
Dalam hal Pemeriksa telah menandatangani berita acara hasil
pertermmuan dan membuat catatan mengena  penolakan
penandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada
ayat [B), pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
atau ayat |2) dianggap telah dilaksanakan.
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Pasal 146

(1} Pemernksa dapat melakukan peminjaman dokumen kepada
Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan Lapangan dan/atau
Pemeriksaan Kantor,

(2) Pemenksa menyampaikan sural permintaan peminjaman
dokumen kepada Wajib Pajak

{3) Wajib Pajak wajib memenuhi surat permintaan peminjaman
dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5
(lima} han kerja sejak surat diterima.

(4) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyerahkan dokumen sesuai
dengan sural permintaan dokumen sebagaimana dimaksud
pada aval (2] pemeriksa memberikan Sural Teguran ke Wajhb
Pajak.

(3) Wajib Pajak wajib menindaklanjuti Surat Teguran
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama dalam
waktu 3 (tga) han.

(6) Dalam hal Wajib Pajak yang tidak memenuhi Surat Teguran
sebagaimana dimaksud pada ayat (5] maka pemeriksa
membuat berita acara pemenuhan permintaan dokumen.

Pasal 147

(1) Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan harus diberitahukan kepada Wajib
Pajak melalun penyampaian SPHP yvang dilampin  dengan
daftar temuan hasil Pemeriksaan.

(2) SPHP dan daftar temuan hasil Pemeriksaan sebagaimana
dimnaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pemeriksa secara
langsung alau melalu faksimili, surat elektronik, pos, atau
jasa penginman lainnya dengan bukti pengiriman.

(3} Dalam hal SPHP disampaikan secara langsung dan Wajib
Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak untuk
menerima SPHP, Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib
Pajak menolak untuk menenma SPHP, Wajibh Pajak, wakil,
atau kuasa dari Wajlbh Pajak harus menandatangani sural
penolakan menerima SPHP.

(4) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa darni Wajib Pajak
menolak menandatangani surat penclakan menerima SPHP
scbhagaimana dimaksud pada ayat (3}, Pemeriksa membuat
berita acara penolakan menernima SPHP yvang ditandatangam
oleh tim pemeriksa.

(5) Dalam hal Pemeriksaan atas keterangan lain berupa data
konkret dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor, penyvampaian
SPHP schbagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
bersamaan dengan penyvampaian undangan tertulis untuk
menghadiri PAHP.

Pasal 148

(1} Wajib Pajak wajib memberikan tanggapan tertulis atas SPHP
dan daftar temuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 147 ayat (1) dalam bentulk:

a. pernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan dalam hal Wajib
Pajak menyetujui seluruh hasil Pemeriksaan; atau

b. surat sanggahan, dalam hal Wajb Pajak tdak menyetujui
sebagian atau seluruh hasil Pemenksaan.

(2) Tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus disampaikan dalam jangka wakm paling lama 5 (lima)
hari kerja sejak tanggal diterimanya SPHP oleh Wajib Pajak.
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(3} Wajib Pajak dapat melakukan perpanjangan jangka walotu

(4]

(3]

(6]

(1)

(<)

3]

(4]

(L)

penyampaian tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat [2) untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja
terhitung sejak jangka wakiu scbagaimana dimaksud pada
ayat [2) berakhir,

Untuk melakukan perpanjangan jangka waktu penyvampsaian
tanggapan sebagaimana dimaksud pada avat (3), Wajib Pajak
harus menyampaikan pemberitahuan tertulis schelum jangka
waktu schapaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir.
Tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada avat (1) dan
pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat [4)
disampaikan oleh Wajib Pajak secara langsung atau melalui
faksimili, surat clektronik, pos, atau jasa pengiriman lainnya
dengan bukti pengiriman.

Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan tanggapan
tertulis atas SPHP, Pemeriksa membuat berita acara tidak
disampaikannya tanggapan tertulis atas SPHP vang
ditandatangani oleh tim pemeriksa.

Pagal 149

Dalam rangka melaksanakan pembahasan atas hasil

Pemeriksapan yang tercantum dalam SPHP dan daftar

temuan  hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 148 ayat (1) kepada Wajib Pajak harus dibenkan hak

hadir dalam PAHP.

Hak hadir sebagaimana dimaksud pada awvat (1) diberikan

melalul penyvampaian undangan secara tertulis kepada Wajib

Pajak dengan mencantumkan  har  dan  tanggal

dilaksanakannya PAHP.

Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2] harus

disampaikan kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu paling

lama 3 (tiga) han kena terhitung sejak:

a. diterimanya tanggapan tertulis atas SPHP dar Wajib Pajak
sesual jangka waktu scbagaimana dimaksud dalam Pasal
148 ayal (2) atau ayat (3); atau

b. berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 148 ayat (3), dalam hal Wajib Pajak tidak
menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP.

Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat

disampaikan oleh Pemeriksa secara langsung atau melalw

faksimili lainnya dengan bukti pengiriman.

Pasal 150

Pemeriksa  membuat  risalah  pembahasan dengan

mendasarkan pada lembar pernyataan persetujuan hasil

Pemeriksaan dan membuat berita acara PAHP yang dilampiri

dengan ikhtisar hasil pembahasan akhir, vang ditandatangani

oleh tim Pemeriksa dan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari

Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak:

a. menyampaikan lembar pernyataan persetujuan hasil
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat
(1); dan

b. hadir dalam PAHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149
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(2) Pemeriksa membuat risalah pembahasan berdasarkan lembar
pernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan, berila acarma
ketidakhadiran Wajib Pajak dalam PAHP, dan berita acara
PAHP vang dilampiri dengan ikhtisar hasil pembahasan akhir,
yvang ditandatangani oleh tim Pemeriksa dalam hal Wajib
Pajak:

a. menyampaikan lembar pernyataan persetujuan  hasil
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat
(1); dan

b. idak hadir dalam PAHP sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 149 ayat (2).

(3} Pemeriksa harus melakukan PAHP dengan Wajib Pajak
dengan mendasarkan  pada  surat  sanggahan  dan
menuangkan hasil pembahasan tersebut dalam rizsalah
pembahasan, yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa dan
Wajib Pajak, walkil, atau kuasa dan Wajib Pajak dalam hal
Wajib Pajak:

a. menyampaikan surat sanggahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 148 avat (1) hurul b; dan

b. hadir dalam PAHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149
ayat (2},

[4) Pemeriksa menbuat risalah pembahasan berdasarkan surat
sanggahan, berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam
PAHP, dan berita acara PAHP yang dilampin dengan ikhtisar
hasil pembahasan akhir, yang ditandatangani olch tim
Pemeriksa dalam hal Wajib Pajak:

a. menyampaikan surat sanggahan sebagaimana dimalksud
dalam Pasal 148 ayat (1) hurufl b; dan

b. tidak hadir dalam PAHP scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 149 ayat (2)

(5) Pemeriksa tetap melakukan PAHP dengan Wajib Pajak dan
menuangkan hasil pembahasan tersebut  dalam  risalah
pembahasan, yang ditandatangani oleh tim Pemernksa dan
Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wanb Pajak dalam hal
Wajib Pajak:

a. Hidak menvampaikan tanggapan tertulis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) hurul b; dan

b. hadir dalam PAHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149
aval (2).

Pasal 151
Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak
menolak menandatangani risalah pembahasan scbagmimana
dimaksud dalam Pasal 150, Pemeriksa membuat catatan
mengenai penolakan tersebul.

Pasal 152
(1} Dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam PAHP pada hari dan
tangpal secsuai dengan undangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 150 ayat (2) PAHP dianggap telah dilakukan.
(2) Dalam hal PAHP dianggap telah dilakukan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), berita acara PAHP yang dilampiri
dengan ikhtisar hasil pembahasan akhir ditandatangani oleh

tim Pemeriksa.



Pasal 153
Pelaksanaan PAHP antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (3) atau ayat (5)
harus mempertimbangkan jangka waktu PAHP dan pelaporan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat [(4).

Pasal 154
Risalah Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149
ayat (3) atau ayat (5) digunakan oleh Pemeriksa scbagai dasar
untuk membuat berita acara PAHP yvang dilampiri dengan ihtisar
hasil permmbahasan akhir.

Pasal 155

(1) Dalam rangka mendatangani berita acara PAHP scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 149 Pemeriksa melalui Kepala
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan  urusan
pemerintahan daerah di hidang pendapatan memanggil Wajib
Pajak dengan menginnmkan surat | panggilan untuk
menandatangani berita acara PAHP.

(2) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
disampaikan secara langsung atau melalm faksimili, pos
dengan bukt penginman sural, atau jasa penginman lainnva
dengan bukti pengiriman.

(3] Dalam hal surat panggilan disampaikan secara langsung dan
Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak
untuk menerima sural panggilan tersebut, Wajib Pajak, wakil,
atau kuasa dari Wajib Pajak harus menandatangani surat
pernyataan penolakan menerima surat panggilan untuk
menandatangani berita acara PAHP

{4) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak
menolak menandatangani surat  pernyataan  sebagaimans
dimaksud pada ayat (3), Pemeriksa membuat berita acara
penolakan menerima surat panggilan untuk menandatangani
berita acara PAHP vang ditandatangani oleh tim Pemeriksa.

Pasal 156

(1) Wajib Pajak harus memenuhi panggilan scbagamana
dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) dalam jangka waktu
paling lama 3 (tiga) har setelah surat panggilan untuk
menandatangani berita acara PAHP dilerima oleh Wajib Pajak.

{2) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dan Wajb Pajak
mementthi panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155
ayat (1) namun menolak menandatangani berita acara PAHP,
Pemeriksa membual  catatan  mengenai  penolakan
penandatanganan pada berita acara PAHP

(3) Dalam hal Wajib Pajak tdak memenuhl panggilan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemeriksa membual
catatan pada berita acara PAHP mengenai tidak dipenuhinya

panggilan.

Pasal 157
{1} LHP disusun berdasarkan KKP schagaimana dimaksud dalam
Pasal 126.
(2) Risalah pembahasan dan/atau benta acara PAHP,
merupakan bagian vyang tidak terpisahkan dan  LHP
sebagaimana dimaksud pada avat [1).



(3) LHP secbagaimana dimaksud pada aval (1) digunakan oleh
Pemeriksa sebagai dasar untuk membuat nota perhitungan.

(4] Nota perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayvat (3)
digunakan scbagai dasar penerbitan surat ketetapan Pajak
atau 3TPD.

(5) Pajak yang terutang dalam surat ketetapan Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sesuai dengan
PAHP, kccuali:

a. dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam PAHP tetapi
menyampaikan lembar pernyataan persetujuan  hasil
Pemeriksaan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat
{2) Pajak wang terutang dihitung sesuai dengan lembar
pernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan.

b. dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam PAHP tetapi
menyampaikan surat sanggahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 150 ayat (4) pajak yang terutang dihitung
berdasarkan SPHP dengan jumlah yang tidak disenajui
sesuai dengan sural sanggahan Wajib Pajak;

c. dalam hal Wajib Pajak tidak hadir dalam PAHP dan tidak
menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 150 ayat (5) Pajak yang terutang
dihitung berdasarkan SPHP dan Wajib Pajak dianggap
menyctujul hasil Pemenksaan.

Pasal 158
Dokumen yang dipinjam harus dikembalikan kepada Wajib Pajak

dengan menggunakan buktl peminjaman dan  pengembalian
dokumen paling lambat 7 {tujuh) hari kerja sejak tanggal LHP.

Pasal 159

(1) Pemeriksa berwenang melakukan Penyegelan  untuk
memperoleh atan mengamankan Dokumen dan benda-benda
lain yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha
atau pekerjaan bebas Wajib Pajak agar tidak dipindahkan,
dihilangkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar, atau
dipalsukan.

(2) Dalam  melaksanakan  Penyegelan, Pemenksa  dapat
berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia
dan fatau satuan polisi pamong praja.

(3) Penyegelan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
apabila pada saat pelaksanaan Pemenksaan Lapangan:

a. Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak tidak
memberi kesempatan kepada Pemeriksa untuk memasuki
tempat alau ruang serta memeriksa barang bergerak
dan/atau tidak bergerak, yang diduga atau pamt diduga
digunakan untuk menyimpan Dokumen, termasuk hasil
pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara
clektronik atau secara program aplikasi online yang dapat
memberi petunjuk tentang kegiatan usaha Wajib Pajak.

b. Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak
memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan yang
antara lain berupa tidak memberi kesempatan kepada
Pemeriksa untuk mengakses data yang dikelola secara
elektronik atau membuka barang bergerak danj/atau tidak
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c. Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak tidak
berada di tempat dan tidak ada pegawai atau anggota
keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang
mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku pihak
yang mewakili Wajib Pajak, schingga diperlukan upaya
pengamanan Pemeriksaan sebelum Pemeriksaan
ditunda;atau

d. Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak vang
diperiksa tidak berada di tempat dan pegawai atau
anggola keluarga vyang telah dewasa dari Wajib
Pajak wyang mempunyai kewenangan untuk
bertindak selaku pihak vang mewakili Wajib Pajak
menalak memberi bantuan guna kelancaran
Pemeriksaan.

Pasal 160

(1) Penyegelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (1)
dilakukan dengan menggunakan tanda segel.

(2) Penyegelan dilakukan oleh Pemernksa dengan disaksikan oleh
paling sedikat 2 {dua) orang yang telah dewasa selain anggota
tim Pemeriksa

(3] Dalam melakukan Penyegelan, Pemeriksa wajib membuat
berita acara Penyegelan,

(4) Berita acara Penvegelan sebagaimana dimaksud pada avat (3)
dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa dan 2 [dua) orang
saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5) Berita acara Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dibuat 2 (dua) rangkap, 1 (satu) rangkap untuk Pemeriksa
dan 1 [satu) rangkap untuk diserahkan kepada Wajib Pajak,
wakil, kuasa, pegawai, atau anggoia keluarga yang telah
dewasa dari Wajib Pajak.

(6) Dalam hal saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menclak  menandatangani  berita acara  Penyegelan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemeriksa membuat
catatan tentang penolakan tersebut dalam berita acara
Penvegelan.

() Wanbh Paak dilarang merusak, mencabut, atau
menghilangkan segel; mengakses, mengubah, atau
menghapus Dokumen yvang ditempatkan pada tempat
atay raangan tertentu  serta barang bergerak
dan/atau tidak bergerak termasuk media
penyimpanan data yang disegel.

Pasal 161
(1} Pembukaan segel dilakukan dalam hal:

a. Wajib Pajak, walil, kuasa, atau pihak yang dapat mewakili
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat
(3) huruf a dan huruf b telah memberi izin kepada
Perneriksa untuk membuka atau memasuki tempat atau
ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak vang disegel,
dan/atau telah memberi bantuan guna kelancaran
Pemenksaan;

b. berdasarkan pertimbangan Pemeriksa, Penyegelan tidak
diperlukan lagi; dan/atau

c. terdapat permintaan dari penyidik yang sedang melakukan

penyudukan tindak pidana.
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(2] Pembukaan segel harus dilakukan oleh Pemeriksa dengan
disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang vang telah
dewasa sclain anggota tim Pemeriksa.

(3) Dalam keadaan tertentu, pembukaan segel dapat dibantu
oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau satuan
polisi pamong praja.

(4) Dalam hal tanda segel yang digunakan untuk melakukan
Penyvegelan rusak atau hilang, Pemeriksa harus membuat
berita acara mengenai kerusakan atau kehilangan dan
melaporkannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(@) Dalam hal pembukaan segel, Pemeriksa membuat berita
acara pembukaan segel yvang ditandatangani oleh Pemeriksa
dan saksi sehagaimana dimaksud pada ayat (2).

[&) Dalam hal saksi sebagmimana dimaksud pada avat (1)
menolak menandatangani berita acara pembukaan segel
sebagaimana dimaksud pada ayat (5], Pemeriksa membuat
catatan tentang penolakan tlersebut dalam berita acara
pembukaan segel.

(7) Berita acara pembukaan segel dibuat 2 (dua) rangkap, 1
(satu) rangkap untuk Pemeriksa dan 1 (sam) rangkap untuk
diserahkan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau
anggota keluarga yang telah dewasa dar Wajib Pajak.

Pasal 162

(1) Apabila dalam jangka wakiu 7 (tujuh) hari kerja setelah
tanggal Penyegelan atau  jangka  wakiu  lain dengan
mempertimbangkan tujuan penyegelan, Wajub Pajak, wakil,
atau kuasa dari Wajib Pajak tetap tidak memberi izin kepada
Pemeriksa untuk membuka atau memasuki tempat atau
ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak yang disegel,
dan/atau tidak memberikan bantuan guna kelancaran
Pemeriksaan, Wajib Pajak dianggap menolak dilakukan
Pemeriksaan.

(2) Dalam hal Wajib Pajak dianggap menolak dilakukan
Pemeriksaan scbagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib
Pajak, wakil, atau kuasa dan Wajb Pajak wapb
menandatangani surat pernyataan penolakan Pemenksaan.

(3) Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak
menolak  menandatangani  surat  pernyataan  penolakan
scbagaimana dimaksud pada ayal (2), Pemeriksa membuat
dan menandatangani berita acara mengena: penolakan
tersebut.

Paragraf 3
Tata Cara Pemeriksaan Pajak untuk Untuk Tujuan Lain

Pasal 163
Ruang lingkup Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan
perpajakan dapat meliputi  penentuan, pencocokan, atau
pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan,

Pasal 164
Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dengan kriteria:

a. pemberian NPWPD sccara jabatan;
b. penghapusan NFWPD;



c. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
e. Pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.

Pasal 165
Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 163 dan Pasal 164 dapat dilakukan dengan jenis
Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor.

Pasal 166

(1) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 163 harus dilaksanakan scsuai dengan standar
Pemeriksaan.

(2) Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan sebagai ukuran mutu Pemeriksaan vang
merupakan capaian minimum yang harus dicapai dalam
melaksanakan Pemeriksaan.

(3) Standar Pemeriksaan untuk tjuan lain  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. standar umum Pemeriksaan;
b, standar pelaksanaan Pemeriksaan; dan
c. standar pelaporan hasil Pemeriksaan.

Pasal 167
Standar Umum schagaimana dimaksud dalam Pasal 166 avat (3)
huruf a adalah standar umum scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 123 ayat (2) huruf a.

Pasal 168

Standar pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 166 ayat (3) huruf b meliputi:

a. pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan
yvang baik, sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, dan mendapat
pengawasan vang sclksama;

b. luas Pemeriksaan disesuaikan dengan kriteria dilakukannya
Pemeriksaan untuk tujuan lain,

¢, Pemeriksaan dilakukan oleh tim Pemeriksa vang terdiri dari 1
[satu) orang supervisor, | (satu) orang ketua tim, dan 1 (satu)
orang atau lebih anggota tim, dan dalam keadaan tertentu
ketua tim dapat merangkap scbagal anggota tim,

d, Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Perangkat Dacrah
yang menvelenggarakan urusan pemerintahan daerah di
bidang pendapatan Keuangan daerah, lempat tinggal atau
tempat kedudukan Wapb Pajak, tempat kegatan usaha atau
pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau di tempat lain yang
dianggap perlu oleh Pemeriksa; dan

. pelaksanaan Pemeriksa didokumentasikan dalam bentuk KKP.

Pasal 169
Kegiatan Pemeriksaan untuk tujuan lain dilaporkan dalam
bentuk LHP wang disusun sesuai standar pelaporan hasil
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (3)
hural ¢, meliputi:
a. LHP disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup
atau pos vang diperiksa sesuai dengan tujuan Pemerniksaan,
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mermuatl simpulan Pemeriksa dan memuat pula pengungkapan
informasi lain vang terkait;

. LHP untuk tujuan lain palling sedikit memusat:

1. identitas Wajib Pajak;

2. penugasan Pemeriksaan;

3. tujuan Pemeriksaan;

4. buku dan dekumen vang dipinjam;

5. materi vang diperiksa;

6. uraian hasil Pemeriksaan; dan

7. simpulan dan usul Pemeriksa.

Pasal 170

Dalam melakukan Pemeriksaan untuk tujuan lain, Pemeriksa
Pajak wajib:
a. menyampaikan surat pemberitabuan Pemeriksaan Lapangan

dalam hal Pemenksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan
Lapangan atau surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan
Kantor dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis
Pemeriksaan Kantor;

. memperhhatkan tanda pengenal pemenksa Pajak dan SP2
kepada Wajib Pajak pada waktu Pemeriksaan;

. memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim pemeriksa
Pajak kepada Wajib Pajak apabila susunan tim pemeriksa
Pajak mengalami perubahan;

. menjelaskan alasan dan tujuan Pemernksaan kepada Wajib
Pajak yang diperiksa;

. menyampaikan kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;

. mengembalikan buku, catatan, dan dokumen pendukung
lainnya yang dipinjam darn Wajib Pajak; dan/ atau

. merahasiakan kepada pihak lain yvang tdak berhak segala
sesuatu yvang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh
Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan.

Pasal 171

(1) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan

jenis Pemeriksaan Lapangan, pemeriksa Pajak berwenang:

d. melihat dan/ atau memimjam buku, catatan, dan/ atau
dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan
dan dokumen lain, yang bertujuan dengan lujuan
Pemenksaan,

b. mengakses daan/ atau mengunduh data yang dikelola
secara elektronik;

c, memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang
bergerak dan/ atau tidak bergerak yang diduga atau patul
diduga digunakan untuk menyimpan buku, catatan, dan/
atau dokumen yang memjadi dasar pembukuan atau
pencatatan, dokumen lain, dan/ atau barang, yang
berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan;

d. meminta keterangan lisan daan/ atau tlertulis dar Wajib
Pajak; dan/ atau

e. meminta keterangan dan/ atau data yang diperlukan dan
pihak ketiga yvang mempunyai hubungan dengan Wajb
Pajak wyang diperiksa melalui kepala unit pelaksana
Pemeriksaan.
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(2] Dalam melakukan Pemeriksaan untuk tujuan lain dengan

jenis Pemeriksaan Kantor, pemeriksa Pajak berwenang:

a. melthat dan/ atau meminjam buku, catatan, dan/ atau
dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan,
dan dokumen lain termasuk data vang dikelola secara
elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan vang
diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak,
atau objek vang terUtang Pajak;

b. meminta Kelerangan lisan dan/ atau tertulis dari Wajib
Pajak; dan/ atau

c. meminta keterangan dan/ atau data vang diperlukan dari
pihak ketiga yang mempunyal hubungan dengan Wajib
Pajak yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana
Pemernksaan.

Pasal 172

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tujuan lain, Wajib Pajak
berhak:

A.

b.

meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan
tanda pengenal pemeriksa Pajak dan SP2 kepada Wajib Pajak
pada waktu Pemeriksaan;

meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk membenkan Surat
Pembentahuan — Pemeriksaan Lapangan, dalam  hal
Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan;

. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan

pemjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan;

. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan surat

yvang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak apabila terdapat
perubahan susunan tim Pemeriksa Pajak: dan/ atau

. memberikan  pendapat atau  penilman  atas  pelaksanaan

Pemenksaan oleh Pemeriksa Pajak melalw pengisian kuesioner
Pemeriksaan.

Pasal 173

(1) Dalam pelaksanaan Pemenksaan untuk tujuan lain dengan

jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak wajib:

a. memperlihatkan dan meminjamkan buku, catatan,
dan/atau dokumen yvang menjadi dasar pembukuan atau
pencatatan, dan dokumen lain, vang berhubungan dengan
tujuan Pemeriksaan;

b. memberi keszempatan untuk mengakses dan/atau
mengunduh data yang dikelola secara elektronik;

c. memben kesempatan untuk memasulkd (empat atau ruang
penvimpanan buku, catatan, dan/ atau dokumen yang
menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain,
dan/atau barang, vang berkaitan dengan tujuan
Pemeriksaan serta meminjamkannyva kepada Pemeriksa
Pajak; dan/ atau

d. memberikan keterangan lisan danjfatau tertulis serta
memberikan data dan/ atau  keterangan  lain vang
diperlukan.

(2} Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk tuyjuan laan dengan

jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak wajib:

a. memperlihatkan dan meminjamkan buku, catatan,
dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau
pencatatan, dan dokumen lain, yvang berhubungan dengan
tujuan Pemeriksaan; dan/ atau



b. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis serta
memberikan data dan/atau  keterangan lain  yang
diperlukan.

Pasal 174

(1) Pemenksaan untuk tujuan lain dengan Jehis Pemeriksaan
Lapangan dilakukan dalam jangka wakiu paling lama 4
lempat] bulan  yang dihitung secjak  tanggal Surat
Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan kepada
Wajih Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atan anggota keluarga
vang telah dewasa dari Wajib Pajak, sampai dengan tanggal
LHP.

(2) Pemeriksaan uniuk tuuan lain dengan jenis Pemeriksaan
Kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat
belas] hari yang dihitung sejak tangpgal Wajib Pajak, wakil,
kuasa, pegawai, atau anggoia keluarga yvang telah dewasa
dart Wajib Pajak, datang memenuhn Surat Panggilan Dalam
Rangka Pemenksaan Kantor sampal dengan tanggal dalam
LHP,

(3} Dalam hal jangka waktu Pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) atau ayvat [2) berakhir, Pemeriksaan harus
diselesakan,

{4) Dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka
permohonan penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 164 hurul b, jangka waktu Pecmeriksaan
sebagaimana dimaksud ayat (1) atau avat (2) harus
memperhatikan  jangka waktu penyelesaian permohonan
penghapusan NPWP sebagaimana diatur dalam ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 175

(1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan daerah di bidang pendapatan menerbitkan SP2
untuk Pemeriksaan Lapangan untuk tujuan lain  dalam
rangka melaksanakan ketentuan  perundang-undangan
perpajakan.

(2] 3P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan untuk
satu atau beberapa Masa Pajak dalam suatu bagian Tahun
Pajak atau Tahun Pajak yvang sama alau uniuk saha bagian
Tahun Pajak atau Tahun Pajak lerhadap satu Wapnb Pajalk.

(3) Dalam hal susunan tim Pemeriksa perlu diubah, Kepala
pelaksana Pemeriksaan tidak perlu memperbarui SP2 tetapi
harus menerbitkan  surat  yang berisi  perubahan  tim
Pemeriksa,

Pasal 176
{1) Dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dengan
jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa wajib

memberitahukan kepada Wajib Pajak mengenai dilakukannya
Pemeriksaan Lapangan dengan menyampaikan  surat
pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan.

(2] Dalam hal Pemeriksaan untuk tgjuan lain dilakukan dengan
jenis  Pemernksaan  Kantor, Pemerksa Pajak  wajib
memberitahukan kepada Wajib Pajak mengenai dilakukannya
Pemeriksaan Kantor denpgan menyvampaikan sUTAl
panggilan dalam rangka Pemenksaan Kantor,



(3} Surat pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana
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dimaksud pada ayat (1) atau surat panggilan dalam rangka
Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diterbitkan untuk Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau
Tahun Pajak sebagaimana tercantum dalam SP2.

Pasal 177
Surat pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 176 ayat (1) dapat disampaikan secara
langsung kepada Wajib Pajak pada saat dimulainya
Pemeriksaan Lapangan atau disampaikan melalui faksimili,
pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman
lsinnya dengan bukt pengiriman.
Dalam hal surat pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan
disampaikan secara langsung dan Wajib Pajak tidak berada di
tempat, surat pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dapat
disampaikan kepada:
a. wakil atau kuasa dari Wajib Pajak; atau
b. pihak yang dapat mewakili Wajib Pajak, yaitu:

1. pegawal dari Wajib Pajak yang menurut Pemeriksa dapat
mewakili Wajib Pajak, dalam hal Pemeriksaan dilakukan
terhadap Wajib Pajak Badan; atau

2. anggota keluarga vang ielah dewasa dari Wajib Pajak
yvang menurut Pemeriksa dapat mewakili Wajib Pajak,
dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak
orang pribadi.

Surat  panggilan  dalam rangka Pemenksasn Kantor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (2] dapat
disampaikan melalui faksimili, pos dengan bukti pengiriman
surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.
Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
dapal ditemul, surat pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan
disampaikan melalui pos atau jasa penginman lainnya dan
surat pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dianggap tclah
disampaikan,

Pasal 178
Dokumen yang dipinjam harus disesualkan dengan tujuan
Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 163 dan kriteria Pemeriksaan untuk tujuan lain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164,
Peminjaman Dokumen harus dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146.

Pasal 179
Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak
vang dilakukan Pemeriksaan Lapangan untuk tujuan lain
menyatakan menolak untuk dilakukan Pemeriksaan
termasuk menolak menerima Surat  Pemberitahuan
Pemeriksaan Lapangan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dan
Wajilb Pajak harus menandatangani surat penolakan
Pemeriksaan.
Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak
menolak menandatangani  surat penolakan Pemeriksaan
scbagaimana dimaksud pada ayat (1), pemeriksa Pajak
membuat  berita  acara penolakan  Pemeriksaan  yang
ditandatangani oleh tim pemeriksa.
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Pasal 180
Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak
yang dilakukan Pemeriksaan Kantor untuk tujuan lain
memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor
namun menyvatakan menolak untuk dilakukan Pemeriksaan,
Wagib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak harus
menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan.
Dalam hal Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak
menolak menandatangan  surat pernyataan  penolakan
Pemeriksaan schagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksa
Pajak membuat berita acara penolakan Pemeriksaan yang
ditandatangani oleh tim Pemeriksa.

Pasal 181

Berdasarkan surat pernyataan penolakan Pemeriksaan atau
berita acara penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 179 dan Pasal 180, Wajib Pajak diberi NPWPD
secara jabatan dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain
dilakukan dalam rangka pemberian NPWPD.

Berdasarkan sural pernyataan penolakan Pemeriksaan atau
berita acara penolakan Pemeriksasn sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 179 dan Pasal 180, permohonan Wajib Pajak
tidak dikabulkan dalam hal Pemeriksaan untuk tujuan lain
dilakukan dalam rangka penghapusan NPWPD.

Pasal 182

Dalam pelaksanaan Pemenksaan untuk tujuan lain, melalui
kepala umit pelaksana Pemenksaan, Pemenksa juga dapat
memanggil Wajib Pajak untuk memperoleh penjelasan vang
lebih rinci atau meminta keterangan dan/ atau bukti vang
berkaitan dengan Pemeriksaan kepada pihak ketiga.
Permintaan keterangan kepada Wajib Pajak atau kepada
pihak ketiga secbagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku,

Pasal 183
Dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas
Pemeriksaan, Pemeriksa wajib  menyvampaikan kuesioner
Pemerksaan kepada Wajib Pajak yvang diperiksa.
Dalam hal Pemernksaan wang dilakukan merupakan
Pemeriksaan untuk menguji  kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan, penyampaian kuesioner Pemeriksaan
schapaimana dimaksud pada ayat 1) dilakukan pada saal
pertemuan dengan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 145.
Dalamn hal Pemeriksaan vang dilakukan merupakan
Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan  peraturan  perundang- undangan perpajakan,
penyampaian kuesioner Pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan pada saal penyampaian Surat
Pembernitahuan Pemenksaan Lapangan atau pada saat Wajib
Pajak datang memenuhi surat panggilan Dalam Rangka
Pemeriksaan Kantor.
Pajak dapat menyampaikan kuesioner Pemerksaan yang
telah diisi kepada kepala unit pelaksana Pemeriksaan.

Fall



Pasal 184
Formatl berita acara dan surat yang digunakan dalam
Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120
sampai dengan Pasal 183 tercantum dalam Lampiran XIX vang
merupakan bagian Udak terpisahkan dar Peraturan Wali Kota
1111.

Bagian Kesepuluh
Tala Cara Penapthan Pajak

Paragraf 1

mum

Pasal 185

(1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan,
Surat  Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding
merupakan dasar Penagihan Pajak.

{2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1] vang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan,
dapat dilakukan imbauan,

(3) Imbauan scbagaimana dimaksud pada avat (2) dilaksanakan
melalui:

a. surat tertulis;
b. pesan singkat elektronik; atau
. surat elektronik {email).

(4) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebapgaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jamuh tempo pembayaran
atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak

Paragraf 2
Jurusita Pajak

Pasal 186

(1) Dalam rangka melaksanakan Penagthan Pajak sebapgsimana
dimaksud dalam Pasal 185 Wali Kota berwenang menunjuk
Pejabat uniuk melaksanakan Penagihan.

(2) Pejabatl sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala
Perangkat Daecrah yang menyelenggarakan LITLISAT
pemerintahan daerah di bidang pendapatan.

(3} Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang;

a. mengangkat dan memberhentikan Juruasita Pajak; dan
b. menerbitkan:
1. Burat Teguran;
surat perintah Penagihan Seketika dan Schkaligus;
Surat Paksa;
surat perintah melaksanakan penyitaan;
surat pengusulan pencegahan;
surat perintah penvanderaan;
surat pencabutan sita;
pengumuman lelang,
surat penentuan harga limit;
. pembatalan lelang; dan
.surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan

Penagihan Pajak.
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(4) Dalam rangksa penerbitan dokumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (3] hurul b, Pejabat dapat
mendelegasikan kewenangan tersebut sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Surat dan media lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b angka 10lantara lain berupa surat himbauan,
penempelan stiker, dan/atau penempelan plang.

Pasal 187

(1) Jurusita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186
ayat (3) huruf a merupakan pegjabat fungsional
pengawas keuangan negara di lingllungan Pemerintah
Daerah wyang memiliki tagas dan ruoang lingkup
kegiatan untuk melakukan Penagihan di bidang
Pajak.

(2) Persyaratan untuk Jurusita sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai jabatan
fungsional di bidang keuangan nogara.

(3) Dalam hal pegjabat fungsional pengawas kecuangan
negara di lingkungan Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada avat (1) belum ada atau
jumlahnva belum  menculkup, Pejabat  dapat
mengangkat Jurusita dari pegawal negeri sipil di
lingkungan kantor Pejabat yvang memiliki kemampuan
dan diberi tugas, wewenang, tanggung jawab untuk
melaksanakan Penagihan,

(4) Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk diangkat
menjadi Jurasita sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) paling sedikit meliputi:

a  berjazah serendah-rendahnya Sekolah
Menengah Umum atau vang sederajal;

b. berpangkat serendah-rendahnya Pengatur
Muda/Golongan I /a;

. sehat jasmani dan rohani;

d. mengkuti pendidikan atau pelatihan Jurusita;

e. memiliki kemampuan melakukan Penagihan;
dan

[. telah mengikuti dan lalus sertifikasi di bidang
Penagihan sesual dengan Ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(5) Kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4]
huraf e ditentukan berdasarkan penilaian Pejabat.

(6) Pemenuhan  sertifikasi di  bidang  Penagihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huraf
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 188

(1) Sebelum memangku jabatannya, Jurusita Pajak diambal
sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya olch
Pejabal sesual peraturan perundang-undangan.

(2) Sumpah atau janji scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
berbunyi:
"Saya bersumpah/bedanji dengan sungguh-sungguh bahwa
saya, untuk memangku jabatan saya ini, langsung atau tidak

Y\
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langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun
juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu
kepada siapa pun juga.”

"Saya bersumpah/berjanji bahwa sava, untuk melakukan
atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan saya ini, liada
sekali-kali altan menerima langsung atau tidak langsung dari
siapa  pun juga sesuatu janji atau  pemberian.” "Saya
bersumpah /berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan
mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai
dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan
segala undang-undang serta peraturan lain vang berlaku bagi
negara Republik Indonesia.”

"Saya bersumpah/berjanji bahwa sayva senantiasa akan
menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama dan
dengan tidak membedabedakan orang dalam melaksanakan
kewajiban saya dan akan berlaku sebaik-baiknya dan seadil-
adilnya seperti layaknya bagi seorang Jurusita Pajak vang
berbudi baik dan jujur, menegakkan hukum dan keadilan.”

Pasal 189
Jurusita Pajak bertugas:
a. melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan
Sekaligus;
b. memberitahukan Surat Paksa;
c. melaksanakan Penyitaan atas Barang Penangpung Pajak
berdasarkan urat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan
d. melaksanakan Penyvanderaan berdasarkan surat perintah
Penyvanderaan.
Jurusita Pajak melaksanakan tupas sebapaimana dimaksud
pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangarn.
Jurusita Pajak dalam melaksanakan tugas scehagaimana
dimaksud pada ayat (1) haras dilengkapi dengan suratl tugas
dan kartu tanda pengenal Jurusita Pajak dan harus
diperlihatkan kepada Wajib Pajak dan/atau Penanggung
Pajak.
Jurusita Pajak dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berwenang memasuki dan memeriksa
semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat
lain untuk menemukan objek sita di tempat umum, di tempat
kedudukan, atau di tempat tinggal Wajib Pajek dan/atau
Penangoung Pajak, atau di tempat lain yang dapat diduga
sebagai tempat penyimpanan objek Sita.
Dalam melaksanakan tugas dan wewenang scbagaimana
dimaksud pada ayal {1) dan avat (3), Jurusita Pajak dapat
berkoordinasi satuan polisi pamong praja, Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Badan
Pertanahan Masional, Direktur Jenderal Perhubungan Lault,
Pengadilan Negeri, bank atau pihak lain.
Jurusita Pajak menjalankan tugas di Daerah dan/atau di luar
Dacrah,
Formal karfu tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada
ayal (3) ditetapkan dengan HKeputusan Kepala Perangkat
Daerah yvang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah

di bidang pendapatan.



Pasal 190
(1) Jurusita Pajak diberhentikan apabila:
. meninggal dunia;
. pensiun;
alih tugas atau kepentingan dinas lainnya;
. lalai atau tidak cakap dalam menjalankan tugas;
melakukan perbuatan tercela;
melanggar sumpah atau janji Jurusita Pajak; atau
. sakit jasmam atau rohani terus menerus.
(2} Ptmh:rhtntlan Jurusita Pajak ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan daerah di bidang pendapatan.

Paragraf 3
Penagihan Pajak
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Pasal 191
Penagihan Pajak dilakukan terhadap:
a. penanggung Pajak atas Wajib Pajak orang pribadi; atau
b. penanggung Pajak atas Wajib Pajak Badan,

Pasal 192

Pelaksanaan tindakan Penagihan Pajak terhadap penanggung

Pajak atas Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 191 huruf a dilakukan terhadap:

a. orang pribadi bersangkutan yang bertanggung jawab atas
seluruh Utang Pajak dan biaya Penagihan pajak;

b. istri atau suami dari Wajib Pajak orang pribadi bersangkutan
vang bertanggung jawab atas seluruh Utang Pajak dan biava
Penagihan Pajak;

c. salah seorang ahli waris, pelaksana wasiat, atau pihak yang
mengurus harta peninggalan, yang bertanggpung jawab atas
Utang Pajak dan biava Penagihan Pajak;

d. para ahli waris vang bertanggung jawab atas Utang Pajak dan
biaya Penagihan Pajak;

e. wali bagi anak vang belum dewasa yang bertanggung jawab
atas Utang Pajak dan biava Penagihan Pajak; dan

f. pengampu bagl orang yang berada dalam pengampuan yang
bertanggung jawab atas Utang Pajak dan Imaya Penagihan
Pajak.

Pasal 193
Pelaksanaan tindakan Penagihan Pajak terhadap penanggung
Pajak atas Wajib Pajak Badan scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 191 hurufl b dilakukan terhadap:
a. Wajib Pajak badan bersangkutan vang bertanggung jawab atas
seluruh Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak; dan
b. pengurus dari Wajib Pajak Badan.

Pasal 194
(1) Penagihan pajak untuk pengurus dan Wapb Pajak Badan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 huruf b meliputi:
a, perserotan terbatas;
b. persekutuan komanditer;
c. persckutuan perdata dan persekutuan firma;
d. koperasi; dan

# I
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e, yayasan,

Pengurus dani Wajib Pajak Badan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan perataran
perundang-undangan.

Paragraf 4
Tata Cara Penagihan Pajak

Pasal 195
Wali Kota menetapkan jangka waktu pembayaran atau
penyetoran Pajak terutang unituk jenis Pajak yang dipungut
berdasarkan penelapan Wali Kota paling lama:
a. 1 [satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD; dan
b. & (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT.
SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan
Pembetulan, Sural Keputusan Keberatan, dan Putusan
Banding, wvang menyvebabkan jumlah pajak yang harus
dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1
[satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas SPPT,
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN, jangka
wakiu pelunasan Pajak untuk jumlah Pajak yang belum
dibayar pada saat pengajuan keberatan sebesar Pajak yvang
tidak disetujui, tertangguh sampai dengan 1 (satu)] bulan
sejak tangegal penerbitan Sural Keputusan Keberatan,
Dalam hal Wajib Pajak mengajuksn banding atas Sural
Keputusan Keberatan sehubungan dengan SPPT, SKPD,
SKPDKRB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN, | angka waktu
pelunasan Pajak tertangguh sampai dengan 1 (saru) bulan
scjak tangeal penerbitan Putusan Banding,

Pasal 196

Pajak yang terulang berdasarkan SPPT, BKPD, SKPDKB,

SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat

Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tdak atau

kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih

dengan Surat Paksa.

Pejabat melaksanakan Penagihan dalam hal Utang Pajak

sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKFPDKB,

SKPDKBT, STPD, BSurat Keputusan Pembetulan, Sural

Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang

menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah,

tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo.

Tindakan Penagihan Pajak scbagaimana dimaksud pada ayat

(2) meliputi:

a. menerbitkan Surat Teguran;

b. menerbitkan sural perintah  Penagihan Seketika dan
Sekaligus;

¢. menerbitkan dan memberitahukan Surat Paksa;

d. melaksanakan Penyitaan;

e. melakukan pengumuman Lelang dan Lelang, untuk Barang
sitaan vang dilakukan penjualan secara Lelang;

f. menggunakan, menjual, dan/atau memindahbukukan
Barang sitaan, untuk Barang sitaan yang dikecualikan dari
penjualan secara Lelang;

g, mengusulkan Pencegahan; dan/atau
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h. melaksanakan Penyanderaan.

Pasal 197

(1) Penaghan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196
ayat {1) dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat
Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (3)
huruf a,

(2) Pejabat menerbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) setelah lewat waktu 7 (tujuh) hari sejak saat
Jatuh tempo pembayvaran Utang Pajak.

(3} Burat Teguran scbagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
diterbitkan terhadap Wajib Pajak yang telah disetujui untuk
mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

(4) Burat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh
penanggung Pajak.

Pasal 198
Penyvampalan Surat Teguran dapat dilakukan melalui:
a. sccara langsung;
b. pos;
¢, surat elektronik; atau
d. perusahaan jasa cekspedisi atau jasa kunr dengan bukt
pengiriman surat.

Pasal 199
(1) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Scketika dan

Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagithan Seketika

dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Pejabat apabila :

a. penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia uniuk
selamanyva atau berniat untulk 1tu;

b. penanggung Pajak memindahtangankan barang yang
dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan
atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan
vang dilakukannya di Indonesia;

c. terdapat tanda bahwa penanggung Pajak  akan
membubarkan badan usahanya, menggabungkan
usahanya, atau memekarkan usahanya, atau
memindahtangankan perusahaan vang dimiliki  atau
dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;

d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau

e. terjadi penyitaan atas barang penanggung Pajak olch pihak
ketiga atau terdapat tanda kepailitan.

(2) Surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus paling
sedikit memuat :

a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan penanggung
Pajak;

b. besarnya Utang Pajak;

c. perintah untuk membayar; dan

d. saat pelunasan pajak.

(3) Surat perintah Penagihan Scketika dan Sekaligus dapat
diterbitkan:

a. sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran;

b. tanpa didahuhii Surat Teguran; dan fatau

c. sebelum penerbitan Surat Paksa.
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(1)

12)

13)

(4]

(1)

(2)

(1)

[2)

(3]

(1)

Pasal 200
Surat Paksa diterbitkan atas Utang Pajak yang tidak dilunasi
oleh penanggung Pajak setelah lewat batas waktu yang
ditetapkan sejak tanggal disampaikannya Surat Teguran.
Batas waktu scbagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila
setelah lewat wakitu 21 {dua puluh satu) hari terhitung sejak
tanggal Surat Teguran disampaikan, Penanggung Pajak belum
melunasi Utang Pajak.
Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberitahukan secara langsung oleh Jurusita Pajak kepada
Penangeung Pajak.
Seclain kondisi scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan avat
{3), Surat Paksa juga dapat diterbitkan dalam hal:
a. terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan Penagihan
Seketika dan Sekaligus; atau
b. Penanggung Pajak fidak memenuhi ketentuan
sebagaimana tercantum dalam keputusan persctujuan
angsuran atau penundaan pembavaran pajak.

Pasal 201

Surat Paksa berkepala kata-kata DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, mempunyai
kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama
dengan putusan pengadilan yang mempunyal kekuatan
huloam tetap.
Surat Paksa Paling sedikit harus memuat:
a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung

Pajak;
b. dasar Penagihan;
c. besarnya Utang Pajak; dan
d. perintah untuk membayar,

Pasal 202
Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan
pernyataan dan penyerahan salinan Surat Paksa kepada
penangegung Pajak.
Pemberitahuan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan
membacakan isi Surat Paksa oleh Jurusita Pajak dan
dituangkan dalam berita acara sebagai pernyataan bahwa
Surat Paksa telah diberitahukan,
Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat [2) paling
sedikit berisi:
a. hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa;
b. nama Jurusita Pajak;
C. NAama penerima;
d. tempat pemberitahuan Surat Paksa; dan
¢. ditandatangani oleh Jurusita dan Penanggung Pajak.

Pasal 203
Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh
Jurusita Pajak kepada:
a. penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di
tempat lain vang memungkinkan;
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(2)

(3

(4}

11

(2]

i3]

(1)

2]

b. orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun
yang bekerja di tempat usaha penanggung Pajak, apabila
penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat
dijumpai,

¢. salah seorang ahli waris atau pelaksana wasial atau yvang
mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah
meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi; atau

d. para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia
dan harla warisan telah dibagi.

Surat Paksa terhadap Badan diberitahukan oleh Jurusita

Pajak kepada:

a, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung
jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan Badan
yang bersanglutan, di tempat tinggal mercka maupun di
tempat lain yang memungkinkan; atau

b. pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha
Badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak
dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud
dalam huruf a.

Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa

diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas atau Balai

Harta Peninggalan.

Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam

likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau

Badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau

likuidator,

Pasal 204
Dalam hal Penanggung Pajak atau pihak-pihak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 203 ayat (1), menolak untuk menerima
Surat Paksa, Jurusita Pajak meninggalkan Surat Paksa
dimaksud dan mencatatnya dalam Berita Acara bhahwa
Penanggung Pajak atau pihak dimaksud tidak mau menerima
Surat Paksa, dan Surat Paksa diangegap telah diberitahukan.
Dalam hal pemberitahuan Surat Paksa tdak dapat
dilaksanakan antara lain karena Penanggung Pajak atau
pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 avat (1), tidak
berada di tempat, Surat Paksa disampaikan melalu sekretars
kelurahan, lurah, sckretans desa, atau kepala desa setempat
dengan membuat berita acara.
Dalam hal Penanggung Pajak tidak diketahui tempat
Linggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya,
PENYAMPAalan Surat Paksa  dilaksanakan dengan
menempelkan salinan Surat Paksa pada papan pengumuman
di kantor Pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan
melalui media massa, atau dengan cara lain.

Pasal 205

Dalam hal terjadi keadaan di luar kekuasaan Pejabat atau
sebab lain, dapat diterbitkan Surat Paksa pengganti oleh
Pejabat karena jabatan.

Surat Paksa pengganti schagaimana dimaksud pada avat (1)
mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum
yvang sama dengan Surat Paksa scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 195 sampai dengan Pasal 204.



Pasal 206
Dalam hal pembentahuan Surat Paksa dilaksanakan di luar
wilayah kerja, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan  pemerintahan  daerah di bidang pendapatan
berkoordinasi dengan peabat yang wilayah kerjanya meliputi
tempat pemberitahuan Surat Paksa.

Paragraf 5
Penyitaan

Pasal 207
Dalam hal penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknyva
gelelah melewat jangka waktu 2 x 24 {dua kali dua puluh empat)
jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimalksud
dalamm Pasal 204, pejabat menerbitkan surat  perintah
melaksanakan penyitaan,

Pasal 208

(1) Penyitaan dilaksanakan terhadap Barang milik penanggung
pajak vang berada di lempat tnggal, lempal usaha, tempat
kedudukan, atau di tempat  lain termasuk yang
penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang
dijaminkan sebagai pelunasan utang tertentu.

{2) Barang milik Penangeung Pajak vyang dapat disita
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai,
dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran,
giro, atau bentuk lainnva yang dipersamakan dengan ifu,
obligasi, saham, atau sural berharga lainnya, piutang, dan
penyertaan modal pada perusahaan lain; dan atau

b. barang tidak bergerak termasuk tanah, Bangunan, dan
kapal dengan 1s1 kotor tertentu.

{3) Terhadap Penanggung Pajak Orang pribadi penyitaan dapat
dilaksanakan atas barang milik pribadi vang bersangkutan,
isteri, dan anak yang masih dalam tanggungan, kecuah
dikehendaki secara tertulis oleh suami atau isten
berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.

(4) Terhadap Penanggung Pajak Badan penyitaan dapat
dilaksanakan atas barang milik perusahaan, pengurus,
kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik
modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di
tempat tinggal mercka maupun di tempat lain.

{3) Penyitaan dilaksanakan dengan mendahulukan barang
bergerak kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilaksanakan
langsung terhadap barang tidak bergerak.

(6) Urutan barang bergerak dan atau barang tidak bergerak yang
disita ditentukan oleh Jurusita Pajak dengan memperhatikan
jumlah Utang Pajak dan biaya Penagihan pajak, kemudahan
penjualan atau pencairannya.

Pasal 209
(1) Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan
disaksikan olch 2 (dua) orang vang telah dewasa, schat
jasmani dan rohani, warga Negara Indonesia, dikenal oleh
Jurusita Pajak dan dapal dipercayva.



(2} Dalam melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak harus:
a. memperlihatkan kartu tanda pengenal Jurusita Pajak;
b. memperlihatkan surat pEl'i.t‘ltEIh melaksanakan pq:n:,ritaan'r
dan
c. memberitahukan tentang maksud dan tujuan penyitaan.

(3) SBetiap melaksanakan penyitaan Jurusita Pajak  harus
membuat berita acara pelaksanaan sita yang ditandatangani
oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak dan salsi,

(4) Dalam hal penangEung Pajak menolak untuk
menandatangani berita acara peclaksanaan sita, Jurusita
Pajak harus mencantumkan penolakan tersebut dalam berita
acara pelaksanaan sita, dan berita acara pelaksanaan sita
tersebut ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan saksi, dan
berita acara pelaksanaan sita tersebut tetap sah dan
mempunyal kekuatan mengilkat,

{5) Penyitaan tetap dapat dilaksanakan walaupun Penanggung
Pajak tidak hadir, sepanjang salah seorang saksi
sehbagaimana  dimaksud dalam  avat (1) berasal dan
Pemernntah Dacrah sctempat dengan jabatan paling rendah
setingkat sekretanis kelurahan.

(6) Dalam hal pelaksanaan penyitaan tidak dihadinn oleh
penanggung  Pajak, |Tberita acara pelaksanaan  sita
ditandatangam oleh Jurusita Pajak dan saksi, dan Berita
acara pelaksanaan sita terscbut tetap sah dan mempunyai
kekuatan mengikat.

(7) Salinan berita acara pelaksanaan sita dapat ditempelkan
pada barang bergerak dan atau barang tidak bergerak yang
disita, atau di tempat barang bergerak dan atau barang tidak
bergerak yang disita berada, atau di tempat umum.

(8) Balinan berita acara pelaksanaan sita disampaikan kepada:

a, penanggung Pajak;

b. Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk barang
bergerak vang kepemilikannya terdaftar,

c. Badan Pertanahan Nasional, untuk tanah vyang
kepemilikannya sudah terdaftar;

d. Pemerintah Daerah dan Pengadilan Negeri setempat, untuk
tanah yang kepemilikannya belum terdaltar; dan

e. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, untuk kapal.

Pasal 210

(1) Penyitaan terhadap kendaraan, elektronik, logam mulia,
perhiasan emas, permata dan sejenisnya, barang kesenian,
mebel, dan uang tunai dilaksanakan dengan:

a. membuat daftar barang yang disita; dan
b. membuat berita acara pelaksanaan sita.
(2) Daftar Barang yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf {a) paling sedikit memuat:
a. jenis barang yang disita; dan
b. jumlah barang yang disita.

[3) Penyitaan terhadap uang tunai fermasuk mata uang asing
dilaksanakan dengan menghitung terlebih dahulu uang tunai
yang disita.

Pasal 211

(1) Jurusita Pajak melaksanakan Penyitaan terhadap harta

kekayaan Penanggung Pajak yang disimpan pada Lembaga

#



(2]

(3)

(4)

(1)

(<)

(3]

[4)

15)

Jasa Keuangan sektor perbankan dengan melakukan
pemblokiran terlebih dahulu,

Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
oleh Pejabat secara tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan
sektor perbankan.

Permintaan pemblokiran scbagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan sekaligus dengan permintaan pemberitahuan
secara lertulis atas:

a. scluruh nomor rekening keuangan Penanggung Pajak; dan
b. saldo harta kekayaan Penanggung Pajak.

Permintaan pemblokiran sebagaimana dimaksud pada avat
(2} disertai dengan penyampaian:

a. salinan Surat Paksa; dan

b. salinan surat perintah melaksanakan penyitaan.

Pasal 212

Atas permintaan pemblokiran dan permintaan

pemberitahuan, pithak lembaga jasa  keouangan scltor

perbankan:

a. melakukan pemblokiran sebesar jumlah Utang Pajak dan
biaya Penagihan Pajak terhadap Penanggung Pajak yang
identitasnya tercantum dalam permintaan pemblokiran;

b. membentahukan secluruh nomor rekening keuangan
Penanggung Pajak; dan

¢. memberitahukan saldo harta kekayaan Penanggung Pajak
vang terdapat pada seluruh nomor reckening keuangan
Penanggung Pajak.
Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilakukan secara seketika seielah permintaan pemblokiran
diterima oleh pihak Lembaga Jasa Keuangan  sekior
perbankan dan dibuatkan berita acara pemblokiran.
Salinan berita acara pemblokiran sebagaimana dimaksud
pada aval (2] disampaikan kepada Jurusita Pajak dan
Penanggung Pajak.
Pihak Lembaga Jasa Keuangan sektor perbankan
memberitahukan seluruh nomor rekening keuangan
Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dan saldo harta kekaysan Penanggung Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ paling lama 1
{satu} bulan terhitung sejak tanggal ditenmanya permintaan
pemberitahuan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211
ayat{3);
Jurusita Pajak memberikan bukti  penerimaan  atas
pemberitahuan seluruh nomor rekening keuangan dan saldo
harta kekavaan Penanggung Pajak kepada pihak Lembaga
Jasa Keuangan sektor perbankan.

Pasal 213

Penyitaan terhadap surat berharga berupa obligasi, saham, dan
sejenisnya dilakukan terhadap:

a. yang diperdagangkan di bursa efek; dan

b. tidak diperdagangkan di bursa efek.

Fas



Pasal 214

(1) Penyitaan terhadap surat berharga yang diperdagangkan di
bursa efek dilaksanakan setelah Pejabat mengajukan
permintaan pemberitahuan  nomor rekening  keuangan
penanggung Pajak dan pemberitahuan saldo harta kekayaan
penanggung Pajak kepada lembaga jasa keuangan sektor
pasar modal.

(2) Setelah mengetahui nomor rekening keuangan dan saldo
harta kekavaan penanggung Pajak, Pejabat menyvampaikan
permintaan pemblokiran rekening keuangan yang terdapat
pada lembaga jasa keuangan scktor pasar modal kepada
otoritas jasa kKeuangan.

(3) Jurusita Pajak menyampaikan salinan berita acara
pelaksanaan sita kepada penanggung Pajak dan pihak
lembaga jasa keuangan sektor pasar modal.

Pasal 215

Penyitaan terhadap surat berharga vang tidak diperdagangkan di

bursa efek dilaksanakan melalui:

a. melakukan inventarisasi dan membuat nnclan tentang jenis,
Jjumlah dan milai nominal atau perkiraan nilai lainnya dari
surat berharga wyang disita dalam suatu daftar yang
merupakan lampiran berita acara pelaksanaan sita;

b. membuat benta acara pelaksanaan sita; dan

c. membuat berita acara pengalihan hak surat berharga atas
nama dari Penanggung Pajak kepada pejabat.

Pasal 216

(1} Penyitaan terhadap piutang dilaksanakan dengan melakukan
inventarisasi dan membuat rincian tentang jenis dan jumlah
piutang vang disita dalarn suatu daftar vang merupakan
lampiran benta acara pelaksanaan Sila.

(2} Daftar scbagaimana dimaksud pada ayat (1) mehputi:

a. nama penanggung Pajak;

b. nama pemegang piutang:

c. nilal nominal piutang; dan
d. tanggal jatuh tempo piutang.

(3} Dalam melakukan penyitaan terhadap piutang scbhagaimana
dimaksud pada ayat (1) Pejabat melakukan pengambilalihan
hak menagih piutang dari penanggung Pajak.

(4) Jurusita Pajak membuat berita acara pelaksanaan sia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dan benta acara
persetujuan pengalihan hak menagih piutang sebagaimana
dimalksud pada avat (3).

[5) Jurusita Pajak menvampaikan salinan  berita acara
sebapaimana dimaksud pada ayvat (4) kepada penanggung
Pajak dan pihak yang berkewajiban membayar utang.

Pasal 217

Penyitaan terhadap penyertaan modal pada perusahaan lain

dilaksanakan dengan:

a. melakukan inventarisasi dan membuat rincian tentang jumlah
penyvertaan modal pada perusahaan lain dalam daftar yang
merupakan lampiran berita acara pelaksanaan sita;

b. membuat berita acara pelaksanaan sita;



c. membuat akta persetujuan pengalihan hak penyertaan modal
pada perusahaan lain dan penanggung Pajak kepada pejabat;
dan

d. membuat salinan akta persetujuan pengalihan hak penvertaan
modal vang disampaikan kepada perusahaan tempat
penyertaan modal.

Pasal 218
Penyitaan terhadap barang milik penanggung Pajak dilaksanakan
sampal dengan jumlah nilai Barang yvang disita diperkirakan
cukup untuk melunasi Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.,

Pasal 219

(1) Penyitaan terhadap barang yvang telah disita oleh Kejaksaan
Republik Indonesia atau Kepolisian Negara Republik
Indonesia sebagai barang bukti dalam kasus pidana, baru
dapal dilaksanakan setelah barang bukb tersebut
dikembalikan kepada penanggung pajak.

(2) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilakukan
oleh Jurusita Pajak dengan menyampaikan Surat Paksa dan
melampitkan surat pembentahuan kepada penanggung
pajak.

(3} SBurat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada avat (2}
menyatakan bahwa barang akan disita setelah barang bukti
dikembalikan oleh Kejaksaan Republik Indonesia atau
Kepolisian Negara Repubhik Indonesia.

Pasal 220
Dalam hal Penanggung Pajak merupakan Badan, maka berita
acara pelaksanaan sita ditandatangani oleh pengurus, kepala
perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal,
atau pegawai letap perusahaan.

Pasal 221
Pejabat menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan
terhadap objek sita di luar wilayah daerah Pejabat, sctelah
berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat dan lembaga
vang berwenang sesuai jenis objek sita,

Pasal 222
(1) Barang vang telah disita dititipkan kepada penanggung Pajak.
(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} terhadap Barang yang perlu disimpan di kantor

Pejabat atau di tempat lain.

(3) Dalam hal penyitaan tidak dihadiri oleh Wajib Pajak dan/
atau penanggung Pajak:

a. barang bergerak yang telah disita dapat dititipkan kepada
aparat Pemerintah Daerah wvang menjadi saksi dalam
pelaksanaan sita; dan

b. barang tidak bergerak pengawasannya diserahkan kepada
aparat Pemerintah Daerah wyang menjadi saksi dalam
pelaksanaan sita tersebut.

(4) Tempat lain yvang dapat digunakan sebagai tempat penitipan

Barang yang telah disita sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan oleh Wali Kota.



Pasal 223

Penyitaan tambahan dilaksanakan apahila;
a. nilai barang yvang disita tidak cukup untuk melunasi Biaya

Penagihan Pajak dan Utang Pajak; atau

b. hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk

[1)
(2)

(3)

(1)

(2]

melunasi biaya Penagihan Pajak dan Utang Pajak.

Pasal 224

Barang yang disita dapat ditempeli atau diberi segel sita.
Penempelan segel sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, sifat dan bentuk
Barang sitaan.
Segel sita scbagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
paling sedikit:
a. kata "DISITA";
b, nomor dan tanggal berita acara pelaksanaan sita; dan
¢. larangan untuk memindahtangankan, memindahkan hak,

meminjamkan, atau merusak barang vang disita.

Pasal 225

Pencabutan sita dilaksanakan dalam hal:

a. penanggung Pajak telah melunasi Utang Pajak dan biaya
Penagihan Pajak;

b. adanya putusan pengadilan atau berdasarkan putusan
pengadilan pajak; atau

c. terdapat kondisi tertentu.

Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢

mehputi:

a. barang sitaan musnah karcna terbakar, huru-hara, gagal
teknologi, dan bencana alam;

b, penanggung Pajak yang merupakan pemegang saham,
pemilik modal, atau sekutu komanditer/ sckutu pasif telah
membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak secara
proporsional berdasarkan porsi kepemilikan saham atau
modal terhadap Utang Pajak Wajib Pajak Badan yang
menjadi dasar dilaloukan penvitaan, kecual Pejabat dapat
membuktikan bahwa pemegang saham, pemilik modal,
atau  sekutu  komanditer/ sekutu  pasf dimaksud
bertanggung jawab atas seluruh Utang Pajak tersebut;

c. penanggung Pajak menyerahkan barang lain melipuri
dokumen bukt kepemilikan barang bergerak, sertilikat
tanah, serifikat deposito, dan/ ataubarang lainnya, yvang
nilainya paling sedikit sama dengan Utang Pajak dan biaya
Penagihan Pajek yvang menjadi dasar dilakukan penyitaan;

d. penangsung Pajak yvang merupakan pemegang saham,
pemilik modal, atau sckutu komanditer/ sekutu pasif
menyerahkan barang lain meliputi dokumen bukn
kepemilikan barang bergerak, sertifikat tanah, sertifikat
deposito, dan/ atau barang lainnya, vang nilainya paling
sedikit sama dengan Utang Pajak dan biaya Penagihan
Pajak sccara proporsional berdasarkan porsi kepemilikan
saham atau modal terhadap Utang Pajak Wajib Pajak
Badan yang menjadi dasar dilakukan Penyitaan, kecuali
Pejabat dapat membuktikan bahwa pemegang saharn,
pemilik modal, atau sckutu komanditer/sekutu pasif
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dimaksud bertanggung jawab atas scluruh Utang Pajak

terscbut;

- penanggung Pajak yang merupakan salah seorang ahli

waris, pelaksana wasiat, atau yang mengurus harta
peninggalan, bagi harta warisan yang belum terbagi sebagai
satu  kesatuan menggantikan vang berhak, telah

menyerahkan barang lain meliputi:

1. seluruh harta peninggalan Wajib Pajak dalarn hal Utang
Pajak dan biaya Penagihan Pajak lebih besar daripada
harta peninggalan Wajib Pajak; atau

2. harta peninggalan Wajib Pajak sebesar Utang Pajak dan
biaya Penagihan Pajak yang menjadi dasar dilakukan
penyltaan;

. penanggung Pajak yang merupakan para ahli waris Wajib

Pajak, bagi harta warisan yang telah dibagi, telah

menyerahkan barang lain meliputi:

1. seluruh harta warisan sesuai dengan porsi yang diterima
oleh masing-masing ahli waris dalam hal Utang Pajak
dan hiaya Penagihan Pajak lebih besar daripada harta
warisan; atau

2. harta wansan sebesar Utang Pajak dan blaya Penagihan
Pajak yang menjadi dasar dilalukan enyitaan;

. Penanggung Pajak yang merupakan wali bagi anak vang

belum dewasa telah menyerahkan Barang lamm meliputi:

L. seluruh harta anak yvang belum dewasa yang berada
dalam perwaliannya dalam hal Utang Pajak dan biaya
Penagihan Pajak lebih besar daripada harta anak yang
belum dewasa;

2. harta anak vang belum dewasa scbesar Utang Pajak dan
biayva Penagihan Pajak vang menjadi dasar dilakukan
penyitaan; atau

3.seluruh harta anak yang belum dewasa yang berada
dalam perwaliannya dan harta pribadi wal yang
bersangkutan yang jumlahnya mencukupi untuk
melunasi seluruh Utang Pajak dan biaya Penagihan
Pajak, dalam hal Pejabat dapat membuktikan bahwa wali
vang bersangkutan mendapat manfaat dan pelaksanaan
kepengurusan harta tersebut;

, Penanggung Pajak yang merupakan pengampu bagi orang
yvang berada dalam pengampuan felah menyerahkan
Barang lain meliputi:

1. seluruh harta orang yang berada dalam pengampuannya
-dalam hal Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak lebih
besar daripada harta orang vang berada dalam
pengampuan;

2. harta orang yang berada dalam pengampuannya sebesar
Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak yang menjadi
dasar dilakukan penyitaan; atau

3. seluruh harta orang yang berada dalam pengampuannya
dan harta pribadi pengampu yang bersangkutan vang
jumlahnya mencukupi untuk melanasi selurubh Utang
Pajak dan biaya Penagihan Pajak, dalam hal Pejabat
dapat membuktikan bahwa pengampu vang mendapat
manfaal dari pelaksanaan kepengurusan harta tersebut;
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1. Penanggung Pajak dapat meyakinkan pejabat dengan
membuktikan bahwa dalam kedudukannya tidak dapat
dibebani Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak;

j- Penanggung Pajak dapat meyakinkan Pejabat dengan
membuktikan bahwa Barang sitaan tidak dapat digunakan
untuk melunasi Utang Pajak dan biava Penagihan Pajak;

k. Barang sitaan digunakan untuk kepentingan umum;

l. hak untuk melalkukan Penagihan Pajak atas Utang Pajak
vang menjadi dasar dilakukan penvitaan telah daluwarsa
Penagihan; dan/ atau

m. Barang sitaan telah dilakukan penjualan secara lelang

penjualan, dan/ ataun pemindahbukuan barang sitaan
vang dikecualikan dari penjualan secara lelang;
(3) Barang lain scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢
sampal dengan huruf b merupakan milik penanggung Pajak
dan tidak sedang dijaminkan atas pelunasan utang tertentu,

Pasal 226

(1) Pencabutan sita dilaksanakan berdasarkan surat pencabutan
sita yang diterbitkan oleh pejabat.

(2) Surat pencabutan sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sekaligus berfungsi sebagai pencabutan berila acara
pelaksanaan sita,

(3} Surat pencabutan sita disampaikan oleh Jurusita Pajak
kepada penangpung Pajak dan instansi yang terkait, diikuti
dengan pengembalian penguasaan barang vang disita kepada
penanggung Pajak.

Pasal 227

Penanggung Pajak dilarang:

a. memindahkan  hak, memindahtangankan, menyewakan,
meminjamkan, menvembunyikan, menghilangkan, atau
merusak barang yang telah disita;

b. membebani barang tidak bergerak vang telah disita dengan
hak tanggungan untuk pelunasan utang tertentu,

¢. membebani barang bergerak vang telah disita dengan fidusia
atau diagunkan untuk pelunasan utang tertentu; dan atau

d. merusak, mencabut, atau menghilangkan segel sita atau
salinan berita acara pelaksanaan sita yang telah ditempel pada
barang sitaan.

Pasal 228

Format surat teguran, surat perintah penagihan scketika dan
sekaligus, surat paksa, berita acara pemberitahuan surat
paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, berita acara
pelaksanaan sita, segel sita, dan surat pencabutan sita
tercantum dalam Lampiran XX yvang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf &
Lelang

Pasal 229
(1) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak
dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat
perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 207, Pejabat berwenang melaksanakan penjualan
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secara lelang atau tidak secara lelang, maupun menggunakan
atau memindahbukukan barang vang disita uniuk pelunasan
Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak.

{(2) Dikecualikan dar penjualan secara lelang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. uang tunal termasuk mata vang asing dan vang elektromik
atau uang dalam bentuk lainnya; dan
b. barang yang mudah rusak atau cepat busuk.

(3) Barang yang disita berupa uang tunai digunakan untuk
membayar Utang Pajak dan biava Penagihan Pajak dengan
cara disetor ke kas Daerah.

Pasal 230

(1} Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat sctelah 14
{empat belas han) terhitung sejak pengumuman lelang.

(2} Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan paling cepat setelah 14 (empat belas) hari
terhitung sejak penyitaan.

Pasal 231

(1) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar
biava Penagihan Pajak yang belum dibayar dan sisanya
untuk membayar Utang Pajak.

(2] Apalla hasil lelang sudah mencapai jumlah vang culkup
untuk melunasi biayva Penagihan pajak dan Utang Pagak,
maka pelaksanaan lelang dihentikan dan sisa barang serta
kelebihan uang hasil lelang dikembalikan oleh pejabat kepada
penanggung Pajak paling lambat 3 (tiga) hari setelah
pelaksanaan lelang,

(3) Apabila setelah lewat waktu 14 (empat belas) han sejak
pengumuman lelang penanggung Pajak tidak melunasi Utang
Pajak dan biaya Penagihan Pajak, pejabat melakukan
penjualan barang sitaan melalui kantor lelang negara.

(4) Hak penanggung Pajak atas barang yang telah dilelang
berpindah kepada pembeli dan kepadanya diberikan risalah
lelang yang merupakan bukti otentik scbagal dasar
pendaftaran dan pengaliban hak,

Pasal 232
(1) Lelang dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh penanggung
Pajak.
(2] l..-::‘]],ang tidak dilaksanakan dalam hal:
a. penanggung Pajak telah melunasi Utang Pajak dan biaya
Penagihan Pajak;
b. berdasarkan putusan pengadilan; atau
c. objek lelang musnah.

Pasal 233
Pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229
sampai dengan Pasal 232 dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Penyanderaan
Pasal 234
(1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap
penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik
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melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan
besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan
dan/atau penyanderaan.

(2) Pencegahan dan/ atau penvanderaan terhadap penanggung
Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau
terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.

Pasal 235

(1) Pencegahan dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak dan/atau
penanggung Pajak  yang mempunvai jumlah  Utang
Pajalk paling secdhikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta
rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi Utang
Pajak.

(2) Pencegahan dapatdilaksanakan terhadap beberapa orang
sebagail penanggung Pajak Wajib Pajak Badan atau ahli waris.

(3) Pencegahan dilaksanakan sesuai ketentuan  peraturan
perundang- undangan.

Pasal 236

(1) Penyanderaan dapal dilakukan terhadap penanggung Pajak
Vang — mempunysi Utang  Pajak paling  sedikit
Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah] dan diragukan
itikad baiknya dalam melunasi Utang Pajak.

(2] Pelaksanaan Penyanderaan terhadap Wajib Pajak dan/atau
penangegung  Pajak  dilaksanakan sesual ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Baman Keschelas
Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 237

(1) Wali Kota melakukan penghapusan piutang Pajak terhadap:
a. piutang Pajak yvang kedaluwarsa; dan/atau
b. piutang Pajak yang tidak dapat ditagih.

(2} Piutang Pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimalksud
pada ayat (1), meliputi piutang:

a. pokok Pajak vang terutang; dan
b. sanksi admimistratif berupa bunga, denda dan/atau
kenaikan.

(3) Piutang Pajak yang kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada
ayvat (1) huruf a merupakan piutang yvang dalam hal hak
untuk melakukan Penagihan pajak terutangnya  telah
melampauwi  jangka waktu 5 (lima) tahun segjak  saat
terutangnya Pajalk.

(4) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dapat diajukan penghapusan Piutang Pajak apabila
telah dilakukan :

a. penagihan secara tertulis telah dilakukan dengan surat
tagihan; dan/atau
b. upava penagihan dengan kegiatan optimalisasi.

(3) Penagihan Pajak secara tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayvat {4} huruf a wajib dilakukan sebelum adanya upaya
penagihan dengan kegiatan optimalisasi.

() Penagihan Pajak dengan kepiatan optimalisasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf b dilaksanakan dengan
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(7]

(8)

(9]

(10)

(11)

memperliimbangkan aspek efisiensi dan efektivitas sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:

a. kerjasama penagihan denpan pihak ketiga antara lain:

1. Kejaksaan;

4. Kantor wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

sesual wilayah kerja; dan/atan
3. pihak ketiga lainnya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

pelaksanaan parate eksekusi jaminan kebendaan;

crash program penyelesaian Piutang Pajak;

gugatan melalui lembaga peradilan;

penghentian layvanan kepada Penanggung Utang;

konversi piutang menjadi penyertaan modal daerah;

penjualan hak tagih/piutang; dan/atan

penyerahan aset untuk pembayaran utang [debt to asset

swap).

Kedaluwarsa  Penagihan  piutang Pajak sebagaimana

dirmaksud ada ayat (3) tertangguh apabila:

a, diterbitkan Surat Teguran dan/fatau Burat Paksa: dan

b.ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik
langsung maupun tidak langsung.

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa

schagaimana dimaksud pada ayat {4) huruf a kedaluwarsa

Penagihan dihitung sejak tanggal penyvampaian Surat Teguran

dan/atau Surat Paksa vang dibuktikan dengan tanda terima

dan /atau berila acara penyampalan Surat Paksa.

Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) huruf b, yvakni Wajib Pajak dengan

kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak

dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.

Pengalkuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) huruf b, dapat diketahui dari

pengajuan  permohonan angsuran  atau  penundaan

pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wagib Pajak,

Fiutang Pajak yang dapat dihapuskan scbagaimana dimaksud

pada ayat (1) untuk Wajib Pajak orang pribadi merupakan

phutang Pajak vang tidak dapat ditagih lagi karena:

a. Wajib Pajak dan/atau penanggung Pajak meninggal dunia
dan tidak mempunyai harta wansan atau kekayaan;

b. Wajib Pajak dan/atau penanggung Pajak tdak dapat
ditemukan;

¢. hak untuk melakukan Penagihan pajak sudah daluwarsa;

d. dokumen sebapgal dasar Penagihan pajak tdak ditermmukan
dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan di  bidang
perpajakan; atau

e. hak daerah untuk melakukan Penagihan pajak tidak dapat
dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan
adanya perubahan kebijakan  dan/atau berdasarkan
pertimbangan vang ditetapkan oleh Wali Kota.

@R D

(12) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan scbagaimana

dimaksud pada ayat (1) untuk Wajb Pajak Badan

merupakan piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lag

karcna:

a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atan pailit dan Penanggung
Pajak tidak dapat ditemukan;



b. hak untuk melakukan Penagihan pajak sudah daluwarsa;

c. dokumen sebagai dasar Penagihan pajak tidak ditemukan
dan telah dilakukan penelusuran secara oplimal sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan di bidang
perpajakan; atau

d. hak daerah untuk melakukan Penagihan pajak tidak
dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan
dengan adanya  perubahan  kebijakan  dan/atau
berdasarkan pertimbangan vang ditetapkan oleh Wali
Kota.

Pasal 238

(1) Jems Pajak vyang dapat diusulkan untuk dilakukan
penghapusan Piutang Pajak meliputi
a. PBE-P2:

b. BPHTE;

c. Pajak PBJT,

d. Pajak Reklame; dan/atau
& PAT.

(2] PBB-P2 yang dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan
Piltang Pajak Daerah scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, termasuk piutang PBB-P2 yang merupakan
pelimpahan dari pemerintah pusat ke Pemerintah Daerah.

(3) Piutang Pajak yvang dapat dihapuskan scbagaimana dimaksud
pada ayat (1} adalah piutang Pajak yang tercantum dalam:

. STPD;

. SKPDKB:

SKPDKBT;
. 35PPT;

SKPD;

SKPDT: dan
. Surat Kepuhasan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan,
Putusan Banding, serta putusan peninjauan kembali, vang
menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar
bertambah.

m RS R

Pasal 2349

(1) Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada
Pasal 237 dilakukan oleh Wali Kota setelah dilakukannya
verifikasi dan validasi.

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilakukan
oleh tim verifikasi yang ditetapkan oleh Wali Kota atau kepala
Perangkat Dacrah yang menyelenggarakan  urusan
pemerintahan daerah di bidang pendapatan.

Pasal 240
(1) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239 ayat

(2) melakukan Peneclitian terhadap daftar tunggakan Pajak

Daerah.

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilekukan
dengan tahapan :

a. mengklasifikasikan Piutang Pajak yang memenuhi kriteria
untuk dilakukan penghapusan piutang Pajak Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 ayat (1) hurual a
dan huruf b;
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b. Peneliban terhadap piutang Pajak yang memenuhi kriteria
untuk dilakukan penghapusan piutang Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 237 ayvat (1) huruf a dilakukan
secara administratifl vang hasinya dituangkan dalam benta
acara Penelitan administratif;

c. Penelitian terhadap piutang Pajak yang memenuhi kriteria
untuk dilakukan penghapusan piutang Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 237 ayat (1) huruf b dilakukan
sccara administratif dan tekmnis;

d. Penelitian teknis sebagaimana dimaksud pada huraf c
dilakukan melalui Penelitian lapangan dan/atau Penelitian
kantor terhadap piutang Pajak vang hasilnyva dituangkan
dalam benta acara Penecliban lapangan dan/atau Penelitian
kantor;

e. menyusun rekapitulasi  hasil Penelitian  administratif
dan/atau rekapitulas: hasil Penelittan Lapangan dan/atau
Peneliian Kantor puna divalidasi oleh kepala Perangkat
Daesrah yang menyelenggarakan wurusan pemerintahan
daerah dibidang pendapatan yang memuat :

1. NOPD,

2. nama dan alamat Wajib Pajak;

3. alamat Objek Pajak;

4. masa pajak atau Tahun Pajak;

5. jumlah piutang Pajak; dan/atau

6. alasan penghapusan piutang Pajak;

f. menyusun daftar usulan penghapusan piutang Pajak yvang
telah  kedaluwarsa danj/atau tidak dapat ditagih lagi
berdasarkan rekapitulasi hasil Penelitian sebagaimana
dimaksud pada huruf e

(3) Tim verifikasi menyampaikan daftar usulan penghapusan
piutang Pajak kepada kepala Perangkat Daerah vang
menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang
pendapatan untuk divalidasi.

(4] Usulan penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (3} harus terlebih dahulu divenfikasi woleh
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan  urusan
pemerintahan di bidang pengawasan.

{5) Hasil verifikasi Perangkat Daerah vang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam bentuk berita
acara hasil verifikasi.

Pasal 241

(1) Kepala Perangkal Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan daerah di bidang pendapatan menyampaikan
usulan penghapusan piutang Pajak kepada Wali Kota disertai
dengan hasil verifikasi daftar penghapusan piutang Pajak
yvang telah divalidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240
aval (3) dan berita acara hasil wvenfkas: sebagamimana
dimaksud pada Pasal 240 ayat (4).

(2) Berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang
pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota
menctapkan Keputusan Wali Kota tentang penghapusan

piutang pajak Dacrah.



Pasal 242
Berdasarkan Keputusan Wal Kota tentang penghapusan piutang
pajak Daerah scbapgaimana dimalksud dalam Pasal 241 ayat (2),
kepala Perangkat Daerah wyang menyelenggarakan urusan
pemerintahan daerah di  bidang pendapatan  melakukan
penghapusan piutang Pajak dari pembukuan sesuai dengan
slandar akuntansi pemerintahan yang berlaka.

Bagian Kedua Belas
Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pajak

Pasal 243

(1} Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Wali Kota
atau Pejabat vang ditunjuk terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB,
SKPDKT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau
Pemungutan oleh pihak ketiga.

[2) Wajilx Pajak hanya dapat mengajukan keberatan scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) terhadap materi atau isi dari surat
ketetapan pajak, yang meliputi jumlah ragi berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan,
jumlah besamya pajak, atau terhadap maternn atau =1 dan
pemotongan atau Pemungutan pajak.

(3} Dalam hal terdapat alasan keberatan selain mengenai materi
atau isi dari surat ketetapan pajak atau pemotongan atau
Pemungutan pajak, alasan tersebul tidak dipertimbangkan
dalam penyelesaian keberatan.

(4] Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digjukan oleh
Wajib Pajak dengan menyampaikan surat keberatan.

(3) Format surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat [4)
tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dan Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 244
(1) Wajib  Pajak Daerah yang mengajukan keberatan
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 243, harus mementthi
persyvaratan dan melampirkan dokumen pendukung.
(2] Persvaratan vang haris dipenuhi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), yaitu sebagai berikut:

a. digjukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;

b. 1 [satu) keberatan digjukan untuk | {satu) surat ketetapan
pajak;

c. mengemukakan jumlah pajak yang terutang menurut
penghitungan Wajib Pajak dengan disertal alasan-alasan
vang menjadi dasar penghitungan;

d. surat keberatan ditandatangani Wajib Pajak, dalam hal
ditandatangani olch Kuasa Wajib Pajak harus dilampiri
surat kuasa bermeteral cukup;

e. Wajib Pajak telah membayar Utang Pajaknya vang terutang
dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKFDKET, SKPDLB, SKPDN,
atau pemotongan atau Pemungutan olch pihak ketiga
paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak
atau berdasarkan pembahasan akhir hasil Pemeriksaan;
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f. diajukan dalam jangka wakiu paling lama 3 (tiga) bulan
sejak diterimanya Sural Ketetapan Pajak atau SPPT oleh
Wajib Pajak, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa
jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena
keadaan diluar kelkuasaannya: dan

g. Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan
keberatan atas surat ketetapan pajak vang diajukan
keberatan, berupa :

1. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;

2. Pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak
vang tidak benar;

3. Pengurangan ketetapan pajak atau pokok pajak;

4. Pembatalan hasil Pemeriksaan atau ketetapan pajak
vang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesual dengan
tata cara yang ditentukan; dan

5. Keringanan atau pembebasan pajak.

(3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
terdiri atas :

a. fotokom
SPPT/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN;

b. fotokopi kartu tanda penduduk Wajib Pajak;

¢, surat kuasa bermeterai cukup, jika pengajuan dikuasakan
dan fotokopi kartu tanda penduduk penernima kuasa;

d. fotokopi bukti  pembayaran Pajak berdasarkan
penghitungan Wajib Pajak atau berdasarkan pembahasan
akhir hasil Pemeriksaan; dan
e, dokumen lain yvang mendukung pengajuan keberatan,

(4) Wag:h Pajak dapat melakukan perbaikan Surat Keberatan,
apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2]
huruf a sampai dengan huruf e belum terpenuhi, selama
masih  dalam  jangka wakiu pengajuan  keberatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2} huraf f.

(5) Tanggal penyampaian surat keberatan yvang telah diperbaika
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan tanggal
surat keberatan diterima.

[6) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat ([3)
meliputi:

a. bencana alam;

b. kebakaran;

c. kerusuhan massal atau huru-hara;

d. wabah penyakit; dan/ atau

e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.

(7) Jangka waktu pelunasan pajak yang masih harus dibayar
tethadap SKPD atau SPPT wyang diajukan keberatan,
tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal
penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

Pasal 245

(1) Sebelum mengajukan keberatan, Wajib Pajak Dacrah dapal
meminta keterangan secara tertulis terhadap hal yang
menjadi dasar pengenaan pajak kepada Kepala Perangkat
Dacrah vang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah
di bidang pendapatan atau pejabat vang berwenang,

(2) Kepala Perangkat Daerah yvang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dacrah di bidang pendapatan atau pejabat
vang berwenang wajib memberikan keterangan yang diminta
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(3]

(1)

(<)

(3]

(1)

(2]

[3)

4)

(=)

(6}

(7)

oleh Wajib Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada avat
(1}.

Permintaan keterangan scbagaimana dimaksud pada ayat (1),
tidak menambah jangka waktu pengajuan keberatan
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 244 avat (7).

Pasal 246
Keberatan yvang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada Pasal 245 ayat {2) tidak dipertimbangkan dan
tidak diterbitkan Surat Keputusan Keberatan,
Surat keberatan yang tidak memenuhi persyaratan dan tidak
diterbitkan Surat  Keputusan Keberatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada
Wajib Pajak melalui penyampaian surat pemberitahuan
keberatan tidak diterima  sebagaimana  tercantum  dalam
Lampiran XXII vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Wali Kota ini.
Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat [2)
bukan merupakan Surat Keputusan Keberatan sehingga tidak
dapat digjukan banding ke badan peradilan pajak.

Pasal 247
Wajib Pajak menyampaikan menyampaikan surat keberatan
kepada Wali Kota melalul kepala Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dacrah di bidang
pendapatan sesuai lokasi objek pajak terdaftar.
Penyampaian surat keberatan sebagaimana dimaksud pada
aval (1) dilakukan dengan cara:
a. sccara langsung;
b. melalui pos dengan bukt penginman surat; atau
c. dengan cara lain sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Surat keberatan yvang disampaikan melalui cara sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) hurufl a, diberikan bukti penerimaan
surat oleh petugas pajak yang merupakan tanda bukt
penerimaan surat keberatan.
Penyampaian surat keberatan melalui pos sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah penyampaian surat
keberatan melalui pos vang memnpunyai bukti pengiriman
SUrat secara tercatat.
Penyampaian surat keberatan dengan cara lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi:
a. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan
bukti pengiriman surat; atau
b, melalui surat elekitronik atau aplikasi vang berbasis
teknologl informasi.
Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) hurul a adalah perusahaan yang
berbentuk badan hukum yang memberikan jasa pengiriman
surat jenis tertentu termasuk pengiriman surat keberatan ke
Wali Kota melalui kepala Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang
pendapatan.
Atas penyampaian surat keberatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) huruf’ b diberikan bukti penerimaan elektronik,

A



(8]

(<)

Bukti penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada avat
(3), bukti pengiriman surat sebapaimana dimaksud pada
ayat (4) dan ayat (5) huruf a, dan bukti penerimaan
clektronik sﬂbﬂgm.mma dimaksud pada ayat (7), merupakan
tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Tanggal yang tercantum dalam tanda bukti penerimaan
sural keberatan scbagaimana dimaksud pada ayat (8)
merupakan tanggal surat keberatan diterima,

(10) Format bukti penerimaan surat scbagaimana dimaksud

(1)

(<]

(1}

(4]

(3}

(4]

(5]

pada ayat [9), tercantum dalam Lampiran XXII yang
merupakan bagan tidak terpisahkan dari Peraturan Wali
Kota ini.

Pasal 248

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu
pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibavar pada saal
pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu)
bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan
permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
tidak termasuk sebapai Utang Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 244 ayat (2) huruf e.

Pasal 249

Wajib Pajak dapat mencabut pengajuan keberatan yang telah

disampaikan kepada Wali Kota melalui kepala Perangkat

Daerah yang menyelengearakan urusan pemerintahan daerah

di bidang pendapatan sebelum tanggal ditemma surat

pemberitahuan untuk hadir oleh Wajib Pajak.

Format surat pemberitahuan untuk hadir sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXIV

yvang merupakan bagian tidak terpisgahkan dari Peraturan

Wali Kota ini.

Pencabutan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan melalui penvampaian permohonan

dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia dan dapat mencantumkan alasan pencabutan;

b. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan
dalam hal surat permohonan tersebut ditandatangani
bukan oleh Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus
dilampiri dengan surat kuasa khusus; dan

c. surat permohonan harus disampaikan kepada Wal Kota
melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenpgarakan
urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan.

Format surat permohonan pencabutan pengajuan keberatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum  dalam

Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dar

Peraturan Wali Kota ini

Kepala Perangkat Daerah vang menyvelenggarakan urusan

pemerintahan  daerah  di bhidang pendapatan  wajib

memberikan  jawaban  atas  permohonan  pencabutan

pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada avat (1)

berupa surat persetigjuan atau surat penolakan.
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(6) Format sural persetujuan atau surat penolakan pencabutan

(7}

(1)

2]

(1]

(2]

(3]

pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada avat (5)
tercantum dalam Lampiran XXV] yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Apabila dalam jangka waktu scbagaimana dimaksud pada
ayat [5) kepala Perangkat Daerah vang menvelenggarakan
urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan belum
memberikan jawaban, maka permohonan Wajib Pajak
dianggap diterima.

Pasal 250

Dalam hal Wajib Pajak mencabul sural pengajuan keberatan
sebagimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (3) Wajib Pajak
tidak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau
pembatalan surat ketetapan pajak vang tidak benar.

Dalam hal Wajib Pajak mencabul pengajuan keberatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan
Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Pajak
yvang masih harus dibayar dalam surat ketetapan Pajak
kurang bayar atau surat ketetapan Pajak kurang bavar
tambahan yvang tidak disetujui dalam pembahasan akhir hasil
Pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verthkasi, menjadi
Utang Pajak sejak tanggal penerbitan surat ketetapan Pajak.

Pasal 251

Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk harus member:

keputusan atas keberatan yvang diajukan oleh Wajib Pajak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249,

Dalam memberikan keputusan scbagaimana dimaksud pada

ayat (1), Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat

melakukan Pemeriksaan.

Pemeriksaan sehagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan

dengan cara:

a. meminjam buku, catatan, data, dan informasi dalam
bentuk hardcopy dan/atau softcopy kepada Wajib Pajak
terkait dengan materi vang disengketakan melaluai
penyampaian surat permintaan peminjaman buku, catatan,
data, dan informasi;

b. meminta Wajib Pajak wuntuk memberikan keterangan
terkait  dengan materi vang disengketakan melahu
penyampaian surat permintaan keterangan,

c. meminta keterangan atau bukti terkait dengan materi yang
disengketakan kepada pihak ketiga yang mempunyai
hubungan dengan Wajib Pajak melalui penyampaian surat
permintaan data dan keferangan kepada pihak ketiga;

d. meninjau tempat Wajib Pajak, termasuk tempat lain yang
diperlukan;

e. melakukan pembahasan dan klarifikasi atas hal-hal yang
diperlukan dengan memanggill Wajib Pajak  melahoi
penyampaian surat panggilan; dan

f. melakukan Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka
keberatan untuk mendapatkan data dan/atau informasi
vang objektif yang dapat dijadikan dasar dalam
mempertimbangkan keputusan keberatan.



{4) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada avat (3] huruf &
dikirimkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum
tanggal pembahasan dan  klarifikasi atas sengketa
perpajakan.

(3) Format surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf e tercantum dalam Lampiran XXVII vang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(6) Pembahasan dan klarifikasi secbagaimana dimaksud pada
ayat (3] hurul ¢ dituangkan dalam berita acara pembahasan
dan klanfkas: sengketa perpajakan.

(7) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada
ayat {3} huruf [ dilaksanakan scsuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan di bidang Pemeriksaan.

Pasal 232

(1) Sebelum menerbitkan Surat Keputusan Keberatan, Wali Kota
atau pejabat yang ditunjuk meminta Wajib Pajak untuk hadir
guna memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan
mengenal keberatan Wajibh Pajak melalui penyampaian surat
pembentahuan untuk hadir yang dilampin dengan:

a. pemberitahuan daftar hasil Penelitian keberatan; dan
b. formulir surat tanggapan hasil Penelitian keberatan.

(2} Format surat pembentahuan untuk hadir, pembentahuan
daftar hasil Penelittan kecberatan, dan formulir surat
tanggapan hasil Penelitian keberatan sebagaimana dimaksud
pada avat (1) tercantum dalam Lampiran XXVII wvang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali
Kota ini.

(3) Pemberian keterangan dari Wajib Pajak atau pemberian
penjelasan oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk
sehagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam
berita acara kehadiran,

(4) Format berita acara kehadiran sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan
bagian tidak terpisahkan darn Peraturan Wal Kota ini.

[5) Dalam hal Wajib Pajak tidak menggunakan hak untuk hadir
sebagaimana dimaksud pada ayal (1)

a. dibuat berita acara ketidakhadiran; dan
b. proses keberatan tetap diselesaikan tanpa menunggu
kehadiran Wajib Pajak.

(6} Format berita acara ketidakhadiran sebagaimana dimaksud
pada ayat (3] huruf a tercantum dalam Lampiran XXX yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali
Kota ini

(7} Pemberitahuan daftar hasil Penelitian keberatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak bersifat final dan bukan
merupakan keputusan atas keberatan yvang diajukan oleh
Wajib Pajak.

(B) Format pemberitahuan hasil Penelitian keberatan dan surat
tanggapan hasil Peneliian keberatan scbagaimana dimaksud
pada ayat (1), tercantum Lampiran XXX| yvang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wal Kota ini.
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Pasal 253

(1} Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 12 {(dua belas)

2)

bulan sejak tanggal sural keberatan diterima harus

memberikan keputusan atas keberatan vang diajukan.

Keputusan Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk atas

keberatan dapat berupa:

a. menerima  seluruhnya dalam hal Pajak  terutang
berdasarkan hasil Penelitan sama dengan Pajak yang
terutang menurut Wajib Pajalg

b. menernima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan
hasil Penelitian sebagian sama dengan Pajak vang terutang
menurutl Wajib Pajak;

c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil
Penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat
keputusan/ketetapan vang diajukan keberatan oleh Wajib
Pajak; atau

d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal
Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian lebih besar dari
Pajak wvang terutang dalam surat keputusan/ketetapan
yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak,

(3) Apabila dalam jangka waktu scbagaimana dimaksud pada

(4)

(3)

(E3)

(1)

ayat (3) Wali Kota atau Pejabat vang ditunjuk tidak memberi

suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap

diterima dan Wali Kota atau Pejabat yvang  ditunjuk

menerbitkan Surat Keputusan Keberatan sesual deéengan

pengajuan keberatan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling

lama 1 {satu)] bulan sejak jangka wakiu 12 (dua belas) bulan

tersebut berakhir.

Keputusan keberatan sebagmamana dimaksud pada ayat (1),

disampaikan kepada Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak paling

lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal keputusan keberatan.

Formal Surat Kepuiusan Keberatan sebagaimana dimaksud

pada avat (3} tercantum dalam Lampiran XXXII vang

merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Wali

Kota ini.

Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada

avat (4} disampaikan kepada Wajib Pajak:

a. secarda langsung dengan bukti tanda terima;

b. melalui pos dengan bukti penginman surat; atau

c, melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan
bukti pengiriman surat.

Bagian Ketiga Belas
Tata Cara Pembetulan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak

Paragraf 1
Tata Cara Pembetulan Pajak

Pasal 254
Atas Permohonan Wajib Pajak, Wali Kota atau kepala
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan  daerah di  bidang pendapatan  dapat
membetulkan STPD, SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,
SKPDN atau SKPDLB yvang dalam penerbitannya terdapal
kesalahan tulis and/atau  kesalahan hitung dan/atau
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(2)

(1)

(2

(1)

(2]

kekeliruan pencrapan ketentuan tertantu dalam peraturan

perundang-undangan perpajakan daerah,

Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

pembetulan  kesalahan atau  kekeliruan wvang tidak

mengandung  persengketaan antara  petugas  Perangkat

Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah

dibidang pendapatan dan Wajib Pajak, antara lain;

a. kesalahan tubs/hitung berupa kesalahan penjumlahan,
pengurangan, perkalian dan/atau pembagian; dan fatau

b. kekeliruan penerapan ketentuan dalam  peraturan
perundang-undangan pajak daerah berupa kekeliruan
dalam penerapan taril, dan sanksi administrasi.

Pasal 255

Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

224 ayal (1) dapat diajukan secara perscorangan dan/atau

dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya secara

perseorangan.

Permohonan pembetulan sebagiamana dimaksud pada ayat

(1) harus memenuhi persyaratan yang meliputi:

a. sural permohonan yang ditujukan kepada kepala
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendapatan diserta dengan alasan
vang jelas; atau

b. surat kuasa dalam hal permohonan dikuasakan.

Pasal 256

Permohonan pembetulan vang tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 ayat (2) dianggap
bukan scbagal surat permohonan schingga tidak dapal
dipertimbangkan.

Dalam  hal permohonan  pembemulan tdak  dapat
dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1},
kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan  daerah di  bidang pendapatan  harus
memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak atau
kuasanya.

(3} Terhadap permohonan pembetulan yang diajukan Wajib

(4)

(1)

Pajak, Wali Kota atau kepala Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di idang
pendapatan menindaklanjuti permohonan dengan melakukan
Penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.

Dalam rangka Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat
{3), Wali Kota atau kepala Perangkal Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang
pendapatan dapat meminta data, nformasi, dan/atau
keterangan yang diperlukan.

Pasal 257
Dalam hal Permohonan pembetulan yvang telah dilakukan
Penelitian dan diterima, Wali Kota atau kepala Perangkat
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah
di bidang pendapatan wajib menerbitkan surat keputusan
pembetulan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan
sejak tanggal surat permohonan pembetulan ditenima.
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(2) Surat keputusan sebagaimana dimaskud pada ayat (1) berisi
keputusan berupa:

a. mengabulkan  permohonan  Wajib  Pajak  dengan
membetulkan kesalahan atau kekeliruan wyang dapat
berupa menambahkan, mengurangkan, atan
menghapuskan jumlah  pajak yang terutang, maupun
sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan
pajak:

b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan
maupun ketetapan pajak yvang dilaksanakan atau
diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara vang ditentukan;
atau

¢. menolak permohonan Wajib Pajak.

Paragraf 2
Tata Cara Pembatalan Ketetapan Pajak

Pasal 258

(1) Wapib Pajak dapat mengajukan permcohonan untuk
pembatalan atas 3TPD, 3PPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKRBT,
SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya lerdapat
kesalahan tulis and/atau  kesalahan hitung dan/atau
kekeliruan penerapan ketentuan tertantu dalam peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

(2} Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayal
(1) dapat dilakukan apabila STPD, SPPT, SKPD, SKPDKE,
SKPDKBT, SKPDN atau SKPDLB tersebut seharusnya tidak
diterbitkan.

Pasal 259

Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 dapat

dilakukan dalam hal:

a, hasil Pemeriksaan atau ketatapan pajak vang diterbitkan tidak
sesual dengan tata cara yvang dilentukan;

b. ketetapan pajak terutang dalam hal obejk pajak terkena
bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan/atau

c. diterbitkan surat ketetapan pajak yang seharusnya tidak
terutang,

Bagian Ketiga Belas
Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Pasal 260
(1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat
mengajukan permohonan pengembalian kepada Wali Kota
atau pejabat yang ditunjuk.
(2) Pengembalian  kelebihan pembayaran Pajak sebagmimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan proses penyelesaian atas
kelebihan pembayaran Pajak kepada Wajib Pajak.

Pasal 261
(1) Pengajuan permohonan pengembalian kelelnhan pembayaran
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 aval (1) oleh
Wajib Pajak harus disertai dengan alasan dan melengkapi

berkas permohonan.



(2) Berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada avat (1)

(3]

(4

(=)

(1)

2)

(1)
[2)

(3}

(4]

melipuli:

a. surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
Pajak;

. 8TTS asli dan STTS fotokopi;

. bukti lunas Pajak tahun sebelumnya;

. surat kuasa dalam hal permohonan dikuasakan;

. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa
Wajib Pajak dalam hal dikuasakan: dan

[. nomor rekening atas nama Wajib Pajak.

Berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diperiksa dan dilakukan penghitungan kembali oleh pejabat

vang berwenang,

Setelah dilakukan Pemeriksaan dan penghitungan kembali

schagaimana dimaksud pada ayat [3) dan ditcmukan

kelebihan pembayaran, maka permohonan dikabulkan dan

dapat diterbitkan SKPDLB.

Dalam hal hasil Pemeriksaan tidak lengkap, maka

permohonan dikembalikan untuk dilengkapi oleh Wajib Pajak.

moas o

Pasal 262
Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu
paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya
permohonan penngembalian  kelebihan pembayaran Pajak
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 260, harus membenkan
keputusan.
Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
telah dilampaui Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk tidak
memberikan  suatu keputusan, maka | permohonan
pengembalian pembayaran Pajak diangpap dikabulkan dan
SKPDLE harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1
(satu) bulan.

Pasal 263
Wajib Pajak vang telah menerima SKPDLB berhak menerima
pengembalian kelebihan pembayaran pajaknya.
Dalam hal Wapnb Pajak mempunya Utang Pajak lamnya,
kelebihan pembayvaran pajak sebagaimana dimaksud pada
ayal (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih
dahulu Utang Pajak lainnya.
Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling
lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran Pajak
dilakukan sectelah lewat 2 {dua) bulan, Wali Kota atau pejabat
yvang ditunjuk memberikan imbalan Bungan sebesar 0,6%
(mol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan
pembayaran kelebihan pembayaran pajak.

Bagian Keempat Belas
Administrasi Dan Tata Cara Pemberian Kemudahan
Perpajalan Daerah

Pasal 264

Wali Kota dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah
kepada Wajib Pajak, berupa:

#1



a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan
Pajak; dan/atau

b. pemberian fasilitas angsuran atau  penundaan
pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak,

Pasal 265

(1) Perpanjangan batas walktu pembayaran atau pelaporan Pajak
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 264 huruf a diberikan
kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar schingga
Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada
waktunya.

(2} Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. bencana alam:

b. kebakaran;

¢. kerusuhan massal atau huru-hara:

d. wabah penyakit; dan/fatau

e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.

(3] Perpanjangan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1] dapat diberikan oleh Wali Kota secara jabatan atau
berdasarkan permohonan Wajib Pajak.

(4) Perpanjangan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2] ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

(2) Perpanjangan batas waktu yang berdasarkan permohonan
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada avat (2) harus
dilengkapi dengan persyaratan vang terdiri atas:

surat permohonan;

NPFWFPD;

fotokopi E-KTP; dan

. surat  keterangan mengalami keadaan kahar vyang

dikeluarkan oleh instansi terkait.

s

Pasal 266

(1) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran
pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 264 hurufl b diberikan kepada Wanb Pajak vang
mengalami kesulitan hkuiditas atau keadaan kahar Wajpb
Pajak sehingga Wajib Pajak tdak mampu memenuhi
kewajiban pelunasan pajak pada wakmnya.

(@) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada avat (1)
meliputi:

a. bencana alam;

b. kebakaran;

o, kerusuhan massal atau huru-hara;

d. wabah penyakit; dan/atau

e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wal Kota,

(3) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran
pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat diberikan Wali Kota berdasarkan permohonan
Wajib Pajak dengan memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak
dalam pembayaran pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

(4) Pembenan fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran
pajak terutang atau Utang Pajak berdasarkan permohonan
Wajib Pajak scbagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
dilengkapi dengan persyaratan yvang terdin atas:

a. surat permohonan;
b. NPWPD; i- f



c. fotokopi E-KTP; dan
d. surat keterangan mengalami keadaan kahar yang
dikeluarkan oleh instansi terkait.

Pasal 267

(1) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran
pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 266 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

(2) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa:

a. menyetujui jumlah angsuran pajak danfatau masa
angsuran atau  lamanya penundaan sesuai dengan
permohonan Wajib Pajak;

b. menyetujui sebagian jumlah angsuran pajak dan/atau
masa angsuran atau lamanya penundaan yang
dimohonkan Wajib Pajak; atau

¢, menolak permohonan Wajib Pajak.

(3) Persetujuan atau  persetujuan  sebagian  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b paling lama
diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.

(4} Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran
Pajak vang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% [nol koma
enam persen) per bulan danm jumlah Pajak yang masih harus
dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan serta bagian darn bulan dihitung penuh 1 (satu)
bulan

BARB ITT
KETENTUAN UMUM RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu
Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi

Paragraf 1

Umum

Pasal 268

(1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang
yang ditetapkan dalam SKED atau dokumen lain yang
dipersamakan ke kas Daerah.

{2) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan
oleh BLUD, pembavaran Retribusi oleh Wajib Retribusi
disetorkan ke rekening kas BLUD sesuail dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3] Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dibayarkan sckaligus sebelum pelayanan diberikan.

(4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat
pada waktunya atau kurang membayar, Waib Retribusi
dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1%
(satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang bdak
atau kurang dibavar dihitung dari tanggal jatuh tempo
pembayaran sampai dengan tanggal pembayvaran, untuk
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan
ditagih dengan menggunaken STRID,

(5) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada
avat (4] didahului dengan Suratl Teguran.



Pasal 269

SKRD scbagaimana dimaksud dalam Pasal 268 ayval (1) harus
ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah Terkait.

(1)

(2)

(3)

(4]

1]

(1)

(2]

Pasal 270

Penetapan retribusi dengan menggunakan dokumen lain yang
dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 ayat
(1) meliputi:
karcis;
kupon;
kartu langganan;
kuitansi;
bukii pembayaran elektronik; dan/atau
f. surat rincian Retribusi.
Bentuk, isi dan ukuran dokumen lain yang dipersamakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
keputusan Wali Kota.
Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan hurml d paling sedikit
TeEmal:
a. lopo pemenniah daerah;
b. cap Perangkat Daerah Terkait;
c. nomor dan seri;
d. nilai nominal; dan
e. nomor dan tahun peraturan dacrah atau peraturan Wal

Kota wyang mengatur vyang menjadi dasar hukum

Pemungutan.
Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud
pada ayat [3) dinyatakan sah penggunaannya  setelah
diberikan tanda/kode perforasi oleh Perangkat Daerah vang
menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang
pendapatan,
Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud
pada avat {1} huruf ¢ paling sedikit memuat;
a. logo pemerintah daerah;
b. cap Perangkat Daerah Terkait; dan
¢. nomor dan seri.

L oE

Paragraf 2
Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Keschatan

Pasal 271
Objek Pemungutan retribusi pelayanan kesehatan meliputi:
a. Puskesmas;
b. Puskesmas keliling:
¢. Puskesmas pembaniu;
d. balal pengobatan;
e. rumah sakit umum daerah; dan
f. tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang
dimiliki dan/atau vang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikecualikan bagi pelayanan administras:,

A1



Pasal 272

(1} Pendaltaran Wajib Retribusi dilakukan terhadap calon Wajib
Retribusi yang memperoleh  pelayanan  keschatan dari
Perangkat Daerah Terkail.

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan oleh perorangan/individu dan Badan dengan
menggunakan formulir pendaftaran yang disediakan olch
Perangkat Daerah Terkail,

(3) Pendaltaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2] dapat
diajukan secara luar jaringan (offfine) atau dalam jaringan
(online) melalui pemanfataan teknologi informasi.

(4] Format formulir pendaftaran Retribusi pelayanan keschatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
Lampiran XXXIIl yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dan Peraturan Walikota ini.

Pagal 273

(1) Perangkat Daerah Terkait melakukan perhitongan dan
penetapan retribusi  berdasarkan  jenis  layanan yang
diberikan.

(2) Penghitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dicantumkan dalam SKRD,

(2) Perangkat Daerah Terkait melalkukan pengadaaan blanko
SKRD.

(3} Blanko SKRD sebagamana dimaksud pada avat (3) untuk
retribusi pelayanan keschatan tercantum dalam Lampiran
XXXIV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan
Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 274

(1} Pemungutan Retribusi dilakukan kepada Wajib Retribusi
dengan menggunakan SKRD.

(2} Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan olch Bendahara penerimaan.

(3) Bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dibantu oleh pembantu bendahara penerimaan vang
melaksanakan fungsi sebagai kasir.

Pasal 275

(1) Wajib Retribusi wajib membayar Retribusi terutang
berdasarkan SKRD.

(2) Retribusi terutang schbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilunasi oleh Wajib Retribusi sebelum jatuh tempo.

(3) Pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada
ayal (2) disetorkan melalui Bendahara penerimaan atau
pembantu bendahara penerimaan secara tunai atau melalui
sistem pembayaran yang discdiakan oleh perangkat daerah
pengelola retribusi secara dalam jaringan (onhne).

(4) Dalam hal pembayaran retribusi terutang disetorkan melalui
pembaniu  bendahara penerimaan, pembantu bendahara
penerimaan  wajilb menyetorkan  kepada  Bendahara
Penerimaan paling lama 1 (satu} Hari setelah penyetoran
retribusi terutang oleh Wajib Retribusi atau di han pertama
kerja jika pevetoran dilakukan pada hari libur.



Pasal 276

(1) Dalam hal pembayaran retribusi terutang disetorkan melalui
pembantu  bendahara penerimaan, pembantu bendahara
penerimaan merckap hasil Pemungutan retribusi dan
melaporkan kepada bendahara penerimaan.

(2} Bendahara penerimaan melakukan verifikasi rekapitulasi
Pemungutan retribus.

(3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Bendahara Penerimaan menyetorkan Retribusi ke
RKUD atau ke rekening kas BLUD paling lambat 1x24 jam
(satu kali dua puluh empat jam) scjak Retribusi diterima.

(4} Dalam hal penyetoran hasil Pemungutan Retribusi jatuh pada
hari libur, maka Bendahara Penerimaan menyetorkan di hari
kerja berikutnya.

(3} Penyetoran ke RKUD atau ke rekening kas BLUD
stbagaimana dimaksud pada ayat (3] dengan menggunakan
STS.

(6] 8STS sebagaimana dimaksud pada ayatl [3) harus mendapat
validas: dan bank.

(7) Format STS scbagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum
dalam Lampiran XXXV vyang merupakan baglan tidak
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini

Pasal 277
(1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada
waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi
administratif berupa denda sebesar 1% (satu persen) setiap
bulan dari besarmya Retrnibust vang terutang atau kurang
bayar dan ditagih dengan STRD.
(2] Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung setelah
jatuh tempo SKRD,

Pasal 278

(1) Penagihan Retribusi terutang kepada Wajib Retribusi

dilakukan dalam hal:

a. Wajib Retribusi Hdak membayar Retribusi terutang;

b. Wajib Retribusi membayar setelah jatuh tempo; dan/atau
¢. Wajib Retribusi kurang bayar Retribusi.

(2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh Petugas Penagihan atau Pejabat yang
ditunjuk oleh kepala Perangkat Daerah Terkaal.

(3) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menggunakan STRD.

(4) Format STRD scbagaimana dimaksud pada ayat (2} untuk
Retribusi pelayanan Keschatan tercantum dalam Lampiran
XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 279

(1) Sebelum  melakukan — Penagihan  Retribusi  terutang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278, Kepala Perangkat
Daerah  Terkait —menerbitkan Surat Teguran  atau
pemberitahuan lain yang sejenis kepada Wajib Retribusi
untuk melunasi Retribusi.

(2) Surat Teguran atau pemberitahuan lain yang sejenis
sehagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling
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lama 3 (tga) Hari sejak jatuh tempo pembayaran Retribusi
terutang.

(3) Wajib Retribusi wajib melunasi Retribusi terutang beserta
dendanya paling lama 3 (tiga) Hari sejak tanggal Surat
Teguran atau pemberitahuan lain vang sejenis sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] diterima oleh Wajib Retribusi.

Paragral 3
Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan
Ketribusi Pelayanan Kebersihan

Pasal 280
(1] Objek Pemungutan Retribusi Pelayanan Kebersihan meliputi:

a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya
ke lokasi pembuangan sementara;

b, pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi
pembuangan scmentara ke lokasi pembuangan akhir
sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;

c. penvediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atan
pemusnahan atas sampah;

d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan

e. pengolahan limbah cair mnamah tangga, perkantoran, dan
industri.

(2} Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dilaksanakan oleh Perangkal Daerah Terkail.

Pasal 281

(1} Pendaftaran Wajib Retribusi dilakukan terhadap calon Wajib
Retnibusi vang memperolech  pelayanan kebersihan/
persampahan dari Perangkat Dacrah Terkait.

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dapat
dilakukan oleh perorangan/individu dan Badan atau secara
kolektilf dengan menggunakan formulir pendaftaran yang
disediakan oleh Perangkat Dacrah Terkait.

[3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan avat [3)
dapat diajukan secara laar jaringan [(offlineg] atau dalam
jaringan (onlineg) melalhu pemanfataan teknologi informasi.

(4] Format formulir pendaftaran Eetribusi pelayanan kerbersihan
sebagaimana dimaksud pada avat (2) tercantum dalam
Lampiran XXXVIl yvang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 282
{1} Pendataan dilakukan terhadap calon Wajib Retnbusi yang
tidak mendaftarkan diri secara mandiri.
(2} Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
dengan tahapan sebagai berikut:
a. Perangkat Dacrah Terkait melakukan pendataan terhadap
calon Wajib Retribusi;
b. berdasarkan hasil pendataan scbagaimana dimaksud
pada huruf a, perangkat daerah pengelola retribusi
menerbitkan surat pemberitahuan; dan

YA



¢, petugas Pemungutan vang ditunjuk oleh kepala Perangkat
Daerah Terkait menyampaikan surat pemberitahuan
sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada calon Wajib
Retribusi,

[3) Surat pemberitabhuan scbagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf ¢, paling sedikit memuat:
a. jenis pelayanan; dan
b, timbulan,
Pasal 283

(1) Perangkat Daerah Terkait melakukan perhitungan dan
penetapan  retribusi  berdasarkan formulir  pendaftaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28] atau  hasil
pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282,

(2) Penghitungan dan penetapan retribusi  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam SKRD.

(3) Blanko SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk
Retribusi pelayanan kebersihan tercantum dalam Lampiran
AXXVIl yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan
Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 284

(1) Pemungutan Retribusi dilakukan kepada Wajib Retribusi
dengan menggunakan SEKRD atau dokumen lain vang
dipersamakan.

(2) Perangkat Daerah Terkait menyampaikan SEKRD  atau
dokumen lain yvang dipersamakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepada Wajib Retribusi atan Petugas
Pemungutan untuk selanjutnya didistribusikan kepada Wajib
Retribusi.

(3) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang
didistribusikan kepada Wajib Retribusi oleh Petugas
Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat {2) dibuktikan
dengan tanda terima.

(4) Petugas Pemungutan schapaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan cleh kepala Perangkat Daerah Terkaut.

Pasal 285

(1) Wajib Retribusi wajib membayar Retribusi terutang
berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Retribusi terutang scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilunasi oleh Wajib Retribusi sebelum jatuh tempo.

(3) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2
dilakukan melahai:

a. Penagihan langsung; atau
b. Penagihan tidak langsung.

(4) Pelaksanaan Pemungutan retribusi melalui  Penagihan
langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
meliputi:

a. petugas pemungut Retribusi memungut retribusi secara
tunai atau non tunai kepada Wajib Retribusi;

h. Wajib Retribusi dapat melakukan pembayaran secara non
tunai berupa proses transaksi elektronik (electronic

transaction process) meliputi:

1. agen banking;



mobile/ phone banking;
car banking;
anjungan tunai mandiri;
intermet banking,
QRIS /barcode;
tapping,
electronic data capiure;
cash management system; dan
lﬂ transaksi berbasis elekironik lainnya.

c. Retribusi  dipungut  setelah Wajib  Retribusi menerima
pelayanan dan selanjutnyva diberi tanda terima berupa
kuitansi atau karcis:

d. petugas pemungut menyetorkan  hasil Pemungutan
retribusi ke bendahara penenmaan;

f. bendahara penerimaan merekap hasil  Pemungutan
retribusi;

g. bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada huruf
[ melakukan verifikas: rekapitulasi Pemungutan retribus:;

h. berdasarkan hasil venfikasi scbagaimana dimaksud pada
huruf g, bendahara penerimaan menyetorkan Retribusi ke
RKUD paling lambat 1x24 jam (satu kali dua puluh empat
jam) sejak Retribusi diterima;

1. dalam hal penyetoran hasil Pemungutan Retribusi jatuh
pada hari libur, maka Bendahara Penerimaan menyetorkan
di hari kerja berikuinya; dan

j- penyetoran ke RKUD sebagaimana dimaksud pada hurufl h
dengan menggunakan 3T5.

2] Pelaksanaan Pemungutan retnbusi melalui Penagihan tdak
langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat
bekerjasama dengan perusahaan umum daerah air minum.
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Pasal 286

(1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada
waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi
administratil berupa denda sebesar 1% (satu persen) setiap
bulan dar besarnyva Retribusi yang terutang atau kurang
bayar dan ditagih dengan STRD.

2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sctelah
jatuh tempo SKRD.

[(3) Dalam hal Wajib Retribusi mempunyai munggakan selama 1
{satu) bulan sejak jaluh tempo Retribusi  terutang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2}, Wajb Retnbusi tidak
dapat lagi menerima pelayanan kebersihan,

Pasal 287

(1) Penagihan Retribusi terutang kepada Wajib Retribusi

dilakukan dalam hal:

a. Wajib Retribusi tidak membayar Retribusi terutang;

b. Wajib Retribusi membayar setelah jatuh tempo; dan/atau
¢, Wajib Retribusi kurang bayar Retribusi.

(2] Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada
ayal (1) dilakukan oleh Peiugas Penagihan atau Pejabat yvang
ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah Terkait.

{3) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) menggunakan STRID.



(4) Format STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk
Retribusi pelayanan kebersihan tercantum dalam Lampiran
XXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 288

(1) Sebelum  melakukan  Penagihan — Retribusi  terutang
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 287, Kepala Perangkat
Daerah  Terkait menerbitkan Surat  Teguran  atau
pemberitahuan lain vang sejenis kepada Wajib Retribusi
untuk melunasi Retnbusi.

(2) Surat Teguran atau pemberitahuan lain yang sejenis
scbagaimana dimaksud pada avat (1) disampaikan paling
lama 3 (tiga) Hari sejak jatuh tempo pembavaran Retribusi
terutang.

(3) Wajib Retribusi wajib melunasi Retribusi terutang beserta
dendanya paling lama 3 (tiga) Hari sejak tanggal Surat
Teguran atau pemberitahuan lain yang sejenis sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diterima oleh Wajib Retribusi.

Paragraf 4
Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan
Retribusi Pelavanan Pasar

Pasal 289
(1} Objek Pemungutan retribusi pelayanan pasar adalah
penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana, berupa
pelataran, los, lapak, dan/atau kios yang dikelola oleh
pemerintah daerah dan disediakan untuk pedagang.
(2} Permungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Terkait.

Pasal 290

(1} Besaran Retribusi Pelayanan Pasar terutang ditetapkan
dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik
berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronilk.

(2) Penetapan Retribusi Pelayvanan Pasar terutang dilakukan atas
dasar penghitungan Retribusi Daerah.

(3) Kepala Perangkat Daerah Terkait menerbitkan SKRD atau
dokumen lain vang dipersamakan berdasarkan penghitungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan scbagaimana
dimaksud pada ayat [2) disampaikan kepada Wajib Retribusi.

Pasal 291

(1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retnibusi Pelayanan
Pasar vang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan ke kas Daerah,.

(2) Wajib Retribusi melakukan pembayaran setelah mencrima
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan sesuail waktu pernbayaran retribusi meliputi:
a. harian; dan
b. bulanan.

Fas



Pasal 292

(1) Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar melalul waktu
pembayaran harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291
avat (3) hurul a dilakukan oleh petugas pemungut retribusi
atau pihak ketiga, sctiap hari dengan menggunakan
menggunakan kanal pembayaran digital dan wajib disetorkan
kepada Bendahara Penerima dalam jangka waktu 1 x 24 jam
(satu kali dua puluh empat jam).

(2] Petugas pemungut retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah Terkait,

(3) Petugas berkewajiban memberikan tanda bukti penerimaan
berupa hasil cetak pembavaran bagi yvang telah memakai
kanal pembayaran digital.

(4] Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar melalui wakiu
pembayaran bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
291 ayat (3) huruf b dilakukan olch petugas pemungut
retribusi atau pithak ketiga menggunakan kanal pembayaran
digital, pada setiap tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 bulan
berikutnya dan wajib menyetorkan langsung kepada
bendahara penerima dalam jangka wakiu 1 x 24 jam (salu
kali dua puluh empat jam).

(3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar sesuai dengan
tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat [4) dikenakan
sanksi admimstratifl berupa bunga sebesar 1% (satu persen)
per bulan dan retribusi terutang yvang tidak dibayar, untuk
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

() Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada
avat [3) didahului dengan Surat Teguran.

(7} Petugas berkewajiban memberikan tanda bukti penerimaan
berupa hasil cetak pembayaran bagl yvang telah memakai
kanal pembayaran digital.

(8) Setiap petugas pemungut retribusi yang turun ke lapangan
untuk pelaksanaan Pemungutan retribusi wajib
mengepunakan seragam yvang sudah disediakan.

Pasal 293

(1) Wajib Retribusi yang tidak melakukan pembayaran Retribusi
Pasar diberikan sanksi administratif berupas:

peringatan teriulis pertama;

peringatan tertulis kedua;

peringatan tertulis ketiga;

penuiupan sementara kios/los; dan/atau

pencabutan atay pemindahan izin pemakaian tempal

usaha.

(2) Peringatan tertulis pertama diberikan apabila Wajib Retribusi
menunggak selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.

(3) Peringatan ferfulis kedua diberikan apabila dalam jangka
waktu 10 [sepuluh) hari kalender sctelah peringatan tertulis
pertama, Wajib Retribusi  tidak menunaikan kewajiban
pembayaran retribusi tertunggak.

(4} Peringatan tertulis ketiga diberikan apabila dalam jangka
waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak peringatan tertulis
kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wajib Retribusi
tidak menunaikan  kewajiban  pembayaran  retribusi

tertunggak., / } f
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(5) Penutupan sementara kios/los dilaksanakan oleh Walikota
atau pejabat yang ditunjuk apabila dalam jangka waktu 10
(sepuluh) hari kalender sejak peringatan tertulis ketiga
scbagaimana dimaksud pada ayat (4) Wajib Retribusi tidak
menunaikan kewajiban pembayaran retribusi tertunggak.

(6) Penicabutan atau pemindahan izin pemakaian tempat usaha
Wajib Retribusi oleh Walikota atau pejabat yang ditunjulk,
apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak penutupan
sementara kios/los scbagaimana dimaksud pada avat (5),
Wanb Retribusi tidak menunaikan kewajiban pembayaran
retribusi tertunggak.

(7) Penindakan terhadap sanksi administratif berupa penutupan
sementara kios/los dilakukan dengan melibatkan satuan

polist pamong praja.

Paragrafl 5
Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan
Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
Pasal 294
(1} Objek pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan
penyediaan pelayanan parkir di tept jalan umum yang
ditentukan oleh pemerintah daerah sesuail dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2) Lokasi parkir ditepi jalan umum ditetapkan oleh Wali Kota
melalu Keputusan Walikota.
(3) Pemungutan reirnibusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Terkait.

Pasal 295

(1} Pemungutan reiribusi pelayanan parkir di tepn jalan umum

dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah Terkait melalui:

a. pihak ketiga dengan perjanjian kerjasama; dan/atau

b. juru parkir yang sekaligus bertindak sebagai petugas
pemungut retribusi,

(2} Perjanjian kerjasama pelayanan retribusi pelayanan parkir di
tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat:

identitas para pihak;

hak dan kewajiban para pihak;

lokasi:

Jangka wakna;

tanda atau informasi Pemungutan parkir;

besaran retribusi;

target retribusi; dan

tata cara pembayvaran imbal jasa.

(3) Fanm_Tuan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah Terkait.

(4) Penetapan petugas pemungut reimbusi  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan olch Walikota,

(5) Pendistribusian dan pembagian tugas petugas pemungut
retribusi dan sebagaimana dimaksud pada ayat (3} ditetapkan
oleh Kepala Perangkat Daerah Terkait.

(6) Formatl Perjanjian kerjasama untuk Pemungutan retribusi
pelayvanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud
pada avat (2} tercantum dalam Lampiran XL vang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
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Pasal 296

(1) Pemungutan retribusi parkir ditepi jalan umum dilakukan
dengan menggunakan karcis.

(2) Dalam hal Pemungutan retribusi parkir ditepi jalan umum
dikerjasamakan dengan pihak ketiga, perangkat daerah
pengelola parkir ditepi jalan umum memberikan karcis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak ketiga,

(3} Dalam hal Pemungutan retribusi parkir ditepi jalan umum
dilakukan oleh petugas pemungut retribusi, karcis
sebagaimana dimaksud pada avat (1) diberikan kepada juru
parkir scbagal petugas pemungut.

(4} Juru parkir yang ditunjuk oleh pihak ketiga atau juru parkir
vang ditetapkan oleh Perangkat Dacrah Terkait wajib
menggunakan seragam atau rompl pada saat melakukan
Pemungutan retribusi.

Pasal 297

(1) Dalam hal Pemungutan retnbusi dikerjasamakan dengan
pihak ketiga, penyetoran dilakukan ke RKUD szecara bruto
melahi SSRD sesuai dengan jangka waktu vang ditentukan
dalam perjanjian kerjasama.

(2) Pihak ketiga menyampaikan bukb penyetoran ke RKUD ke
bendahara penerimaan Perangkat Daerah Terkait.

(3) Dalam hal Pemungutan retribusi dilabukan oleh petugas
pemungut retribusi, penyetoran dilakukan oleh petugas
pemungul ke REUD melalm QRIS paling lambat 1 x 24 (satu
kali dua puluh empat] jam sectelah retnbust dibayar oleh
Wajib Retribusi.

(4) Juru  parkir selaku  petugas pemungut  retribusi
menyampaikan bukti penyetoran ke REKUD ke bendahara
penerimaan Perangkat Daerah Terkait.

(3) Bendahara penerimaan melakukan pencatatan, validasi, dan
verifikasi terhadap penyetoran retribusi yang dilakukan pihak
ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan yang
dilakukan petugas pemungut retribusi  sebagaimana
dimaksud pada avat (4).

Pasal 298

(1) Pihak ketiga diberikan imbal jasa melalui rekening belanja
pada anggaran pendapatan dan belanja dacrah.

(2} Imbal jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibenkan
jika pihak ketiga telah melakukan penyetoran retribusi sesuai
dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian
kerjasama.

(3) Pihak ketiga dilarang melakukan Pemungutan reimbusi diluar
tarifl retribusi vang ditetapkan.

(4} Pihak ketiga vang melanggar larangan scbagaimana dimaksud
pada ayal {3) dikenakan sanksi administratif berupa:

A, teguran tertulis; dan/atag
b. penundaan dan pengurangan pembayaran imbal jasa.

(5) Sanksi adminstratil sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
tidak meniadakan tuntutan pidana dalam hal kegiatan yang
dilakukan melanggar ketentuan pidana.
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Pasal 299

(1} Dalam hal petugas pemungut tidak melakukan kewajiban
penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297 ayat (4)
paling lambat sebanyak 3 (tiga) kali kewajiban penyetoran,
dikenakan sanksi administratif berupa:

a. pemberhentian sementara scbagal petugas pemungut;

b. pemberhentian sebagai petugas pemungut; dan/atau

¢. pembenan hukuman disiplin sesuai dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

(2) Sanksi administratif berupa pemberhentan sementara
sebaga petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a diberikan dalam hal pelanggaran dilakukan
scbanyak 1 (satu) kali.

(3) Banksi administratil berupa pemberhentian scbagai petugas
pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
diberikan dalam hal pelanggaran dilakukan secara berulang
lebih dari 1 {satu) kali.

(4) Sanksi administratiifl berupa pemberian hukuman disiplin
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang kepegawalan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf ¢ diberikan secara bersamaan denpgan pemberhentian
sebagal petugas pemungut.

(5) Sanksi adminstratil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak meniadakan tuntutan ganti kerugian dan  fatau
tantutan pidana dalam hal kegiatan yang dilakukan
melanggar ketentuan pidana.

Pasal 200

(1) Penagihan Retribusi terutang pada pihak ketiga dilakukan
dalam hal:

a. tidak menyetorkan Retribusi  terutang yang telah
dibayarkan olech Wajibh Retnbus:; dan [/ atau

b. membayar setelah lewat jatuh tempo yang ditetapkan
dalam perjanjian kerjasama.

(2) Jatuh tempo Penagihan untuk pihak ketiga ditetapkan 10
(sepuluh) hari sejak kewajiban penyetoran yang ditetapkan
dalam perjanjian kerjasama.

(3) Dalam jangka waktu 10 (secpuluh) hari sebagaimana
dimaksud pada ayat |2) dilakukan :

a. Perangkat Daerah Terkait menerbitkan Surat Teguran
kepada pihak ketiga untuk melunasi Retribusi yang
terutang paling lama 5 (lima) hari kerja sejak kewajiban
penyveloran;

b. pihak keliga wajib menyetorkan retribusi terutang paling
lama 5 (lima) hari kerja sejak Surat Teguran diterbitkan.

(4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada
ayatl (1) dilakukan oleh petugas Penagihan atau pejabat yang
ditunjuk oleh Perangkat Daerah Terkait.

(5) Penagihan Retribusi terutang scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan menggunakan STRD.

(6] Format Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
untuk Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan tercantum
dalam Lampiran XLI yang merupakan bagian ndak
terpisahkan dalam Peraturan Wali Kota ini.



(7} Format STRD scbagaimana dimaksud pada avat {5) untuk
Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum tercantum
dalam Lampiran XLII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dalam Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 301

(1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar retribusi terutang
atau membayar setelah lewat jatuh tempo maka dikenakan
sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% ([satu per
seratus) perbulan dari besaran Retribusi terutang, untuk
jangka waktu paling lama 12 {dua belas) bulan dan ditagih
dengan menggunakan STRD.

(2) Denda sebagaimana dimaksud pada avat (1) dihitung setelah
jatuh tempo SKRD,

Paragraf 6
Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan
Retribusi Penyediaan Tempat Usaha Berupa Pasar Grosir,

Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Pasal 302

(1} Objek Retribusi Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa
pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegatan usaha lainnya
merupakan penyediaan tempat keglatan usaha berupa
fasilitas pasar grosir dan fasilitas pasar atau pertokoan vang
dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang
disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

(2] Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Terkait.

Pasal 303

(1) Retribusi pelayanan penyediaan tempat kegiatan  usaha
berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha
lainnyva Pemungutannya dilakukan setiap bulan atau satu
kali dalam satu tahun oleh Perangkat Daerah Terkait melalui:
a. petugas pemungut retribus; atau
b. pihak ketiga melalui perjanjian kerjasama.

(2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikil memualt:

a. identitas para pihak;

b. hak dan kewajiban para pihak;

¢, lokasi;

d. jangka wakiu;

e. tanda atau informasi Pemungutan parkir;
f. besaran retribusi;

g target retribusi; dan

h. tata cara pembayaran imbal jasa.

(3) Penetapan petugas pemungul retribusi atau penunjukan
pihak ketiga scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh kepala Perangkat Daerah Terkait.

(4) Format Perjanjian kerjasama untuk Pemungutan retribusi
pelayanan penvediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar
grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
Lampiran XLII yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Wali Kota ini.



Pasal 304

(1} Pemungutan retribusi pelayanan penyediaan tempat kegiatan
usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan
usaha lainnya dilalukan dengan menggunakan SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan,

(2} Dalam hal Pemungutan retribusi dilakukan oleh petugas
pemungut, SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada
petugas pemungut.

(3) Dalam hal Pemungutan retribusi dikerjasamakan dengan
pihak ketiga, Perangkat Dacrah Terkait memberikan SKRD,
karcis, atau dokumen lain vang dipersamakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada pihak ketiga.

(4) Petugas pemungut yang ditetapkan oleh Perangkat Dacrah
Terkait atau petugas yvang ditunjuk oleh pihak ketiga wajib
menggunakan seragam pada saat melakukan Pemungutan
retribusi.

Pasal 305
(1} Setiap Wajib Retribusi yang telah ditetapkan dengan SKRD
atau dokumen lain yang dipersamakan dilarang:
a. mengalihkan tanpa persetujuan perangkat  daerah
pengelola retribusi;
b. menyewakan kembali; dan/atau
c. menjadikan jaminan pelunasan hutang,
objek retribus kepada pihak lain.
(2] Setiap Wajib Retribusi yvang melanggar larangan sebagaimana
dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi administrarif berupa:
a. teguran lisan;
b, teguran teriuls;
c. penutupan sementara; dan
d. pencabutan hak penggunaan objek retribusi.

Pasal 306

(1} Pemungutan retribusi dilakukan setiap tanggal 1 (satu)
sampai dengan tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(2) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar sesuai dengan
tangpal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan
sanksi administratif berupa bunga scbesar 1% (satu persen)
per bulan dari retribusi terutang yang tidak dibayar, untuk
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat] bulan.

(3) Petugas berkewajiban memberikan tanda bukti penerimaan
pembayaran retribusi kepada Wajib Retribusi.

Pasal 307

(1) Wajib Retribusi vang tidak melakukan pembayaran Retribusi
diberikan sanksi administratif berupa:

peringatan tertulis pertama;

peringatan tertulis kedua;

peringatan terfulis ketiga;

penutupan sementara; dan/atan

pencabutan  atau  pemindahan  izin pemakaian tempat

usaha.

(2) Peringatan tertulis pertama diberikan apabila Wajib Retribusi
menunggak selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
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Peringatan tertulis kedua diberikan apabila dalam jangka
waktu 10 (sepuluh) hari kalender setelah peringatan tertulis
pertama, Wajibh Retmibusi tdak menunaikan  kewsajiban
pembayaran retribusi tertunggak.

Peringatan tertulis ketiga diberikan apabila dalam jangka
waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak peringatan tertulis
kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wajib Retribusi
tidak menunalkan  kewajlban  pembayaran  retribusi
tertunggalk.

Penutupan sementara kios/los dilaksanakan oleh Walikota
alau pejabal vang ditunjuk apabila dalam jangka waktu 10
(sepuluh) han kalender sejak peringatan tertulis ketiga
sebagaimana dimaksud pada ayat (4] Wajib Retribusi tidak
menunaikan kewajiban pembayaran retribusi tertunggak.
Pencabutan atau pemindahan izn pemakaan tempatl usahs
Wajib Retribusi oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk,
apabila dalam jangka waktu 3 (tiga] bulan sejak penutupan
sementara tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir,
pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Wajib Retribusi tidak menunaikan
kewajiban pembayaran retribusi tertunggak.

Penindakan terhadap sanksi administratif berupa penutupan
sementara  tempat kegiatan usaha berupa pasar  grosir,
pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya dilakukan
dengan melibatkan satuan polisi pamong praja.

Pasal 308
Dalam hal Pemunpgutan retnbus: dilakukan oleh petugas
pemmungut retribusi, penyctoran dilakukan oleh petugas
pemungut kepada bendahara penerimaan dalam jangka
waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat]) jam setelah
retribusi dibavar oleh Wajib Retribusi, dengan menggunakan
kanal pembayvaran digital.
Petugas pemungut reiribusi menvampaikan tanda bukb
pembavaran retribusi kepada Wajib Retribusi.
Dalam hal Pemungutan retribusi dikerjasamakan dengan
pihak ketiga, penyetoran dilakukan ke RKUD secara bruto
melalui SSRD sesuail dengan jangka waktu vang ditentukan
dalam perjanjian kerjasama.
Pihak ketiga menyampaikan bukti penyetoran ke REUD ke
bendahara penerimaan Perangkat Daerah Terkait.
Bendahara penerimaan melakukan pencatatan, validasi, dan
verifikasi terhadap penyetoran retribusi yang dilakukan
perugas pemungut reiribusi sebagaimana dimaksud pada
aval (1) dan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat
(4).

Pasal 309
Retribusi Pelayanan penyediaan tempat kegiatan  usaha
berupa pemakaian kios/ plasa jajanan kuliner
Pemunpgutannya dilakukan satu kali dalam selahun oleh
petugas pemungut retribusi.
Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan setiap tanggal 1 [satu) sampai dengan tanggal 20
{dua puluh) di bulan pertama pemakaian kios/plasa jajanan
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Petugas pemungut retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib menyetorkan langsung kepada bendahara
penerimaan dalam jangka waktu | x 24 (satu kal dua puluh
empat) jam dengan menggunakan kanal pembayaran digital.
Petugas pemungut retribusi menyampaikan tanda bukti
pembayaran retribusi kepada Wajib Retribusi.

Pasal 310
Fihak ketiga diberikan imbal jasa melalui rekening belanja
pada anggaran pendapatan dan belanja daerah,
Imbal jasa scbagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
jika pihak ketiga telah melakukan penyetoran retribusi sesuai
dengan jangka waktu wyang ditetapkan dalam perjanjian
kerjasama.
Pihak ketiga dilarang melakukan Pemungutan retmbusi diluar
tarif retribusi yvang ditetapkan.
Pihak ketiga yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dikenakan sanksi admimistratil berupa:
a, teguran tertulis; dan/atau
b. penundaan dan pengurangan pembayaran imbal jasa.
Sanksi adminstratif sebagaimana dimaksud pada aval (4)
tidak meniadakan tuntutan pidana dalam hal kegiatan yang
dilakukan melanggar ketentuan pidana.

Pasal 311

Dalam hal petugas pemungut tidak melakukan kewajiban
penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 ayat (3)
paling lambat sebanyak 3 (tiga) kali kewajiban penyetoran,
dikenakan sanksi administratif berupa:
a. pemberhentian sementara sebagai petugas pemungul;
b, pemberhentian sebagai pelugas pemungut; danfatau
c. pemberian hukuman disiplin sesual dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
Sanksi administratif berupa pemberhentian sementara
sebapal petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hurul a diberikan dalam hal pelanpgaran dilakukan
sebanyak 1 [satu) kali.
Sanksi administratif berupa pemberhentian sebagai petugas
pernungut sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf b
diberikan dalam hal pelanggaran dilakukan secara berulang
lebih dari 1 (satu) kali.
Sanksi administratif berupa pemberian hukuman disiplin
sesual dengan kelentuan peraturan perundang-undangan di
bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ diberikan secara bersamaan dengan pemberhentian
sebagai petugas pemungut.
Sanksi adminstratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak meniadakan tuntutan ganti  kerugian dan  Jatau
tuntulan pidana dalam hal kegiatan yang dilakukan
melanggar ketentuan pidana.

Pasal 312
Penagihan Retribusi terutang pada pihak ketiga dilakukan
dalam hal:
a. tidak menyetorkan retribusi terutang; dan [ atau
b. menyetorkan retribusi terutang setelah lewat jatuh tempo.
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(2) Jatuh tempo Penagihan untuk pihak kebga ditetapkan 10
(scpulubh) har secjak kewajiban penyetoran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 309 ayat (3).

(3) Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) har  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan :

a. Perangkat Daerah Terkait menerbitkan Surat Teguran
kepada pihak ketiga untuk melunasi Retribusi vang
terutang pahng lama 5 (ima) harn kega sejak kewajiban
penyetoran;

b. pthak ketiga wajib menyetorkan retribusi terutang paling
lama 5 (lima) hari kerja sejak Surat Teguran diterbitkan.

(4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada
ayval (1) dilakukan oleh petugas Penagihan atau pejabat yang
ditunjuk oleh Perangkat Daerah Terkait.

(5) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada
ayal (1) dilakukan dengan menggunakan STRD,

[6) Format Surat Teguran schagaimana dimaksud pada avat (3)
tercantum dalam Lampiran XLIV yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dalam Peraturan Wali Kota ini,

[7) Format STRD sebagaimans dimaksud pada ayat (5) untuk
Retribusi  pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha
berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha
lainnya tercantum dalam Lampiran XLV yang merupakan
bagian tdak terpisahkan dalam Peraturan Wal Kota ini.

Paragraf 7
Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Penvediaan
Tempat Pelelangan lkan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan
Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat
Pelelangan

Pasal 313

(1) Objek Retrnnbusi penyvediaan  tempat  pelelangan ternak
termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat
pelelangan merupakan penvediaan tempat pelelangan vang
secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk
melakukan pelelangan ternak termasuk jasa pelelangan serta
fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

(2) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dilaksanakan oleh Peranglkat Daerah Terkait.

Pasal 314

(1) Perangkat Daerah Terkait melakukan perhitungan dan
penetapan retribusi  berdasarkan jenis layanan vang
dibernikan.

(2) Penghitungan dan penetapan reiribusi @ sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam kareis.

(3) Perangkat daerah wyang mengelola retribusi daerah wajb
melakukan pengadaan blanko karcis.

(4) Perangkat daerah terkait mengajukan permohonan tertulis
untuk memporforasi blanko karcis kepada Perangkat daerah
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendapatan daerah.

(5) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
{(3), Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendapatan daerah memberikan
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blanko karcis sesual dengan jumlah yang diusulkan oleh
kepala Perangkat daerah yang mengelola retribusi daerah.

(6) Perangkat daerah  yang  menyvelenggarakan  urusan
pemenntahan di bidang pendapatan daerah membenkan
blanko karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah
dilakukan legalisasi.

Pasal 315

(1) Pernungutan Retribusi dilakukan kepada Wajib Retribusi
dengan menggunakan karcis.

(2) Perangkat Daerah Terkait menvampaikan karcis sebagaimana
dimaksud pada avat (1) kepada petugas pemungut untuk
selanjutnya didistribusikan kepada Wajib Retribusi.

(3) Karcis vang didistnbusikan kepada Wajib Retribusi oleh
Petugas Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dibuktikan dengan tanda terima.

(4) Petugas Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah Terkait.

(3] Format blanko karcis Retribusi penyediaan tempat pelelangan
ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas
lainnya dalam hoghkungan tempat pelelangan tercantum
dalam Lampiran XLVl wyang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 316

(1) Wajib Retribusi wajib membayar Retribusi terutang
berdasarkan karcis.

(2) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dilunasi oleh Wajib Retribusi sebelum jatuh tempo.

(3) Pembayaran Retribusi terutang scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan kepada petugas pemungut retribusi secara
tunai atau non tunal melalui sistern pembayaran vang
disediakan oleh Perangkat Daerah Terkail secara dalam
jaringan (online).

(4) Dalam hal pembayaran retribusi terutang dibayarkan secara
tunai oleh Wajib Retribusi kepada Petugas Pemungut
Retribusi, Petugas Pemungut Retribusi wajib menyetor
kepada Bendahara Penenmaan paling lama 1 (satu) Hari
setelah penyetoran retribusi terutang oleh Wajib Retnbusi.

(3) Dalam hal pembayaran retribusi terutang dibayarkan secara
non tunai oleh Wajib Retribusi, Petugas Pemungut Retribusi
wajib menvampaikan bukti pembayaran kepada Bendahara
Penerimaan.

() Bendahara Penerimaan menyetorkan hasil penerimaan
pembayaran Retribusi terutang ke RKUD paling lambat 1x24
(satu kali dua puluh empat jam) jam.

(7) Bendahara Penerimaan melakukan pencatatan, validasi dan
verifikasi pembayaran Retribusi terutang yvang disetorkan
dalam buku penerimaan.

Paragraf 8
Tala Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Khusus
Parkir di Luar Badan Jalan

Pasal 317

(1) Objek Retribusi penyediaan tempat khusus parkir di loar
badan jalan merupakan penyediaan tempat khusus parkir di
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luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola
oleh Pemerintah Daerah.

(2} Penyvediaan tempat khusus parlar di luar badan jalan
scbagaimana dimaksud pada avat (1) terdiri atas penyediaan:
a. tempat khusus parkir di Rumah Sakit Umum Daerah; dan
b. tempat khusus parkir selain berlokasi di Rumah Salkit

Umum Daerah.

(3} Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayar (1)

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Terkait.

Pasal 318

(1) Pemungutan Retribusi penyediaan tempat khusus parkir di
luar badan jalan dilakukan oleh Perangkat Daerah Terkail
melalui juru parkir yvang sekalipus bertindak scbagai petugas
pemungut relribusi.

{2) Penetapan petugas pemungut  retribusi | sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota,

{3] Pendistribusian dan pembagian tugas petugas pemungut
retribusi dan sebagaimana dimaksud pada avat (5) ditetapkan
oleh kepala Perangkat Daerah Terkait.

Pasal 319
(1) Pemungutan retribusi penyediaan tempat khusus parkir di
luar badan jalan dilakukan dengan menggunakan karcis,
(2) Pemungutan retnibusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh pelugas pemungut retribusi.
(3) Petugas pemungut retribusi wajib menggunakan seragam
pada saat melakukan Pemungutan retribusi.

Pasal 320

(1} Petugas Pemungut Retribusi menyetorkan retribusi yang telah
dibayarkan oleh Wajib Retribusi kepada koordinator parkir
paling lambat 1 x 24 (satu kalh dua puluh empat) jam.

(2] Koordinator parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah Terkait.

[3) Keordinator parkir menyetorkan retribusi yang telah
disetorkan oleh Petugas Pemungut Retribusi sebagaimana
dimaksud pada (1) kepada Bendahara Penenmaan paling
lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

(4) Bendahara Penerimaan menyetorkan hasil penerimaan
pembayaran Retribusi terutang ke RKUD paling lambat 1x24
[satu kali dua puluh empat jam) jam.

(3) Bendahara Penerimaan melakukan pencatatan, validasi dan
verifikasi pembayaran Retribusi terutang yang disetorkan
dalam buku penerimaan.

Pasal 321
{1} Dalam hal petugas pemungut atau koordinator parkir bdak
melakukan kewajiban penvetoran scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 320 ayat (1) dan ayat (3) paling lambat sebanyak
3 (tiga] kali kewajiban penyetoran, dikenakan sanksi
administratif berupa:
a. pemberhentian sementara sebagai petugas pemungut atau
koordinator parkir;
b. pemberhentian sebagai petugas permungut atau koordinator

parkir; dan/atau



¢, pemberian hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

(2) Sanksi administratif berupa pemberhentian sementara
sebagar  pelugas pemungut atau  keordinator parkir
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam
hal pelanggaran dilakukan sebanyak 1 [satu) kali,

(3] Sanksi administratif berupa pemberhentian sebagai petugas
pemungul atau koordinator parkar scbapaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b diberikan dalam hal pelanpgsaran
dilakukan secara berulang lebih dari 1 {satu) kali.

(4] Sanksi administratif berupa pemberian hukuman disiplin
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
hidang kepegawaian scbapaimana dimaksud pada avat (1)
huruf ¢ diberikan secara bersamaan dengan pemberhentian
sebagai petugas pemungut atau koordinator parkir.

(o) Sanksi adminstratl sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak memiadakan tuntutan ganti kerugian dan Jatan
tuntutan pidana dalam hal kegiatan wang dilakukan
melanggar ketentuan pidana.

Pasal 322

(1) Pemungutan retribusi penyediaan tempat khusus parkir di
luar badan jalan juga dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah
Terkail melalui kerjasama Pemungutan dengan pihak ketiga
dengan perjanjian kerjasama.

{2) Perjanjian kerjasama pelayanan retribusi  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a, identitas para pihak;

b, hak dan kewapban para pihak;

c. lokasi;

d. jangka waldtu;

e. tanda atau informasi Pemunguian parkir;
[, besaran retribusi;

g. target retribusi; dan

h. tata cara pembayaran imbal jasa.

(3) Penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah Terkait,

(4) Format Peranjian kegasama untuk Pemungutan retribusi
penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
Lampiran XLVII yvang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Wali Kota 1im,

Pasal 323
(1) Perangkal Daerah Terkait memberikan karcis kepada pihak
ketiga dalam rangka Pemungutan retribusi parkir yang
dikerjasamakan dengan pithak ketiga.
(2) Juru parkir yang ditunjuk oleh pihak ketiga wajnb
menggunakan seragam atau rompl pada saat melakukan
Pemungutan retribusi.

Pasal 324
(1) Penyectoran untuk Pemungutan retribusi yang
dikerjasamakan dengan pihak ketiga dilakukan ke REKUD
secara bruto melalui SSRD scsual dengan jangka walilu vang
ditentukan dalam perjanjian kerasama.



(2]
(3]

(1)

()

3]

[4)

)

(1)

(2]

(3]

(4]

(=]

]

(7]

Pihak ketipga menyampaikan bukti penyetoran ke RKUD ke
bendahara penerimaan Perangkat Daerah Terkait.

Bendahara penenimaan melakukan pencatatan, validasi, dan
verifikasi terhadap penyetoran retribusi vang dilakukan pihak
ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 325
Pihak ketiga diberikan imbal jasa melalui rekening belanja
pada anggaran pendapatan dan belanja daerah,
Imbal jasa sebagaimana dimaksud pada aval (1) diberikan
Jika pihak ketiga telah melakulkan penyvetoran retribusi sesuai
dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian
kerjasama.
Pihak ketiga dilarang melakukan Pemungutan retribusi diluar
Laril retnibusi yang ditetapkan.
Pihak ketiga yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud
pada ayat [3) dikenakan sanksi administratif berupa:
a. teguran tertulis; dan/atau
b penundaan dan pengurangan pembayaran imbal jasa.
Sanksi adminstratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
tidak meniadakan tuntutan pidana dalam hal kegiatan yvang
dilakukan melanggar ketentuan pidana.,

Pasal 326

Penagihan Retribusi teratang pada pihak ketiga dilakukan

dalam hal pihak ketiga:

a. tidak menyetorkan Retribusi terutang vang telah
dibayarkan oleh Wajib Retribusi; dan / atau

b, membayar setelah lewal jatuh tempo yvang ditetaplkan
dalam perjanjian kerjasama.

Jatuh tempo Penagihan untuk pihak ketiga ditetapkan 10

(sepuluh) hari sejak kewajiban penyetoran yang ditetapkan

dalam perjanjian kerjasama.

Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) han sebagaimana

dimaksud pada ayat (2} dilakukan :

a. Perangkat Daerah Terkait menerbitkan Surat Teguran
kepada pihak ketiga untuk melunasi Retribusi yang
terutang paling lama 5 (Hma) har kerja sejak kewajiban
penyetoran;

b. pihak ketiga wajib menyetorkan retribusi terutang paling
lama 5 (lima) hari kerja sejak Surat Teguran diterbitkan.

Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan cleh petugas Penagihan atau pejabat yang

ditunjuk ocleh Peranglkat Daerah Terkait.

Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada

ayal (1) dilakukan dengan menggunakan STRD.

Format Surat Teguran scbagaimana dimaksud pada avat (3)

untuk Retribusi untuk penyediaan tempat khusus parkir

tercantum dalam Lampiran XLVIII yvang merupakan bagian

tidak terpizahkan dalam Peraturan Wali Kota imi.

Format STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk

Retribusi tempat khusus parkir diluar badan jalan tercantum

dalam Lampiran XLIX wyang merupakan baglan hdak

terpisahkan dalam Peraturan Wali Kota ini.



Paragraf @
Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan
Retribusi Rumah Pemotongan Hewan Temak

Pasal 327

(1) Objek Retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak
merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan
hewan ternak termasuk pelayanan Pemeriksaan kesehatan
hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan,
dimilila, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Terkait,

Pasal 328

(1) Perangkat Daerah Terkait melakukan penetapan retribusi
berdasarkan jenis pelayanan rumah pemotongan hewan
ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327.

(2) Penetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dicantumkan dalam karcis,

(3) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat {2) diterbitkan dan
dilegalisasi olech Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah.

{4) Blanko karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah
mutatis mulandis sebagaimana dimaksud didalam Pasal 314
avat (1) sampai dengan ayat (2.

(3) Format Blanko karcis Retribusi rumah pemotongan hewan
ternak sebagaimana dimaksud pada avat (3) tercantum dalam
Lampiran L vang merupakan bagian vang tidak terpisahkan
darn Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 329

(1) Pemungutan Retribusi dilakukan kepada Wajib Retribusi
dengan menggunakan karcis.

(2) Perangkat daerah terkait menetapkan petugas pemungut
retribusi dengan keputusan kepala perangkat daerah terkait.

(3) Petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menyvampaikan karcis kepada Wanb Retnbusi.

{4) Wajib Retribusi membayar Retribusi terutang berdasarkan
karcis.

(5] Petugas pemungut retribusi menyetorkan retribusi yang telah
dibayarkan oleh Wanb Retribusi dalam jangka waktu 1x24
jam [satu kali dua puluh empat jam) kepada Bendahara
Penerimaan melalui tunai atau melalui sistem pembayaran
yang disediakan oleh perangkat daerah terkait secara dalam
jaringan {online). .

(6) Dalam hal petugas pemungut tidak melakukan kewajiban
penyetoran  sebagaimana  dimaksud pada ayat (5) paling
lambat scbanyak 3 (tiga) kali kewsjiban penyetoran,
dikenakan sanksi administratif scbagaimana terdapat dalam
Paszal 299 ayat (1) sampai dengan ayat (3).

{7) Bendahara Penerimaan menyetorkan hasil penerimaan
pembayaran Retribusi terutang ke RKUD paling lambat 1
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(8} Bendahara penerimaan melakukan pencatatan, validasi, dan
verifikasi terhadap penyetoran retribusi vang dilakukan pihak
ketigpa sehapaimana dimaksud pada aval (2).

Paragraf 10
Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan
Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olah Raga
Pasal 330
(1) Objek pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga
merupakan pelavanan tempat rekreasi, parnwisata, dan
olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh
Pemerintah Daerah.
(2] Pemungutan retribusi sebapgaimana dimaksud pada avat (1)
dilaksanakan oleh Perangkal Daerah Terkail.

Pasal 331

(1) Perangkat Daerah Terkait melakukan penetapan retribusi
berdasarkan jenis pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan
olahraga.

{2) Penetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dicantumkan dalam karcis,

(3) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (2} diterbitkan dan
dilegalisasi oleh Perangkat Daerah vang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah.

(4) Blanko karcis scbagmimana dimaksud pada ayal (3) adalah
mutatis mutandis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314
ayat (3) sampai dengan ayat (6).

(5] Formatl Blanko karcis Retribusi tempat rekreasi, pariwisata,
dan olah raga sebagaimana dimaksud pada avat (3
tercantum dalam Lampiran L] vang merupakan bagian yvang
tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 332

(1) Pemungulan Retribusi dilakukan kepada Wajib Retribusi
dengan menggunakan karcis,

(2) Perangkat Daecrah Terkait menyampaikan karcis kepada
Petugas Pemungut untuk selanjutnya didistribusikan kepada
Wajib Retribusi.

(3) Karcis vang didistribusikan kepada Wajib Retribusi olch
Petugas Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dibuktikan dengan tanda tenma.

(4) Petugas Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2]
ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah Terkait.

Pasal 333

(1) Wajib Retribusi wajib membayar Retmbusi lerutang
berdasarkan karcis.

(2) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilunasi oleh Wajib Retribusi sebelum jatuh tempo.

(3) Pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada
ayat [2) dibayarkan melalui Petugas Pemungut secara tunai
atau non tunai melaluil sistem pembayaran yang disediakan
oleh perangkat dacrah pengelola retribusi secara dalam
jaringan (online).

At



(4)

(3]

(1]

(2)

(1)

(2]

3)

(4]

1)

(1)

(<]

Dalam hal pembayaran retnbusi terutang dibayarkan melahu
Petugas Pemungut secara tunai, Petugas Pemungut wajib
menyetorkan kepada Bendahara Penerimaan paling lama |
(satu) Han setelah penvetoran retnbusi lerutang oleh Wajb
Retribusi.

Dalam hal pembayaran retribusi terutang dibayarkan secara
non tunai, Wajib Retribusi menyvampaikan bukti pembayaran
kepada pefugas pernungul,

Pasal 334

Berdasarkan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 333 avat (4 dan avat (5), Bendahara Penerimaan
melakukan pencatatan, validasi dan venfikasi pembayaran
Retribusi terutang yang disetorkan dalam buku penerimaan.
Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
menyetorkan hasil  penerimaan pembayaran Retribusi
terutang ke RKUD paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh
cmpat) jam.

Pasal 335

Dalam hal petugas pemungutl tdak melakukan kewajban
penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333 ayat (4)
dan ayat (5], dikenakan sanksi administratif berupa:
a. pemberhentian sementara sebagal pelugas pemungul;
b. pemberhentian sehagal petugas pemungut; dan/atau
c. pemberian  hukuman disiplin sesual dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
Sanksi administratif berupa pemberhentian sementara
schagal petugas pemungut schagaimana dimaksud pada avat
(1) huruf a diberikan dalam hal pelanggaran dilakukan
sebanyak 1 {satu) kali.
Sanksi administrati§l berupa pemberhentian sebagai petugas
pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
diberikan dalam hal pelanggaran dilakukan secara berulang
lebih dari 1 (satu) kali.
Sanksi administratif berupa pemberian hukuman disiplin
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ diberikan secara bersamaan dengan pemberhentian
sebapgai petugas pemungut,
Sanksi adminstratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak meniadakan tuntutan ganti kerugian dan fatau
tuntutan pidana dalam hal kegiatan wvang dilakukan
melanggar ketentuan pidana.

Pasal 336
Pemungutan  Retribusi  Pelayanan Tempat  Rekreasi,
Pariwisata, dan Olahraga juga dapal dilakukan oleh
Perangkat Daerah Terkait melalul kerjasama Pemungutan
dengan pihak ketiga dengan perjanjian kerjasama.
Perjanjian kerjasama pelayanan retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. identitas para pihak;
b. hak dan kewajiban para pihak;
e. lokasi;
d. janghka waktu;
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(3]
(4

(1)

(2]

(1)

(2)

(3]

(1]

(2]

(3]

(4)

5]

(1)

(2)

tanda atau informasi Pemungutan parkir;

besaran retnbusi;

target retribusi; dan

tata cara pemhaj.reran imbal jasa.

Fenunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah Terkait.

Format Perjanjian kerjasama untuk Pemungutan retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayal (2) tercantum  dalam
Lampiran LII yang merupakan bagian tidak terpisahlkan dan
Peraturan Wali Kota ini.

gm0

Pasal 337
Perangkat Dacrah Terkait memberikan karcis kepada pihak
ketiga dalam rangka Pemungutan retribusi  vang
dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
Petugas pemungut yvang ditunjuk oleh pihak ketiga wagib
menggunakan seragam pada saat melakukan Pemungutan
retribusi.

Pasal 338
Penyetoran untuk Pemungutan retribusi yang
dikerjasamakan dengan pihak ketiga dilakukan ke RKUD
secara brute melalui 38RD sesuai dengan jangka wakiu vang
ditentukan dalam peganjian kerjasama,
Pihak ketiga menyampaikan bukti penyetoran ke REKUD ke
bendahara penerimaan Perangkat Daerah Terkait.
Bendahara penerimaan melakukan pencatatan, validasi, dan
verilikasi terhadap penyeloran retribusi vang dilakukan pihak
ketiga scbagaimana dimaksud pada ayat {2).

Pasal 339
Pihak ketiga dibenkan imbal jasa melalul rekening belanja
pada anggaran pendapatan dan belanja dacrah.
Imbal jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
jika pihak ketiga telah melakukan penyetoran retribusi sesuai
dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian
kerjasama.
Pihak ketiga dilarang melakukan Pemungutan retribusi diluar
tarif retribusi yang ditetapkan,
Pihak ketiga yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud
pada ayvat [3) dikenakan sanksi admimistratl berupa;
a. teguran tertulis; dan/atau
b. penundaan dan pengurangan pembayaran imbal jasa.
Sanksi adminstratii sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
tidak meniadakan tuntutan pidana dalam hal kegiatan yang
dilakukan melanggar ketentuan pidana.

Pasal 340
Penagihan Retribusi terutang pada pithak ketiga dilakukan
dalam hal pihak ketiga:
a, tidak menyetorkan Retribusi  terutang yang tclah
dibavarkan oleh Wajib Retribusi; dan [ atau
b, membayar selelah lewat jaiuh tempo yang ditetapkan
dalam perjanjian kerjasama.
Jatuh tempo Penagihan untuk pihak ketiga ditetapkan 10
(sepuluh) hari sejak kewajiban penyetoran yvang ditetapkan
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dalam perjanjian kerjasama.

(3) Dalam jangka waktu 10 (scpuluh) hari scbagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan :

a. Perangkat Daerah Terkait menerbitkan Surat Teguran
kepada pihak ketiga untuk melunasi Retribusi  yvang
terutang paling lama 5 (lma) han kerja sgjak kewajiban
penyvetoran;

b. pihak ketiga wajib menyetorkan retribusi terutang paling
lama 5 (ima) han kerja sejak Sural Teguran diterbitkan.

(4) Penagihan Retnbusi terutang scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh petugas Penagihan atau pejabat vang
ditunjuk oleh Perangkat Daerah Terkait.

(5) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan menggunakan STRD.

(6) Format Surat Teguran sebagsimana dimaksud pada ayat (3)
untuk Retribusi tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga
tercantum dalam Lampiran LI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dalam Peraturan Wali Kota ini.

(7} Format STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5] untuk
Retribusi tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga
tercantum dalam Lampiran LIV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dalam Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 10
Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan
Retribusi Penjualan Produks: Hasil Usaha Pemernntah Daerah

Pasal 341
(1) Objek Retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah
Daerah merupakan penjualan hasil produks: usaha Daerah
olech Pemerintah Daerah.
(2] Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Terkait.

Pasal 342

(1) Pendaftaran Wajib Retribusi dilakukan terhadap calon Wajib
Retribusi yvang memperoleh pelayanan penjualan  hasil
produksi usaha daerah dari Perangkat Daerah Terkait.

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan oleh perorangan/individu dan Badan deéngan
menggunakan formulir pendaftaran yang disediakan oleh
Perangkal Daerah Terkait.

(3) Pendaftaran scbagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
diajukan seccara luar jarngan (offting] atau dalam jaringan
{orling) melalui pemanfataan telmologi informasi.

(4) Format formulir pendaftaran Retribusi penjualan produksi
hasil usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tercantum dalam Lampiran LV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Wali Kota ini,

Pasal 343
(1) Perangkat Daerah Terkait melakukan penetapan retnibusi
berdasarkan pelayanan yvang diberikan.
{2) Penetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada awyat (1)
dicantumkan dalam SKRD atau dokumen lain wvang

dipersamalkan.



(3)

(4}

(1]

(2]

(3

(1}
(2]
(3

(4]

(2]

(&)

(1]

(2]

(1)

(2)

SKRD atau dokumen lain yvang dipersamakan sebagmimana
dimaksud pada ayat (2] diterbitkan oleh Perangkat Daerah
Terkait.,

Blanko SBKRD schagaimana dimaksud pada avat {3) untuk
retribusi penjualan produksi hasil usaha pemerintah daerah
tercantum dalam Lampiran LVI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 344
Permmungutan Retribusi dilakukan kepada Wajib Retribusi
dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain  yang
dipersamalkan.
Perangkat Daerah Terkait menyampaikan SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepada Petugas Pemungut untuk selanjutnya
berikan kepada Wajib Retribusi,
Petugas Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah Terkait.

Pasal 345
Wajib  Retribusi  wajib  membayvar Retribusi  lerutang
berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan,
Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilunasi oleh Wajib Retribusi sebelum jatuh tempao.
Pembayaran Retribusi terutang schagaimana dimaksud pada
ayat (2} disetorkan melalui Petugas Pemungut secara tunai
atau melalui sistern pembayvaran yang disediakan oleh
perangkat daerah pengelola retribusi secara dalam jaringan
(online).
Dalam hal pembayaran retribusi terutang disetorkan melalui
Petugas Pemungut secara tunai, Petugas Pemungut wajib
menyetorkan  kepada Bendahara Penerimaan/Bendahara
FPenerimaan Pembantu palng lama 1 (satu) Han setelah
penyetoran retribusi terutang oleh Wajib Retnbusi.
Dalam hal pembayaran retribusi terutang disetorkan melaha
sistem pembayvaran yvang disediakan oleh perangkat daerah
pengelola retribusi secara dalam jaringan (online), Wajib
Retribusi wajib menyampaikan bukb pembayaran kepada
petugas pemungut.
Pembavaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) harus dilunasi sckaligus oleh Wajib Retribusi.

Pasal 346
Berdasarkan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 345, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penenmaan
Pembantu melakukan pencataran, wvalidasi dan wverifikasi
pembayaran Retribusi terulang yvang disetorkan dalam bulku
penerimaan.
Bendahara Penerimaan/Bendahara Penernmmaan Pembantu
menyetorkan hasil penerimaan pembayaran Retribusi
terutang ke RKUD paling lambat 1 {satu) Hari.

Pasal 347
Pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 345 diberikan tanda bukti pembayaran berupa SSED
setelah  Wajib Retribusi  menyampaikan bukti  setor/
pembayaran.
Format SSRD secbagamimana dimaksud pada ayat (1) untuk
retribusi penjualan produksi hasil usaha Pemerintah Daerah
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tercantum dalam Lampiran LVIl yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini,
Paragraf 11
Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang Tidak Mengganggu

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah

(1}

2]

(1)

(<]

(3

(4

(1]
(2

dan /atau Optimalisasi Aset Daerah dengan Tidak Mengubah
Status Kepemilikan sesuail dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan

Pasal 3438
Objck Retribusi pemanfaatan aset Daerah yang tdak
mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi
perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan
tidak mengubah status kepermilikan sesual dengan ketentuan
peraturan perundang- adalah pemanfaatan barang milik
Daerah yvang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan
fungsi organisasi perangkai Daerah dan/ atau optimalisasi
barang mbk Dacerah dengan tdak mengubah status
kepemilikan sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan untuk fujuan meningkatkan perekonomian
masyarakat atau layanan umum,
Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Terkait.

Pasal 349
Pendaftaran Wajib Retribusi dilakukan terhadap calon Wajib
Retribusi yvang memperoleh pelayanan atas Pemanfaatan aset
daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan
fungsi organisasi perangkal daerah dan/atau optimalisasi
asct daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh calon Wajib Retribusi dengan menggunakan formulir
pendaftaran yvang disediakan oleh Perangkatl Daerah Terkait.
Pendaftaran sebapaimana dimaksud pada ayat (2] dapat
diajukan secara luar jaringan [offline] atau dalam jaringan
{online) melalui pemanfataan teknologi informasi.
Format formulir pendaftaran Retribusi pemanfaatan aset
Daerah vang tdak mengpanggu penyvelenggaraan tugas dan
fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi
asct Daecrah dengan tidak mengubah stamus kepemilikan
seguai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lercantum dalam
lampiran LVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan
Peraturan Wali Kota ini,

Pasal 330
Perangkat Daerah Terkait melakukan penetapan retribusi
berdasarkan pelayanan vang diberikan.
Penetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dicantumkan dalam SKRD atau dokumen lain yang
dipersamalkan.

(3 SKRD atau dokumen lain yvang dipersamakan secbagmimana

dimaksud pada ayat (2] diterbitkan oleh Perangkat Daerah
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(4] Blanko SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk

(1)

()

(3

(1)
(2l
(3)

(4

(=]

(7]

(1)

(2]

Retribusi pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu
penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat
Daerah dan/atau optimalisasi aset Dacrah dengan tidak
mengubah status kepemilikan sesual dengan Ketentuan
Peraturan Perundang-undangan tercantum dalam Lampiran
LIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Wali Kota ini.

Pasal 351
Pemungutan Retribusi dilakukan kepada Wajib Retribusi
dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain vang
dipersamalkan.
Perangkat Daerah Terkait menyampaikan SKRD atau
dokumen lain vang dipersamakan secbagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepada Petugas Pemungut untuk selanjutnya
berikan kepada Wajib Retribusi.
Petugas Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan oleh Kepala Perangkal Daerah Terkait.

Pasal 352
Wajib Retribusi  wajib membayar Retribusi terutang
berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamalksn.
Retribusi terutang scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilunasi olch Wajib Retribusi sebelum jatuh tempo.
Pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada
ayat (2] disetorkan melalui Petugas Pemungut secara tunai
atay melal sistermn  pembayaran yang disediakan oleh
perangkat dacrah pengelola retribusi secara dalam jaringan
(online).
Dalam hal pembayaran retribusi terutang disetorkan melalui
Pelugas Pemungul secara tunai, Petugas Pemungut wajb
menyetorkan  kepada Bendahara Penerimaan/Bendahara
Penerimaan Pembantu paling lama 1 (satu] Hari setelah
penyetoran retribusi terutang oleh Wajib Retribusi.
Dalam hal pembayaran retribus terutang disetorkan melaha
sistem pembayaran yang disediakan oleh perangkat daerah
pengelola retribusi secara dalam jaringan (online), Wajub
Retribusi wajib menyvampaikan bukti pembayaran kepada
petugas pemungut,
Pembayaran Retribusi terutang scbagmimana dimaksud pada
ayat (3) harus dilunasi sekaligus oleh Wajib Retribusi.

Pasal 353

Berdasarkan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 352, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu melakukan pencatatan, wvalidasi dan verifikasi
pembayaran Retribusi terutang yang disetorkan dalam buku
penerimaan.

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
menyetorkan  hasil  penerimaan pembayaran Retribusi
terutang ke RKUD paling lambat 1 [sam) Hari.

ras



(1)

[2)

(1)

(2)

(1)

1]
(3]

(1)

(2]

13
(4]

Pasal 354

Pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 352 diberikan tanda bukti pembayaran berupa SSRD
setelah Wajib Retribusi menyampaikan bukti
setor/ pembayaran.

Format S5RD sebagaimana dimaksud pada aval (1) untuk
Hetribusi pemanfaatan aset Dacrah yvang tidak mengganggu
penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat
Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan fidak
mengubah  status  kepemilikan  sesuai dengan  Ketentuan
Peraturan Perundang-undangan tercantum dalam Lampiran
LX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan
Wali Kota ini.

Pasal 355
Setiap Wajib Retribusi yang telah ditetapkan dengan SKRD
dilarang:
a. menyewakan kembali; dan/atan
b. menjadikan jaminan pelunasan hutang,
objek retribusi kepada pihak lain.
Setiap Wajib Retribusi yang melanggar larangan sebagaimana
dimaksud aval {1) dikenakan sanksi administratil berupa:
d. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan
¢. pencabutan hak penggunaan objek retribusi.

Pasal 356
Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepal pada
wakmunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi
administratil berupa denda sebesar 1% (satu persen) setiap
bulan dari besarnya Retribusi yvang terutang atau kurang
bayar dan ditagih dengan STED,.
Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung setelah
Jatuh tempo SKRD.
Dalam hal Wajib Retribusi mempunyai tunggakan selama 1
[satu) mingeu sejak jatuh  tempo  Retnibusi  terutang
sebagaimana dimaksud pada avat (2], Wajib Retribusi tidak
dapat menggunakan hak atas objek retribusi.

Pasal 357
Penagihan Retribusi  terutang kepada Wajib Retribusi
dilakukan dalam hal:
a. Wajib Retribusi tidak membayar Retribusi terutang;
b. Wajib Retribusi membayar setelah jatuh tempo; dan/atan
¢. Wajib Retribusi kurang bayar Retribusi.
Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh Petugas Penagihan atau Pejabat yang
ditunjuk oleh kepala perangkat daerah pengelola retribusi.
Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menggunakan 3TRD,
Format STRD scbagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk
Retribusi pemanfaatan asct Daerah yang tdak mengganggu
penyelenggaraan tugas dan fungsi orgamsasi Peranghkal
Daerah dan/atau optimalisasi asct Daerah dengan tidak
mengubah status kepemilikan sesuai dengan Ketentuan
Perafuran Perundang-undangantercantum dalam Lampiran
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LXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Wali Kota ini.

Pasal 358

(1) Sebelum  melakukan  Penagihan  Retribusi  terutang
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 357, kepala perangkat
daerah  terkait menerbitkan  Sural  Teguran  atau
pembentahuan lain yang sejenis kepada Wajlb Retribus
untuk melunasi Retribusi.

(2) Surat Teguran atau pemberitahuan lain wyang sejenis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling
lama 3 (tiga) Hari sejak jatuh tempo pembayaran Retribusi
terutang.

(3) Wajib Retribusi wajib melunasi Retribusi terutang beserta
dendanya paling lama 3 (tiga) Hari sejak tanggal Surat
Teguran atau pemberntahuan lain yvang sgjenis sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diterima oleh Wajib Retnbusi.

Paragraf 12
Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan
Retrnibusi Persetujuan Bangunan Gedung

Pasal 359
(1} Ohjek retribusi PBG adalah pungutan atas penerbitan PBG
dan sertifikat laik [ungsi Bangunan Gedung,
(2] Pemungutan retribusi PBG tidak dapat diborongkan.
(3] Pemungutan reiribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Terkait,

Pasal 360

(1) Retribusi PBG dipungut menggunakan SKRD atau dokumen
lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak
maupun dokumen elektronik.

(2} Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Retmbusi PBG
tercantum dalam Lampiran LXII yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 361

(1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran atau penyetoran
kepada Bendahara Penerimaan berdasarkan SKRD atau
dokumen lain yvang dipersamakan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 360.

(2) Pembayaran atau penyetoran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak SKED
atau dokumen lain vang dipersamakan diterbitkan,

Pasal 362
(1) Pembayaran atau penyctoran Retribusi dilakukan dengan
menggunakan SSRD melalui rekening Bendahara Penerimaan
Perangkat Daerah Terkait atau dengan cara lain melalu
tempal pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
[2) Wajib Retribusi melakulcan pembayaran retribusi
sethagaimana dimaksud pada ayat (1} dan menyampaikan
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bukti setoran atau bukti transfer ke pejabat yvang ditunjuk
untuk penerbitan PBG.

(3) Berdasarkan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat
{2), Bendahara Penenmaan melakukan pencatatan, validasi
dan verifikasi pembayaran Retribusi terutang yang disetorkan
dalam buku penerimaan.

Pasal 363
(1) Pembayaran atau penyetoran Retribusi PBG sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 362 dilakukan oleh Bendahara

Penernimaan ke Kas Umum Dacrah dalam waktu 1 x 24 (satu

kali dua puluh empat) jam.

(2) Dalam hal Bendahara Penerimaan berhalangan, maka diatmr
dengan ketentuan sebagai berikut:

a.apabila 3 (tiga) han sampai dengan paling lama 1 (satu)
bulan, wajib memberikan kuasa kepada pejabat yang
ditunjuk untuk melakukan penvetoran dan tugas-tugas
bendahara penerimaan atas tanggung jawab bendahara
vang bersangkutan dengan diketahw Kepala Perangkat
Daerah Terkait;

b. apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai dengan paling lama
3 (tiga) bulan, harus ditunjuk pejabat Bendahara
Penerimaan vang dilakukan dengan Benta Acara Serah
Terima; dan

c. apabila melebihi 3 (tiga) bulan Bendahara Penerimaan
belum dapat melaksanakan tugasnya, maka dianggap
mengundurkan din atau berhenti dan jabatan Bendahara
Penerimaan dan harus dilakukan penggantian dengan
mengusulkan  pejabat  baru  untuk ditunjuk  sebagai
Bendahara Penerimaan pengganti vang ditetapkan dengan
Keputusan Wali kota.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyvelenggaraan Kerja S8ama Atau
Penunjukan Pihak Ketiga

Pasal 364

(1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atan
penunjukan pihak ketga dalam melakukan Pemungutan
Retribusi.

i2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. badan usaha berbadan hukum;

b. organisasi dan lembaga kemasyarakatan; atau
¢, persenrangan.

(3) Kerja sama alau penunjukan pihak ketiga sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif,
pengawasan, dan Pemeriksaan.

(4) Pemungutan Retribusi yvang dilaksanakan oleh pihak ketiga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
berdasarkan  pertimbangan  efisiensi dan  efektivitas
Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib
Retribusi.

Pas=sal 365
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(1) Kerjasama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan
Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
364 dapat dilaksanakan dengan mekanisme:

a. Pemerintah Daerah mengajukan penawaran kerja sama
kepada pihak ketiga; atau

b. Pemenntah Daerah menenma penawaran kerja sama darn
pthak ketiga,

(2) Kerjasama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan
Pemungutan Retribusi Pemungutan Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui perjanjian
kerjasama dengan pihak ketiga.

(3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
memenuhi kriteria mempunyai kemampuan sumber daya
manusia yang mencukupi dalam pemungutan Retribusi.

(4) Perjanpan kerjasama Retribusi scbagaimana dimaksud pada
ayat (2} paling sedikit memuat:

a. identitas para pihak;

b. hak dan kewajiban para pihak;

¢. targel Kinerja dan besaran imbalan jasa; dan
d. jangka waktu.

(3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilaksanakan sesuai  ketentuan peraturan perundang-
undangan

Pasal 366
(1) Penerimaan Retribusi vang dilaksanakan oleh pihak ketiga
disetor ke RKUD secara bruto.
(2) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga dilakukan melalui
belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan Penerimaan Betribusi

Pasal 367
(1) Perangkal Daerah yang memungut Retribusi mengalokasikan
penenmaan  Retnbusi untuk  mendana kegratan yang
berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yvang
bersangkutan.
(2) Hasil penerimaan retribusi pelayanan kesehatan untuk
Program Peningkalan Pelayvanan Kesehatan yvang terdirt dari
a. semua kebutuhan belanja pegawai;
b. semua kebutuhan belanja barang dan jasa; dan/atau
c. semua kebutuhan belanja modal.
(3) Hasil penerimaan retribusi pelayanan kebersihan diutamakan
alokasinya untuk:
a. penyediaan sarana dan prasarana pelayvanan kebersihan,
b. operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana
pelayanan kebersihan; dan/atau
¢, untuk pembinaan dan pengawasan terhadap petugas
kebersihan,
(4) Hasil penerimaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan
umum diutamakan alokasinya untuk:
a. penyediaan sarana dan prasarana pelayanan parkirc di tepi
Jjalan umum;
b. operasional dan pemehharaan sarana dan  prasarana
pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan/atau



c. pembinaan dan pengawasan terhadap juru parkir.

(5) Hasil penerimaan retribusi pelayanan pasar diutamakan
alokasinva untuk:

a. penyediaan sarana dan prasaranha pelayanan pasar;

b. operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana
pelayanan pasar;

¢, memenuhi  serta meningkatkan pelayanan dalam  hal
penyediaan, penggunaan dan perawatan fasilitas pasar
vang berupa pelataran, kios dan los dan juga operasional
keamanan dan ketertiban di kawasan pasar; dan/atau

d. pembinaan dan pengawasan terhadap pedagang kaki lima
dan asongan di kawasan pasar.

(6) Hasil penerimaan retribusi penvediaan tempat kegiatan usaha
berupa pasar grosir , pertokoan, dan tempat kegiatan usaha
lainnya untuk:

a. penyediaan sarana dan prasarana penyediaan tempat
kegiatan usaha berupa pasar grosir , pertokoan, dan
tempat kegiatan usaha lainnya;

b, operasional dan pemcliharaan sarana dan prasarana
penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir |
pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; dan/atau

c. pembinaan dan pengawasan terhadap pedagang pasar
grosir, perlokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.

(7) Hasil penerimaan retribusi penyediaan tempat pelelangan
ternak termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat
pelelangan untuk:

a, penyediaan sarana dan prasarana penyediaan tempat
pelelangan termak  termasuk  fasilitas  lainnya  dalam
linglungan tempat pelelangan;

b. operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana
penyvediaan tempatl pelelangan lernak termasuk fasihitas
lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; dan/atau

c. pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pelelangan
ternak dan hewan ternak;

(8) Hasil penerimaan retribusi penyediaan tempat khusus parkir
di luar badan jalan dintamakan alokasinyas untuk:

a. penyediaan sarana dan prasarana penyediaan tempat

khusus parkir di luar badan jalan;

b. operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana

penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan,

c. pembinaan dan pengawasan terhadap juru parkir;

dan/fatau

d. operasional sub kegiatan pengawasan atas penerapan

persyaratan  teknis  untuk  pemasukan  danj/atau
pengeluaran hewan, produk hewan dan media pembawa
penyakit hewan lainnya.

(9] Hasil penerimaan retribusi pelayanan rumah pemotongan
hewan ternak diutamakan alokasinya untuk:

a. penyediaan  sarana dan prasarana pelayanan rumah
pemotongan hewan ternak;

b. operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana
pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;

c. pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pemotongan
hewan ternak;

d. belanja jasa tenaga kesehatan,; dan/atau

e. belanja lembur dan uang makan lembur.,
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(l10)Hasil penerimaan  retribusi pelayvanan  tempat  rekreasi,
pariwisata, dan olahraga diutamakan alokasinya untuk:

a. penyediaan sarana dan prasarana pariwisata dan olahraga;

b. operasional dan pemeliharaan sarana dan  prasarana
pariwisata dan olahrags; dan/atau

c. pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengelola
tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

{11)Hasil penerimaan retribusi penjualan hasil produksi usaha
daerah berupa penjualan sapi dan penjualan kotoran sapi
diutamakan alokasinya untuk :

a. peningkatan pelayanan BLUD UPTD pembibitan dan pakan
ternak;

br. penyediaan sarana dan prasarana BLUD UPTD pembibitan
dan pakan ternak; dan/atau

c. operasional BLUD UPTD pembibitan dan pakan ternak

(12) Hasil Penerimaan retribusi penjualan produk usaha daerah
berupa penjualan benih padi dan benih ikan diutamakan
alokasinyva untulc:

a. peningkatan pelayanan UPTD perbenihan dan pelayanan
jasa alsintan;

b. penyediaan sarana dan prasarana UPTD perbenihan dan
pelayanan jasa alsintan;

c. operasional UPTD perbenihan dan pelayanan jasa
alsintan sub kegiatan peningkatan kualitas sumber daya
penetik hewan/tanaman;dan fatau

d. pemingkatan pelayanan UPTD perbenihan dan pakan ikan;

e. penyediaan sarana dan prasarana UPTD perbenihan dan
pakan ikan.

(13) Hasil penerimaan Retrnbus: pemanfaalan aset dacrah vang
tidak menpganggu penyelenggaraan  tugas dan  fungsi
organisasi perangkat Dacrah dan/atau optimalisasi aset
Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan berupa
pemanfaatan Bangunan milik pemerintah daerah [ kandang
sapm dan pemanfaatan / pemakaan alal mesin pertanian
diutamakan alokasinya untulk :

a. peningkatan pelayanan BLUD UPTD pembibitan dan
pakan ternak;

b, penyediaan  sarana  dan prasarana  BLUD  UPTD
pecmbibitan dan pakan ternalk;

c. operasional BLUD UPTD pembibitan dan pakan ternak;

d. peningkatan pelayanan UPTD perbenihan dan pelayanan
jasa alsintan; dan/atau

¢, penyediaan sarana dan prasarana UPTD perbemban dan
pelayanan jasa alsintan.

{14) Hasil penerimaan restribusi di sentra industri kecil dan
menengah rendang dintamakan alokasinya untuk ¢
a, penyediaan sarana dan prasarana;
b. operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana sentra
industri kecil dan menengah rendang ; danfatau
c. pembinaan dan pengawasan petugas di osentra industin
kecil dan menengah rendang .
(15) Hasil penerimaan retribusi pemakaian keckayvaan dacrah alat
berat diutamakan alokasinya untuk:
a. peningkatan pelayanan UPTD alat berat;
b. penyediaan sarana dan prasarana alat berat;
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¢. operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana alat
berat; dan/atau

d. pembinaan dan pengawasan terhadap petugas UPTD alal
berat.

(16} Hasil penenmaan retnbusi pemakalan kekayaan daerah

laboratorium konstruks: dintamakan alokasinya untuk:

a. peningkatan pelayvanan UPTD laboratorium konstruksi;

b. penvediaan sarana dan  prasarana  laboratorium
konstruksi;

£, operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana
laboratorium konstruksi | dan/fatau

d. pembinaan dan pengawasan terhadap petugas
laboratorium konstruksi,

(17} Hasil penerimasn retribusi PBG  diutamakan alokasinya

untuk:

a. peningkatan pelayanan PBG;

b. penvediaan sarana dan prasarana pelayvanan PBG;

¢, operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana
pelayanan PBQG; dan/atau

d. pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pelayanan
PBG.

Bagian Keempat
Tata Cara Pemeriksaan Retribusi

Pasal 368

(1) Wali Kota berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan tujuan lain
dalam  rangka melaksanakan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi,

{2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban Retribusi sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dilakukan dalam hal:

a. Wajbk Retribusi mengajukan  pengembalian atau
kompensasi kelebihan pembayaran;

b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang
menunjukkan bahwa Retnibusi vang terutang tidak atau
kurang dibayar; atau

c. Wajib Retribusi  vyang terpilih  untuk dilakukan
Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.

(3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:

a. pemberian NPWRD secara jabatan;

b. penghapusan NPWRD;

c. penyclesaian permohonan keberatan Wajib Retribusi;

d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atan

e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Retribus,

(4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada
ayat [3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan
maleri vang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan melalui Pemeriksaan Kantor maupun Pemeriksaan
Lapangan.
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Pasal 369
(1) Pemeriksaan  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal 368
dilaksanakan oleh pemeriksa Retribusi berdasarkan surat
perintah  Pemeriksaan vyang ditetapkan kepala Perangkat
Daerah Terkait.
(2} Dalam hal diperlukan, Pemenksaan dapat dilaksanakan oleh
tenaga ahli dan luar lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 370

(1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 369, kewajiban Wajib Retribusi vang diperiksa
meliputi:

a. memperlihatkan danfatau  meminjamkan buku  atau
catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen
lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang
terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasula tempat atau
ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan
guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atan

c. memberikan keterangan yvang dipE rlukan.

(2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 369, hak Wajib Retnbusi yang diperiksa paling
sedikit:

a. meminta identitas dan bukt penugasan Pemeriksaan
kepada pemeriksa;

b. meminta kepada - pemenksa  untuk — memberikan
penjelasan tentang alasan dan mijuan Pemeriksaan; dan

c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan
tanggapan atau penjelasan alas hasil Pemenksaan.

(3) Dalam hal Wapb Retrnibusi tidak memenuhi kewajiban
scbhagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Retribusi
terutang ditetapkan secara jabatan.

Pasal 371

(1) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dalam rangka untuk
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam
rangka Wajibh Retnobusi mengajukan pengembalian  atau
kompensasi kelebihan pembayaran scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 368 ayat (2] huruf a, Wajib Retribusi mengajukan
surat permohonan pengembalian atau kompensasi kelebihan
pembayaran Retribusi ke Kepala Perangkat Daerah Terkait
dengan melampirkan;

a. BKRD atau sejenisnya;

b. bukt setor;

e, [ptokop buku tabungan,; dan
d. fotokopi kartu identitas.

(2) Kepala Perangkat Daerah Terkait melakukan Pemeriksaan
terhadap permohonan pengembalian atau kompensasi
kelebihan pembayaran Hetribusi scbagaimana dimaksud pada
ayat (1).

(3} Kepala Perangkat Daerah Terkait menerbitkan 3SP2
berdasarkan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
{2).

(4} Kepala Perangkat Daerah Terkait melakukan Pemeriksaan
Retribusi dan menyiapkan BAHP.



(3] Kepala Perangkat Dacrah Terkait memanggil Wajib Retribusi
untuk hadir dan menandatangani BAHP.

(0) Kepala Perangkat Daerah Terkait menyiapkan SKRDLB
berdasarkan BAHP yang tclah ditandatangani sebapaimana
dimaksud pada ayat (4).

Hagian Kelima
Tata Cara Penghapusan Plutang Retribusi

Pasal 372

(1} Prutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak
uniuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat
dihapuskan.

(2) Penghapusan piutang Retribusi diberikan dalam bentuk
penghapusan dari seluruh besaran retribusi yang terutang
termasuk sanksi adminisiratil berupa bunga, denda yang
tercantum dalam SKRD,

(3) Jemis  piutang Retribusi yvang dapat  diusulkan untuk
dilalkutkan penghapusan dalam Peraturan Wali Kota ini
meliputi:

a., Retnbus jasa umum;
b. Retribusi jasa usaha; dan
c. Retribusi perizinan tertentu.

(4} Piutang Retribusi Daerah yvang dapat dihapuskan adalah
Piutang Retribusi Daerah yang tercantum dalam:

a. oKRED;dan
b. STRD.

Pasal 373

(1) Wali Kota dapat menghapuskan Piutang Retribusi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372,

(2} Penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimalsud pada
ayat (1) dilakukan terhadap:

a. piutang Retribusi yang kedaluwarsa; dan/atau
b. piutang Retribusi yvang tidak dapat ditagih.
(3) Penghapusan piutang Retnibusi dibenkan dalam bentuk
penghapusan darl scluruh besaran retnbusi yvang terutang
termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda yang
tercantum dalam SKRD.
{4) Piutang Retribusi vang dapal dihapuskan sebagaimana
dimaksud pada avat (1) berlaku untuk Wajib Retribusi orang
pribadi dan Wajib Retribusi Badan.
(3] Piutang Retribusi yang dapat dihapuskan untuk Wajib
Retribusi orang pnbadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2]
adalah Piutang Retribusi yang tidak dapat ditagih lag karena:
a. Wajilk Retribusi meninggal dunia dan tidak mempunyai
harta warisan atau kekayaan;

b. Wajiby Retribusi tdak dapat ditemukan;

¢. hak untuk melakukan Penagihan Retribusi sudah
daluwarsa;

d.dokumen sebagai dasar Penagihan Retribusi tidak
ditermukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal
sesual dengan kelentuan  peraturan perundang-
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e, hak Daerah untuk melakukan Penagihan Retribusi tidak
dapat dilaksanakan karena kondisi lerteniu sehubungan
dengan  adanya  perubahan  kebijakan  dan/atau
berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Wali Kota.

Piutang Retribusi yang dapat dihapuskan untuk Wajib

Retribusi Badan sebagaimana dimaksud pada ayval (2] adalah

piutang Retribusi Daerah yang tdak dapat ditagih lag

karena:

a. Wajib Retribusi bubar, likuidasi, atau pailit dan Wajib
Retribusi tidak dapat ditemukan:

b.hak uniuk melakukan Penagihan Retribusi  sudah
daluwarsa;

¢. dokumen scbagai dasar Penagihan Retribusi ftidak
diternukan dan telah dilakukan penelasuran secara opltimal
sesual dengan ketentuan perundang-undangan;dan

d. hak Daerah uniuk melakukan Penagihan Hetribusi tidak
dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan
dengan  adanya  perubahan kebijakan  dan/fatau
berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 374

Hak untuk Penagihan Retribusi, kedaluwarsa sctelah
melampauwl jangka waktu 3 (bga) tahun terhitung sejak saat
terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi
melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
Kedaluwarsa Penagihan Reiribusi sebagaimana dimaksud
pada ayal (1) tertangguh apabila;
a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; dan
b. ada pengaluan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik

langsung maupun tidak langsung.
Dalam hal diterbitkan Surat Tepuran dan/atau Surat Paksa
schagaimana dimaksud pada ayat [2) huruf a kedaluwarsa
Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran
dan/fatau Surat Paksa yvang dibuktikan dengan tanda terima
dan/atau berita acara penyampaian Surat Paksa.
Pengakuan utang Retnbusi secara langsung scbagmimana
dimaksud pada ayat (2] huruf b, Wajib Retribusi dengan
kesadarannya menyatakan masih mempunyal utang Retribust
Daerah dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
Pengakuan ulang Retribusi  secara  lidak  langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurul b, dapat
diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh
Wajib Retnibus,

Pasal 375
Pada setiap akhir tahun anggaran, kepala Peranglkat Daerah
pengelola Retribusi membuat daftar usulan Penghapusan
Fiutang Retribusi.
Daltar usulan penghapusan piutang Retribusi sebagaimana
dirnaksud pada avat (1) paling sedikit memuat:
a. nama Wajib Retnbusi;
b. alamat Wajib Retribusi;
c. NPWPD;
d. jenis Retribusi;

£



e. tahun Retribusi;

[. jumlah piutang Retrnibusi vang akan dihapuskan;

g. tindakan Penagihan yang pernah dilakukan; dan

h. alasan dihapuskan.

(3) Retribusi hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah
adanya laporan hasil Peneliian dengan prosedur sebagai
berikut:

a. dilakukan inventarisasi Piutang Retribusi vang sudah tidak
dapat atau tdak mungkin dilakukan Penagihannya olch
Perangkat Daerah penggelola Retribusi

b. hasil inventarisir sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
diaudit oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urisan pemerintahan daerah dibidang pengawasan,

c. hasil audit disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah
Terkait, pengegelola Retribusi; dan

d. kepala Perangkal Daerah menyampaikan  usulan
penghapusan piutang Retribusi kepada Wali Kota.

Pasal 376

(1) Berdasarkan dafiar usulan penghapusan piutang Retribusi
kepala Perangkal Daerah membentuk tim Penelitian.

(2} Tim Peneliian scbagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas unsur Perangkat Daerah Terkait dan dapat melibatkan
Perangkat Daerah lain.

(3) Tim Penelitian scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 377
(1) Tim Penecliban scbagaimana dimaksud dalam Pasal 376
melakukan Penelitian terhadap daftar usulan penghapusan
piutang Retribusi.
{2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan tahapan:

a. mengklasifikasikan piutang Retribusi yvang memenuhi
kriteria untuk dilakukan penghapusan piutang Retribusi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 avat (2) huruf a
dan huruf b;

b. Penelitian terhadap piutang Retribusi yang memenuhi
kriteria uniuk dilakukan penghapusan piutang Retribusi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 ayat [2) huraf a
dilakukan secara admimistratil yang hasinya dituanghkan
dalam berita acara Penclitian administratif;

c. Penelitian terhadap piutang Retribusi yang memenuhi
kriteria untuk dilakukan penghapusan piutang Retribusi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 ayat (2) huruf b
dilakukan secara admimistratfl dan tekmis;

d. Penclitian teknis sebagaimana dimaksud pada hurul ¢
dilakukan melalui Penelitian lapangan dan/atau Penelitian
kantor terhadap piutang HRetribusi yang hasilnya
dituangkan dalam berita acara Penelitian Lapangan
dan/atau Penelitian Kantor;

e. menyvusun rekapitulasi  hasil Peneliian  administratif
dan/atau rekapitulasi hasil Penelitian Lapangan dan/atan
Penelitian Kantor guna divalidasi oleh kepala Perangkat

Daerah yang memuat ;

1. nomor oljek Retribuss;



2. nama dan alamat Wajib Retribusi;

3. alamat objek Retribusi;

4. masa retribusi atau tahun retribusi;

5. jumlah piutang Retribusi; dan/atau

6. alasan penghapusan piutang Retribusi;

[. menyusun laporan penghapusan piutang retribusi daerah
yvang telah kedaluwarsa dan/atau tidak dapat ditagih lagi
berdasarkan rekapitulasi hasil Penelitian sebagaimana
dimaksud pada huruf e.

(3} Tim Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat {2) hurafl
menyampaikan laporan hasil Penelitian kepada Kepala OFD
untuk divalidasi.

Pasal 378
(1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
377 ayat (3} kepala Perangkat Dacrah penggelola Retribusi
mengajukan permohonan penghapusan kepada Wali Kota.
(2) Penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Kepuitusan Wali Kota.

Pasal 379
Berdasarkan Keputusan Wali Kota tentang penghapusan piutang
Retribusi, kepala Perangkat Daerah yang menyvelenggarakan
urusan pemetintahan daerah di bidang pendapatan melakukan
penghapusan piutang Retribusi darn pembukuan sesuai dengan
standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

Bagian Keenam
Tata Cara Penvelesaian Keberatan Retribusi

Pasal 380

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanva kepada
Wali Kota atau pejabat vang berwenang atas SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan.

{2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah terhadap materi atau isi dari penetapan tentang
jumlah retribusi vang terutang yang scharusnya dibayar
menurut perhitungan Wajgb Retribusi.

(3) Keberatan yang diajukan dengan alasan selain materi atau isi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan
merupakan surat keberatan tlan tidak dapat
dipertimbangkan.

Pasal 381
(1) Wajih Retribusi Daerah  yang mengajukan keberatan
schapaimana dimaksud dalam Pasal 380 harus memenuhi
persyaratan dan melampirkan dokumen pendukung.
(2} Persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), vaitu sebagai berikut :
a. diajukan secara terfulis dalam bahasa Indonesia;
b. 1 {satu) keberatan diajukan untuk 1 (satu) surat ketetapan
retribusi;
c. mengemukakan jumlah retrnbus: vang terutang menurat
penghitungan Wajib Retribusi dengan disertai alasan yang
menjadi dasar penghitungan;

al
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d. surat keberatan ditandatangani Wajib Retribusi, dalam hal
ditandatangani oleh Kuasa Wajib Retribusi harus dilampiri
surat kuasa bermeteral cukup; dan

e. digjukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan
sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi
dapat menunjukkan bahwa jangka wakiu tersebut tidak
dapat dipenuhi karena keadaan kahar.

Dokumen pendukung scbagaimana dimaksud pada ayat (1),

terdiri atas :

a. fotokopi SKRD atau dokumen lain yvang dipersamakan;

b. fotokopi kartu tanda penduduk Wajib Retribusi

©. sural kuasa bermeteral cukup, jika pengajuan dikuasakan
dan fotokopi kartu tanda penduduk penerima kuasa;

d. dokumen lain yang mendukung pengajuan keberatan.

Wajib Retribusi dapat melakukan perbaikan surat keberatan,

apabila persyaratan scbagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a sampal dengan huruf e belum terpenuhi, selama

masih dalam jangka waktu pengajuan  keberatan

sebagaimana dimaksud pada ayal (2) huruf .

Tanggal penyampaian surat keberatan yvang telah diperbaiki

sebagaimana dimaksud pada ayat [4), merupakan tanggal

surat keberatan diterima.

Keadaan di luar kekuasaan Wajib Retribusi scbagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf {, meliputi :

a. bencana alam;

b. kebakaran;

c. huru-hara/kerusuhan massal;

d. wabah penyakit; dan/ atau

c. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Wali Kota.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayvar

Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 382
Sebelum mengajukan keberatan, Wajib Retribusi dapat
meminta keterangan secara tertulis hal vang menjadi dasar
pengenasn Retnbusi kepada kepala Perangkat Dacrah atau
pejabat yang berwenang.
Kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang berwenang wajib
memberikan keterangan vang diminta oleh Wajib Retribusi
sebagammana dimaksud pada avat (1).
Permintaan keterangan scbagaimana dimaksud pada avat (1),
tidak menambah jangka waktu pengajuan keberatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 381 ayat [2) huruf e

Pasal 383
Wajib Retribusi menyampaikan surat keberatan kepada Wali
Kota melalui kepala Perangkat Daerah sesual lokasi objck
Retribusi terdaftar.
Penyampaian surat keberatan dilakukan dengan cara sebagai
berikout;
H. PENYAMPAIAT Secara langsung;
b. penyampaian melalui pos atau jasa ekspedisi atau jasa

kurnr dengan bukti pengiriman sural; atau

¢, cara lain sesustr ketentuan peraturan perundang-
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Surat keberatan yang disampaikan melalui cara sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a dan hurul b, diberikan bukti
penerimaan sural oleh petugas pajak yang merupakan tanda
bulti penerimaan surat keberatan.

Format Bukti Penerimaan Surat Keberatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3], tercantum dalam Lampiran LXIII
yvang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan
Wali Kota 1ni.

Pasal 354

Dalam hal Surat Keberatan yang telah memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 383, ditindaklanjuti
dengan menguji data yang dimiliki Perangkat Daerah dengan
data yvang disampaikan oleh Wajib Retribusi/Kuasa Wajib
Retribusi.
Petugas dalam menguji data sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memiliki kewenangan, sebagai berikut :
a. mengajukan peminjaman dokumen vang berkaitan dengan

proses penyelesaian keberatan kepada Wajgib Retmibusi;
b. meminta keterangan kepada Wajib Retribusi;
c. melakukan Penelitian lapangan; dan/ atau
d. meminta data dan informasi kepada pihak lain,
Apabila berdasarkan hasil pengujian scbagaimana dimaksud
pada ayat {2) masih dibutuhkan data atau informasi, petugas
dapat melakukan Pemeriksaan atau Pemeriksaan ulang
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 385
Kewenangan mengajukan peminjaman dokumen sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 384 ayat (2] huruf a, dilakukan
melalui  penyampaian  sural  permintaan  peminjaman
dokumen.
Format  Surat Permintaan Peminjaman  Dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam
Lampiran LXIV yvang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Wali Kota ini.
Wajib Retribusi harus memenuhi permintaan peminjaman
dokumen, paling lama 7 {tujuh} hari kerja sejak diterimanya
surat permintaan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
Formalt daftar buku, catatan, dokumen vang wajih
dipinjamkan scbagaimana dimaksud pada ayat (3], tercantum
dalam Lampiran LXV vyang merupakan bagian tdak
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
Apabila Wajib Retribusi /Kuasa Wajib Retribusi tidak
memenuhl permintaan peminjaman dokumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), kegiatan pengujian data tetap
dilanjutkan dan menjadi bahan pertimbangan dalam
pengambilan keputusan.

Pasal 386
Kewenangan meminta keterangan kepada Wajib Pajak
schapgaimana dimaksud dalam Pasal 384 ayat (2) huruf b,
dilakukan melalui penyampaian undangan,
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Kegatan sebagaamana dimaksud pada avat (1), dilakukan
apabila menurut pertimbangan tim peneliti masih diperlukan
keterangan tambahan sebagai bahan pertimbangan dalam
pengambilan keputusan.

Apabila Wajnb Retribusi /Kuasa Wapb Retnbusi tdak
memenuhl undangan scbagaimana dimaksud pada ayat (1),
kegiatan proses penyelesaian keberatan tetap dilanjutkan,

Pasal 387
Kewenangan melakukan Peneliian lapangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 384 ayat (2) huraf ¢, dapat dilakukan
apalhila petugas membutuhkan informasi vang berkaitan
dengan kondisi objek retribusi vang diajukan keberatan.
Sebelum  melakukan Penelitian  lapangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 3 (tiga) hari
kerja petugas harus menyampailkan surat pemberitahuan
kepada Wanb Retribusi /Kuasa Wajib Retribusi.
Format  surat  pemberitahuan Penelitian lapangan
sebagaimana dimaksud pada ayal (2), tercantum dalam
Lampiran LXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Wali Kota ini.
Setelah  melakukan Penelitian  lapangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), tim peneliti membuat laporan hasil
Penelitian Lapangan sebagai bahan pengambilan keputusan
keberatan.
Format laporan hasil Penelitian lapangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran LXVII
vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Wali Kota ini.

Pasal 388
Apabila dalam jangka waktu 6 [(enam) bulan sejak
permohonan  surat keberatan diteima Wali Kota  belum
menerbitkan keputusan atas pengajuan keberatan Wajib
Retribusi, maka pengajuan keberatan dianggap dikabulkan
seluruhnya.
Surat keberatan yang ditenima scbagaimana dimaksud pada
ayat (1), ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat
Keputusan Keheratan.
Hasil proses penyelesaian keberatan ditindaklanjuti dengan
disusunnyva laporan akhir hasil Penelitian keberatan oleh tim
peneliti dan disampaikan kepada Wali Kota untuk penerbalan
Surat Keputusan Keberatan.
Formalt laporan akhir hasil Penelitian keberatan schbagaimana
dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran LXVIII
vang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan
Wali Kota ini.
Pasal 389

Berdasarkan Laporan Akhir Pencliian Keberatan
sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 388, Wali Kola
menerbitkan Keputusan Keberatan.
Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dapat berupa :
a. menerima  seluruhnya  dalam  hal  Retribusi  terutang

berdasarkan hasil Penelitian sama dengan Retribusi vang

terutang menurut Wajib Retribusi ;
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b. mengabulkan scbhagian;

c. menerima scbagian dalam  hal Retribusi  terutang
berdasarkan hasil Penelitian sebagian sama dengan
Retribusi vang terutang menurut Wanb Retnbusi;

d. menolak dalam hal Retribusi terutang berdasarkan hasil
Penelitian sama dengan Hetribusi yang terutang dalam
surat keputusan /[ ketetapan yvang diajukan keberatan oleh
Wajib Retribusi; atau

¢, menambah besarnya jumlah Retribusi yang terutang dalam
hal Retribusi terutang berdasarkan hasil Penelitian lebih
besar dari Retribusi wvang terutang dalam  surat
keputusan/ ketetapan yvang diajukan keberatan oleh Wajib
Retribusi,

Keputusan keberatan sebagamimana dimaksud pada ayat (1),

disampaikan kepada Wajib Retribusi/Kuasa Wajib Retribusi

paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal Kepulusan

Keberatan,

Format |keputusan  keberatan HKetribusi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran LXIX

vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Wali Kota ini.

Pasal 390

Dalam hal pengajuan keberatan Retnbusi dikabulkan
sebagian atau scluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi
dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6%
fnol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi
vang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 12 (dua
belas) bulan serta bagian dar bulan dihitung penuh | [satu)
bulan.

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat () dihitung
sejak bulan pelunasan sampal dengan diterbitkannya SKRD

Bagian Ketujuh
Tata Cara Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Retribusi

Pasal 391

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wayib Pajak atau Wapl

(2]

(1}

&

Retribusi  dapat mengajukan permohonan  pengembalian
kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pengembalian kelebihan pembavaran Retribusi sebagaimana
dimaksud pada avat (1) merupakan proses penyelesaian atas
kelebihan pembayaran Retribusi kepada Wajib Retribusi,

Pasal 392

Pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 ayat (1)
oleh Wajib Retribusi harus disertan dengan  alasan dan
melengkapi berkas permohonan.

Berkas permohonan secbagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran

At

b. 8TTS asli dan STTS fotokopi;



c. bukti pembayaran Retribusi sebelumnya;

d. surat kuasa dalam hal permohonan dikuasakan;

e. fotokopi identitas Wajib Retribusi atau fotokopi identitas
kuasa Wanb Retnbusi dalam hal dikuasakan;

f. momor rekening atas nama Wajib Retribusi.

{3) Berkas Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diperiksa dan dilakukan penghitungan kembali oleh pejabat
yang berwenang,

(4] Setelah dilakukan Pemeriksaan dan penghitungan Kembali
sebagaimana dimaksud pada ayat (3] dan ditemukan
kelebihan pembayaran, maka permohonan dikabulkan dan
dapat diterbitkan SKRDLE,

(2) Dalam hal hasil Pemenksaan tidak lengkap, maka
permohonan  dikembalikan untuk dilengkapi oleh Wajib
Retribusi.

Pasal 393

(1) Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu
paling lama & [enam) bulan sejak diterimanya permohonan
penngembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
telah dilampaui Wali Kota atau pejabat vang ditunjuk tidak
memberikan suatu kepulusan, permohonan pengembalian
pembayaran Pajak diangpap dikabulkan dan SKEDLB harus
diterbitkan dalam jangka wakita paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 394

(1} Wajib Retribusi yang telah menernima SERDLEB  berhak
menerima pengembalian kelebihan pembayaran retribusinya.

(2) Dalam hal Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi
lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk
melunas: terlebih dahulu utang reinbusi lainnya,

[3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling
lama 2 [dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(4) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayraan retnibus:
dilalkukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Wali Kota atau pejabat
vang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% [nol
koma enam persene)] per bulan atas keterlambatan
pembayaran kelebihan pembayaran retribusi,

BAB IV
ADMINISTRASI DAN TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF FISKAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 395
(1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali
Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha.
(2) Insentil Askal sebagaimana dimaksud pada ayat (1} berupa
PenguUrangan, keringanan, dan pembebasan,  atau
penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau
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(3) Insentil fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dhberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/fataun Wajib
Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota
berdasarkan pertimbangan:

a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib
Retribus;

b. kondisi tertentu Objek Pajak, berupa Objek Pajak terkena
bencana alam, kebakaran, dan/alau penvebab lainnva
vang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yvang
dilakukan oleh Wajib Pajak danj/atau pihak lain yang
bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;

c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro
dan ultra mikro:

d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam
mencapal program prioritas Daerah; dan/atan

e. unfuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai
program prioritas nasional.

Pasal 396

Pemberian insentil fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 395, dilakukan

dengan memperhatikan faktor:

a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajilr Pajak
dan/atau Wajib Retribusi selama 2 (dua) tahun terakhir;

b, kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;

¢. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atan
Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan
kerja di daerah;

d. pengerunaan sumber daya lokal;

¢, pemberian  kontribust bagi cningkatan pelayanan publik;
danfatau

f. kemitraan dengan usaha mikro dan ultra mikro.

Pasal 397

Pemberian  Insentif  Fiskal  berdasarkan  pertimbangan
kemampuan membayar Wajib Pejak dan/atau Wajib Retribusi
schagaimana dimaksud dalam Pasal 395 ayat (3) hurul a
diberikan dengan ketentuan:
a, untuk Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi perorangan:

1, usaha paling lama 1 (saty) tahun; dan/atau

2. dalam rangka penyelenggaraan pendidikan;
b. untuk Wajib Pajak dan/atau Wajib Retnibusi berbentuk Badan:

1. dalam rangka penyelenggaraan pendidikan; dan/fatau

2. dalam rangka penvelenggaraan kegiatan sosial.

Pasal 398
(1} Pemberian Insentif Fiskal berdasarkan kondisi tertentu Objek
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 395 ayat (3) huruf
b meliputi:
. objek Pajak terkena bencana alam;
. ohjek Pajak terkena bencana non alam;
ohyek Pajak terkena bencana sosial;
. objek pajak mengalami kebakaran; dan
. peniyebab lainnya vang terjadi bukan karena adanya unsur
kesengajaan vang dilakukan oleh Wajib Pajak danj/atau
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pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran
Pajak.

(2) Objek Pajak terkena bencana alam sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} huruf a meliputi objek Pajak wang terkena
bencana:

a. gempa bumi;

b. gunung meletus;

c. banjir;

d. kekeringan;

&, angin topan; dan/atau
f. tanah longsor.

(3} Objek Pajak terkena bencana nonalam sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b meliputi objek Pajak wvang terkena
bencana:

a. pagal teknologi;

b. pagal modernisasi;
c. epidemi;

d. pandemi; dan/atau
e, wabah penyakit.

(4) Objek Pajak terkena bencana sosial sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ meliputi objek Pajak yang terkena
bencana:

a. konflik sosial antar kelompok atau antar komunilas
masyarakat; dan/atau
b. teror,

(o) Objek Pajak mengalami kebakaran scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d merupakan kebakaran vyang
mengakibatkan kerusakan objek pajak paling sedikit 20 %
(dua puluh perseratus) dari nilai objek pajak.

(6) Perhitungan persentase kerusakan scbagaimana dimaksud
pada ayat (5) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang
membidangl urusan pemerintahan di bidang kebencanaan.

(7} Penyebab lainnya vang terjadi bukan karena adanya unsur
kesengajaan vang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak
lain yang bertujuan untuk menghindar pembayaran Pajak
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

a. menjadi objek dari tindak pidana; dan/atau

b, bencana lainnya vang ditetapkan oleh pemerintah atau
Pemenntah Daerah sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,

Pasal 399
Pemberian Insentil Fiskal untuk mendukung dan melindungi
pelaku usaha mikro dan ultra mikro scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 395 ayat (3) huruf c, dilakukan sesual dengan
kriteria usaha mikro, ultra mikro atau koperasi dalam peraturan
perundang-undangan di  bidang wusaha mikro, kecil dan

mencngah,
Pasal 400

Pemberian Insentf Fiskal uwuntulk mendukung kebijakan
Pemerintah Daerah dalam mencapal program prioritas Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3953 ayat (3) hural d
didasarkan kepada:

a. rencana pembanpunan jangka panjang dan menengah

at

b. rencana pembangunan industri Daerah; dan/atau



o, rencana pembangunan kepanwisataan Dacrah.

Pasal 401
Pembennan insentif hskal untuk mendukung kebijakan
pemerintah  dalam  mencapal  program  prioritas  nasional
sebhapgaimana dimaksud dalam Pasal 395 ayat (3) huruf e
dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian provek
strategis nasional.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberiat Insentif Fiskal

Pasal 402

(1} Pemberian Insentif Fiskal atas permochonan Wajib Pajak
danfatau Wajib Retribusi dilakukan dengan pengajuan
permohonan oleh Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi
kepada Wali Kota melalu -

a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan daerah di bidang pendapatan untuk Pajak;
dan

b. Perangkat Daerah Terkait untuk Retribusi.

(2} Permohonan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
Jenis Pajak atau Retribusi yang dimohonkan dengan
melampirkan :

a. [otokopi surat n berusaha;

b. otokopi kartu tanda penduduk pemilik atau pengelola
usaha;

c. fotokopi NPWPD (bagi yang memiliki); dan

d. fotokom tanda lunas PBB-P2 tempat usaha,

(3) Permohonan scbagaimana dimaksud pada aval (2) harus
menyebutkan secara jelas alasan wyang menjadi dasar
diajukannya permohonan.

4} Bentuk formulir permohonan pemberian insentif fiskal oleh
Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud
pada awyat (1) tercantum dalam Lampiran LXX yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Wal
Kota .

Pasal 403

(1} Pemberian insentif  fiskal  dilakukan berdasarkan
rekomendasi:

a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dacrah di bidang pendapatan untuk Pajak;
dan

b. Perangkat Daerah Terkait untuk Retribusi.

(2) Rekomendasi pemberian  Insentif Fiskal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dilakukan
Penelitian dan pengkajian terhadap pemenuhan kriteria
pemberian Insentif Fiskal oleh Bapenda atau Perangkat
Daerah.

(3) Pemberian Insentif Fiskal scbagaimana dimaksud pada ayat
2] ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
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Paragraf 2
Tata Cara Pemberian Insentif Fiskal Melalui Pengajuan
Permohonan Wajib Pajak

Pasal 404

(1} Perangkat Daerah yang menyelenggarakan  urusan
pemerintahan daerah dibidang pendapatan melakukan
Permeriksaan dan Penelitian lerhadap permohonan pemberian
Insenital Fiskal Pajak Daerah vang diajukan oleh Wajib Pajak
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 402 ayat (1) huruf a,
dalam jangka wakiu paling lama 14 (empat belas) hari kerja
sejak permohonan dinyatakan lengkap.

(2) Perangkat Daerah vyang menyelenggarakan  urusan
pemerintahan daerah dibidang pendapatan menyampaikan
berita acara hasil Pemeriksaan dan Penelitian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berserta pertimbangan dilerima atau
ditolaknya permohonan kepada Wali Kota.

(3] Benta acara hasil Pemeriksaan dan Penehitian terhadap
permohonan pemberian Insentif Fiskal Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran LXXI yvang
merupakan bagian tidak terpisahkan dar Peraturan Wali
Kota imi.

Pasal 405
Wali Kota memberikan rekomendasi untuk menyetujui atau
menolak  permohonan pemberian  Insentif Fiskal Pajak
sebapaimana dimaksud dalam Pasal 404 ayat (2] dalam jangka
waktu paling lama 7 (tujuh} hari kerja sejak berita acara hasil
Pemeriksaan dan Penelitian diterima.

Pasal 406

(1) Dalam hal Wal Kota menyetujui permohonan pemberian
Insentif Fiskal Pajak Daerah maka ditetapkan keputusan Wali
Kota tentang persetujuan pemberian Insentif Fiskal.

(2} Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit memuat:

a. nama pemohon;

b. alamat pemohon;

c. jemis usaha;

d. bentuk dan besaran insentif fiskal yang diberikan;
c. Jangka waktu pemberian Insentif Fiskal; dan

f. hak dan kewajiban penerima insentif fiskal.

(3] Keputusan Wali Kota tentang perserujuan pemberian Insentif
Fiskal disampaikan Walh Kota melalu Perangkal Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan daecrah dibidang
pendapatan paling lama 3 (tiga| hari kerja kepada pemohon.

Pasal 407

(1) Dalam hal Wali Kota menolak permohonan pemberian Insentil
Fiskal maka Wali Kota menvampalkan penolakan melalu
surat.

(2] Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada avat (1) paling
gedikit memuat :
a. nama pemohon;
b. alamat pemohon;
€. jenis usaha; dan
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d. alasan penolakan.

(3) Surat scbagmimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
disampaikan oleh Wali Kota melalai Perangkat Daerah yang
menvelenggarakan urusan pemerintahan daerah  dibidang
pendapatan paling lama 3 (tiga) han kerja kepada pemohon.

Paragraf 3
Tata Cara Pemberian Insentil Fiskal Melalu Pengajuan
Permohonan Oleh Wajib Retribusi

Pasal 408

(1) Perangkat Daerah Terkait melakukan Pemeriksaan dan
Penelitian terhadap permohonan pemberian Insentifl Fiskal
Retribust yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 402 ayat (1) huruf b, dalam jangka
waktu paling lama 14 [(empat belas) hari kerja sejak
permohonan dinyvatakan lengkap.

(2] Dalam melakukan Pemeriksaan dan Penelitian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} Perangkat Daerah Terkait
berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yvang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang
pendapatan.

(3] Perangkat Daerah Terkait menvampaikan berita acara hasil
Pemeriksaan dan Penelitian sebagaimana dimaksud pada avat
(1) dan ayat [2] kepada Wali Kolta melalui Sekretaris Dacrah.

(4) Berita acara hasil Pemeriksaan dan Penelitian terhadap
permohonan pembernian Insentif Fiskal Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat [3) tercantum dalam Lampiran LXXII
vang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan
Wali Kota ini.

Pasal 409
Wali Kota memberikan keputusan untuk menyetujui atau
menolak  permohonan  pemberian  Insentilf  Fiskal Retribusi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 408 dalam jangka waktu
paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak berita acara hasil
Pemeriksaan dan Penelitian diterima.

Pasal 410

(1) Dalam hal Wali Kota menvetujul permohonan pemberian
Insentif Fiskal Retnbusi maka ditetapkan keputusan Wal
Kota tentang persetujuan pemberian Insentif Fiskal.

(2] Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada avat (1)
paling sedikil memuat:
a. nama pemohon;
b. alamat pemohon;
c. jenis usaha,
d. bentuk dan besaran mmsentif fiskal yvang diberikan;
e. jangka waktu pemberian insentif fiskal; dan
f. hak dan kewajiban penerima insentif fiskal.

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2}
disampaikan oleh Wali Kota melalui Perangkat Daerah Terkait
paling lama 3 (tiga) hari kerja kepada pemohon.



Pasal 411

{1) Dalam hal Wali Kota menolak permohonan pemberian Insentif
Fiskal maka Wali Kota menyampaikan penolakan melahu
surat.

[2) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada avat (1) paling
sedikit memuat :
a. nama pemohon;
b. alamat pemohon;
. jenis usaha; dan
d. alasan penolakan.

{(3) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dan
ayat [(2) disampaikan oleh Wali Kota melalui Perangkat
Daerah paling lama 3 (tiga) hari kerja kepada pemohon,

Paragraf 4
Evaluasi pemberian Insentif Fiskal kepada
Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi

Pazal 412
(1) Evaluasi pemberian Insentif Fiskal kepada Wajibh Pajak
dan/atau Wajib Retribusi ditujukan untuk memastikan

Insentl Fiskal dibenkan secara tepat, efektif dan efisien.

(2) Evaluasi scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melahai:

a. rapat evaluasi dan rekonsilisiasi yang dipimpinoleh kepala
Perangkat Daerah vang menyelenggarakan urusan
pemerintahan daerah dibidang pendapatan dengan
melibatkan Perangkat Daerah Terkait paling sedikit 1 (satu)
bulan sekali;

b. rapat evaluasi Insentif Fiskal dipimpin olch sekretans
Daerah denpan melibatkan Perangkat Daerah vang
menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang
pendapatan dan Perangkat Daerah Terkait paling sedikit 1
(sama) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan

c. rapal evaluas) kebjakan Insentif Fiskal dipimpin olch Wali
Kota dengan melibatkan Perangkat Daerah vyang
menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang
pendapatan, Perangkat Daerah Terkait, dan stakeholder
terkail lainnya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 [enam)
bulan

{3) Rapat evaluasi scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2) dilaporkan kepada Wali Kota sebagai bahan dan

pertimbangan dalam pelaksanaan evaluasi kelijakan Insentifl

Fiskal.

BAB WV
ADMINISTRASI DAN TATA CARA KERINGANAN, PENGURANGAN,

PEMBEBASAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS PORKOK
PAJAK, POKOK RETRIBUSI, DAN/ATAU SANKSINYA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 413

Atas permohonan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, Wali Kota
atau pejabat vang ditunjuk dapat memberikan keringanan,
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pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas
pokok danfatau sanksi Pajak dan/atau Rcetribusi dengan
memperhatikan kondisi 'Wajib Pajak atan Wajib  Retribusi
dan/atau objek pajak atau objek retribusi.

Pasal 414

(1) Kennganan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan
pembayvaran atas pokok dan/atau sanksi pajak dan/atau
Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413 yang
memiliki kondisi:

A. mengalami kerugan;

b. kesulitan  bkuiditas Tabhun Pajak  atau  retribusi
sebelumnya; atan

c. menerima waris dan hibah wasiat 1 (satu) derajat dari
arang lua ke anak atau anak ke orang tua.

(2) Kondisi scbapaimana dimaksud pada ayat (1] paling sedikit
berupa:

a. lahan pertanian yvang sangat terbatas;

b. tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau
Wajibh Retribusi dan golongan tertentu;

¢. Nilai objek pajak sampai dengan batas tertentu; dan

d. Objek pajak atau objek retribusi vang terdampak bencana
alam, kebakaran, huru-hara dan/atau kerusuhan.

(3} Berdasarkan kondisi scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
yang ada hubungannya dengan Objek Pajak atau objek
retribusi 1tu sendiri diberikan keringanan, pengurangan,
pembebasan, dan penundaan pembayaran dengan ketentuan:
a. dampak bencana berat, apabila bencana  mengakibatkan

kegiatan yang menjadi obyek pajak berhenti
beroperasi  untuk  jangka wakiu minimal 3 (tiga) bulan
berturut-turut;

b. dampak bencana sedang, apabila bencana mengakibatkan
volume kegiatan yang menjadi obyck pajak tersisa paling
banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal
operasi berdasarkan laporan keuangan pemohon; dan

c. dampak bencana ringan, apabila bencana mengakibatkan
volume kegiatan yang menjadi obyek pajak tersisa paling
banyak V5% (tuyjuh puluh lima persen) dart kapasitas
maksimal operasi berdasarkan laporan keuangan pemohon.

Bagian Kedua
Pemberian Keringan, Penpurangan, Pembebasan, Dan Penundaan
Pembayaran Atas Pokok Pajak

Paragraf 1

Umum

Pagal 415

(1) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan
penundaan pembayaran atas pokok pajak diberikan
berdasarkan :
a. permohonan Wajib Pajak; dan
b. penetapan Wali Kota atau pejabatl vang ditunjuk.

(2] Pemberian  berdasarkan permohonan Wajib  Pajak
schagpiamana dimaksud pada ayat (1) hurul a dilakukan
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(3]

(1)

(2]

(1)

o

. kemampuan membayar Wajib Pajak;
. tingkat likuiditas Wajib Pajak;
tanah dan Banpgunan yang ditempati Wajib Pajak dari
golongan tertentu;
d. nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu; atau
e. olyek Pajak yang terdampak bencana alam, kcbakaran,
huru-hara, dan/atau kerusuhan.
Pemberian berdasarkan penetapan Wali Kota atau pejabat
vang ditunjuk sebagiamana dimaksud pada avat (1) hurul b
dilakukan terhadap lahan pertanian vang sangat terbatas,

oo

Pasal 416

Besaran pemberian keringanan dan PENEUraEngZan

berdasarkan  permohonan Wajib  Pajak  sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 415 ayat (2] sebagai berikut:

a, untuk kemampuan membayar Wajib Pajak diberikan paling
tingg 75 % (tujuh puluh lima per seratus);

b. untuk tingkat hkuiditas Wajib Pajak diberikan paling tinggi
72 % (tujuh puluh Iima per scratus);

c. untuk tanah dan Banpgunan wvang ditempati Wajib Pajak
dari golongan tertentu diberikan paling tinggi 75 % (tujuh
puluh lima per seratus);

d. untuk nilar objek Pajak sampai dengan batas tertentu
diberikan paling tinggi 75 % (tujuh puluh lima per seratus);
atau

e. untuk objek Pajak yang terdampak bencana alam,
kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusuhan diberikan:

1. untuk dampak bencana alam atau non alam berat,
diberikan paling tinggi 100% [seratus per seratus);

2. untuk dampak bencana alam atau non alam sedang,
diberikan paling tinggi 73% (tujuh puluh lima per
scratus);dan

3. untuk dampak bencana alam atau non alam ringan,
diberikan paling tinggi 50%: (lima puluh per seratus).

Besaran pemberian Keringanan, pengurangan, pembebasan,

dan penundaan pembayaran atas pokok pajak berdasarkan

penctapan Wali Kota atau pejabat vang ditunjuk untuk lahan

pertanian vang sangat terbatas diberikan paling tinggi 75.%

(tujuh puluh hma per seratus).

Pasal 417
Khusus pemberian keringanan dan pengurangan BPHTB
dibenkan berdasarkan pertimbangan atau keadaan tertentu
yaitu :
a. Kondisi tertentu Wajib Pajak wyang ada hubungannya
dengan objek Pajak yaitu;

1. Wajib Pajak orang pribadi menerima hibah dari keluarga
scdarah =atu derajat keatas atau kebawah mendapat
pengurangan sebesar 30%; dan

2. Wajib Pajak orang pribadi menenma Waris dan hibah
wasiat mendapat pengurangan schesar S0%.

3. Wajib Pajak orang pribadi yang menerima pembagian
hak bersama dari keluarga sedarah satu derajat keatas,
kebawah, kesamping mendapat pengurangan 50% (lima

puluh per seratus)



b. Kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab
tertentu yaitu :

1. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai
pengganti atas tanah vang dibebaskan oleh pemenntah
untuk  kepentimgan umum yang — memerlukan
persyaratan khusus sebesar 25 % (dua puluh lima
persen);

2. Wajh Pajak Badan vang terkena dampak krisis ckonomi
dan moneter yang berdampak luas pada kehidupan
perckonomian nasional sehingga Wajib Pajak harus
melakukan restrukurisasi usaha dan atau utang usaha
sesual dengan kebijaksanaan pemerintah scbesar 75 %
(tujuh puluh lima per seratus);

3. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui
pembelian dan hasil ganti rugi pemerintah yang nilai
gantinya di bawah NJOP sebesar 50% (lima puluh per
seratus)

4. Wajhb Pajak memperoleh hak sebagai penggantian dari
tanah vang dibebaskan Pemerintah untuk kepentingan
umum mendapat pengurangan sebesar 50% (lima
puluh per seratus)

3. Wajib Pajak memperolch hak/peralihan hak sebagai
akibat dan seluruh rangkaian pembebasan lahan untuk
kepentingan umum mendapat pengurangan scbesar
100%: (seratus per seralus)

. Wajib Pajak Badan wyang meclakukan penggabungan
Usaha (merger) atau Peleburan Usaha (konsolidasi)
dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakan
likuidasi dan telah memperoleh keputusan persctujuan
penggunaan mlai buku dalam rangka penggabungan
atau peleburan usaha dar Dircktur Jenderal Pajak
scbesar 50% (lima puluh per seratus)

7. Wajib Pajak yang memperoleh Hak Atas Tanah
dan/atau Bangunan yvang tdak berfungsi lagi sepert
semula disebabkan bencana alam atau sebab-sebab
lainnya sepertt kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa
bumi, punung meletus, dan huru hara vang terjach
dalam jangka waktu paling 3 (bulan) sejak
penandatanganan akta sebesar 50% (lima puluh per
seratus)

8. Wajib Pajak orang pribadi veteran, pegawai negeri sipil,
tentara nasional indonesia, kepolisian republik
indonesia, pensiunan pegawal neger sipil,
PUMAWITAWAL tentara nasional indonecsia,
purnawirawan kepolisian republik indonesia atan
janda/dudanya wvang memperoleh Hak Atas Tanah
danfatau Bangunan rumas dinas Pemerintah sebesar
3% (tujuh puluh lima per seratus)

9., Wajib Pajak Badan korps pegawal republik Indonesia
vang memperoleh Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan
dalam rangka pengadaan perumahan bagt anggota
korps pegawal republik Indonesia/ pegawai negeri sipil
sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratas);

10. Wajib Pajak Badan anak perusahaan dari asuransi dan
reasuransi vang memperoleh Hak Atas Tanah dan/atan
Bangunan yang berasal dari perusahaan induknya
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sclaku pemegang saham tunggal sebagai kelanjutan
dari pelaksanaan keputusan menteri keuangan tentang

kesehatan keuangan perusahaan  asuransi  dan
perusahaan reasurans sebesar 50% (ma puluh per
seratus);

11. Wajib Pajak orang pribadi yang menerima hibah atau
seluruh  atau sebagian tanahnya vang digunakan
pribadi atau kaumnya, untuk pembangunan guna
kepentingan umum secbesar 75% (tujuh pulubh lima
puluh per seratus);

12. Wajib Pajak tanah dan bangunan uniuk kepentingan
social/ pendidikan vang semata — mala tidak mencarn
keuntungan mendapat pengurangan scbesar 50% (lima
puluh per seratus).

Parapraf 2
Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan,
dan Penundaan Pembayaran Atas Pokok Pajak Berdasarkan
Permohonan Wajib Pajak

Pasal 418

(1} Pemberian kerinpanan, pengurangan, pembebasan, dan
penundaan pembayaran atas pokok pajak  berdasarkan
permohonan Wapb Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
415 avat (1} huraf a dilakukan dengan pengajuan surat
permohonan oleh Wajib Pajak.

(2} Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan
penundaan pembayaran pokok pajak scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak
atas pajak yang terutang yang tercantum dalam
SKPD/ SKPDKN/ SKPDKBT/S TPD/S8PD atau SPPT.

(3) permohonan diajukan untuk 1 (satu} SKPD/ SKPDEN/
SKPDEBT/ STPDY/ SSPD atau SPPT.

(4] Terhadap SKPD/SKPDKEN/ SKPDKBT/ STPD/ SSPD atau
SPPT wvang dimohonkan  keringanan, pengurangan,
pembebasan, dan penundasan pembayaran Tidak pernah
digjukan keberatan, atau dalam hal diajukan keberatan telah
diterbitkan Surat Keputusan Kceberatan dan atas Surat
Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan banding.

Pasal 419

(1) Wajib  Pajak mengajukan  permohonan  keringanan,
pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas
pokok pajak.

(2} Permohonan sebagsimana dimaksud pada ayat (1) digjukan
secara tertulis kepada Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk,

(3} Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis
dengan Bahasa Indonesia dan disertai dengan alasan yang
jelas.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi  persyaratan  dan  dokumen  pendukung yang
meliputi;

a. untuk Wajib Pajak orang pribadi melampirkan :
1. fotokom Wdentitas din ;
2. dalam hal pengajuan permohonan dilakukan oleh bukan
Wajib Pajak, harus melampirkan sural kuasa,



3. fotokopi NPWPD; dan

4. fotokopi SKPD/ SKPDKN/ SKPDKBT/ STPD/ S5PD atau
SPPT yang dimohonkan pengurangan dan belum
kadaluarsa menurut ketentuan perpajakan vang berlaku.

b. untuk Wajib Pajak badan melampirkan :

1. fotokopi identitas diri;

2. dalam hal pengajuan permohonan dilakukan oleh bukan
Wajib Pgjak, harus melampirkan surat kuasa;

3. [otokopt NFWPD;

4, fotokopi SKPD/ SKPDKN/ SKPDKBT/ STPD/ S8PD atau
SPPT wvang dimohonkan pengurangan dan  belum
kadaluarsa menurul ketentuan perpajakan yvang
berlaku;dan

2. fotokopt laporan keuangan vang telah diaudit dan atau
surat keterangan Badan bubar/pailit atau keterangan
lain vang dianggap sama.

Pasal 420
(1) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
419 digjukan sclama dalam jangka waktu yang telah
ditentukan.
(2) Jangka waltu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. l (sat) bulan Lerhitung sejak Langpal
SKPD/SKPDEKB/SKPDEBT/STPD diterbitkan;

b. 3 (tga) bulan sejak tanggal terjadinya bencana alam; dan

c. 3 [tiga) bulan sejak tanggal terjadinya sebab lain vang laar
biasa.

[3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Wajib Pajak yvang tidak memiliki tunggakan
pajak Tahun Pajak sebelumnva atas objek pajak vang
dimohonkan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan
penundaan pembayaran atas pokok pajak, kecuah dalam hal
objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yvang luar
biasa.

Pasal 421

(1} Permohonan secbagaimana dimaksud dalam Pasal 419
dilakukan pemerikasaan administrastif oleh Pejabat yang
ditunjulk.

(2) Pejabat yang ditunjuk melakukan Pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada avat (1) paling lama 5 (hma) hari kerja sejak
tanggal diterimanya surat permohonan.

(3) Dalam hal hasil Pemeriksaan administrastif sebagmimana
dimaksud pada ayat (1) dinyatakan ftidak memenuhi
persyaratan, permohonan dianggap tidak dapat
dipertimbangkan untuk dilakukan Penelitian.

(4) Dalam hal permohonan lidak dapat dipertimbangkan
schagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat yang ditunjuk
harus memberitahukan sccara tertulis kepada Wajib Pajak

atau kuasanya.



(3) Pemberitahuan secara tertulis scbhagaimana dimaksud pada
ayat (4] disampaikan paling lama 5 (lima) kerja hari sejak
berkas permohonan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan,

(6) Dalarm hal hasil Pemenksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dinyatakan memenuhi persyaratan, dilakukan
Penelitian.

(V) Penelitian sebagaimana dimaksud pada avat [6) dilakukan
dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

(8) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6] dapat
disertai dengan Penelitian lapangan untuk wverfikasi Objek
Pajak, vang dituangkan dalam berita acara.

(9) Berdasarkan Penelitian sebagaimana dimaksud pada avat (7)
Pejabat  vang ditunjuk menvampaikan hasil Penelitian
kepada Wali Kota.

(10)Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (9)
digunakan sebagai dasar keputusan Wali Kota untuk
menerima seluruhnya, sebagian atau menolak permohonan.

(11)Dalam hal permohonan diterima seluruh atau sebagian, Wali
Kota menetapkan keputusan pemberian  keringanan,
pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas
pokok pajak dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas)
Hari.

(12)Dalam hal permohonan ditolak, Wali Kota melalui kepala
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan — urusan
pemerintahan dacrah dibidang pendapatan menyvampaikan
surat penolakan pemberian  keringanan, pengurangan,
pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok pajak
dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Hari.

(13)Format benta acara Peneliban sebagaimana dimaksud pada
avat (8) dan keputusan pemberian keringanan, pengurangarn,
pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (11) tercantum dalam
Lampiran LXXII vang merupakan bagian tak terpisahkan dari
Peraturan Wali Kota ini,

Paragraf 3
Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, dan
Penundaan Pembayaran Atas Pokok Pajak Berdasarkan
Penetapan Wali Kota atau Pejabat vang di Tunjuk

Pasal 422

(1) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan
penundaan pembayaran atas pokok pajak berdasarkan
penetapan Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 415 ayat (1) huruf b diberikan
berdasarkan pertimbangan:

a. mendukung kebijakan Pemerintah Daerah;

b. mendukung program prioritas pemerintah dan Pemerintah
Daerah; dan/atau

c. terjadinva bencana nonalam di Daerah.

(2) Keringanan, pengurangan, pembebasan, dan  penundaan
pembayaran yang diberikan secara jabatan didahulu
pengajuan kajian oleh kepala Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang
pendapatan kepada Wali Kota yang memuat pertimbangan
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sebagaimana dimaksud pada avat (1] yang dapat
dipertanggungjawabkan,

(3) Berdasarkan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Wali Kota memberikan persetujuan atau penolakan.

(4) Dalam hal Wali Kota menyetujui kajian untuk memberikan
keringanan, pengurangan, pembebasan dan/atau penundaan
pembayaran pajak, maka diterbitkan keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, dan
Penundaan Pembayaran Atas Pokok Retribusi

Pasal 423
Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan
keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan
pembayaran atas pokok Retribusi dengan memperhatikan kondisi
Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi.

Pasal 424

(1} Kondisi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
423 paling sedikit meliputi:

a. kemampuan membayar Wajib Retribusi; dan/atau

b. tingkat likuiditas wajib Wajib Retribusi.

(2) Kondisi objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
423 paling sedikit berupa:

a. tanah dan Bangunan yvang ditempati Wajib Retribusi dari
golongan tertentu;

b. Objek Retnibusi yang mendukung program pemerintah atau
pemerintah daerah;

c. Objek Retribusi yang terdampak bencana alam, kebakaran,
huru hara dan/atau kerusuhan,

(3) Kemampuan membayar Wajib Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada
masyarakat miskin berdasarkan data vang ditetapkan oleh
pejabal vang berwenang,

(4) Tingkat Ikuiditas Wanb Retmbusi scbagaimana dimaksud
pada avat (1) huruf b diberikan kepada Wajib Retribusi Badan
yvang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas Tahun
Pajak sebelumnya.

[3) Kerugian sebagaimana dimaksud pada aval (4) merupakan
kerugian komersial pada tahun Retribusi scbelumnya, antara
lain dapat diketahui dari:

a. perhitungan rugi laba atau laporan laba rugi padalaporan
keuangan komersial perusahaan vangmenunjukan adanya
perbedaan minus antarapenghasilan brute dikurang biaya;
dan

b. surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan;

c. Badan wyang menunjukan penghasilan bruto setelah
pengurangan biaya didapat kerugian, kerugian dimaksud
merupakan kerugian sebelum diperhitungkan dengan
penyvesuaian fiskal serta tidak termasuk kompensasi
kerugian tahun sebelumnya.
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Pasgal 425
Pemberian  keringanan, pengurangan, pembebasan, dan
penundaan  sebapgaimana dimaksud dalam Pasal 423 tdak
menunda  kewajiban membayar retribusi dan  pelaksanaan
Penagihan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 426
Pemberian  keringanan, pengurangan, pembebasan dan
penundaan pembavaran pokok Retribusi tidak dapat dilakukan
bersamaan dalam satu masa Retribusa,

Pasal 427
(1) Pemberian Keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
423 dapat melalui pemberian keringanan pembayaran melahai
angsuran,
(2) Pemberian keringanan melalui pembayaran angsuran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banvak
12 {dua belas) kali atau paling lama 1 {satu) tahun

Pasal 428

(1) Pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
423 berupa pengurangan terhadap pokok Retribusi.

(2} Pembernian Pengurangan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dapat diberikan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima
per seratus) dari Retribusi yvang terutang dalam SKRD atau
dokumen lain vang dipersamakan,

Pasal 429
(1) Pemberian Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

423 berupa pembebasan lerhadap pokok Retribusi,

(2) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
dengan pertimbangan:

a. Wajib Retribusi yang terkena bencana alam, kerusuhan,
vang tidak dapat dihindari atau keadaan di  luar
kekuasaannva; dan

b. Wajib Retribusi yang terkena bencana nonalam.

Pasal 430
{1) Pemberian Penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 423 berupa penundaan pembayaran atas pokok
Retribus:,
(2) Penundaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enamy)
bulan,

Pasal 431
Pemberian  keringanan, pengurangan, pembebasan, dan
penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 426
diberikan secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib
Retribusi vang ditetapkan dengan keputusan Wali Kota atau
keputusan kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan daerah dibidang pendapatan.
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Pasal 432

{1} Pembenan kennganan, pengurangan, pembebasan, dan
penundaan pembayaran secara jabatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 431 didahului pengajuan kajian oleh
kepala Perangkat Daerah Terkait kepada Wali Kota yang
memual pertimbangan scbagaimana dimaksud dalam Pasal
424 yang discrtai dengan dokumen pendukung,

(2] Berdasarkan kajian sebagaimana dimaksud pada avat (1)
Wali Kota memberikan persetujuan atau penolakan.

(3) Dalam hal pemberian keringanan, pengurangan,
pembebasan, dan penundaan pembayaran disetujui, maka
Wali Kota menerbitkan keputusan keringanan, pengurangan,
pembebasan dan penundaan pembayaran,

(4] Dalam hal pemberian keringanan, penguUrangan,
pembebasan, dan penundaan pembayaran ditolak, maka
kepala Perangkat Daerah Terkait menvampaikan kepada
pemohon disertai alasan penolakan.

Pasal 433

(1) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan
penundaan pembayaran berdasarkan permchonan Wajib
Retribusi  scbagaimana dimaksud dalam  Pasal 431
disampaikan cleh Wajib Retribusi kepada Wali Kota atau
kepala Perangkat Daerah Terkail atau kepala unit pelaksana
pelayvanan,

{Z2) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
disertai dengan alasan dengan melampirkan dokumen
pendukung permohonan.

(3] Dokumen pendukung permohonan scbhagaimana dimaksud
pada ayat (2) meliputi:

a. untuk Wajib Retribusi orang pribadi melampirkan:

1. fotokopi identitas diri;

2. dalam hal pengajuan permohonan dilakukan oleh bukan
Wagb Retnbus:, harus melampirkan suratl kuasa;

3. fotokopi  SKRD vang dimchonkan keringanan,
pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran
atas pokok Retribusi; dan

4. surat keterangan atau  dokumen berdasarkan  data
masyarakat miskin yang dikeluarkan oleh pejabatl yang
berwenang.

b. untuk Wajib Retribusi Badan melampirkan:

1. fotokopi identitas diri;

2. dalam hal pengajuan permohonan dilakukan oleh bukan
Wajib Retribusi, harus melampirkan sural kuasa,

3. fotokopi  SKRD yvang dimchonkan keringanan,
pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran
atas pokok Retribusi; dan

4. fotokopi laporan keuangan yang telah diaudit dan/atau
surat keterangan lain vang dianggap sama.

Pasal 434
(1) Permohonan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama
1 (satu) bulan sejak tanggal dokumen penctapan Retribuss
terutang dan/atau dokumen Penagihan Retribusi atau paling
lambat 14 [(empat belas) hari kerja sebelum pelayanan
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{2) Pengajuan permohonan yang melebihi jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipertimbangkan
untuk ditindaklanjuti, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat
dipenuhi karena di luar kekuasaannya.

(3) Dalam hal permchonan tidak memenuhi  ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 429 ayat (2) dan ayat (3)
kepala  Perangkat — Daerah Terkait  mengembalikan
permwohonan  Wajib  Retribusi  dengan menvampaikan
pemberitahuan tertulis.

(4] Berdasarkan permohonan scbagaimana dimaksud pada ayat
(2), Perangkat Daerah Terkait melakukan Pemeriksaan
administratif terhadap permohonan yang diajukan oleh Wajib
Retribusi.

(7] Pemerksaan administratif sebagaimana dimaksud ayat (4)
dapat dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh kepala
Perangkat Daerah Terkait.

(&) Pemeriksaan administratil  dilakukan  terhadap  berkas
permohonan  sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan
apabila dibutuhkan dapat dilakukan peninjauan ke lokasi
kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang
dipersyarathkan.

Pasal 435

(1} Dalam hal hasil Pemeriksaan administratil sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 430 dinyatakan memenuhi
persvaratan, ditindaklanjut dengan melakukan Penelitian.

(2) Peneclitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam jangka wakitu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja

(3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada avat (7) dapat
dilaksanakan dalam bentuk Penelitian kantor dan Penelitian
lapangan untuk venfikasi objek retnbusi.

(4] Berdasarkan hasil Penelitian scbagaimana dimaksud pada
ayvat (3] pejabat vang ditunjuk menerbitkan rekomendasi yang
isinya mengabulkan seluruh atau sebagian atau menolak
permohonan Wajib Retnbusi.

(5] Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat  [(4)
diterbitkan paling lama 3 (tiga)l bulan scjak tanggal
permohonan diterima secara lengkap.

(6) Dalam hal permohonan diterima seluruh atau sebagian, Wali
Kota menetapkan keputusan pemberian  keringanan,
pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas
pokok retribusi  dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh)
Hari.

(7} Dalam hal permohonan ditolak, kepala Perangkat Daerah
Terkait mengembalikan permohonan Wajib Retribusi dengan
menyampaikan pemberitahuan  tertulis  disertai  alasan
penolakan.

(8) Dalam hal rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4]
tidak diterbitkan setelah  melampaui  jangka  walktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), permohonan Wajib
Retribusi dianggap diterima dan keputusan pengurangan,
keringanan atau pembebasan diterbitkan paling lama 1 (satu)
bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayal

{32) berakhir.



(9) Khusus untuk penundaan pembayaran Retribusi, Wajib
Retribusi  wajib - membuat surat  perjanjian  penundaan
perjanjian yang ditandatangani oleh Wajib Retribusi dan
disahkan oleh kepala Perangkat Daecrah Terkait.

Bagian Ketiga
Pemberian Keringan, Pengurangan, Pembebasan, dan Penundaan
Pembayaran Atas Sanksi Pajak dan Retribusi

Pasal 436
Wali Kota atau pejabat wvang ditunjuk dapat memberikan
keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan
pembayaran alas Sanksi administrastif Pajak dan Retribusi.

Pasal 437

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 436
berupa denda atau sanks administratif.

(2} Pembenan kernganan, pengurangan, pembebasan, dan
penundaan pembayaran atas Sanksi administrastil Pajak dan
Retribusi sebagaimana dimaksud pada avat (1) kepada Wajib
Pajak orang yang mengalami kesulitan keuangan atau Wajib
Pajak badan yang mengalami kesulitan likuiditas.

Pasal 438

(1) Permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan
penundaan pembavaran  atas Sanksi administrastif
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 437 ayat (1) dapat
diajukan secara perseorangan atau Badan,

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan daerah dibidang pendapatan.

(3} Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditalis
dengan bahasa Indonesia dan mengemukakan besarnya
persentase  keringanan, pengurangan, pembebasan, dan
penundaan pembayaran sanksi administratif vang diminta
disertai alasan yang jelas.

(4} Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
mementuhl  persyvaratan  dan  dokumen pendulkung vang
meliputi:

a. fotokopi identitas diri;

b. dalam hal pengajuan permochonan dilakukan oleh bukan
Wajib Retribusi, harus melampirkan surat kuasa;

c. forokopi SKPD/ SKPDEB,/ BSKFPFDKEBT,/ STPD/ S8PD/
SPPT/ SKRD yang dimohonkan keringanan,
pengurangan, pembebasan, dan penundasn pembayaran
atas sanksi admimstranfl;

d. surat keterangan alau dokumen berdasarkan datla
masyarakat miskin yang dikeluarkan oleh pejabat yang
berwenang untuk Wajib Pajak orang pribadi;

e, Fotokopi laporan keuangan vang telah diaudit dan/ atau
suratl keterangan Badan bubar/pailit atau keterangan lain
yvang dianggap sama untuk Wajib Pajak Badan.
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Pasal 430
[1) Wajib Pajak atau Wajib Retribusi melunasi pokok pajak vang
diminlakan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan
penundaan pembayaran atas Sanksi administrastil.
(2] Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memiliki tunggakan
tahun sebelumnya dan belum kadaluwarsa menurut
ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pasal 440
Permohonan  sacbagaimana dimaksud dalam  Pasal 438
disjukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak pelunasan
pokok pajak yvang dimintakan penghapusan atau pengurangan
sanksi administratif,

Paszal 441

(1} Pejabat yang ditunjuk melakukan Pemeriksaan adminitrastif
terhadap permohonan yvang diajukan oleh Wajib Pajak atau
Wajib Retribusi.

(2) Pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling lama 5 (lima)} hari kerja sejak tanggal diterimanya
surat permohonan.

(3) Dalam hal hasil Pemeriksaan administrastif sebagaimana
dimaksud pada avat (1) dinyatakan tidak memenubhi
persyaratan, permchonan tidak dipertimbangkan untuk
ditindaklanjuti.

(4] Dalam hal permohonan tidak dipertimbangkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Pejabat yvang ditunjuk harus
memberitabukan secara tertulis kepada Wajib Pajak atau
Wajib Retribusi atau kuasanya,

(5) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) disampailkan paling lama 5 (lima) han kerja scjak
berkas permohonan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan.

(6) Dalam hal hasil Pemeriksaan administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dinvatakan memenuhi persyaratan,
diindaklanmjutl dengan melakukan Penehtian.

(7) Penclitan schagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan
dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) han kerja.

(B) Berdasarkan hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) pejabat yang ditunjuk menerbitkan rekomendasi yang
isinya mengabulkan seluruh atau sebagian  atau menolak
permohonan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.

(@) Dalam hal permobonan diterima selaruh atau scbagan, Wah
Kota menectapkan keputusan pemberian  keringanan,
pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas
sanksi adminitratif dalam jangka waktu paling lama 7
(tujuh) Hari Kerja.

(10)Dalam hal permohonan ditolalk, Wali Kota melalui Pejabat
vang ditunjuk menyampaikan surat penolakan pemberian
keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan
pembayaran atas sanksi administratifl dalam jangka waktu
paling lama 7 (tujuh) Han Kerja,
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BAB V1
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 442

Pembayaran dan penyetoran Pajak dan/ataun Retribusi yang telah
dilakukan olch Wajib Pajak atau Wajibh Retribusi sebelum
Peraturan Wali Kota ini diundangkan dilaksanakan berdasarkan
ketentuan yang terdapal dalam Peraturan Wali Kota mengenai
Pajak dan/atau Retribusi yang lama.

BAB VIl
KETENTUAN PENUTUP

Paszal 443

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

H.

h.

Peraturan Wali Kota Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Air
Tanah (Benta Daerah Kota Payvakumbuh Tahun 2011 Nomor
02);

Peraturan Wali HKota Nomor 45 Tahun 2011 tentang
Penetapan Harga Dasar Air Tanah (Berita Daerah Kola
Payakumbuh Tahun 2011 Nomaor 43);

Peraturan Wali Kota Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem
dan Prosedur Pemungutan Bea Perolchan Hak Atas Tanah
dan Banpunan (Berita Daerah Kota Payaloumbuh Tahun 2011
Nomor 57);

Peraturan Wali Kota Nomor 60 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pemasangan, Standar Harga dan Penentuan Nilal Strategis
serta Penentuan Nilal Sewa Reklame sebagai Dasar Penetapan
Besarnya Pajak Reklame (Berita Daerah Kota Payakumbuh
Tahun 2011 Nomor 60);

Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2012 tentang
Penetapan Indeks Lokasi scbagal Pocdoman Penctapan Tarif
Retribusi lzin Gangguan (Berita Daerah Kota Payakumbuh
Tahun 2012 Namar 22);

Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2012 tentang
Perubahan Tanf Retnibusi Pelavanan HResechatan (Berla
Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 48);

Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2013 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 13
Tahun 2011 tentang Pajak Hotel [(Berita Daerah Kota
Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 37,

Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2013 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 9
Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Berita Daerah Kota
Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 38),

Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2013 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Payvakumbuh Nomor 11
Tahun 2011 tentang Pajak Parkir ([Berita Daerah Kota
Pavakumbuh Tahun 2013 Nomor 39);

Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelunjuk
Prlaksanaan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 10
Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan .Jalan (Benita Daerah
Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 40);

4\



Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2013 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pavakumbuh Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Berita Daerah Kota
Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 41);

Peraturan Wali Kota Nomor 42 Tahun 2013 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pavakumbuh Nomor 14
Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
(Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 42);

. Peraturan Wali Kota Nomaor 73 Tahun 2013 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Payvakumbuh Nomor 14
Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan (Berita Daecrah Kota Payakumbuh Tahun 2013
Nomor 73);

Peraturan Wali Kota Nomor 83 Tahun 2013 tentang Talacara
Pemungutan Retribusi Pelayanan Keschatan (Berita Dacrah
Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 83);

Peraturan Wali Kota Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tatacara
Pemungutan Retribusi Daerah di Dinas Koperasi UMEKM
Perindusirian dan Perdagangan Kota Payvakumbuh (Berita
Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomeor 85);

Peraturan Wali Kota Nomor 96 Tahun 2013 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi [Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun
2013 Nomor 96);

Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara
Pemungutan Retribusi Alat Pemadam Apl Ringan Kota
Payakumbuh [Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2014
Nomaor 10);

Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 20
Tahun 2011 tentang Retribusi .Jasa Usaha .Jenis Retribusi
Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Berita Daerah Kota
Payvakumbuh Tahun 2014 Nomor 20);

Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2014 tentang Tata Cara
Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah Dalam Wilayah
Kota Payakumbuh [Berita Daerah Kota Payvakumbuh Tahun
2014 Nomor 41);

Peraturan Wali Kota Nomor 84 Tahun 2014 tentang
Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita
Dacrah Kota Pavakumbuh Tahun 2014 Nomor 84);

. Peraturan Wali Kota Nomor 101 Tahun 2014 tentang Tala

Cara Penerbitan Surat Pemberntahuan Pajak Pajak Terhutang
Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita
Dacrah Kota Payakumbuh Tahun 2014 Nomor 101},
Peraturan Wali Kota Nomor 50 Tahun 2015 tentang
Ketentuan Besarnya Retribusi Sewa Bulanan Terhadap Petak
Pertokoan Kuliner Terminal Sago, Petak I Pasar lbuh Timur
dan Tahap IV Pasar lbuh Timur (Berita Daerah Kota
Payakumbuh Tahun 2015 Nomor 50},

. Peraturan Wali Kota Nomor 57 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak
Daerah, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena
Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan
Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta
Perubahan Data Wajib Pajak,/ Objek Pajak (Benta Daerah
Kota Payakumbuh Tahun 2015 Nomor 57);



A,

bb.

G

dd.

CE.

ff.

hh.

Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2015 (entang
Ketentuan Umum  Pajak  Dacrah (Berita Daerah Kota
Payakumbuh Tahun 2015 Nomor 66);

Peraturan Wali Kota Nomor 92 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Payakumbuh Nomor 73
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Dacrah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota
Payakumbuh Tahun 2015 Nomor 92);

Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Hiburan dan
Pajak Hotel di Kota Payakumbuh (Berita Daerah Kota
Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 36);

Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tarifl
Retribusi Tera/ Tera Ulang (Berita Daerah Kota Payakumbuh
Tahun 2017 Nomor B);

Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2017 tentang
Penetapan Harga Hak Sewa dan Retribusi Bulanan Petak Kios
ex Inpres 77/78 (Blok LM dan N) (Berita Daerah Kota
Payakumbuh Tahun 2017 Nomor 13);

Peraturan Wali Kota Nomor 63 Tahun 2017 tentang
Perubahan Tarif Retribusi Tempat Pelelangan Ternak (Berita
Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017 Nomor 63);

Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2017 tentang
Perubahan Tanf Retribusi Tempat Hekreasi dan Olah Raga
(Berita Dacrah Kota Payakumbuh Tahun 2017 Nomor 64,
Peraturan Wali Kota Nomor 75 Tahun 2017 tentang
Penetapan Harga Hak Sewa dan Retribusi Bulanan Kios Petak
10 Bawah Parlar Ibuh Barat (Berita Daerah Kota
Payakumbuh Tahun 2017 Nomor 75);

Peraturan Wali Kota Nomor 99 Tahun 2017 tentang
Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan
Umum (Benta Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017 Nomor
99);

. Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan

Harga Hak Sewa dan Retribusi Bulanan Toko/Petak Bawah
Tangga Pusat Pertokoan Blok Timur Jl A, Yani Kota
Payakumbuh (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019
Nomor 5);

Peraturan Wali Kota Nomor & Tahun 2019 tentang Penetapan
Harga Hak Sewa Periokoan Payakumbuh Terhadap Pedagang
Kaki Lima Kuliner Malam (Berita Daerah Kota Payakumbuh
Tahun 2019 Nomor 6);

Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2019 tenlang
Perubahan Taril Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Rags
(Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019 Nomor 20);
Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2019 tentang
Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
(Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019 Nomor 24);

.Peraturan Wali Kota Nomor 46 Tahun 2019 tentang

Perubahan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir (Berita
Draerah Kota Payakumbuh Tahun 2019 Nomor 46);

Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2020 tentang Sistemn dan
Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020
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mrm. Peraturan Wali Kota Nomor 43 Tahun 2020 tentang

PP.

Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan
Bermotor (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020
Nomor 43);

Peraturan Wal Kota Nomor 65 Tahun 2020 tentang Hak
Scwa Dan Retribusi Kios Bawah Parkir Blok A Nomor 14
Ibuh Barat Kota Payakumbuh (Berita Dacrah Kota
Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 635);

Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak  dalam
Pemberian Layanan Publik fertentu di  Lingkungan
Pemerintah Kota Payakumbuh (Benta Daerah Kota
Payakumbuh Tahun 2021 Nomor 35); dan

Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Perekaman Transaksi Usaha, Pembayaran Pajak
Daerah Secara Elektronik Dan Penyampaian Surat
Pembentahuan Pajak Daerah Secara Online Melalui Aplikasi
E-SPTPD (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021
Nomor 38);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,

Pasal 444

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,memermiahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Payalkumbuh.

| PARAF KOORDINASI Ditetapkan di Payakumbuh
ada tanggal 7 WHWl 10&F
Jabatan Paral Tanggal
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LAMPIRAN T

PEREATURAN WAL KOTA  PAYAKUMBUH,
NOMOR & TAHUN I026

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

KLASIFIKASI NJOP BUMI DAN NJOP BANGUNAN

A, KLASIFIKAS] NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI UNTUK OBJEK PAJAK
SEKTOR PERDESAAN DAN SEKTOR PERKOTAAN

| Klas Pengelompokan Nilai Jual Bumi Nilai Jual Objek Pajak
(Ep/m9] Bumi (Rp/m?)
001 | =&7.390.000,00 s/d 69.700.000,00 68.545.000,00
002 =65,120,000,00 s/d £7.390.000,00 66.255.000,00
003 >62,890.000,00 s/d 65.120.000,00 64.000.000,00
004 >60,700.000,00 s/d 62.890.000,00 £1.795.000,00
005 | =58.550.000,00 s/d 50.700.000,00 59.625.000,00
006 =56.440.000,00 s/d 58.550.000,00 57.495.000,00
007 »54.370.000,00 s/d 56.440.000,00 '55,405.000,00
D08 >52.340.000,00 s/d 54.370.000,00 53.355.000,00
00g >50.350.000,00 s/d 52.340.000,00 51.345.000,00
010 =48 400.000,00 s/d 50.350.000,00 49.375.000,00
011 =46.490.000,00 s/d 48.400,000,00 47.445.000,00
012 =44.620.000,00 s/d 46.490.000,00 45,555,000,00
013 =42.790.000,00 s/d 44.620.000,00 43.703.000,00
014 >41.000.000,00 s/d 42.790.000,00 41.895.000,00
015 »39,250.000,00 s/d 41.000,000,00 40,125.000,00
016 >37.540.000,00 s/d 39.250,000,00 38.395.000,00
017 »35.870.000,00 s/d 37,540,000,00 36.705.000,00
018 =34 240,000,000 s-l.-"d G2 BT0.000,00 35.055.000,00
019 >32.650.000,00 s/d 34.240.000,00 33.445.000,00
020 =31.100.000,00 s/d 32.650.000,00 31.875.000,00
021 =20 550.000,00 1;":1 31.100.000,00 30..345.000,00
022 >28,120.000,00 s/d 29,590.000,00 28.855.000,00
T 023 =26.690.000,00 s/d 28,120.000,00 27.405.000,00
[ 024 »25,300.000,00 s/d 26,690,000,00 25.995,000,00
035 »23.950.000,00 &/d 25.300.000,00 24 .625.000,00
026 =22 640.000,00 s/d 23.950.000,00 23.295,000,00
027 =21.5370.000,00 =/d 22.640.000,00 22.005.000,00
028 =20.140.000,00 s/d 21.370. 01:":761:: 20.755.000,00
024 =18,950. {:::Jt:'"t':iﬂ s/d 20.140.900,00 16.545.000,00
030 =17.800.000.00 5/ = 18.950.000,00 18.375.000,00
031 =16.600.000,00 s/d 17.800.000,00 17.245.000,00
032 | =15.620.000,00 s/d 16,690.000,00 16.155.000,00
033 =14.500.000,00 s/d 15.620.000,00 15,105,000,00
034 >13.600.000,00 s/d ;q.s@u.m:})ﬁm 14.095.000,00
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»12.650.000,00 s/d 13.600.000,00 13.125.000,00

036 =11.740.000,00 =/d 12.650.000,00 12.195.000,00

037 =10.870.000,00 s/d 11.740.000,00 11.305.000,00

038 >10.040.000,00 s/d 10.870.000,00 10.455.000,00

039 ~=0,250.000,00 s/d 10.040.000,00 0.645.000,00

040 =8,500,000,00 s/d 9.250.000,00 8.875.000,00

041 =7.790.000,00 s/d 8.500.000,00 8.145.000,00

042-’ =7.120.000,00 sl.l'q:l 7.790.000,00 T.2455.000,00

D43 =6.490.000,00 s/d 7.120.000,00 6.805.000,00

044 =5.900.000,00 s/d 6.490.000,00 6.195.000,00

045 =5,350,000,00 s/d 5.900.000,00 5.625,000,00

D46 =4 B40.000,00 ﬂl.-'rl 2. 350.000,00 2.095.000,00

047 >4.370.000,00 s/d 4.840.000,00 4.605.000,00
048 »3,940,000,00 s,/d 4.370.000,00 4.155, Dﬁti"::lﬂ_ ]

Dty =3.000.000.00 ﬂ,l'd 3940 000,00 3. 74 5.000.00

050 =3, EUU K}UU 00 E||"'I:|. 3. 5"'iﬂ GDU S0 3.375.000.,00

051 =3.000.000,00 s/d 3.200.000,00 3.100.000,00

052 =2 .850,000,00 s/d 3.000.000,00 2.925.000,00

053 »2.708.000,00 s/d 2.850.000,00 2.779.000,00

054 >2.573.000,00 s/d 2.708.000,00 2.640.000,00

055 =2 444 000,00 :-".,"1:[ 2.5732.000,00 2 S0 (00 O4

056 >3 261.000,00 s/d 2.444.000,00 2.352.000,00

057 =2.091.000,00 s/d 2.261.000,00 2.176.000,00

058 =1.934,000,00 =/d 2.091.000,00 2.013,000,00

059 =1,789.000,00 s/d 1.934.000,00 1.862.000,00

060 =1.655.000,00 s/d 1.783.000,00 1.722.000,00

o6l =1.490.000,00 s/d 1.655.000,00 1.573.000,60

062 >1.341.000,00 5/d 1.490.000,00 1.416.000,00

03 >1.207.000,00 s/d 1.341.000,00 1.274.000,00

064 >1.086.000,00 s/d 1.207.000,00 1.147.000,00

065 ~977.000,00 s/d 1.086.000,00 1.032.000,00

066 ~855.000,00 s/d 977.005,00 916.000,00

06T  >748.000,00 s/d 855.000,00 802.000,60

065 >655.000,00 s/d 748.000,00 702.000,00

059 =573.000,00 s/d 748.000,00 614.000,00 |

070 >501.000,00 s/d 575.000,00 537.00000

071 =426.000,00 s/d 501.000,00 464.000,00

072 >362.000,00 s/d 426.000,00 302.000,00

073 ~308.000,00 s/d 2362.000,00 335.000,00

074 =262.000,00 s/d 308.000, 0o 285.000,00

075 ~223.000,00 s/d 262.000,00 243.000,00

076 >178.000,00 5/d 223.000,60 200.000,00

077 |  >142.000,00 s/4 178.000,00 160.000,00

078 -114.000,00 s/d 142.000,00 128.000,00

079 =91.000,00 s/d 114.000,00 103.000,00 ]

080 >73.000,00 s/d 91.000,00 82.000,00 |

051 ~55.000,00 s/d 73.000,00 64.000,0¢ |
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082 =41.000,00 s/d 55.000,00 48.000,00
083 >31.000,00 s/d 41.000,00 36.000,00
084 >23.000,00 s/d 31.000,00 27.000,00
085 >17.000,00 s,/d 23.000,00 20.000,00
g8e | >12.000,00 s/d 17.000,00 14.000,00
087 =8,400,00 s,/d 12.000,00 10.000,00
D88 >5.900,00 s/d 8,400,00 7.150,00
089 =4.100,00 s/d 5.900,00 5.000,00

[ 090 =2.500,00 s;/d 4.100,00 3.500,00
091 ~2.000,00 s/d 2.500,00 2.450,00
092 =1.400,00 s/d 2.000,00 1.700,00
093 =1.050,00 s/d 1.400,00 1.200,00
094 =760,00 s/d 1.050,00 910,00
095 »550,00 s/d 760,00 660,00
096 =410,00 s/d 550,00 480,00

- 097 310,00 s/d 410,00 350,00
098 >240,00 s/d 310,00 270,00
099 >170,00 s/d 240,00 200,00
100 <170,00 140,00

B. EKLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BANGUNAN UNTUK OBJEK
PAJAK SEKTOR PERDESAAN DAN SEKTOR PERKOTAAN

Klas | Pengelompokan Nilai Jual Bangunan | Nilai Jual Objek Pajak |

_ [Ep/m?) Bangunan (Rp/m?
| 001 | =14.700.000,00 s/d 15.800.000,00 15.250.000,00 |

002 >13.600.000,00 s/d 14.700.000,00 14.150.000,00

003 >12.550.000,00 s/d 13.600.000,00 13.075.000,00

004 =11,550.000,00 s/d 12,550.000,00 12.050,000,00

005 >10.600.000,00 s/d 11.550.000,00 11.075.000,00

006 »9,700.000,00 s/d 10.600.000,00 10.150.000,00

007 >§.850.000,00 s/d 9.700.000,00 9.275,000,00

008 >§.050.000,00 s/d B.850.000,00 8.450.000,00 |

009 | >7.300.000,00 s/d 8.050.000,00 7.675.000,00

010 ~6.600.000,00 s/d 7.300.000,00 £.950.000,00

011 =5.850.000,00 s5/d 6.600.000,00 6.225.000,00

012 =5.150.000,00 s/d 5.850.000,00 5.500.000,00
013 | =4.500.000,00 s/d 5.150.000,00 4.825,000,00
014 >3.900.000,00 s/d 4.500.000,00 4.200.000,00

015 >3.350.000,00 s/d 3.900.000,00 3.625.000,00

016 >2.850.000,00 s/d 3.350.000,00 3.100.000,00

017 >2.400.000,00 s/d 2.850.000,00 2.625.000,00 |

018 | »2.000.000,00 s/d 2.400.000,00 2.200.000,00

019 =1.666.000,00 s/d 2.000,000,00 1,833.000,00
020 >1.366.000,00 s/d 1.666.000,00 1.516.000,00

021 ~1.034.000,00 s/d 1.266.000,00 1.200.000,00 |

022 >0902.000,00 s/d 1.034,000,00 9648.000,00

023 »744.000,00 s/d 902.000,00 823.000,00

024 |  =656.000,00 s/d 744.000,00 700.000,00

025 >534.000,00 s/d 656.000,00 595.000,00
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026 >476.000,00 s/d 534.000,00 505.000,00
027 =382.000,00 s,/d 476.000,00 429.000,00
028 >348.000,00 s/d 382.000,00 365,000,00
029 ~272.000,00 s/d 348.000,00 310.000,00
030 ~256,000,00 s/d 272.000,00 264,000,00
031 =194,000,00 s/d 256,000,00 225,000,00
032 >188.000,00 s/d 194.000,00 191.000,00
033 >136.000,00 s/d 188.000,00 162.000,00
. 034 >128,000,00 s/d 136,000,00 132.000,00
| 035 >104.000,00 s/d 128.000,00 116.000,00
036 =92 000,00 s/d 104.000,00 98.000,00
037 >74.000,00 s/d 92.000,00 83.000,00
038 >68.000,00 s/d 74.000,00 71.000,00
039 >52,000,00 s/d 68.000,00 60.000,00
040 £52.000,00 50.000,00
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PERATURAN WALI KOTA
NOMOR & TAHUN 2075
TENTANG

PAYAKUMBUH,

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

PELAKSANAAN PENILAIAN PBB-P2

Penilaian Massal
Penilaian Tanah
Pembuatan Konsep Sket/Peta ZNT dan Penentuan NIR.

A. Batasan-batasan dalam Pembuatan Sket/peta ZNT.

1) ZNT dibuat per kelurahan /desa,

2 Pengisian NIR tanah ditulis dalam ribuan rupiah. Contoh :

3}

NO NIR PENULISAN |
1 Rp. 1.500.000 1.500
2 Rp. 220.000 220

3 Rp. 22.500 22.50
4 | Rp. 600 0,60

Garis batas setiap ZNT diberi warna yvang berbeda schingga
jclas batas antar ZNT.

Bahan-bahan yang Diperlukan.

1]

=

3

4

Peta desa/kelurahan yang telah ada batas-batas bloknya.
Peta dimaksud disalin/difoto copy 2 (dua) lembar, 1 (satu)
lembar untuk konsep peta ZNT dan 1 (satu) lembar lagi
untuk pembuatan peta ZNT akhir.

File data tahun terakhir serta Daftar Himpunan Ketentuan
Pajak (DHKP). Data ini diperlukan untuk standardisasi nama
jalan.

Buloua Klasifikasi NJOP tahun terakhir.

Data ini dipakai untuk pembanding dalam penentuan NIR
tanah dan sebagal bahan standardisasi nama jalan.

Alat-alat tulis, termasuk pensil pewarna,

Proses Pembuatan Sket/Peta ZNT

1)

Tahap Persiapan
Tahapan persiapan meliputi kegiatan-kegiatan:

a] Menviapkan peta vang diperlukan dalam penentuan
NIR dan pembuatan ZNT, meliputi Peta Wilayah
Kabupaten/Kota, Peta Desa/Kelurahan, Peta ZNT dan
Peta Blok.

b} Menviapkan data-data dari instansi yang membidangi
pendapatan daerah vang diperlukan, seperti data dari
laporan Notaris/PPAT, data NIR dan ZNT lama,
Keputusan Kepala Daerah tentang Klasifikasi dan
Pengpgolongan NJOP Bumi dan Bangunan, dan lain
sebagainya.

¢} Menyiapkan data-data yang berhubungan dengan
teknik penentuan nilai tanah, seperti data Jenis
Penggunaan Tanah dan data potensi pengembangan
wilayah berdasarkan RT/RW dari instansiflembaga
vang berwenang menyediakan data kewilayahan,
pertanahan, dan ET/RW.
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d) Pembuatan rencana pelaksanaan meliputi rencana
anggaran dan biaya, jumlah personil, serta jadwal
kegiatan dengan mengacu pada keputusan ini.

2] Pengumpulan data harga jual

a] Data harga jual adalah informasi mengenai harga
transaksi dan/atau harga penawaran tanah dan/atau
bangunan.

b} Sumber data berasal dari PPAT, notaris, lurah/kepala
desa, agen properti, penawaran penjualan properti
melalui majalah, brosur, direktori, pameran, media
elekironik, dan sebagainya.

c] Data lapangan yaitu data harga jual yvang diperoleh di
lapangan, merupakan data yang dianggap paling dapat
dipercaya akurasinya. Oleh karena itu pencarian data
langsung ke lapangan harus dilakukan baik untuk
memperoleh data-data baru maupun mengecek data-
data yang diperoleh di kantor.

d] Semua data harga jual vang diperoleh agar ditulis
dalam forrmualir date transaksi jual beli.

e] Dalam rangka pengumpulan data harga jual, juga
diadakan inventarisasi nama-nama jalan yang ada di
seflap desa/kelurahan. Penulisan nama jalan
disesuaikan dengan standar baku penulisan nama-
nama jalan.

3 Kompilasi Data

al Data  yang terkumpul dalam — masing-masing
desa/kelurahan harus dikelompokkan menurut jenis
penggunaannya karena Jenis penggunaan
tanah /bangunan merupakan variabel vang signifikan
dalam menentukan nilai tanah,

b) Kompilasi jupa diperlukan berdasarkan lokasi data
untuk memudahkan tahap analisis data.

4 Rekapitulasi Data clan Plotting Data Transaksi pada Peta
Kerja ZNT.

g] Semua data vang diperoleh dimasukkan dalam
formulir analisis penentuan nilai pasar wajar,

b} Nomor Data yvang tertulis pada formulir data transaksi
jual beli harus sama persis dengan nomor yang tertulis
pada formulir  analisis penentuan nilai  pasar.
Selanjutnya nomor ini akan berfungsi lebih lanjut
scbagal alat untuk mengidentifikasi lokasi data pada
peta sebaran data.

¢} Penyesuaian terhadap wakiu dan jenis data:

i, Penyesuaian terhadap waktu dilakukan dengan
membandingkan  waktu  transaksi dengan
keadaan per 1 Januari tahun  pajak
bersangkutan.

ii. Penyesuaian terhadap faktor waktu dilakukan
dengan mengacu pada faktor-faktor yang
mempengaruhi fluktuasi nilai properti dalam
kurun waktu vang dianalisis, seperti keadaan
pasar properti, keadaan ekonom!, tingkat inflasi,
lingkat suku bunga clan faktor lain yang
berpengaruh. Perubahan nilai tanah dapat
disesuaikan dengan perkembangan wilayahnya.

iii. Penyesualan terhadap jenis data diperlukan
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3)

6]

7)

untuk memenuhi  ketentuan  Nilai Pasar
sebagrimana prinsip-prinsip penilaian  yang
berlaku, Misalnya data penawaran, data dar
PPAT {Notaris Vang tidak sepenuhnya
mencerminkan Nilai Pasar harus disesuaikan.
Besar penyesuaian sangat tergantung pada
tingkat akurasi data dan keadaan di lapangan.
Varias: besgmya perseniase penyesuaian antara
penilal satu dengan yang lain tidak dapat
dihindari dan tetap dibenarkan asalkan ftidak
menimbulkan penyimpangan yang terlalu jauh
dari Nilai Pasar. Untuk mendapatkan nilai tanah
data vang digunakan adalah data transaks) jual
beli yvang memenuhi unsur pasar waJar. Oleh
karena 1tu data harga penawaran perlu
disesuaikan dengan mengurangkan dalam
persentase terteniu sesual dengan analisis di
lapangan.

iv. Angka persentase penyesuaian di atas bulkan
merupakan angka vyang mutlak. Persentase
penyesuaian harus  berdasarkan kepada
kenvataan, data dan fakta di lapangan dan
dianalisis terlebih dahulu, sehingga di setiap
wilayah dapat berbeda.

Menentukan Nilai Pasar tanah per meter persegi
a) Tanah kosong, Nilai Pasar dibagi luas tanah dalam
satuan meter persegl.
b) Tanah dan bangunan;

i. Menentukan nilai bangunan dengan
menggunakan DBKB setempat.

1. Nilal Pasar dikurangi nilai banpunan diperoleh
Nilai Pasar tanah kosong untuk kemudian dibag
luas tanah dalam satuan meter persegi.

Membuat batas imajner ZNT
Batas imajiner dituangkan dalam konsep peta ZNT yang
telah berisi sebaran data transaksi dan/atau nilai pasar
tanah. Prinsip pembuatan batas imajiner ZNT adalah:
a)] Mengacu pada peta ZNT lama bagi wilayah vang telah
ada peta
b] Mempertimbangkan data transakst yang telah
dianalisis yang telah diplot pada peta kerja ZNT,
c] Pengelompokan persil tanah dalam satu ZNT dengan
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

i. Nilai Pasar Tanah yang hampir samas;

ii. Memperoleh akses fasilitas sosial clan
[asilitas umum yang sama,

i, Aksesibilitas vang tidak jauh berbeda; clan

iv. Mempunyai polensi nilai yang sama.

Analisis Data Penentuan NIR
a) Data-data yang dianalisis untuk memperoleh Nilai

Indikasi Rata-rata [NIR) dalam sama ZNT haras

memenuhi kriteria sebapal berikut:

I. Data relatif bara;

1. Data Transaksi atau penawaran yang wajar,

III. Lokasiyang relatif berdekatan;

IV, Jenis penggunaan tanah/bangunan yang relatil
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sama; dan

V. Memperoleh fasilitas sosial clan fasilitas umum
yang relatfl sama.

b} Penyesuaian nilai tanah dan penentuan NIR

Sebelum menentukan NIR pada masing-masing ZNT,

nilal tanah yang telah dianalisis disesuaikan dengan

ketentuan sebagai berikut:

i.  Untuk ZNT yang memiliki data transaksi lebih
dari satu penentuan NIR dilakukan dengan cara
merata-rata data transaksi tersebut.

1. Untuk ZNT wyang hanya memilila satu data
transaksi NIR  ditentukan dengan cara
mempertimbangkan data transaksi dari ZNT lain
vang terdekat clan relatif sama nilal tanahnya
setelah dilakukan proses penyesualan
seperlunya.

1. Untuk ZNT yang tidak memiliki data transaksi,
penentuan NIR dapat mengacu pada NIR di ZNT
lain  yang terdekat dengan  melakukan
penyesuaian faktor lokasi, Jems penggunaan
tanah dan keluasan persil

) Pembuatan Peta ZNT Akhir
a) Tahap ini dilaksanakan setelah selesai pengukuran
dang milik dalam satu desa/kelurahan.
b) Garis batas ZNT dibuat mengikuti garis bidang milik
dan tidak boleh memotong bidang milik.
¢} Cantumkan NIR [nilai tanah hasil analisis bukan nilai
tanah hasil kKlasifikasi NJOP) dan kode ZNT pads peta
kena.
d) Peta ZNT akhir diberi warna yang berbeda pada setiap
garis batas ZNT.
Contoh Analisis data
1) Tabel Data Harpa Jual Transaksi

No IDENTIFIEAST = DATA DATA DATA DATA
OBJEK NO. 1 NO, 2 NO. 3 NO, 4
1 | Alamal | J1. J1 JL. JL
| Kenang | Kenanga | Kenanga | Kenang
aNo.5 | No 17 No.40 a No.14
2 | Peruntukan Peruma | Peruma | Peruma | Peruma
tanah han han han | han
3 | Ukuran =
a. Tanah 20mx |2lmx 15mzx
25 m 17 m 19 m
b. Bangunan 18mx |12mx 12 mx
I A 15 m 15 m |15 m .
| 4 |Tahun |
dibangun
- 5 | Waktu Akhir | Akhir Akhir Penawar
Transaksi Tahun Tahun Tahun an pada
1938 1986 1987 Desemb
er 1996 |
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& | Harga Jual Ep Ep Rp Harga
450,000 | 50.000.0 | 405.000 | Penawar
000 00 000 an
Rp.
325.000
N .000,-
7 | Bpesifikas '
Bangunan
a. Lantai Eeramik | Teraso Keramik | Keramik
b. Genteng Beton Beton Beton Beton
8 | Biaya Rp Rp Ep Rp
Reproduksi 332,00 | 300,00 (332,00 |332,00
Baru
Bangunan/ M2
( Tahun 1998 | |

Keempat data tersebut diatas setelah diteliti adalah wajar untuk
dijadikan data pembanding, dan setelah diplot dalam peta kerja,
mak data pembanding diatas berada dalam satu ZNT.

2] Analisis Harga Jual Tanah per M=
a) J1. Kenanga No. 5
(Rp. 000,00

Harga Transaksi Tanah dan bangunan Rp. 450.000,00
Nilai Bangunan { berdasarkan
(-) DBKEB) Rp. 62.640,00
Nilai
Tanah Ep. 387.360,00
Luas
{:} Tanah Rp. 500,00
Nilai
Tanah /M2 Rp. 775,00
Penyesuaian waktu + 4%
a. (+) 4% x Rp 775,00 Rp. 31,00
Penyesuaian Jenis Data ;
b. 0%
Nilai Tanah/ M2 setelah
disesuaikan Rp. -
Rp. 806,00

bj Jl. Kenanga No. 17
(Rp. 000,00

Harga Transaksi Tanah dan bangunan Rp. 250.000,00
(- Nilai Bangunan (| berdasarkan DBKB| Rp. 37.800,00
Nilai
Tanah Rp. 212.200,00
Luas
(2] Tanah Rp. 255,00
Nilai
Tanah /M2 Rp. 832,00
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Penyesuaian waktu + 4%

a. (+] 4% x Rp 832,00 Rp. 33,00
Penvesualan Jjenis Data :
b. 0%
Nilai Tanah/ M2 setelah
disesuaikan Rp.
Rp. 865,00
¢) Jl. Kenanga No. 40
(Rp. 000,00
Harga Transaksi Tanah dan bangunan Ep. 405.000,00
(-] Nilai Bangunan | berdasarkan DBKB) Rp. 69.600,00

Nilai

Tanah Rp. 335.400,00
Luas
() Tanah Rp. 450,00
Nilai
Tanah /M2 Rp. 745,00
Penyesuman waktu + 4%
a, (+} 4% x Rp 745,00 Rp. 60,00
Penyesuaian Jenis Data :
b. D%
Nilai Tanah/ M2 setelah
disesuaikan Rp.
Rp. 805,00
d} Jl. Kenanga No. 14
(Rp.  000,00)
Harga Transaksi Tanah dan bangunan Rp. 325.000,00
{-) NWilai Bangunan | berdasarkan DBKB) Rp. 41.760,00

Nila:

Tanah Rp. 283.240,00
Luas
() Tanah Rp. 297,00
Nilai
Tanah/M2 REp. 934,00
Penyesuaian waktu + 4%
. (+) 4% x Bp 745,00 Rp.
Penvesuaian Jenis Data :
b, 0%
Nilai Tanah/ M2 setelah
discsuaikan Rp. 95,00
Rp, 859,00

Contoh analisis penyvesuaian atas faktor wakiu transalesi ;

Untuk menganalisis persentase atas waktu  transaksi  dapat
dilakukan dengan membandingkan 2 (dua) data atau lebih yang
mempunyai ciri-ciri yang hampir sama yang dalam contoh ini

adalah data (a) dan (c].
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Cara analisis :

Rp 775—Rp 745
Rp 745
g 94

100 % -

4 % di atas menunjukkan adanva
kenaikan nilal tanah setiap tahunnyva.

3) Penentuan NIR

| ZNT
FAKTOR- | BERDASAREK PENYESUAIAN %)
o L] FAKTOR AN KONSEFP |
FENYESUALAWN [TAHUN DATA | DATA | DATA | DATA
| ) PENILAIAN | | BNO.1 | NO.2 | NO. 3 | NG 4
Harga Jual (K. (Rp. (B [Bp. |
Tanah per M2 D0 Q00 D00 Q00 |
Tig 832 745 D34
Waktu
1 | Transaksi Tahun 1996 | +4% | +4% |+ 8%
2 | Jenia Data | - 10%
Jumlah
Persentase
Penyesuaian +4% |[+4% |+8% |-10%
Milai vang
telah
disesuaikan . | 806 HE5 &B05 859
Milai Rata-
Rata I .
Hilai
Indikasi
Eata-Rata 89
(NIR)

Pemberian warna pans batas ZNT dan pencantuman angka NIR
dalam peta kerja.
Garis batas imajmer ZNT pada peta kerja dibenn wama vyang
berbeda sehingea jelas batas antar ZNT.
1. Untuk setiap ZNT dicantumkan angka NIR-nya.
2. NIR dicantumkan sebagaimana hasil analisis, bukan dalam
bentuk ketentuan nilai jual bumi.

Membuat kode ZNT untuk masing-masing ZNT dalam peta kerja.

1. Untuk setiap ZNT dibuat kode ZNT dan ditulis tepat dibawah
angka NIE.

2. Kade ZNT dibual pada peta kerja, dimulal dari sudut kin
atas (sudut barat laut) berurutan mengikut bentuk spiral.

3. Setiap ZNT diberi kode dengan menggunakan kombinasi dua
huruf, dimulai dari AA s/d ZZ.

4. ZNT yang memiliki NIR sama, jika dipisahkan oleh ZNT lain
harus dibuatkan kode ZNT vang berbeda.

Pengisian Formulir ZNT
ZNT vang telah diberi kode dan telah ditentukan NIR-nva, datanya
diisikan pada Formulir ZNT.
Membuat sket/ peta ZNT akhir
1} Tahap ini dilaksanakan setelah selesai pengukuran bidang

objek pajak dalam satu desa/kelurahan.




A2,
A.2.1,

A2

2] Garis batas ZNT dibuat mengikuti garis bidang objek pajak
tetapi tidak boleh memotong bidang objek pajak.

3] Untuk mempermudah penentuan batas ZNT sesual gans
bidang objek pajak, terlebih dahulu dibuat sket/peta ZNT
blok yang selanjuinya dipindahkan ke dalam sket/peta ZNT
desa/ kelurahan.

4] Cantumkan NIR dan kode ZNT sesuai dengan NIR dan ZNT
pada peta kerja, ZNT yang telah diberi kode dan ditentukan
NIR-nya, datanya diisikan pada formulir ZNT.

5) Sket/peta ZNT akhir di beri warna pada setiap garis batas
ZNT.

B) Sket/peta ZNT akhir digpunakan secbagai lampiran
Keputusan atau Peraturan Kepala Daerah tentang besarnya
NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2. Dalam hal ini,
sket/peta ZNT tersebut diperkecil dengan cara difotokopi
fichtdruk) dan tdak perlu diberi warna, namun kede ZNT
dan NIR harus jelas.

Penilaian Bangunan dan Penyvusunan DBKB

Metode
Untuk menyusun/membuat DBKB digunakan metode survei kuantitas
terhadap model bangunan wvang dianggap dapat mewakili kelompok
bangunan tersebut dan dinilai dengan dasar perhitungan analisis BOW,
Dengan metode survei kuantitas dan dasar perhitungan analisis BOW
vang merupakan perhitungan dengan pendekatan biaya, akan diperoleh
biaya pembuatan baru/biaya penggantian bar  dari bangunan.
Sehubungan dengan kebutuhan program komputer (CAV), maka biava
komponen bangunan perha dikelompokkan ke dalam biava komponen
utama, komponen material dan komponen fasilitas bangunan. Metode
survel kuantitas dipilih menjadi dasar metode yang dipergunakan karena
metode inilah yang paling mendasar dan terinci bila dibandinglan
dengan metode-metode perhitungan wyang lain, seperti metode unit
terpasang, metode meter persegi dan metode indeks.
Perhitungan harga satuan pekerjaan memakal analisis BOW merupakan
satu-satunya cara untuk mendapatkan kescragaman menghitung biaya
pembuatan baru bangunan. Karena cara ini akan memberikan hasil
yvang lebih tinggi bila dibandingkan dengan cara perhitungan biaya
pemborongan pekerjaan di lapangan, maka dalam perhitungan ini
digunakan faktor koreksi.

Pengelompokan Bangunan

Penerapan DBEB tersebut dikelompokkan berdasarkan jenis penggunaan
bangunan (JPB) sesus dengan tipe Konstruksinya, yaita:

JPB 1 perumahan

JPB 2 perkantoran

JPB 3 pabrik

JPB 4 toko/apotik/ pasar/ruko
JPB & rumah sakit/ klinik

JPB 6 olah raga/rekreas:

JPB T hotel / restoran / wisma

JPB 8 bengkel/pudang/ pertanian
JPRB 9 gedung pemerintah

JPB 10 lain-lain

JPB 11 bangunan tidak kena pajak
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JPB 12 bangunan parkir

JPB 13 apartemen/ kondominium
JPBE 14 pompa bensin (kanopi)
JPB 15 tangkl minyak

JPE 16 pedung sckolah

Konstruksi bangunan sebagal satu kesatuan terdin dari beberapa biaya
satuan pekerjaan. Biayva satuan pekerjaan tersebut dikelompokkan
dalam 3 ({tiga) komponen, yaitu biaya komponen utama, biaya komponen
material dan biaya komponen fasilitas. Keseluruhan komponen terscbut
disusun dalam suatu daftar yang dimainkan DBKB.

A23 DBEKB Standar

1] Tahapan Pembuatan DBEE

Tahap 1: .

Menentukan dan membuat tipikal kelompok bangunan sebagal model

vang dianggap dapat mewakili bangunan yang akan dinilai. Kriteria

untuk menentukan kelompok bangunan dapat ditimjjau dan  seg

arsitektur, tata letak dan mutu bahan bangunan, konstruksi serta luas

bangunan. Oleh karena itu dalam tahap 1 ini pekerjaan utama vang
harus dilakukan adalah menentukan/membual model bangunan.

Menu layanan model-model tersebut tersedia di dalam  program

komputer.
Tahap 2:
Menghitung volume setiap jenis/item pekerjaan untuk setiap model
bangunan, Perhitungan volume ml dilakukan dengan

mengukur/menghitung panjang, luas atau isi dari setiap jenis pekerjaan
sesual dengan satuan yvang dipakai atas dasar data yang terkumpul, baik
dari gambar denah, tampak, potongan atau peninjauan langsung
kelapangan., Penpukuran/perlntungan atas dasar data yvang berupa
gambar, harus diperhatikan skala yang dipakai.

Tahap 3:

Mengumpulkan data upah pekerja dan harga bahan bangunan setempat.
Harga bahan bangunan dan upah tersebut kemudian dianalisis untuk
mendapatkan harga pasar yang wajar, dalam arti harga/upah tersebul
tidak terlalu mahal atau tidak terlalu murah serta berlaku standar di
kawasan setempat.

Tahap 4:

Harpa bahan bangunan dan upah pekerja sctempal vang sudah
dianalisis (hasil pekerjaan tahap 3) dimasukkan ke dalam formula
analisis BOW [koefisien analisis satuan harga bangunan untuk
menyusun RAB) yang sudah tersedia dalam program komputer (CAV],
untuk mendapatkan harga satuan pelkerjaan.

Tahap 5:

Memasukkan wvolume sectiap jenis pekerjaan (hasil pekerjaan tahap 2)
dan harga satuan setiap jemis pekerjaan (hasil pekerjaan tahap 4) ke
dalam suatu format rencana anggaran biaya bangunan agar diperoleh
biava dasar setiap jenis pekerjaan atau biaya dasar total yang
dikeluarkan untuk pembuatan sebuah model bangunan,

Tahap &:

Melakukan pengelompokan biayva dasar jenis pekerjaan pada tahap 35,
vaitu pengelompokan ke dalam komponen utama, komponen material
dan komponen fasilitas.

Pengelompokan ini ditujukan agar dapat dibedakan antara biaya yang
dikeluarkan untuk pekerjaan  struktur utama  (komponen utamal,
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peckerjaan finishing arsitektural (komponen material) serta pekerjaan
tambahan lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan
mekanikal/eleltrilcal, perkerasan halaman, elemen estetika, lansekap
dan sebagainya (komponen fasilitas),

Tahap 7:

Melakukan penjumlahan dari biaya setiap jenis pekerjaan dari masing-
masing komponen pada tahap 6 agar diperoleh biaya dasar per
komponen bangunan untuk keseluruhan model bangunan.

Tahap 8:

Membagi biaya dasar sctiap komponen bangunan dengan luas bangunan
Keseluruhan untuk mendapatkan biaya dasar seliap komponen
bangunan per meter persegi lantai bangunan,

Tahap 9:

Setelah diperoleh biayva dasar per komponen bangunan maka dengan
cara menjumlahkan setiap komponen yang ada akan diperoleh biaya
dasar keseluruhan bangunan.

Selanjulnya untuk memperoleh Biaya Pembuatan Baru Bangunan maka
perlu dilakukan penyesuaian dengan cara mensubstitusikan faktor-
faktor biaya (Faktor Penvelaras) vang mempengaruhi biava dasar
bangunan ke dalam perhitungan biaya dasar, bangunan yang telah
diperoleh.

Faktor-faktor penyelaras tersebut adalah ;

I. Koreksi BOW.
[I. Biava-biaya tak terduga provek.
Il. Jasa pemborong.
V. PPN
V. Jasa/fee konsultan perancang dan penpgawas.
VI. Perijinan.
VII.  Suku bunga kredit selama pembangunan.

Tahap 10:

Dengan mensubstitusikan faktor-faktor penyelaras, hasil dari tahap 9,
terhadap biava dasar setiap komponen bangunan per meter persegi
lantai bangunan maka akan diperoleh biaya pembuatan baru setiap
komponen bangunan per meter persegi lantal bangunan.

Tahap 11:

Penilaian  terhadap suatu bangunan dilakukan atas dasar biaya
pembuatan baru per meter persegi lantal bangunan setiap komponen
bangunan, setelah memperhitungkan adanya fzktor penyusutan .

2) Biava Komponen Bangunan
aj Biaya Komponen Utama
Biava konstruksi utama bangunan ditambah komponen bangunan
lainnya per meter persegi lantai.
Unsur-unsur Komponen Utama:
i. Pekerjaan persiapan (pembersihan, direksi keet, bnuwptzmk]
ii. Pekerjaan pondasi (mulai darni ga!tan pondasi sampai dengan
urugan tanah kembali).
iii. Pekerjaan beton/ beton bertulang (termasuk kolom dinding
luar /dalam, lantai clan plat lantaa).
iv. Pekerjaan dinding luar {plester, pekerjaan cat).
v. Pekerjaan kayu clan pengawetan termasuk pekerjaan cat
(kusen, pintu, jendela, kuda-kuda clan rangka atap kecuali

kaso clan reng]

vi, Pekerjaan sanitasi.
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vii, Pekerjaan instalasi air bersih.
viii, Pekerjaan instalasi listrik.
ix. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk Faktor Penyelaras yang
hcsarn}ra bergantung kepada tipe dari tiap-tiap JPB, dari
jumlah i sampai dengan viii.

b Biaya Komponen Material
Biaya material atap, dinding, langit-langit clan lantai per meter
persegl lantail.
Unsur-unsur Material Bangunan;
i. Atap
ii. Dinding (Dinding dalam tanpa pintu, jendela)
i,  Langit-Langt
iv. Lantai

¢] Biava Komponen Fasilitas

Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membayar seluruh unsur-unsur
pekerjaan yang berkaitan dengan penyediaan fasilitas bangunan.
Unsur-unsur vang termasuk dalam kemponen fasilitas merupakan
komponen ataupun sarana pelengkap dari bangunan seperti : kolam
renang, lapangan tenis, AC, lift, tangga berjalan, genset, perkerasan
baik halaman maupun lantai untuk tujuan tertentu, elemen estetika
clan lansckap.

Setiap tahun DBKB harus dimutakhirkan sesuai dengan perubahan
harga jenis bahan/material bangunan clan upah pekerja yang
berlaku di wilayvah kabupaten/ kota setempat.

DEEKR Non Standar

Proses penyusunan DBKB Non Standar

Untuk Objek Pajak Non Standar tahapan-tahapan pembentukan DBKB-
nya sedikit berbeda dengan Objek Pajak Standar. Di mana nilai DBKB
untuk masing-masing JPB Non komponen utama, digunakan oleh
Standar tergantung pada jenis maternal, dan fasilitas vang bangunan
tersebut. Konsep penyusunan DBEB Non Standar disesuaikan dengan
sistem struktur bangunan yvang telah dijelaskan sebelumnya, di mana
sistern struktur dan  substrukiur sebagai komponen utama dalam
bangunan dijadikan satu rangkaian ke dalam komponen utama.
Sedanglkan kedua komponen lainnya merupakan sistem pendukung dari
komponen utama. Pengertian dari ketiga komponen tersebut adalah
sebagai herikut:

a) Komponen utama, yaitu komponen penyusun struktur rangka
bangunan baik struktur atas maupun struktur bawah, yang terdiri
dari pondasi, pelat lantai, kolom, balok, tangga dan dinding geser.

b) Komponen material, yaitu komponen pelapis (kulit) struktur
rangka bangunan. Komponen material bangunan dibedakan
m#n]am 7 {tujuh) jeras, yaitu:

i. Material Dinding Dalam (MDD), merupakan material
pembentuk ruang (pemisah) dalam struktur bangunan.
Contoh: Gypsum board, Plywood (kayu lapis}, Triplex dan
Pasangan dinding bata, dan lain sebagainya.

i, Material Dinding Luar (MDL), merupakan material
pembentuk bangunan vang berfungsi sebagai penutup (kulit
rangka struktur bangunan bagian luar
contoh : Beton pra eetak, Kaea, Celcon (cilicon block] dan

Pasangan dinding bata.
]



iii. Pelapis Dinding Dalam (PDD), merupakan material yvang
berfungsi sebagai pelapis (kulit) dari MDD. Contoh: Kaea,
Wallpaper, Granit, Keramik, Cat dan Marmer,

iv. Pelapis Dinding Luar (PDL}, merupakan material yang
berlungsi sebaga pelapis (kulit) MDL, Contoh: Kaca, Granit,
Marmer, Keramik dan Cat.

v. Langt-langit (LL), merupakan material penutup rangka atap
atau plat lantai bagian bawah. Contoh : Gypsum board,
Akustik, Triplex dan Eternite.

vi. Penutup Atap [PA), merupakan material penutup rangka
atap bagian atas. Contoh: Plat beton, Genteng keramik,
Genteng press beton, Genteng tanah liat, Asbes gelombang,
Seng gelombang, Genteng sirap dan Spandek,

vil. Penutup Lantai (PL), merupakan material bangunan yang
berfungs: sebagal pelapis lantal. Contoh: Granit, Marmer,
Keramik, Karpet, Vinil, Kayu (parquet), Ubin PC abu-abu,
Ubin teraso dan Semen.

¢} Komponen [asilitas, yaitu merupakan komponen pelengkap fungsi
bangunan. Komponen {asilitas ini dibedakan menjadi 22 jenis
yvaitu:

1. Air Conditioner [AC), merupakan fasilitas pendingin ruangan.
Sistemn pendinginan dibedakan menjadi dua bagian:

a) Sistem pendinginan terpusat (eenfran, di mana
pengaturan sistem pendinginan dilakukan terpusat
pada satu ruang kontrol;

b) Sistemn pendinginan umt, di mana sistem pengontrol
pendingin  terdapat pada masing-masing  alat
pendingin. Contoh:

» AC split, merupakan AC per unit yang memiliki
2 mesin yaitu blower dan compressor;

« AC window, merupakan AC per unit yang
pendingin dan compressornya menyatu dan
dipasang pada dinding dengan cara membuat
lubang; dan

o« AC floor, merupakan AC per unit berbentuk
lemari vang memiliki kapasitas besar untuk
mendinginkan ruangan dengan luasan besar.

ii. Elevator (lift) , merupakan alat angkut berbentuk ruangan
kecil (kotak) yang berfungsi untuk sirkulasi barang atau
penumpang sccara vertikal,

iii. Eskalator, merupakan alat angkut berupa tangga berjalan
yvang berfungsi untuk sirkulasi penumpang secara vertikal
maupun horisontal;

iv. Pagar, merupakan fasilitas pemisah atan pembatas
bangunan;

v. Sistemn proteksi api, merupakan fasilitas proteksi terhadap
bahaya kebakaran. Sistem proteksi api terdiri dari:

a) Hydrant, merupakan alat berupa pipa untuk
MEenyiram air;

b) Splinkler, alat penyiram air olomatis yang tergantung
dari panas; o

c) Alarm kebakaran, merupakan alat peringatan tetjadi
nya kebakaran; dan

d) Intercom, merupakan alat  komunikasi untuk

peringatan jika terjadi kebakaran,



vi. Gensetr, merupakan fasilitas pembangkit tenaga listrik vang
pada umumnya digunakan sebagai tenaga listrik cadangan;

vil.  Sistem PABX, merupakan fasilitas  telekomunikasi
di dalam gedung bertingkat. Yang dimaksud sistem PABX
disini adalah jumlah saluran telepon di dalam gedung yang
dihasilkan oleh mesm PABX (saluran extension) ;

vili.  Sumur artesis, merupakan fasilitas bangunan untuk
penyvediaan sarana air bersih selain air vang berasal dari
PAM, kedalaman sumur ml pada umumnya lebih dari 30 m;

ix. Sistem =mar panas, merupakan fasilitas bangunan untuk
penyediaan sarana air panas;

x. Bistern kelistrikan, merupakan [asilitas instalasi sistem
kelistrikan di dalam bangunan;

%1, Sistem perpipaan (plumbing), merupakan fasilitas instalasi
sistem perpipaan baik pipa air kotor maupun pipa air bersih
di dalam bangunan;

xii. Sistem penangkal petir, merupakan fasilitas untuk
menangkal sambaran petir pada gedung-gedung tinggi;

xif,  Sistemn pengolah limbah, merupakan fasilitas untuk sistem
pengolahan hmbah lingkup kecil yvang terdapat di dalam
bangunan contohnya seperti septictank, peresapan atau STP
(Sarwage Treatment Plani);

®iv, Sistem tata suara, merupakan fasilitas untuk sistem
instalasi tata suara di dalam gedung,

. Xv. Sistem instalasi tata suara di dalam gedung;

xvi, SBistem video intercom, merupakan fasilitas penghubung
antar ruangan (lantail} dengan ruang pemanggil, pada
umumnya terdapat pada bangunan apartemen;

xvii. Sistem pertelevisian, merupakan fasilitas sistem pertelevisian
vang terdapat di dalam gedung, dibedakan menjad: dua jenis
yaitil:

a] MATV, merupakan sistem jaringan televisi penenma
gambar di dalam gedung;

b}y CCTV (close circuit television), merupakan Jaringan
kamera untuk security system; dan

c| TV Kabel dan Parabola.

xviii. Sistem jaringan internet;

xix. Kolam rt:nlang;

xx. Perkerasan halaman, dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu;

a) Tipe konstruksi nngan, tebal rata-rata 6 cm dan
biasanva menggunakan bahan seperti paving block
atau tanah yang dipadatkan;

Bl Tipe konstruksi sedang, tebal rata-rata 10 cm dan
bigsanya menggunakan beton ringan atau  aspal
ringan; dan

¢} Tipe konstruksi berat, tebal rata-rata lebih dari 10 cm
dan pada umumnya menggunakan bahan beton
bertulang dengan atau tanpa aspal beton fhot rmix).

%xxi, Lapangan tenis;

xxii. Reservoir, merupakan fasilitas penampungan air pada
bangunan gedung yang terbuat dari beton bertulang pada
salah satu lantai; dan

xxiii. Sistem sanitasi, merupakan fasilitas sanitasi atau sistem
pembuangan air kotor yang terdapat di dalam bangunan.
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2) Pembuatan DBKEB Non Standar

Pembuatan DBEKB Non Standar ini dilakukan secara bertahap dengan
maksud agar diperoleh hasil yang maksimal. Tahapan-tahapan tersebut
antara lain:

Tahap 1:

Menentukan material penyusun bangunan yang akan digunakan sebagai
data masukan (input) bagi perhitungan komponen struktur bangunan.
Tahap 2:

Melakukan analisa harga satuan dengan menggunakan metode BOW yvang
telah disesuaikan bagi komponen utama clan metode unit in place bag
komponen material clan fasilitas,

Tahap 3:

Menentukan model tipikal bangunan sebagai bangunan yang mewakili
struktur bangunan yang akan dinilai, dalam hal ini per JPB minimal
diambil 5 model bangunan dengan jumlah lantal yang bervariasi.

Tahap 4:

Menghitung wolume setiap jenis/item pekerjaan untuk sctiap model
bangunan. Perhitungan volume ml dilalkukan dengan
mengukur/menghitung panjang, luas atau isi dari setiap jenis pekerjaan
sesual dengan satuan yvang dipakai atas dasar dala yang terkumpul, baik
dari gambar denah, tampak, potongan atau peninjauan langsung ke
lapangan.

Tahap 3

Menghitung nilai bangunan per JPB menggunakan masing-masing model
vang telah dipilih sehingga dihasilkan nilai DBKB per meter persegi.

Tahap 6:

Melakukan generalisasi nilai DBKB komponen utama dari setiap model
dalam satu JPB yang dibantu dengan metode statistik tertentu, sehingga
dihasilkan sebuah formula tren komponen utama per JPB untuk
memprediksi (forecast) jumlah lantai bangunan menjadi "tdak terbatas®.
Tahap 7!

Melakukan generalisasi nilai DBKB komponen material dan sectiap jenis
material pelapis bangunan vang dibantu dengan metode statistik tertentu,
sehingga dihasilkan scbuah formula tren komponen material per jenis
pelapis untuk memprediksi (forecast) jumlah lantai bangunan menjadi
"tidak terbatas",

Tahap &:

Menghitung nilai DBKB fasilitas pendukung menggunakan model yang telah
ditentukan, schingga diperoleh nilai komponen fasilitas lengkap dengan
sistem pendukungnya.

Tahap 9:

Menghitung nilai DBKB total dengan cara menjumlahkan nilai DBKB
komponen utama, komponen material dan komponen fasilitas, dimana
biaya yang terdapat dalam formula ini dihitung dalam ribuan rupiah dan
sudah termasuk biava langsung (direct cost) dan biaya tidak langsung
(indirect cost).

Tahap 10:

Melakukan penyesuaian nilai fup dating) DBKB dengan cara meng-update
harga-harga marterial (harga resources) dengan memperhitungkan ﬂuld.uasil
harga material bangunan di pasar, faktor inflasi, biaya transportasl
berdasarkan informasi vang dipereleh dar buku Jurnal Harga Satuan,
kontraktor, developer, Dinas Pekerjaan Umum dan instansi terkait lainnya.
Tahap 11 :

Proscs analisis dalam DBEKB 2000 merupakan proses beranta yang
merupakan perpaduan dari konsep model struktur, statistik dan penilaian.
Proses analisisnya dapat dilihat dalam diagram berikut:



Analisis harga Analisis Ceneralisasi
:mum& satiuan mslel model

Tabel - tabel DEKB Analisis
KT PO

Diagram 1: Proses Penyusunan Tabel DBKB

3) Biaya Komponen Bangunan

Menghitung biava komponen bangunan dengan cara menjumlahkan
biaya konstruksi yang terdiri:

a) Untuk JPB 1, 2,456, 7, 1 2, 1 3, 1 6 biaya komponen bangunan
sama dengan biaya komponen uatama (struktur atas  dan
basemen) + komponen material + komponen fasilitas;

bl Untuk JPB 3 dan 8 biaya kemponen bangunan sama dengan biaya
komponen utama [struktur atas, struktur bawah, mezzanin dan
daya dukung lantai) + komponen material + komponen fasilitas;
dan

c) Untuk JPB 14 dan 15 bhiaya komponen bangunan sama dengan
biayva komponen utama.

Daftar Biayva Kkonstruksi Bangunan Komponen Utama per ma2,

Komponen material per m2, Daftar Biaya Komponen Fasilitas menjadi

bahan lampiran keputusan kepala daerah tentang klasifikasi dan

besarnya NJOP.

A.3. Penilaian dengan Bantuan Komputer (CAVY)
A, 3. 1. Data vang Diperlukan CAV .
Untuk terlaksananya  program  ini harus tersedia  data sebagai

berikul:

a) ZNT untuk penilaian tanah
Data ZNT wang telah siap secara otomatis akan diperguna-
kan dalam proses CAV.

b} DBKB obiek pajak standar untuk penilaian bangunan Data DBEB
objek pajak standar wvang telah siap secara otomatis akan
dipergunakan dalam proses CAV.

£l SPOFP dan LSPOP untuk pendataan objek pajak
Data luas tanah dan detail bangunan harus dikumpulkan di lapangan
dengan menggunakan SPOP dan LSPOP. Semua data objek harus
dimasukkan ke dalam komputer. Setelah itu, data masukan tersebut
akan diproses dalam CAV sccara olomatis.

A.3.2, Validast Data

Data SPOP dan LSPOP akan divalidasi sebagai berikut:
a) Data Tanah dan Bangunan, seperti:
1) Kode ZNT harus ada di tabel ZNT. Bila tidak ditemui dalam tabel,

maka SPOP akan ditolak;



2) Status wajib Pajak;

3) Pekerjaan wajib pajak;

4} Dalam hal "bangunan tanpa tanah” perlu dicek luas tanah = 0 dan
kode ZNT tidak perlu diisi;

2] Jenis tanah;

&) Jumlah bangunan;

7} Bangunan keberapa;

8) Jenis penggunaan bangunan;

9} Luas bangunan;

10]  Jumlah lanta bangunan;

11} Tahun dibangun;

12] Tahun renovasi;

13) Daya listrik;

14]  Kondisi pada umumnys;

153) Konstrulks:;

16] Atap;
17) Dinding;
18) Lantai;

19) Langit-langit;

20)  Untuk bangunan vang dilengkapi dengan fasilitas seperti kolam
renang, lapangan tenis, alat pemadam kebakaran, lift, AC,
validasinya dilanjutkan dengan fasilitas;

21) Untuk bangunan-bangunan bertingkat dan mempunyai kelas-
kelas/bintang  tertentu seperth pedung perkantoran bertingkat
tinggl, pusat-pusat perbelanjaan, hotel resort/non resort,
apartemen, validasi dilakukan sesual dengan kelas dan jumlah
lantainya;

22) Untuk bangunan perindustrian seperti pabrik, pudang, dan
scjenisnya, validasinya dapat ditambahkan sebagai berikut:

1. Tingg kolomlebar bentang
ii.  Dava dukung lantai

ii. Keliling dinding

iv. Luas mezzanine

23) Untuk tangki, validasinya sesual dengan letak dan kapasitas
tanghki yang bersangkutan.

b) Fasilitas
l} Kolam Renang;
2) Lapangan lenis;
3) Alat pemadam kebakaran: hydrant, springkler, fire alarm;
4) Panjang pagar;
5] Fasilitas AC sentral;
&) Jumlah AC split;
7] Jumlah AC window;
8] Jurnlah saluran pesawat PABX;
9] Kedalaman sumur pantek;
10) Jumlah lift;
11) Jumlah tangga berjalan;
12) Perkerasan halaman.

c] Tata Cara Perhitungan ] _
Proses CAV dapat dilakukan apabila data ZNT, DBKB objek pajak
standar dan data objek pajak sudah dimasukkan ke dalam komputer.

1] Perhitungan Nilai Tanah _
NIR diketahui berdasarkan kode ZNT scbagaimana t-:rcgntum
dalam SPOP. Untuk menentukan nilai jual obyek pajak bumi, NIR

At



dican dalam tabel ZNT berdasarkan kode ZNT, kemudian dikalikan
dengan luas bumi. Contoh Penilaian Objek Bumi

MNilai Indikasi Rata-rata (NIR)= Rp.100.000, -,
Bila luas tanah = 200m?2 maka N.JOP bumi = 200
m2 x Rp.100.000,- =Rp. 20.000.000, -

2) Perhitungan Nilai Bangunan

Dalam pelaksanaan perhitungan nilal bangunan, harus ditentukan
besarnya nilal kompeonen bangunan menurut masing-masing
karakter objek tersebut. NJOP bangunan berdasarkan :

a] kelas/bintang/tipe

b} komponen bangunan utama

c] komponen material

d} komponen fasihtas/m2

c) komponen fasilitas vang perlu disusutkan

f) penyusutan

gl komponen fasilitas vang tidak perlu disusutkan

h) kapasitas dan letak (khusus tangli)
Tingkat penyvusutan bangunan berdasarkan umur efektif, keluasan
dan kondisi bangunan. Umur efekfif bangunan secara umum
adalah sebagal berikut :

e O T e

Urmur Efeltil = Tahun Pajak - Tahun Dibangun

Bila tahun direnovasi terisi, maka :

Umur Efektif = Tahun Pajak — Tahun Direnovasi.

Untuk bangunan-bangunan bertingkat tinggi dan bangunan-
bangunan eksklusif lainnya seperti gedung perkantoran, hotel,
apartemnen dan lain-lain, penentuan umur efektifnya sebagai
berikut :

{tahun pajak — tahun dibungun) + 2(tahun pajak — Takun renovasi)
3

Bila (Tahun Pajak - Tahun Dibangun)<10 dan Tahun Direnovasi
adalah 0 atau kosong, maka UMUR EFEKTIF=Tahun Pajak-Tahun
Dibangun.

Bila (Tahun Pajak - Tahun Dibangun) >10 dan tahun direnovasi
adalah O atau kosong atau (Tahun Pajak - Tahun Direnovasi) >10,
maka perlu dianggap tahun direnovasi= tahun pajak-10, dan umur
efelctif adalah hasil dari rumus yang disebut di atas. Dalam hal itu
faktor (Tahun Pajak - Tahun Direnovasi] adalah 10.

Contoh:

Tahun pajak adalah tahun 2016.

Untuk penghitungan Nilai Jual Objek Pajak bangunan secara
manual.
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D;rbaal:;in iﬂﬁﬁsi Umur Efektil
2011 2013 {zﬁia—znnjzz.;zm&—zma;. 5%.5 . d
2011 - (2016-2011) =35
2003 . | (2016—-2003+2(14) - 13:11: =11
2003 1(]{.5 (zum—zam};zqzm&—zﬂﬂs} lz;fzzu 19
2003 012 [zﬂia—zﬂns}:zfznm—zmz} 13:-9 -7

3} Penyusutan Bangunan

Dalam penentuan nilai  bangunan  diperhitungkan [aktor
penyusutan. Penyusutan yang diterapkan dalam CAV hanya
penyvusutan fisik bangunan.

Faktor penyusutan ditentukan berdasarkan pengelompokan
besarnya biaya pembuatan/pengganti baru bangunan per meter
persegi, umur efekrtif dan kondisi bangunan pada umumnya, dan
dituangkan dalam suatu daftar atau tabel penyvusutan.

C. Penilaian Individual

Bl

B.2.

Persiapan
Kegiatan persiapan Penilaian Individual pada prinsipnya sama dengan
vang dilakukan dalam penilaian massal.
1) Menyusun Rencana Kerja;
2] Menyiapkan SPOP, L3POP dan LKOK;
3) Menyeleksi data-data objek pajak yang perlu dilakukan
Penilaian Individual; dan
4] Mengumpulkan data-data lama, secbagai pelengkap, dan objek
pajak yang akan _dinilai.
Penilaian dengan Pendekatan Data Pasar
Pada saat ini, untuk kepentingan penilaian objek pajak PBB-P2,
pendekatan data pasar digunakan untuk penilaian individual terhadap
tanah, sedangkan penilaian untuk bangunan menggunakan pendekatan
biaya.,
1} Pengumpulan Data
Pelaksanaan kerja pengumpulan data pasar dalam penilaian
individual dapat menggunakan formulir pengumpulan data pasar
untuk penentuan nilai tanah secara massal. Untuk mendapatkan
analisis data yang wajar harus di pertimbangkan hal-hal sebagai
berikut:
a) Kesesualan penggunaan dan luas tanah data pembanding
dengan objek pajak yang dinilai secara individu; dan
b) Lokasi dan waktu transaksi yang wajar,
2} Penilaian
Konsep dasar penilaian perbandingan data pasar - untuk penilaian
individual adalah membandingkan secara langsung data
pembanding dengan objek pajak yang dinilai dengan menggunakan
faktor-faktor penvesuaian vang lebih lengkap. Penilaian dilakukan
dengan cara sebagai berilout:
a) Dalam menentukan nilai tanah diperhatikan:
1) Kualitas dan bkuantitas data pembanding yang

terkumpul.

2) NIR dimana objek pajak berada.



b) Cara membandingkan data dengan faktor-faktor

penyesuaian.
Faktor-faktor yang mempengaruhi objek pajak yang dinilai
dengan diidentifikasi secara detail dan dibandingkan dengan
[aktor yvang sama pada data pembanding. Petugas penilai
dapat memilih minimal 3 (tiga) data pembanding yang sesuai
dari beberapa data pembanding yang terkumpul. Pada
umumnya perbandingan yang dilakukan, meliputi faktor:

1} Lokasi.

2] Aksesibilitas.

3] Waktu transaksi.

4] Jemis data (harga transaksi atau harga penawaran).

3] Penggunaan tanah.

6] Elevasi.

7] Lebar depan (terutama untuk objek Komersil).

B) Bentuk tanah.

%) Jenis hak atas tanah.

10} dan lain sebagainya.

Besarnyva penyesuaian vang akan dipunakan, sesuai

dengan pengetahuan dan pengalaman penilai dengan
menyebutkan dasar-dasar periimbangannya.

B.3. Penilaian Dengan Pendekatan Biaya
Pendekatan biaya digunakan dengan cara menambahkan nilai bangunan
dengan nilai tanah,
1} Pengumpulan Data

al

k)

Pengumpulan Data Tanah
Pada dasarnya pengumpulan data tanah dilakukan dengan cara
mengisi SPOP. Disamping itu  penilai juga diminta untuk
mengumpulkan data tanah sebagan berikut :

1) Iuas;

2) lebar depan;

3) aksesibilitas;

4) kegunaan;

5) elevasi;

6) kontur tanah;

T lokas: tanah;

2] lingkungan sekitar; dan

9 data transaksi di lokas: sekitar,
Pengumpulan Data Bangunan
Pengumpulan data bangunan dapat dilakukan dengan
beberapa cara yaitu .

a) Mengumpulkan data objek pajak dengan mempergunakan

SPOP dan LSPOP.
b} Data lain vang belum tertampung dicatat dalam catatan
tersendiri,

2) Penilaian

al

b)

Penilaian Tanah

Penilaian tanah menggunakan pendekatan data pasar.

Penilaian Bangunan .
Penilaian bangunan dilakukan dengan cara menghitung Nilai
Perolehan Bangunan Baru (NPBB) kemudian dikurangi dengan
penyusutan bangunan. NPBB  adalah  seluruh hiaya yang
dikeluarkan untuk mempercleh/membangun bangunan baru,
Penghitungan NPBB ini meliputi biaya komponen utama,
komponen material dan fasilitas bangunan. Biaya-biaya tersebut

~<



B.4.

hendaklah sesuai dengan tanggal penilaian dan lokasi objek
pajak. Pada dasamya Penilaian Individual adalah dengan
memperhitungkan karakteristik dari seluruh objek pajak. DBKR
dapat digunakan sebagai alat bantu dalam penilaian, akan tetapi
apabila karakteristik-karakteristik dari objek pajak baik untuk
komponen utama, komponen material dan komponen fasilitas
bangunan belum tertampung dalam DBEKB, perhitungan dapat
dilakukan sendiri dengan pendekatan survai kuantitas.

3) Konwversi Nilai Jual Objek Pajak

CY

bl

c)

Nilai tanah per meter persegi hasil dari analisis penilai dikonversi
ke dalam " Klasifikasi dan Besarnyva Nilai Jual Objek Pajak
Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan'
berdasarkan Peraturan Kepala Daerah setempat.

Nilai bangunan per meter persegi hasil dari analisis penilai
dikonversi ke dalam * Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek
Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan"
berdasarkan Peraturan Kepala Daerah setempat.

Untuk objck pajak vang terdiri lebih dari satu bangunan,
konversi dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai seluruh
bangunan dan dibagi luas seluruh bangunan, Nilai bangunan per
meter persegi rata-rata tersebul kemudian dikonvers: ke dalam
"Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar
Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan" berdasarkan Peraturan
Kepala Daerah setempat.

Penilatan dengan Pendekatan Kapitalizsasi Pendapatan

Pendekatan Kapitalisasi Pendapatan digunakan dengan cara menghitung
seluruh pendapatan dalam satu tahun dari objek pajak yang dinilai
dikurangi dengan biava kekosongan dan biaya operasi. Selanjutnya
dikapitalisasikan dengan suatu tingkat kapitalisasi tertentu berdasarkan
jenis penggunaan objek pajak.

1] Pengumpulan Data
Data-data vang harus dikumpulkan di lapangan adalah:

a}

Seluruh pendapatan dalam satu tahun (diupayakan data
pendapatan 3 tahun terakhir] dari hasil operasi objek pajak.
Pendapatan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:
1) Pendapatan dari sewa, seperti objek pajak perkantoran,
pusat perbelanjaan.
2) Pendapatan dari penjualan, seperti objek pajak pompa
bensin, hotel, bandar udara, gedung bioskop, tempat
rekreasi.

b} Tingkat kekosongan, yaitu besarnya tingkat persentase, akibat

dj

dari terdapatnva : luas lantai yang tidak tersewa, jumlah kamar
hotel yang tidak terisi, jumlah kursi yang tidak terjual untuk
gedung bioskop, dalam masa satu tahun, L
Biaya operasi dalam satu tahun yang dikcluarkan, seperti gaj
karyawan, iklan/pemasaran, pajak, asuransi. Untuk objek pajak

jenis perhotelan, perlu diperoleh data biaya- biaya lain, misalnya:

pemberian diskon atau komisi yang diberikan kepada bira
perjalanan,

Bagian pengusaha foperator's sharel, biasanya sebesar 253% s/d
40% dari- keuntungan bersih, Data ini hanya untuk objek pajak
dengan perolehan pendapatan dari hasil penjualan.



e] Tingkat kapitalisasi, besarnva tergantung dari Jems pengpunaan
objek pajak.
) Untuk memudahkan pelaksanaan pengumpulan data di

lapangan, penilaian dengan pendekatan ml dapat menggunakan
formulir LKOK.

2} Penilaian
Proses penilaian dengan pendekatan kapitalisasi pendapatan dapat
dibedakan menjadi 2 (dua) berdasarkan Jenis pendapatannya, yvaitu:
a) Pendapatan dan Sewa Proses penilaiannya adalah :

1) Menghitung pendapatan kotor potensial dalam satu tahun
yaitu seluruh pendapatan sewa dalam satu tahun vang
didapat dengan cara mengalikan besarnya sewa per meter
persegl dalam satu tahun dengan scluruh luas lantai
bersih yang disewakan.

2] Menentukan tingkat kekosongan dalam satu tahun.

3] Mengurangi pendapatan kotor potensial (butir 1) dengan
tingkat kekosongan (butir 2) hasilnva adalah pendapatan
kotor efektif dalam satu tahun,

4] Menghitung biayva-biayva operasi [outgoing) dalam =satu
tahun yaitu biaya pengurusan, pemeliharaan, pajak (PBB-
P2} dan asuransi.

2] Mengurang: pendapatan kotor efektif dalam satu tahun
(butir 3) dengan biaya-biaya operasi (butir 4) hasilnya
adalah nilai sewa bersih dalam satu tahun.

&) Nilai objek pajak dihitung dengan jalan mengalikan nilai
sewa bersih (butir 5) dengan tingkat kapitalisasi.

b} Pendapatan dan Penjualan Proses penilalannya adalah :

1} Menghitung pendapatan kotor potensial dalam satu tahun
vainl seluruh pendapatan dari penjualan.

2) Menentukan besarnyva tngkat kekosongan dalam  satu
tahun, diskon serta komisi vang dikeluarkan selama
mengoperasikan objek pajak.

3) Mengurangi pendapatan kotor potensial (butir 1} dengan
tingkat kekosongan, diskon dan komisi [butir 2} hasilnya
adalah pendapatan kotor efektif dalam satu tahun.

4) Menambahkan hasil butir 3 dengan pendapatan dari
sumber-sumber lain.

5) Menghitung biaya-biaya operasional dalam satu tahun.

&) Mengurangi pendapatan kotor efektif dalam satu tahun
(butir 4) dengan biava-biaya operasi (butir 5) hasilnya
adalah keuntungan bersih dalam satu tahun.

7) Kurangkan hak pengusaha (operator's sharel sebesar 23%
s/d 40% dari keuntungan bersih dalam satu tahun (butir
f) sisanya adalah nilai sewa kotor setahun,

8] Menghitung biaya-biaya operasi lainnya foutgoings/ dalam
satu tahun yaitu biaya pengurusan, perbaikan, pajak
(PBB-P2) dan asuransi.

9} Kurangi nilai sewa kotor setahun (butir 7) dengan biaya-
biaya operasi (butir 8) hasilnya adalah nilai sewa bersih
dalam satu tahun,

10) Nilai cbjek pajak dihitung dengan jalan mengalikan
nilai sewa bersih (butir 9) dengan tingkat kapitalisasi.

3) Penentuan Tingkat Kapitalisasi _ o
Tingkat kapitalisasi ditentukan dari pasaran propertl yang scjenis
dengan properti vang dinilai.

VAt



a] Tentukan nmilai properti.
Hal ini dapat diperoleh melalui 2 cara:
1) Transaksi jual beli,
2} Nilai investasi ditambah keuntungan.
b} Tentukan pendapatan bersih dan properti tersebut.
Pendapatan bersih ini dapat diperoleh dengan jalan
mengurangkan pendapatan kotor efektf dengan biaya-biaya
OPETAS].
Contoh perhitungan.,

Sebuah Hotel "A" mempunyai nilai jual di pasar wajar Rp. 500 Juta clan
pendapatan bersihnya setahun Rp. 45 Juta.

45.0MLO00
S, DO

Tingkat Kapitalisasi = =0 %

d) Untuk menentukan standar kapitalisasi suatu jenis objek
(misalnya hotel) di suatu kota, diperlukan banyak data dan
analisis. Data tersebut kemudian dihitung seperti contoh
pethitungan di atas, kemudian ditentukan suatu  tingkat
kapitalisasi yang standar.
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LAMPIRAM [0

PERATURAN WAL KOTA PAYAKLIMELH,

NOMOR B TAHUN 29

TENTAMNG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH FOMOR 1 TAHUN 2024 TERTANG PAJAE DAERAH DAKN RETRIBUSI DAERAH

FORMAT LAPORAN OLEH PEJABAT PEMDUAT AKTA TANAH ATAL NOTARIE ATAL KEPALA EANTOR YANG MEMBIDANGH PELAYANAN LELANG NEGARA

o Y SO T A (it Ny C A I Eepuda ¥ih-
ALAMAT B o e e S Kepala Kantor Wilavah Dadon Pertahanan Naswonal  Sumaters Harat

WILAYAH KEHRJA o e A e A AR e A
LAPOREAN BULANAN PEMEBUATAN AKTA OLEH PEAT

BULAN v
alaman ..
AKTA MAMA LUAS {M2) HARGA SPET PEB sap 851 | kET |
EXNl=
BENTUK FIHAK YANG JD-’.N LETAK TRANSAKSIHT
FIHAK o TAMAH
iu] . PERBLIATAN | MENGALIHEAN . NOMOR . | PEROLEHAN; | nOP K0P
HOMOE | TANGGAL TANG DAl THH | BGK J ! | rancoa (Rp 000} | TANGGAL | (Rp.00o
HUKLM MEMBERIKAN | MENERIMA | HAK | BANGUNAN PENGALIHAN | TAHUN | (Rp.00a)
HAK (Rp 000,
L 2 o | & 3 5 T & e 10 11 12 13 14 15 1& L7 18
Pejabat Pembuas Akta Tanah
1. ARSIP Kota Payakumbuh

2 Kepala Kantar Badan Pertabanan Kastenal Kota Papakaimbub
3. Kepala Kantor Badan Pelayanan Pajak Pratama Eota Payakunsbah
t. Bepala Kantor Badan Eenangan Daerah Kota Payakumbiuh

b -
'..HT_{-—



LAMPIRAN IV

PERATURAN WALl KOTA  PAYAKUMBUH,
NOMOR.{ TAHUN. 2024

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN

DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

NILAI SEWA REKLAME DAN
CONTOH PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

A. NILAI SEWA REKLAME
No. JENIS REKLAME i NILAL SEWA
LOKASI PEMASANGAN TARIF KHUSUS
ZOMNA Tidak
N - E 3
ST['%ETE?GI.E MO Pakai Pakai
(Rp) STRATE | Sponsor | Sponsor
: GlS [Rp) (Bp) (Ep)
. Heklame Papan/
Billboard /Balibio
|. Reklame Sinar | Bulan 60000 | 50.000
Tahun SO0.030 | 400 0400
Eulan S0 O S0, 000
2. Huruf Timbul o
Tahun 00000 | 300000
. Bulan 0,000 30000
3, Huruf Biasa
Tahun 00,000 | 200,000
quf.'l 15.000 12000
2 | Reklame Kain Minggu 110,000 | 57,000
iSpanduk ! Umbul-umbul B2 el
| dan sejerasiva | Bulan 300,000 | 225.000
4 Reklames Melakar
atiker/selebaran =— i) — v
. Ukuran 151 cm - 200
cin Lembar R a]ali)
b. Ukuran 101 ecm - 130
CIIL Lembar 7. 200
c. Ukuran 51 em - 100 em | Lembar 3000
d. Ukuran s/d 50 cm Lembar - - 1060
4 Reklame Berjalan, Maobil Tahun SO0 000
& | Reklame Balon Udara Minggu 350000
Bulan 1. Q0. 000
6 | keklame Filn | Shide | x tayang 10.000
Per
7 | Beklame Suara pelaksana 10.000
Reklame Peragaan
- Kend. Bermotor Roda 2 Hari = = 25.000
|+ Kend. Bermotor Roda 4 | Hari 50.000
2! Ix
«+ Peragnan Leinnyn peragaan 100
G | Reklame Megatron/ Hari 25000
Videotron / Large Elektronik | Bulan 00000
Display (LED) Tahun 3.000.000 i

7t



NILAI SEWA REKLAME BEERDASARKAN ZONA STRATEGIS

Zona Strategis Reklame ditetapkan sebagai berikut:
. Jalan Sudirman

2 Jalan Soekarno — Hatta
3 Jalan Ahmad Yani

4 Jalan Tan Malaka

5. Jalan Imam Bonjol

6. Jalan Ade [rma Survani
T Jalan Veteran

a8 Jalan Arisun

9. Jalan Gajah Mada

10. Jalan Sutan Usman

11. Jalan Gambir

12. Jalan M. Yamin

13. Jalan Rasuna Said

14, Jalan Pahlawan

153. Jalan Payakumbuh

16. Jalan Pacuan

17. Jalan Khatib Sulaiman
18, Jalan Pemuda

19. Jalan Prof Hamka
20. .Jalan Lingkar Utara
21. Jalan Sultan Hasanudin
22, Jalan Gatot Subroto
23. dJalan Jeruk

Zona Non Strategis Reklame ditetapkan meliputi wilayah selain Zona
atrategs di atas.

CONTOH PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

. Contoh 1:

Perhitungan pajak reklame papan/bilboard untuk wilayah Kota
Payakumbuh :

Dengan reklame ukuran billboard 3 m x 1 m, lokasi di Jalan Sudirman
(Zona Strategis), dan masa Pajak 1 {satu) tahun,

Perhitungan:

dm=x 1 mx Rp 50000000 x Rp. 25% = Rp. 375.000 [pajak reklame vang
harus dibayar].

. Contoh 2 :

PARAF huunDlnASI

Perusahaan Advertising A menyelenggarakan reklame dengan nilai kontrak
sebesar Rp. 15.000.000,-/ tahun, maka besarnya Pajak Reklame yang harus
dibayar adalah sebagai berikut :
Pajak Reklame = Tarnif pajak reklame x Nilai Kontrak

= 25% x Rp. 15.000.000,-

= Rp. 3.750.000,-

Jdabatan Wi |IJ1|‘




LAMPIRAN V

PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBLUH,
NOMOR.G. TAHUN. 2629

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

PERINGEAT DAN BOBOT KRITERIA KOMPONEN SUMBER DAYA ALAM

No. Kriteria Peringkat | Bobot
1. | Air Tanah kualitas baik, ada Sumber Air Alternatif 4 16
2. | Air Tanah kualitas baik, tidak ada Sumber Air Alternatif 3 9

| 3. | Air Tanah kualitas tidak baik, ada Sumber Air Alternatif 2
4. | Air Tanah kualitas tidak baik, tidak ada Sumber Air 1 1

Alternatif

“PARAF KUURDINASI

Al Tanogal
Jabatar y s |
e | Wretf|
..,.,-_-""":_ 1




LAMPIRAN VI

PERATURAN WALl _KOTA  PAYAKUMBUH,
NOMOR.E TAHUN. . AG15

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN

DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK

DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

1. Nilai Komponen Peruntukan dan Pengelolaan Air Tanah

“ﬂ_x‘ YVolume
; 51 - 201 - | 1001 - =]
i Pe:untl.lkanhh““-ffn iR UMEU 200 1000 | 2500 | 2500
S M3 M3 M2 IVE
—— -\-\-\---\-\-\-\-""—
1. | Eelompok 5 1 1.5 2.25 3.38 5.06
2, | Kelompok 4 3 45 | 6.75 | 10.13 | 15.19
g | I‘Eanmp:}RE a Trins 11.25 16.88 2531
4. | Kelompok 2 7 10.5 | 15.75 | 23.63 | 35.44
5. | Kelompok 1 9 13.5 | 20.25 | 30.38 | 45.56
2, Formula Penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah (NPA)
NPA - Volume Pengambilan x HAD
HAD = HAB x FNA
HAB s Biaya Investasi
Volume pengambilan selama umur produksi
FNA - 60% 8 + 40% P
3. Faktor Nilaa Air
Kelompok 1
a. Air Tanah kualitas baik, ada Sumber Air Alternatif
s : Komponen Sumber | Komponen Peruntukan
Volume Pengambilan Decza. Aliim dan Pengelolaan _FNA |
Vaolume 00— 30 M3 16 x B0 % = G4 q x 408 = 3.6 | 13.2
_ Voluine 51 = 500 M2 16 % 60 % = O& 135 = 40% = 54| 15.0
Valume 501 — 1000 M3 16 71 60 % = 96 225 x 4% = 8.1 177 _
Volume 1001 <2500 M3 | 16 x 60 % w G 3038 x 40% = 122 21.8
Volume =250 M2 16 x &) Y% = OKh 4556 =x 40% = 182 |27.5H .
b. Alr Tanah kualitas baile, tidale ada Sumber Air Alternatif
i Komponen Sumber Kompomen Peruntukan
L waliion Pﬂiﬁ'aﬂmﬂ&n | Daya Alam dan Pengelolaan b
Vohime 0 — 50 M3 G ox 60 % = 5.4 a x 40% = 6| 2.0
Volume 51 = 500 M3 0w B0 B = 5.4 . 13.5 = 40% = 5.4 | 10,8 ]

P



Volume 501 - 1000 M3 O x 60 % = 54| 2025 x 40% = 8.1]13.5
Volume 1001 - 2500 M* | 8 x 60 % = 54| 3038 x40% = 122|176
Volume =2500 M? 9 x 60 % = 5.4 45,060 x 40% = 18.2|23.6

c. Air Tanah kualitas tidak baik, ada Sumber Air Alternatif

Volume Pengambilan | ““mg;;?ﬁm”fb” Kﬂﬁnﬁéﬂgﬂﬂm FNA
Volume 0 - 50 M3 4x60% = 24| O x40% = 36| 60
Volume 51 — 500 M3 4x60% = 24| 135 x 40% = 54| 7.8
Volume 501 - 1000 M5 |4x60% = 2.4|2025 x 40% = 8.1/105
Volume 1001 - 2500 M? [4x60% = 2.4|30.38 x 40% = 122|146
Volume *2500 M3 4x60% = 244556 x 40% = 182|206

d. Air Tanah kualitas tidak baik, tidak ada Sumber Air Alternatil

: ; Komponen Sumber | Komponen Peruntukan :
Volume Pengambilan Daya Alam dan Penpgelolaan it
| Volume 0 — 50 M2 1 x 60 % = 0.6 <, X 4B = 36| 4.2
Volume 51 - 300 M3 [ 1 x 60 % = 06| 135 x40% = 54| 6.0
Volume 501 - 1000 M2 | 1 x 60 % = 062025 x 40% = B1)| 87

Vomme 1001 -2500 M? | 1 x 60 % = 06| 3038 x 400 = 122 lE.Ei

Volume =2500 M3 1 x 60 % = 0.6 4556 x 40% 18.2 | 188

Kelompok 2

a, Air Tanah kualitas baik, ada Sumber Air Alternatif

Komponen Sumber | Komponen Peruntukan

L HUIM_PEwbﬂm | Daya Alam dan Pengelolaan FIA
Volume 0 = 30 M3 16x60% = 9.6 7 x40% = 228|124
Volume 51 - 500 M2 16x60% = 96| 105 x 40% = 4.2|13.8

Volume 501 - 1000 M? 16 x 60 %o 96| 15.75 x 400 = 63159

Volume 1001 - 2500 MY |lﬁ:{l5[l ¥ 96| 2363 x40% = 95|16.1

14.2 | 23.8

Volume =2500 M3 | 16 x 60 % Q9.6 | 3544 x 40%

b. Air Tanah kualitas baik, tidak ada Sumber Air Alternatif

. : Komponen Sumber | Komponen Peruntukan | B
Volume Pengambilan Daya Nﬂ.‘?}. dan Pengelolaan .
YVolume O — 50 &2 O x6e0% = 5.4 7 x 40% = 28| 82
Volume 51 — 500 M2 O x 60 % = 54| 1053 x40% = 42| 9.6
Volume 501 — 1000 M2 9 x 60 % - 54| 1575 x 40% = 63117 :

i



Volume 1001 - 2500 M2 (9 x 60 % = 542363 x 40% = 95149
Volume >2500 M3 ! 9.x 60 %o = 54| 3544 x 40% = 142 19.6
¢. Air Tanah kualitas tidak baik, ada Sumber Air Alternatil
; _I{umpunen Sumber Eomponen Peruntulkan
Volume Pengambilan Daya Al ity Denigigtod FMNA
Volume 0 = 30 M2 4 x 60 % = 24 | T x 4% = 248 5.2
Volume 51 - 500 M2 4 x 60 % = 14 : 105 x 40% = 42| 6.6
Volume 501 - 1000 &2 4 x b % = 241575 x 40% = 6.3 | 8.7
Volume 1001 - 2500 M?* | 4 x 60 % = 24| 2363 x 40% = 2.5 11:8
Volume =23500 M3 4 x 60 % = 2413544 x 40% = 142|166
d. Air Tanah kualitas tidak baik, tidak ada Sumber Air Alternatif
hili Komponen Sumber Komponen Peruntukan |
Vahuns Prop Dava Alam dan Pengelolaan S
WVolume O - 50 M3 1 x 60 % = (b T x 400 = 28| 34
Volume 51 — 500 M3 1 x 60 %% = 06| 105 x40 = 4.2 4.8
Volume S01 - 1000 M3 1 x 60 % = 06| 1373 x 40% = 8.3 6.9
Volume 1001 — 2500 M2 | 1 x 60 % = 06| 23.63 X 4Fe = 9.5 10.1
Volume =2500 K3 1 x 60 % = 06| 3544 x 40F = 142 148
Kelompok 3
a. Air Tanah kualitas baik, ada Sumber Air Alternatl
s Komponen Sumber | Komponen Peruntukan
Volume Penpambilan Dﬁ}’ﬂ_ﬂifm din Pengelolasn FMA
Volume O - 50 M3 lexeb% = 9.6 3 X 4B = 20| 11.6
Volume 51 — 500 M3 l6x60% = 946 T3 x ¥ = 3.0 12.6
Volume 301 = 1000 M3 léxe0% = 96| 1L25 x 4y = 4.5 14.1
Volume 1001 - 2300 M2 | 16x60% = 96| 16.BR x 4089c = B8 | 163
YVolume =2500 W3 l6x60% = 962531 x 40 = 101|197
b, Air Tanah kualitas baik, tidak ada Sumber Air Alternatif
: Komponen Sumber | Komponen Peruntukan FNA
Volume Pengambilan Daya Alam dan Pengelolaan
Volume 0 - 50 M2 0 x 60 % = 5.4 ] x 40% = 200 7.4
Volume 51 — 500 M2 9 x 60 % = 54| 7.5 x 40% = 30| 54
Volume 501 — 10400 A3 O x 60 % = 534 1125 = 40% = 4.5 9.9
Volume 1001 — 2500 M3 9 x 6 % = 54 1688 =x 40% = 6.8 12.2
; Volume >2500 M3 9 x 6 % = 54| 2531 x40% = 101|135

ol b



c. Air Tanah kualitas tidak baik, ada Sumber Air Alternatif

: Komponen Sumber | Komponen Peruntukan
Volume Pengambilan Daya Alan i Penizebidian FHA
Volume 0 - 50 M2 4 x 60 %% = 2% 2 X 40 = 2801 4.4
Volume 51 — 500 M3 4 x 60 % = 2.4 .5 X 409 = 3.0 54
Volume 501 = 1000 M3 4 x 60 % = 24 1125 % 4006 = 4.5 6.9
Volume 1001 — 2500 M2 | 4 x 60 % = 24| 1688 x 4% = 6.8 9.2
Yolume =2500 M3 4 x 60 W = 24| 2531 x 4 = 101|125
d. Air Tanah kualitas tidak baik, tidak ada Sumber Air Alternatif
; . Komponen Sumber | Komponen Peruntukan
et i Daya Alam _dan Pengelolaan | ™%
Volume 0 — 350 M3 1x60% = 5 2 X 400 = 20| 2.6
Volume 31 = 300 M3 1 %60 % = 0.8 7.9 x 40% = 30| 386
Volume 501 — 1000 M2 1 x 60 % = 06| 1125 x 40% = 45| 5.1
Vohime 1001 = 2500 M [ 1 x 60 % = 06| 160B8 x 40% = 6.8 7.4
Volume =2500 M3 1x60% = 062531 x 40% = 101|107
Kelompok 4
a. Air Tanah kualitas baik, ada Sumber Air Alternatif
. Komponen Sumber Komponen Peruntukan
Volume Pengambilan Daya Alam dan Pengelolaan FMNA
Volume O = 50 M3 I lexald% = 9.6 3 X 400 = 1.2 1038
Vohume 51 - 500 M3 l6xBl% = 96 4.5 x 40% = 1.8] 11.4
Volume 301 - 1000 M= lexald% = 96| 675 x 40%m = 27| 123
Volume 1001 - 2500 M2 | 16x60% = 96| 10,13 = 400 = 4.1 13.7
Volume =2500 M3 l6x60% = 96| 1519 x 40% = a.11 15.7
b. Air Tanah kualitas baik, tidak ada Sumber Air Alternatif
) Kompanen Sumber Komponen Peruntukan
Volume Pengambilan Daya Alam dan Pengelolaan | e
Volume O — 50 M2 O x 60 % = 5.4 3 x 40% = 1.2 | 6.5
Volume 51 — 500 M? 4 x 60 % = 54| 4.5 x 4% = 1.6 7.2
Volume 501 — 1000 M2 O x 60 % = 54| 675 xx40% = 2.7 8.1 _
Volume 1001 — 2500 M2 | 9 x 60 % = 54 10,13 x 40% = 41| 95 _
Voluine »>2500 M3 g x 60 % = 54| 1519 x-40% = 6.1|11.5 _

Val &



c. Air Tanah kualitas tidak baik, ada Sumber Air Alternatif

Yolume Pengambilan Hﬂmﬂgﬂmﬂiimbﬂ ‘ Hﬂﬂé‘ﬁlllflalﬂlgﬂﬂfynmmnjfiﬂﬂ FHA
Volume 0 - 50 M2 4 x 60 % = 2.4 3 X 40% = 1.2 3.6
Valume 51 — 500 M2 4 x 60 W = 24| 45 x 40% = 1.8 | 4.2
Valume 501 — 1000 M3 4 x 60 % = 24| 875 x40% = 27| 5.1

.‘:i'crlurm: 1001 - 2500 M2 | 4 x 60 % = 24| 10,13 X 40% - 4.1-.._5.5_
Volume =2500 M2 4 x 60 % = 24| 1519 % 40% = H.1| B35

d. Air Tanah kualitas tidak haik, tidak ada Sumber Air Alternatif

Volume Fc::;gambilan Knmﬁ:;;:;jﬁm “ﬂﬁnxng:f;g;unm i FNA
Volume O - 50 M3 1 x 60 % = 1.5 3 x 4 = 12| 1.8
Volume 51 - 500 M‘J 1 x 60 % = 06| 45 x4Fs = 1.8 2.4 -
Volume 501 - 1000 M?* 1 x 60 % = {J.ﬁ- 675 x 40% = 27| 33
Volume 1001 - 2500 M? | 1 x60 % = 06| 1013 x 40% = 41| 4.7
Volume >2500 M3 1 x 60 % = 06 1519 x40% = 61| 67

Kelompok 5

a. Air Tanah kualitas baik, ada Sumber Air Alternatif

Volume Pengambilan | “0mponen Sumber | Komponen Peruntukan | g,

Dava Alam dan Pengelolaan | B
Volume O = 50 M2 6xe0% = 96 1 X 40% = 0.4)|10.0
Volume 51 — 500 M? I6x60% = 86| 15 =x40% = 06102

Volume 501 - 1000 M3 16 x 60 %

96| 225 x40% = 09105

Volume 1001 -2500 M= (16x60% = G6| 338 x 40% = 14| 11.0

Volume =2500 M2 lex60% = Y96 506 x 40% = 20 116

b. Air Tanah kualitas bailk, tidak ada Sumber Air Alternatif

Vohume Pengambian | KORZonct Sumber | Komponen Fetian |y
Volume O - 50 M2 9 x 60 % = 54 1 X 40% = 04| 5.8
Volume 51 — 500 M? O x 60 % = O.4 1.5 x 40% = 0.6 | 60
Volume 501 = 1000 M3 0 x EIE W = 54| 225 x 40% = 0.9 63
Volume 1001 - 2500 M- | 9 x 60 % = 54| 338 ; 40% = 1.4 | 6.8
Valume =2500 M= 9 x 60 % = 54| 506 x 40% = 20| 74

a2y



c. Air Tanah kualitas tidak baik, ada Sumber Air Alternatif

Volume Pengambilan “”mgzﬂ_%ﬂ;mb” K“ﬂ“ﬁ?ﬂ;ﬁw FNA
Volume 0 — 50 M? 4x60% = 24| 1 x40% = 04|28
Valume 51 - 500 M3 4%60% = 24| 15 x40% = 06 3.0
Volume 501 - 1000 M? |4x60% = 24| 225 x 40% = 09| 33
Volume 1001 2500 M3 |4x60% = 24| 338 x 40% = 14| 38
Valume >2500 M laxe0m = 24| 506 x40% = 20| 44

d. Air Tanah kualitas tidak baik, tidak ada Sumber Air Alternatif

Volume Pengambilan K"mgzl;:nﬁ_nmhw K:Jn&pfgnpﬁggﬁﬁn FNA
Volume 0 - 50 M? 1 x60% = 0.6 1 x40% = 04| 1.0
Volume 51 - 500 M2 1 x60 % = (.6 159 x40% = 0.6 1_.2
Volume 501 — 1000 M3 1 x60% = 06 225 x40% = 09| 15
Volume 1001 - 2300 M* | 1 x 60 % = 06| 338 x 40% = 14| 2.0
Volume =2500 M2 1 x60 % = 06| 506 x 40% = 20| 26

REumus Perhitungan HDA : HDA = HAB x FNA.
Rumus Penghitungan NPA  : [Volume pengambilan) x HDA.

Rumus Penghitungan Besaran Pokok Pajak Air Tanah Terhutang :
Tarif PAT [10%) x NPA

Conloh Penghitungan NPA dapat disampaikan sebagi berikut :

Hotel X yang termasuk kelompok 2.a (Air Tanah kualitas baik dan ada Sumber Air
Alternatif) memanfaatkan air tanah sebanyak 1.950 M? pada Bulan Januari 2024,
maka penghitunan Pajak Air Tanah atas objek tersebut adalah sebagai berikut :

Valume Pengambilan mg;‘;ﬂ“’fﬁ"fh“ Kﬂmdin;;‘n;m’;:f““ FNA
Volime 0 - 50 M3 l6x60% = 9.6 z x 400 = 38124
| Volume 51 - 500 M3 6x60% = 96| 105 x 40% = 42|138
Volume 501 - 1000 M3 | 16x60% = 96| 1575 x 40% = 63 159
Volume 1001 -2500 M3 | 16 x60% = 06| 2363 x 40%W = 9.5_ 19.1
Volume =2500 M2 | 16x60% = 0.6 | 3544 x 40% = 1423238

F 4



HDA =

Jahaian

Kelompok = "1™ | FNA | HAB(Rp) | (HABX | NF""HEL"‘;“EE i

JEnA) (=) |

50 12.4 1.054 | 13.069.60 653.480
na L 430 13.8 1.054 | 14.545.20 | 6.545.340

| 500 15.9 1.05¢ | 16.758.60 ~ 8.379.300

950 19.1 1.054 | 20.131.40 19.124.830

Jumlah NPA i 34.702.950

Pajak Air Tanah = 10% x NPA 3.470.295
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LAMPIRAN VII

PERATURAN WALl KOTA  PAYAKUMBUH,
NOMOR.G. TAHUN. 2025

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK, SURAT PERMOHONAN, DAN SPOP
YANG DIPUNGUT BERDASARKAN PENETAPAN WALI KOTA

Lampiran @ 1 {satu) Set
Hal :  Permohonan Penerbitan Data Baru

Yth. WALI KOTA PAYAKUMBUH,
U.p. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh

Yang bertanda tangan di bawah ini;
T I I [ i et b bt Al A e A bt bl o 85 o b g s
NIK B e e S i
Alamat B s e S e S S T U S S P e s e o

No. Telp. /HP T e S

Dengan i mengajukan permehonan untuk penerbitan SPPT PBB-P2 baru, adapun
scbagal bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan syarat kelengkapan sebagai
berikut:

1. Sural Permohonan vang ditulis delam Bahasa Indonesia;

2 3POPD dan/atau LSPOPD vang telah disi dengan jelas, benar dan lengkap;

3 Surat Pernvataan Data Baru Objek Pajak yang ditandatangani oleh Wajib Pajak/Ahli Waris
vang Sah/vang dikuasakan, kecuali yang melampirkan Bukti Kepemilikan berupa Sertifikat;

4 Fotocopy KTP atau Identitas din lainnya, Kartu Keluarga untuk Surat Keterangan Waris;

5 Fotocopy Bukti Kepemilikan /Penguasaan/Pemanfaatan Tanah (Sertifikat/Surat Keputusan
dari Instansi berwenang/Surat Keterangan vang dikeluarkan Lurah dan diketahui Camat
setempal Dokumen Lain vang sejenis);

5 Fotocopy lzin Mendirkan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung atau Surat
Keterangan Kelurahan dengan denah lokasi Objek Pajek atau Surat Pernyataan Luas Bangunan
vang ditandatangant oleh Wajib Pajak;

Fotocopy SPPT PBB-P2 [NOP Tetanggal;

i  Foto Obek Pajak;

9, Denah lokasiTitik Koordinat Objek Pajak.

Demikian disampaikan untuk dapat diperimbanghkan,

5k 17110111 ] o] 1] D

Wajio Pajak/kuasa Wagib Pajak

£




FORMULIR PERMOHONAN DATA BARU FBB-P2 PERORANGAN

Lampiran : 1 (satu) set
Perihal : Permohonan Pendaftaran Objek / Subjek PBB

Yih. Kepala Badan Keuangan Daerah
Kota Payakumbuh
Di,-
Payalumbuh

Yang bertanda tangan di bawah ini (data pemohon)

Alamat

Desa/Kelurahan =
Kecamatan s B oy sy e SN . o e TR O e s e
Kabupaten/Kota *)

Mengajukan permohonan pendaftaran objek pajak baru sebagail berikut |

H wajih Elajﬂk : ....................................................................................
Alamal Wajib Pajak

GBI =000 B R
REW/RT R e R R R e e e RS R § Sy
Desa /Helurahan *) - R S ————
Kecamatan S A R R R L G A e S e w e e
Kabupaten/Kota )

MNo Telepon f WA

Letak Objek Pajak

Jalan

RW / RT

Kelurahan

Kecamatan

Kota : Payakumbuh
Luas Tanah [MZ2)

Luas Bangunan (M9

7t



Adapun objek pajak tersebut belum pernah dikenakan PBB dan
bukan merupakan mutasi/ pecahan dari objek pajak vang telah
dikenakan PBB. sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya
lampirkan :

L.
&
&

E‘pﬁgﬂ Identitas Wajib Pajak dan Kuasa Wajib Pajak dalam hal
ikuas :

Surat Kuasa Khusus / Surat Kuasa *) dari Wajib Pajak dalam hal
dikuasakan.

SPOP dan/atau LSPOP,

Fotocopy SPPT Tetangga (2 SPPT).

Peta letak/sket denah lokasi dan/atau titik koordinat lokasi objek
pajak yang dimohon (share-loc via google maps).

Fotocopy Sertifikat/ Akta Jual Beli/ Segel Jual Beli/ Risalah
Lelang,/ Akta Waris/ Akta Hibah/ SK Pengadilan/ Akad Kredit /
Asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dari Desa.

Fotocopy [jin Mendirikan Bangunan (IMB) / Surat Keterangan
Luas Bangunan dar1 Desa.

Asli Surat Pengantar dari Kelurahan, Surat Keterangan Riwayat
Tanah, Surat Keterangan Tidak  Sengketa, belum pernah

didaftarkan sebagai objek pajak PBB P2,

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan, atas perhatiannya

dincapkan terima kasih.

Keterangan

leoret vang tidak perlu

/éde{



FORMULIR PERMOHONAN DATA BARU PBB-P2 KOLEKTIF

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

KECAMATAN :
KELURAHAN
Nomaor : Kepada Yth : Bapak Kepala
Lammran 3 1 (satu) set Badan Keuangan Daerah
Perihal Permohonan Kota Payakumbuh
Pendaftaran Objek / ,-
Subjek PBB-PB Baru. Payakumbuh
Yang bertanda tangan di bawah ini, Lurah
Tt 5 =1 = o Kota Payvakumbuh. Bertindak untuk

dan atas nama scbagaimana daftar terlampir, dengan ini mengajukan
permohonan pendaftaran data Objek Pajak PBB-P2 baru yang terletak di

kElurahan rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Rl el o RO LY
Sebagai bahan pertimbangan, untuk masing-masing data kami lampirkan :

1. Fotocopy Identitas Wajib Pajak dan Kuasa Wajib Pajak dalam hal

dikuasalan.

2. Burat Kuasa Khusus / Surat Kuasa %) dari Wajib Pajak dalam hal
diluasakan.

3. 5POP dan/atau LSPOP,

4. Fotocopy SPPT Tetangga (2 SPPT).

5. Peta letak/sket denah lokasi dan/atau titik koordinat lokasi objek
pajak vang dimohon (share-loc via google maps).

6. Fotocopy Sertifikat/ Akta Jual Beli/ Segel Jual Beli/ Risalah Lelang/

Akta Waris/ Akta Hibah/ SK Pengadilan/ Akad Kredit / Asli Surat
Keterangan Kepemilikan Tanah dar Desa.

7. Fotocopy ljin Mendirikan Bangunan (IMB) / Surat Keterangan Luas
Bangunan dari Desa.

B, Asli Surat Pengantar dari Kelurahan, Surat Keterangan Riwayat
Tanah, Surat Keteranpan Tidak Sengketa, belum pernah didaftarkan
sebagai objek pajak PBB P2.

Demikianlah permohonan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan
terima kasih,

Fd o AR ERd BAE

* coret yang tidakperina




FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (SFOF) PEB-F2

; “'.'-.' :::.|.I_:.'_. ' TEER ;I:..' Ry L e L]
KOP DINAS No, Formulie ﬁ | | i

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

| JEMIS TRANSAKSL E| L. Perakaiman Data |_] 2. Pemistakhiran Data |: 1, Penghopusan Dada
TR 'ﬂ'{‘]]'| li;'E'c KELDES BLOK  NOURUT KODE

2. NOP [T 0 N L g
vwoepmesaa L L DAL DITTTITTTIOTT 00

A, INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARL

4.NOP ASAL L VR BT TR T T L

5 NOSPPT LAMA :I:I_i_—l

B DATA LETAK ORIER PAJAK

G MAMA JTALAM 7, BLOK { EAV | NOMOR
HLEELIT TR T IS T R TR
3. KELURAHAN /DESA bRW 10 RT

V1 OO I o

C.IATA SUBJEK PAJAK

IT. STATLIS :|I Pemilik 1. Pemyews 3, Pengelola 4, Pemakai 5. Bengketa

' 12 PERERFAAN LLPNE* 2 ABRI™) 3. Pensiuman®) 4. Badan 5. Lainmym

I3 Naka SUBJER PAJAK

AN ERANNERANNNEEEANENRNERREERREEEEE
EENEEEEENERENENNNNNEEERNNANEE RN NRENEREE

T IO IIIIIII0 [M OT
(LTI I ITTTTIT

' T

[ENEERERREEREERRRNRRRNNEY

[ DATA TANAH

aopoastawan [ LTI

24 JENIS TAMAH D 1. Tanuh 4 ':| 2. Kanling |:| 3. Tanah Kasomg E 2 P i Chiia
Banguman Siap Burgun

LCataran: *) yarg penpbasifnnya semala-mata herasal dasi pafi atas uang persiunaan

dilanjutkon dibalsman perikuinya

a0




E, aTA BANGLMAN

X NN

Saya monyatakan hahwa infoernase vang ielah saya berkan dalem femulic ind eemasud lamperannya adalsh benar, jelas dan lenglosn
minunal kendann yang sebenornya sesual dengan Preal 9 gvet (2] Usdang-undang Mo.12 Tabun 1985,

L MAMA 3UBIEK PAIARS IV TAMGOGAL 2. TANDA TARGAM
EUASANYA

= Dalem hai bertindak selako isase, Sarm Kupsa hacap dilnmpirkam
- Deslam he Subjek Pajek mendaftarkan sendin Ohjek Pajsc. supaya menggambarian Skee’ Demh Lokasi Objek Pajek
Biatas wiict penpambetion SPOE 30 iga ¢ seak diterima oleh Subick Pojak sceai Pazal @ el (33 U0 Mo 17 Tabu 1985
[ MATAPEIABAT ¥

TTET

SKET /DENAH LOKASI ORIEK PAJAK

Contoh Pergpumharan

EETERANCGAN
- Gaernbarkan sket' denah lekasi ohjek pojak ‘

(tnnpa scnlad, yang dibubungken dengan jalan rayal

Juban protsal, jalan lisphunpar dan irin-3ain, vmg

mudoh diketaluai oleh umum, I, Kerinci _
~Bebutkun hatas-halas pemilikan sehelah ulara, Karno Ali

Kelgtan, timur dan haral Sl

Burhan

D ATA SUBJEN PAJAK




LAMPIHAN SURAT PEMBERITAHUAN QRIEK PAJAK M. Farmulis . [

A RINCIAN DATA BANGUNAN

3. INS PENGGUNAAN [ ] | Perumahan E 1. Perhentoean Swasts |:| 3. Pabrik
BANGUNAN
| 4 TokwapotikiPasarRukio [ | 5. Ruenal SukitKlinik | ] 6 0 Ragaekreas
[ ] 7. Hotel Wisma [] 8 BengxeliGodang/Pertanian [ | 5 Gedung Pemeriniss
|:| [0 Lain-tain |:| 11.Bng Tidak Kens Pajak |:| 12.Bangunan Parkir
|:| |3. Aparicmen :| 14.Pompa Bepsin |:| 15 Tungki Minyak
= |:| 1. Credung Sekaluh )
b, LUAS BANGLUNAN I Il || '| | T IUMLAH LAMTA] []1
[ g ;
E. THN DIBANGLN m
9. THN DIRENOVASI E[D 10, DAY A LISTRIK
TERPASANG |;".'|'.-5.'1'1':|| [TTITTTTT
11 KONDISIPADA  [] 1, Sunt 2. Baik 3, Sedang 4, Jekek
UMLUMNYA L Baix [I |:| D
I2KONSTRUKSE | | 1. Baja [] 2 Betoa [ ]3. Ban Bata [] 4 Kayu
13 ATAT —I 1. Decrobon D 2, Grg Began! |: 3. (g Bias! ﬂ 4, Aszhes DS_ Senp
Relom Aluminzum Sirap
(g Celasur
14, DINDITNG [ 1 xwewt [] 2 Beton [13Pampaer [ 4 Kawu [] 5 seng
Alunininm Conblak
| | 6. Tidak Ada
5. LANTAI J I Masmer - | 2, Keramsk |:| 3, Termse I—] 4. Ubin PL !:l 5. Semen
16 LANGLT-LANGIT |:| |, Akustik! | 2. Triplek!Asbes —l i Tidak Ada
Jah " Bambu

|7, JUMLAH AC [T] Seli [T ] window | 18 AC Seniral |:|1 Ad []2 Tk Ads
9. LUAS KDLAM I:DI 20. LUAS PERKERASAN HALAMAN (M2)
RENANG (M2} | Ringan | |E-:t*at
DI Diplester :| 2., Denygan Sedimg i g Bessilag
Pefapis Lants
21, JUMLAH DG LAMPL INPLAMPU | 22 JUMLAH LIFT 23 JUMLAH TANGGA
LAPANGAN |:|:| Belon | :| I Penem parg BERJALAN
TEMIS - - ==
LI s [T] L] ] Kopeut Lbe < 0,80 M LI
|:|:|'l|l'~'ﬂﬂﬂ Lést LE] [ ] Barang Lbe > 0,60 M Big
1
24. PANIANG PAGAR DH - 25.PEMADAM O L Hydrnt ObAde 02 Tidek ad
(M) KEBAKARAN [I2 Sprinkler [ lAds (2 Tidsk ada
RAHAN PAGAR El | Baja/Besi | | 2. Bata/ Oirmea. [Oiads 02 Tidsk o
26. IMLSALURAN 37, KEDALAMAN SUMLUR
PES.PABY DE ARTESIS (M [D:EI

L. DALA TAMBAHARK LKIURN JPB
KELGUDANGFERTANIANGPR=38)
Soleadn UL %




E. PEXILALAN INDHY LDUAL { x 1000 Kp)

e T

[TTTLTLLTT o ssmisiner

F.IDEMNTITAS PENDATA | PEIARAT YANG




SURAT PERNVATAAN

Saya yang bertanderﬂ.ngan di bawah ini:
Nama :
Tempat/Tanggal Lahir

Alamat

NIK

Dengan kcsada_ran diri sendiri, tanpa pcaksaan dari plhak pihak lain, sehat
ZULMAETAI dan rohani dengan ini menvatakan dengan Bl:bt:na.r—ht:nmﬂ}fa dan
sangeup diangkal sumpah bahwa :

1. Saya adalah pemilk sebidang tanahdenganluas_ ~ m?
terletak di JLKp ET_____________me___Kelurahan__
2. Sampai dengan saat ini tanah seluas m? tersebut pada angka

1 di atas belum pernah saya jual belikan kepada pihak manapun.

3. Sayva menjamin bahwa tanah seluas = m? tersebut di atas tidak dalam
sengketa baik sengketa kepemilikan maupun sengketa batas-batasnyva
dengan pihak manapun dan tidak dalam keadaan berperkara di
pengadilan/tidak sedang terkena suatu masalah pidana/perdata.

4. Burat Pernyataan ini sava buat uniuk keperluan :

Permohonan penerbitan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan sebagai Wajib

Pajak sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas dan saya memahami

sepenuhnya bahwa SPPT/3TTS vang dikeluarkan oleh instansi Badan

Keuangan Daerah Kota Payakumbuh yvang sava mohon ini, bukan scbagai

alat bukti  kepemilikan hak tetapi hanya  scbagali  dasar

pengenaan/ pemungutan FBB-P2 saja.

5. Apabila pernyataan saya ini tidak benar maka saya
a. Bersedia untuk bertanggung jawab atas segala tuntutan hukum vang

timbul tanpa melibatkan pihak lain termasuk petugas pada/atau Badan
Keuangan Daerah Kota Payakumbuh.

b, Membenkan kuasa sepenuhnya kepada Badan Keuangan Dacrah Kota
Payalkumbuh untuk membatalkan/menghapus SPPT/STTS PBB-P2
vang telah di terbitkan dari administrasi Kantor Badan Keuangan
Daerah.

¢. Bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima segala konsekuensi
hulkum sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP.

Demikian Surat Pernvataan ini sava buat dengan sebenar-benarnya digunakan

sebagai syarat pengurusan PBB-P2, sebagaimana telah diatur dalam pasal 57

ayvat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indoneizsa Nomor 35 tahun 2023

tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Payakumbuh,  Saya yang
menyvalakan

Materai Rp 10.000

'I‘lll{.l‘.;h i | it i .P-.J' i 1-‘\": AS I t IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII i

T.- | al

“"'_ */wau KOTA PAYAKUMBUH,

— | [,(J ZULMAETA




A, SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH
. Pajak Reklame

—_—

KOP DINAS

SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH PAJAEK
REKLAME

MNOITLOT ' vsvrans

Permohonan [ Pendaftaran Baru ] Perpanjangan =3
Perubahan data

I. Data Pemilil ;
1. Nama pemilik
2 Alamat
% W “EOGERR i et
4. Kelurahan
o R e R S O
§ il O R R T
I e
. Data Waijib Pajal :
T ENEREEE T s R R R e B S b L e KRR
N 1 1|
BT W ... Eode Poa i
3. Nama Pemilik/
Penangpung Pajak RO Ly W RSP ot e i s S e
4. Alamat -JR-HE
RT BW ..o Kode Pos
5 Kelurahan
. Kecamalan
7. Kota/Kab. Adm ;
8. No Telepon/HP/Faks :
8. NIK/NPWP :
10. Email
. Data Reklame :
1. Teks Reklame T e e S SRR S
2. Jenis Reklame © @, Papan/Billboard/Megatron/ €. Berjalan termasuk
kendaraan
Videotron/LED f. Udara
b. Kain g Suara
¢, Melekat/Sucker h. Slide/Film
d. Selebaran i. Peragaan
3. Alamat/Tempat Pomasangan
& Nama Tempat A N — I 17 SR A S i
b. Alamat Pemasangan
| = [ EW ..........Kode Pos
c. Kelurahan
d Kecamatan LG L et -k Ly A P e
8. Kota . Payakumbuh




4.

o in

&
9

10.

(R
12,

Status Lokasi Pemasangan @ a. Dalam sarana dan prasarana Kota :
7). Bahu jalan / berm jalan
2). Shelter bus
3). Jembatan Penyeberangan Orang [(JPO)
4). Taman kota atau jalur hijau
5). Pos jaga Polisi
6). Jam Kota
7). Terminal dan pangkalan angkutan
8). Gelanggang olah raga
B i e e e sl e

b. Luar sarana dan prasarana Kota :
1). Di atas bangunan
2). Menempel pada bangunan
3). Di halaman
QR AT e e
c. Pada Kendaraan No. Pol. ; .ovimmnsimiong
Kode/ Kelas Jalan/Zona A e e B | diisi oleh petugas |
Tata Letak Pemasangsn Reklame:a. Luar Ruang ;
1). Menempel di bangunan
2). i atas bangunan
3). Di persil/Tanah
b, Dalam ruang.
Ukuran Keklame : Panjang ........m X Lebar ...........
Panjang .........m X Lebar ...........
Panjang .........m X Lebar ...........
Panjang .. ~m X Lebar ..
JUMLAH I..-UAE'- REHI&ME

BEHBBE
[ I T
3

Jumlah Muka : e TP S s | )

Jumlah Pemasangan —  fccaceesesises lembar

Tinggi Eeklame ([dari tanah sampal dengan

ambang bawah bidang relklame)... o Tk m

Hetingman reklame |(dari tanah sa.mpa.t dengan

ambang atas bidang reklame)] ..o, 5 m

Melebihi Sempadan Jalan @ m X m = m*

Masa Pajak : a.Papan/Billboard f Megatron /Videotron /LED ..... har
DL THERIRY o v s smimnn s nnmnmn s s e s e hari
O e R TR RO o v i b v e b s P b A b e o2
d. Selebaran

lembar

g. Berjalan termasuk kendaraan .............coc0e0e000. ham
. Udara

13, Jangka Waktu Pemasangan @ tanggal ........en ks penEmRL G e
14, Jenis Produk Reklame L b m e e e S R




Dengan menyvadan sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanlksi
scsual dengan ketentuan Perundang-undangan vang berlaku, sava menyatakan
bahwa apa vang telah saya beri tahukan di atas, beserta lampiran-lampirannva
adalah benar dan lengkap.

Payakuombuh, ..o

Wapnb Pajak /Penangpung

Petugas Penerima,
Pajak,

i —— Nama Jelas/Tanda tangan
%Wﬁﬂ KOTA F. }
PARAF KOORDINASI
JF-l"-:'-.'-FE Paral | Tanoaal SHERAETA

i

)

s Eain— | (| |
7 kbl Pdptp W |

LY




2. Pajak Asr Tanah

IL Data Wajib Pajalk
4. Mama Wajib Pajak
b. NPWFPD

¢. NIK/NPWP

L.

Keterangan Lain-lain :
Dengan menyadari sepenuhnyva akan sepala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yvang berlaku, sava menvatakan bahwa apa yang

ROP DINAS
SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH PAJAK ATR
TANAH (PAT)
TROMIMONCE S ieang s ek MR SR S

I. Data Objek Pajak o
8. Olbjek Pojak ¢ Air'Tanah
b. Jumlah Eumur,l'suml:ur:rhr ......................... buah.
C. Kedalaman Sumur s 1) Sumur ] oo Movak ;e J Horeg & vuviveiiin

2. Sumur Il - ... m / Novak : ... J Noreg © e

3). Sumur Il ... m  Novak:... .../ NO‘EE T cooiviriins

4), Bumur IV . m [/ Movak : ........... f MoTeg @ .ooooevnee
d. SumurV : ... m / Novak : ......... / NOTER : oo, Jumlah Pemanfaatan m3/

bulan

€. Tujuan Pemanfaatan 1). Rumah Tangga

2}. Industri

2. .

f. AlamatLokasi Objek
5.4 SR RW Kode POS  ..veemmremesrsmrrmsreen

GoEnialiEn: 090 B e R e
FUESHRGERETT = 000 R it s e b e A RN e e SO R
i. Kota /Kab, Adm.
|- TMT Operasi
k. NOP PBE

telah saya beritahukan di atas, beserta lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap.

Petugas Penerima,

Payvakumbulh,

Wajib Pajak/ Penanggung Pajak,

HNama Jelas, Tanda
tangan/ Cap

"PARAF huu.u}Ii\IASI

=
E
?*

WALI KOTA PAYAKUMBUH,

ZULMAETA




LAMPIRAN VIIT

PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH,
NOMOR.& TAHUN. 2025

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

FORMAT NPWPD

LOGD

PEMKD KOP DINAS

NPWPD 000G K 00000

MNAMA WAILE PAJAK
ALAMAT WAIIB PAJAK

TANGGAL TERDAFTAR

1. Struktur Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWFPD) secara umum terdin dan 12
(dua belas) digit, dengan penjelasan sebagai berikout :

a. digit ke-1 dan ke-2 merupakan kode provins:;

b. digit ke-3 dan ke-4 merupakan kode dati 2;

e. digit ke-5 dan ke-6 merupakan kode jenis wajib pajak;

d. digit ke-7 dan ke-12 merupakan nomor urut wajib pajak daerah;
2. Gambar Struktur Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NFWPD)

13?5u1nuua['ss

e

| W00 O H BO0T DA 7 "_ Lot AT | T-.mlﬂ; LT WATE PAIAE |

MWALI KOTA PAYAKUMBUH,



LAMPIEAN IX

PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH,
NOMOR&. TAHUN, 2525

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

FORMAT PEMBERIAN NOMOR REGISTRASI, NOPD, ATAU JENIS PENOMORAN
LAIN YANG DIPERSAMAKAN UNTUK JENIS PAJAK YANG MEMERLUKAN
PENDAFTARAN OBJEK PAJAK

a. Struktur Nomor Objek Pajak untuk PBB-P2 secara umum terdiri dari 158 (delapan
belas) digit, dengan penjelasan sebagai berilout

digit ke-1 dan ke-2 merupakan kode provinsi;

digit ke-3 dan ke-4 merupakan kode kabupaten [kota;

digit ke-5 sampai dengan digit ke-7 merupakan kode kecamatan;

digit ke-8 sampai dengan digit ke- 10 merupakan kode kelurahan;

digt ke-11 sampai dengan digit ke-13 merupakan kode blol;

dipgil ke-14 sampai dengan digil ke-17 merupakan no urut objek;

digit ke-18 merupakan kode jenis;

mOrRO T

b. Gambar Struktur Nomor Objek Pajak PEB-P2

1(3|7]s u|1|u|n|1|n|n_n13_n_n o010

I Il ]
—.—'__ ) — | e |
| |

ws P || Moigand - ecofmcaarah | [ oo enmanin 00K 0N T TonEr | | eporm

¢, Struktur Nomor Objek Pajak Dacrah non PBB-P2 secara umum terdiri dan 12 (dua
belas) digit, dengan penjelasan sebagai berikut :
a. digit ke-1 dan ke-2 merupakan kode kecamatan;

b. digit ke-3 dan ke-4 mermpakan kode kelurahan;

c. digit ke-5 dan ke-6 merupakan kode objck pajak daecrah;

d. digit ke-7 dan ke-8 mermpakan kode kegiatan usaha;

e. digit ke-9 dan ke- 12 merupakan nomor urut objek pajak dacrah;

d. Gambar Struktur NOP Pajak Daerah Non PEB

|n1nlz_l_n1u1uuu1']

\ / )\ J\ \ !

.T. -
l' T e ;.:um' -| nrt r:-e AR RO KEGAATAM || MOMON UNLT DUIEK Fasks
EECARALT AR KELLRAHAN | FALAK LA Ly
PARAF KUU RE-‘HAS* ALI KOTA PA¥AKUMBUH,
Jabata L Tangga

;1.- ZULMAETA
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LAMPIRAN X
PERATURAN  WALI
NOMOR. 2. TAHUN. 2025
TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN
DAERAH NOMOR 1 TAHUN

KOTA

PAYAKUMBUH,

PERATURAN
2024 TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK YANG DIPUNGUT BERDASARKAN

PERHITUNGAN SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK

A. SPOPD Pajak Barang Jasa Tertentu Atas Makanan Dan/Atau Minuman

KOP DINAS

SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH

PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT)
MAKANAN DANJ/ATAU MINUMAN

Data Objek Fajak

1. Jenis Permohonan Pendaftaran Baru Perubahan Data
2. Siatus Usaha Waralaba Mon Waralaba
3. Jenis Usaha Restoran Katering
Rumah Makan Cafe
FREII: 00000 memmaem L
4. MNama Objek Pajak
5. Alamat O e A mss EREM e L R
& Kelurahan
7. Kecamatan L L e L R e el b e S L
B Kota Payakumbuh
8. Nomor Telepon
10. TMT Operasi
11. NOF PEB
Crata Waijib Pajak
1. Nama
2. NIK/NFYWE
3. NPWPD
AcoBIEmEE: =090 Rl s e e e e e e e T
5 No Telp/HP
Data Usaha

a, Masakan Indconesia
b. Fast Food/Capat Saji

1. Jenis Masakan Litama

Food
. Sea Food B ek
d. Masakan Padang
2. Luas Tanah/Bangunan : Tanah @ ... m? Bangunan | m?,
3, Luas Tempat Usaha | ... ... m?
4 Status Kepemilikan ca.  Milik Sendiri Tempat Usaha
c. Bagi Hasil

a. Masakan Amerika ! Ercpa
f. Chinese/Japanesse/forean

b, Sewa ! Kontrak

/HJL




5. Jam Operasi x A e e e i RN Uk s i i
B i s SR IE - e

6. Bukti Pembayaran a. Bon/Bill
b.  StrukikKas Ragister

7. Alat Transaksi f(Cash

b. Type ...

8. Fasilitas Penunjang : & Ruang Pertemuan
b. Musik HH:lLrp

C:
d.
e,
. Jumlah MejafKursi @ .............. majal........ kursi
10. a. Fasilitas Parkir : Ada/Tdak
b Kapasitas Parkir : 1). Mobil....................... unit
Eh  WAOE - i i il nit
c. Pengelola Parkir . ... ...,
d. Dipungut Bayaran : Ya/Tidak
11. Jenis Perizinan a. lzin Pariwisata Nomor .......................... masa berlaku ...
b. Izin Undang-Undang Gangguan.......... masa beraku ._.......
¢ l1zin Sumur Bor Artesis Nomor ...........masa beraku .........
d. lzin Mengelola Parkir Momor .. ..........masa berdaky ........,
BRI PRI . . < - ca i e aamcbiii s masa berlaku
Kef TR

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang beraku, saya menyatakan bahwa apa yang telah
saya beri tahukan di atas, beserta lampiran-lampirannya adalah banar dan lengkap.

Payakumbuh, ..........cccoeciininiianias

Petugas Penerima, Wajib Pajak/Penanggung Pajak,
NIP oo Nama Jelas/Tanda tangan/Cap
| PARAF KUORDINASI f
! Jabiztan ; - r_ i ryeaal
E E%m | By
E 1 f- et |
ﬂ.‘fll”"“. ..l'f [

lj]zt‘l_h'h_ll — 1
ﬁ'ﬁhz,hw-i |

|;' Fd‘hld HPl'n . .'-E __

e e o




B. SPOPD Pajak Barang.lasa Tertentu Atas Tenaga Listrik

KOP DINAS

SURAT PENDAFTARAN OB.JEK PAJAK DAERAH
(SPOPD)PBJT - TENAGA LISTRIK
PO B s i S e e S Y

. Jenis Objek Penggunaan / Pemakaian Tenaga Listrik
b, Sumber Tenaga Listrik E 1). Air 3}, Muklir
2). Uap 4}, Gas
c. Jumiah Mesin Pembangkit L I buah,
Tenaga Listrik
d. Kapasitas Mesin Pembangkit ... KA
Tanaga Listrik
g, Jumlah Penggunaan TS g RE RS KWHbulan
Tenaga Listrik
f. Jumiah Palanggan o 1) Industri TR .Pelanggan
2]. Komersial ks ok Kt TR Pelanggan
3l. Rumah Tangga ... et AR Pelanggan
4]. Pemernintah R R TR Pelanggan
f. Alamat/Lokasi Objek

o B Kede Pee s,
g. Kelurahan
h. Kecamatan T e R e e A R e R
i. Kota Payakumbuh

Data Wajib Pajak
Mama Wajib Pajak R R - R ———
Alamat Wajib Pajak TN L B i Sy et LR L N L A T ;

oo

z. Eelurahan

d. Kecamatan

e. Kota'Mabupaten S Y - " - ——
f. Mo TeiponfHP/Faks N et A i L P B o 5 i d K e e i T o
h. Email

Dengan menyadar sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang barlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya
beritahukan di atas, beseria lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap.

Payakumbuh, ......................
Petugas Penerima, Wajib Pajak/Penanggung Fajak,
MIES e Nama Jelas/Tanda tangan/Cap

AT




C. Pajak Barang Jasa Tertentu Jasa Perhotelan

EOP DINAS

SURAT PENDAFTARAN OBJEE PAJAK DAERAH
PEJT JASA PERHOTELAN
Data Ohjek Pajak

1. Jenis Permohonan : |:| Pendaftaran baru m Perubphen Dats

o

kota

R

Data Wajib Pajak
1

Nama

kelurahan
. Kecamatan

Marma Ohjek Pajok e sl e L e
Alamal Objek Pajak e L it

TMT Operasi e e N AR S R A AR e
NOF PRB

2. NPWPD ; NIK PR AN PR S, R e e e L e e

Data Usaha

1. Status Usaha : [ ] Bintang [] Non Bintang
2. Klasifikasi Jasa Perhotelan

FToO RO Ln @R

Hotel

Hoatel

Vila

Pondok Wisata

fatel

Losmen

Wiama Pariwizata
Pesanggrahan

Bunaglo [cottags), sangraloka
Tempat tinggal pribadi vang difungsikan sebagai hotel
Kamping mewah (g]amptngb

3. Luas "l“u::mpat LA e a i TR m2
& LussaBonmgunan = = . . U idissssiesssbbesaiaessi iosisdesie it it mz
5, Status Kepemilikan : a. Mihik Sl:n-rlm

b. Sewa [ Kontrak

¢, Bagi Hasil
&, Jumlah Kamar g Kamar
7. Typedad Tacll Kamar ' 1. TYPE oo Kamar, Tarif Bp.
LB 1t T e, HKamar, Tarif Ep.
R PR gt Kamar, Tarif Ep.
i L) - IR e B Kamar, Tarif Rp.
A. Bukri Pembayaran a. Bon/Bill
. Btruk/Hegister
- R
9. Alat TransalsiCash : 8. Merk..
Regster ' ]_'g.pe:. .
|::. Jumlah. ... Unit
7 BN




10. Fasilitas Hotel .
Persewann Ruanpan

.
b. Fitness Center
€. Restoran
d. Kolam Renang
¢. Lapangan Tenis
. Klub Malam / Karsoke / Mvikedola sendiri © Ya / Tidak
e, Dhskoik Dikelola sendini @ Ya / Tidak
h. Tub /! Bar/ Kafe Dikelola sendin © ¥a !/ Tidak
i. Spa Dikelola sendin : Ya / Tidak
k.
11. Fasilitas Parkir ¢ ada ftidak
12, Kapaaitas Parkir : 8. Mobil uni
h. Mator unit
13, Pengelola Parkir 3
14, Dipungul Bayvaran sva [ tidak
I3, Jenis Perizinan i & lzin Pariwisata Nomor

s b, Tzin Undang-Undang Ganggaan MNomor
. lzin Sumur Bor Artesis Nomor
d. Izin Mengalota Parkir Noemor
a. |zin Rekiame
Keterangan Lain-lain

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang barlaku, saya meanyatakan bahwa apa yang telah saya beri
tahukan di atas, beserta [ampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap

Payakumbuh,
Petugas Penerima, Wajib Pajak/Penanggung Fajak,
""" R Nama Jelas/Tanda tangan/Cap
*FWALI KOTA LIH,

| PARAF KUORDINASI

Jahatan | Paral | Tanagsal

e e e ' P

1 % . i T" LU
P el :
b 12T
:'_Edwdj lki-l—-

i bl /{,
s ettty | (] |
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[. Pajak Barang .Jasa Tertentu atas Parkir

LOGO
e KOP DINAS

SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH

PBJT JASA PARKIR
Data Obijek Pajak

|. Jenis Permohonan : @ Pendaftaran baru o Perubahan Data
2. Mama Objek Pajak o oS e B PSR ¥ ST i eI B
3. Alamat Ohjek Pajak
4, Kelurahan
3. Kecamalan A RN P A i bl e K 4 Rt A S O
6. Kota . Pavakumbuh
7. Nomor Telepon
9. TMT Opemsi
10. NOP PBB

Data Wajib Pajak
1. Mama
3. Alamat B K LA R R o SR N R
4. Kelurahun S T
5, Kecamatan
6. Kota/ Kab B it KOO M 3 5 R P S A b R T B S R R
7. MNomor Telepon i
8. Email

Mata Ulzaha
1. Luas Tempat Usaha : 0 Dalam Gedung ... m2 o Halaman/Pelataran......... m2
2. Kapasitas / Daya Tampung o Mobil ............ unit o Motor .......... tmit
3. Tarif s a, Maobil 5, R

h. Mador N

4. Sistemn Pemumgutan : 0 Komputer o Manual
5. Momor [zin Pengelolaan

Keterangan Lain-lain :

Dengan man:.radan sep&nmnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan babwa apa yang telah saya beri
tahukan di atas, beserta lampiran-lampirannya adalah benar dan lenghkap.

Payakumbuh,

Petugas Penerima, Wajib Pajak/Pananggung Pajak,
P——RIF.............. - Nama Jelas/Tanda tanganiCap
PARAF hu\_.-RDNASI / o
F e | ZWAL[ KOTA ;
I abalan Parzf E irggal
| 1 | _._-_-—11‘-1 f!- 1-[
fer i
ﬂf%—ll " [&%—

4 ZULMAETA
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E. Pajak Barang Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan

LoGo KOP DINAS
| KOTA

SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH
PEJT JASA KESENIAN DAN HIBURAN

Data Objek Pajak :

1. Jenis Permohonan - [ Pendaftaran Baru [] Perubahan Data

2. Mama Dbjek Pajak b ki S A b b SR AR

3. Alamat
e AR s Koda Pos . oo

4.  Kelurahan

85, Kecamatan R R e A e

8. Kota . Payakumbuh

7. Momor Telapon E e

8. TMT Operasi

9. NOP FPBB

Data Wajib Pajak :

1. Nama

2. MHIEMPWP

3. NPWPD

Data Lsaha

1. Status Lisaha oo Induk i Cabang

2. Jenis Jaza Kesenian
c  tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya
yang

dan Hiburan dipertontonkan secara

langsung di suatu lokasi tertentu;

pergelaran kesenian, musik, tarl, dan/atau busana,

kontes kecantikan,

kentes binaraga,

pameran;

pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;

pacuan kuda dan perlombaan Kendaraan Bermotor;

permainan ketangkasan,

olahraga parmainan dengan menggunakan tempat/ruang

dan/atau peralatan dan periengkapan untuk olahraga dan

kebugaran;

o1 rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan,
wahana budaya, wahana safu, wahana permainan,
pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;

n panti pijat dan pijat refleksi; dan

1 diskotek. karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

OO0 oOooen

10. Sifat Kegiatan ¢ Rutinfinsidental
11. Luas Tanah/Bangunan THAAN Y s rsingsrsasdB  ROGUTIIEE 5. e ravssrcyvapsmsstsran i | o
12. Luas TempatUsaha  C.....oooiemeens m?
13. Status Kepemilikan a. Milik Sendin Tempat Usaha
b. Sewa' Kontrak
c. Bagi Hasil

FHit




14. Jam Pertunjukan/Operast: a. Jam ..., . J@M e
bodam e, s.d. jam ...
G e RINY i i e T b v ) [ R i APt
(0 M~ | | PRI UR PR 5., jam
15, Jenis dan Tarif a. Tiket'Karcis Rp. ..o,
&. Menggunakan Cover Charges Rp .o
. Kartu AnggotaiMembers Card Rp .......occoov i o,
g. Coin RpP. oo
fi. Ruangan/®amar
b R TN S RET Kamar/Rp. ........... R T,
- NPT Kamar/Rp. ...cccco......... ) Y
B o Kamar fRp. ... 1. .
R Kamar/Bp. ..o ! LA
16. Bukti Pembayaran ©a Bon/Bill
i StrukiKas Reqgister
17, Alat Transaksi /Cash
Register LA Merk ...
i Type ...
k. Jumilah ..... unit
18. Kapasitas © a. Jumlah Tempat Duduk
L Jumiah Mesin ..
. Jumidah Meja e .
A dumIaR a8l e i
B it om o i i S B LA
18. Fasilitas Penunjang a
<
I el e e e
20. a_ Fasilitas Parkir . Ada/Tidak ada
r. Kapagitas Parkir - | o e R RO unit
) N oo unit
5. Pengelola Parkir i IS
t. Dipungut Bayaran . YaTidak
21. Jeniz Perizinan 3 a. |zim Pariwisata
Momor..................... masa beraku _.._.......

4 |zin Undang-Undang Gangguan......... masaberlakwo ...

V. lzin Sumur Bor Artesis Nomor ..., ... masa berlaku ...........

w. lzin Mengelola Parkir Nomor .._......... masaberlaku..........

X R PRI . e e masa berlakuw ...........
Keterangan Lain-lain ;

Cengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beri
tahukan di atas, beserta lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap.

Payalasmbihy, oo ivionmii v

Petugas Penenma, Wajib Pajak/Penangung Pajak,
MBS Nama Jelas/Tanda tanganiCap

A




F. Pajak Mineral Bukan Logam dan Baruan

OGO
KOTA HOFP DINAS
SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (MBLE)
Data Objek Pajak

a. Jeniz Mineral Bukan Logam dan Batuan :
0 pasir dan kerikil
| dolomat

- MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral
0 MEBELB lainnva sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
b. Alamat/Lokasi Objel L A e o o R M S A B 0

| 4] e W  Kode Pos e
. Kelurahan e e s e e e e e e L S
d. Kecamatan L e LD e B0 e B g g s S s s e
e Kota ¢ Payakumbuh
f. TMT Operasi Fri e o i e s AR S i
k. NOF FBBR N
Data Wajib Pajak
a. Nama Wajib Pajak
b, NPWPD
d. No. HF/Telp e R e e O N T el e S T e

Dengan menyadari sepenuhnva akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan vang berlalu, saya menvatakan bahwa apa
vang telah sava beritahukan di atas, beserta lampiran-lampirannva adalah benar dan

lengkap.
Payalkumbuh, ...

Petupas Penerima, Wajib Pajak / Penanggung
Pajalk,

Nama Jelas/Tanda
tangan/Cap

PARAF i..uunDW&SI

Pa Tanagal

Jabatan

Wgle  —= | ¥ -

7 gabed PP |

: Ji¥ *A Sy | : {ﬁ(ﬁ*’l‘"‘
_: Aon ll-‘- ]

Ay s

s Selslin—s | [ |




G. Pajak Sarang Burung Walet

LOGO
KOTA

KOP DINAS

SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH
PAJAK SARANG BURUNG WALET

Data Objek Pajak
a, Alamat/Lokasi Objek
RT........RW ... KodePos ... ........ococcienie
b. Kalurahan
c. Kecamatan
. TMT Operasi b o b 4 i e S SRR P
f. NOP PBB

Data Wajib Pajak
a. Mama Wajib Pajak
b. NPWPD

€. NIK/NPWP
d. No. HP/Talp

Keterangan Lain-lain :
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yvang
telah saya beritahukan di atas, beserta lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap.

Payakumibuh; ... ... oiinimnn.l

Petugas Penerima, Wajib Pajak/Penanggung Pajak,

[ Nama Jelas/Tanda tangan/Cap

PARAF KOORDINASI | me,, KOTs pRYAKUYUE,
Jabatan I Farafl ] Targgal
L '-""li'__":lfr"[.r.
: BeS =

o Ao %; |

4 a'l_-{lﬂ Ween | I.S':.‘.l; -

|5. L-.h |
b A |
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LAMPIRAN X1
PERATURAN WALl KOTA PAYAKUMBUH,
NOMOR.&. TAHUN. 2225

TENTANG

PERATURAN  PELAKSANAAN  PERATURAN
DAERAH NOMOR 1 TAHUMN 2024 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

FORMAT BERITA ACARA PENDATAAN OBJEK PAJAK YANG DIPUNGUT
BERDASARKAN PERHITUNGAN SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK

BERITA ACARA PENDATAAN
Pada hari 1 tanggal
........................................................ BT T s e tahun
................................................................. A i i e s R e
berdasarkan surat tugas NOMOT

maka l-:arm yang wr&-ﬂbul :!1 bawah ini a.-:]aku petugas Pendataan yang
ditupaskan untuk melakukan Pendataan lapangan atas :

Nama Objek PE_}E[]:{ .......................................................................................
BRI it s A e o A S A AR KR KR
Alamat Objek PE._]EI]I B o e R e R U
s W PR - s S s R i Siniinnn o Wemamn e m R
PR b R e e S T B S S B AR R Nk
Alamat Wajib FEJHR b R R R R T A vy
vang sehubungan clengan Pendataan lapangan tersebut di atas, dalam hal ini :
T e Y ol S o A A P o i R e
Pekerjaan /Ja I::-al:aﬂ

Alamat

telah menerima / mt:nnla.l:: untu.k d.ldata u]::h TllTl Pcndata.a.n

Demikian berita acara pendataan ini dibuat, ditandatangani oleh petugas dan
pejabat yvang membidangl Pendataan Subjek dan Objek Pajak Daerah,

PARAF KOORDINASI
Jabatan ' ang
&
3 Ackn 1= |
-Elhncghtm
E —_
7. Kobeud Pdplp ﬂ



LAMPIRAN XII
PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH,

NOMOR.© TAHUN.Ze2%
TENTANG

PERATURAN  PELAKSANAAN  PERATURAN
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK DENGAN KETERANGAN “LUNAS PAJAK
DAERAH" DAR] PERANGEAT DAERAH YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DIBIDANG PENDAPATAN

LOGO KOP OPD

KOTA

SURAT KETERANGAN STATUS LUNAS PAJAK DAERAH
DROENIOE s s s S e S 1)

Dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil
penelitian, kammi

sampaikan bahwa Wajib Pajak :

MNama B o B O S o R e A 2]
NPFWFPD F e B e s 3
Alamart B R N R R SRS R T 4)
Status E e e e e R e 5]

Keterangan ini dibuat dalam rangka pemberian layanan publik

tertentu pada Ceaiieaas untuk layanan publile berupa

Demikian  disampaikan, wuntuk dipergunakan sebagaimana

meslinya.
...... NSRRI

i Kepala OPD

PARAF KOORDINASI

oo, | Paraf Tanagal || 00 seeeseevsesecressnensereesne a)
1 HE.[!EF | e A} LW i i e e
£ ; te=t
1 Boy~ ]
+ fhg e Is-5-28 B,
5 Lo} V !
o elgtlr—r |
Fadl

Kabrdd Pdpon 'r |

fr ZULMAETA



LAMPIRAN XIII

PERATURAN WALl KOTA PAYAKUMBUH,
NOMOR. & TAHUN, L0214~

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN  PERATURAN
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN EETRIBUSI DAERAH

BENTUK PERMOHONAN KSWP DAERAH

Nomor S TRP T AT ||
Hal : Permohonan Keterangan Status Wajib Pajak

KepadaYth
Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama ¥ R i R R TR N
Jabatan B e T e P R R e )
Alamat L B e e e 6]

Nomor Telepon | e esiaes 1)

Bertindak selaku
Wajib Pajak

:IWEkil Wajib Pajak/ Kuasa *)
Drari Wajib Pajak

MNama T S s A R )
NPWPD R R R TR RS g)
Alamat RO | f) |

Mengajukan permchonan untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak
untuk memenuhi persyaratan mendapatkan layanan publik tertentu dari

BEMPTSP untuk layanan pablile ... isssranarsis. 41

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

..12)

*| dalam hal kuasa harus dilampirkan surat kuasa khusus




LAMPIRAN XIV

PERATURAN WALl KOTA PAYAKUMBUH,
NOMOR.&. TAHUN. Jo3s

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTAMG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BENTUK SURAT KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK

KOP OPD

SURAT KETERAMGAN STATIIS WATIN PATAK
[, L] 1 | B e R et O 1)

Dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil penelitian, kami

sampaikan bahwa Wajib Pajak :

Keterangan ini dibuat dalam rangka pemberian layanan publik tertentu pada

untuk layanan publik berupa ... i e 6)




LAMPIEAN XW

PERATURAN WALl KOTA PAYAKUMBUH,
NOMOR. & TAHUN, 2025

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BENTUK DAN FORMAT SPTPD DAN S3PD
1. S3PTPD PBJT

Ko BPTPFD
Masa Pojak
HOP DIN
. Tahun Pajak
BPTFD
(BUTRAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)
PAJAK BARANG JASA TERTENTU (PBJT)
Kepada Yih:
Walikota Payakumbuh
di Paynkumbua b
1. DATA WAJIE PAJAR BARANG JASA TERTENTU (PRJT) ¢
NEFWPD, HIK / KB T O, SO
NAMA WA PAJAK ]
ALAMAT WAJIE PAJAK
2. DATA OBJEE PAJAK BARANG JASA TERTENTU (PEJT) :
o NOF § 3. R MR
1 MAKANAN DAN/ATAD
JENIS PRIT MINUMAN
NAMA TISAHA ]
ALAMAT LEBAHA
RINCIAN DOEUMEN PEMBEAYARAN (S8FD) :
Palni Hanal
No  Homor 3BFD Transaksi Tarlf Pajok Pembayaran Tanggal Bayar
Bp.. ...
1 AL OO 00N, K Ry ' s ok
a NEOH LK, RO OO
1JARA
JENIS PRI PERHOTELAN
NAMA USALILS
ALAMAT LUSAHA
RINCIAN DOKUMEN PEMBAYARAN (S5PDY !
Pokok Karal
No Momor S5FD Transaksl Tarlf Fajak Pembayaran Tanggal Bayar
B —-uy
1 AR RO O O Mo Rp I Y e
o NOP A 0K, 30T RN
: JARA KESENIAN DAN
JERLE PRJT HIBURAN
NAMA USARA
ALAMAT U8AHA
RINCIAN DOKUMEN PEMBAYARAN |S5PDY :
Fokok Eanal
No Nomaor S5PD Transuksi Taril Pajak Pembayaran Tanggal Bajyar
Bp. oo
1 MO M0 30K, MO0 R . ' k! i
a NP 1
JERNLT PHIT 1 JABA PARHTR
HAMA UTSAHA ]
ALAMAT UISAHA
INCIAN DOHITMEN PEMBAYARAN |S5FDY !
Pokok HKonal
Ho Nomeor BBFD Tranaaksl Tarif Pajuk FPembayaran Tanggoel Bayar

Rp.
1 moo MR XA B, . . b =




o MOE K. K K
JENIS PRIT : TENAGA LISTRIK
MARA LISAHA
ALAMAT USAHA

RINCIAN DOHUMEN FEMBATARAN [BSPLY :

Fobok Hanal
Ho HNomor S5FD Transa i Tarilf FPajak Pembayaran Taagpal Bayar
Bp.. v« vos
1 A BN 0N, O, M Hp. . i i Y
DATA TOTAL PERNGENAAN PAJAK BARANG JASA TERTERTU
3 [FE.IT) :
Rp.
DASAR PENGENAAN = .
Rp. .
POHOE PAJAK " '
FERHATIAN :

Gerdasarkan Peraturan Daecah Momor [ Tahun 2024, Tentang Papak Deerah dan Betnbuast aerah Pelaporan SETERLR
i Frling Lambar adalah 15 {lima Belas) harl kerja

aatalali berakhirnya mass pajak.
Anpahila Kewajiban Pelaporan SFIP0 schagamana point1) fidak dipemahi meka dikenakan Denda scheasar Bp.

2, 100,300~ (Beratus Fibu Rupiah) untuk sediap SFTDED.
Dwngnn menyvadan sepeouhnya nloan aldbar termasele sanlkosi-sankesi s=aiai dengan ketenbuan perundang - undangan yang

perlaky, saya alal yaug sayva bl kuasa menyvalakan
dpa yaop telab komi beritahukan tergebat diatas eserts lampiran-lampiranmya adalah benar, lengkap din jelas.

Papakmambuh,
WASE PATAR




2 83FD PBJT

KOP DINAS

S5PD PEMBAYARAN PAJAK BARANG JASA TERTENTU (PBIT)

1. Mo Bayar

2. lenis lasa

3. Mama Wajib Pajak

4. NPWPD

5, Menyetor Berdasarkan
S5PD
SPTPD
SEPDEBR
SEPDEBT
STPD
SKE PEPBETULAMN
Lain - lain

&, LUang Sebesar

7. Dengan huruf

8. Guna Pembayaran

9, Masa Pajak

10. latuh Tempo Pembayaran =
Apobila Lewat Jatuh Tempo Pembayaran 55PD Belum Dibayar Mokao Dikenakon Sanksi
Administrosi Berupa Denda Sebesor 1% Per Bulannpa

Cara Pembayaran :
1, ATM, TELLER dengan menginput No Bayar : oo s
2. Wirtual Account Bank Nagari di Momor ;oo s0odoDs oo
B QRIS Dinamis
Untuk Cetak Bukti Pembayaran dapat melalui

1. Website

https://pajakgris_payakumbuhkota.go.id
Atau melalul aplikasi QRIS Pajak

Payakumbuh d Playstore

2. Pada Kolom QRIS Pajak Daerah Masukkan

MNomor Bayar.

3. Pilih Cetak Buktl -> Download Bukti

SILAHKAN SCAN QR
UNTUK PEMBAYARAN !




3. 35PD BPHTB

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

BERFUMGE| SEBAGA| SURAT FEMBERITAHUAN DEIEK
KOTA FATRRLAIELNE FALSE PAJAK BUM DAN BEMGUMNAN (SFDF PBR)

(SSPD - BPHTE) Hﬂﬁﬁm,

Imm- e e S
PERAATIAN | Himcalsh prienius pangisan peds haiemen Selskucg emiar niisdsn danib)

A1 Mams Wes Py

JoAmne WWebPesk 00 ©
4. KaurahanDees iz R AR s R ORI & .
T.Fatupatenols 0 ©
B 1. Nomor Oojs PRER JNOPIPBE. © e
Z Laink mrah o) SoG DERgnen HE L AT R
5 Kewrshan ; PP & FTWRW . )
5 Kinsanitin B Kalopatartotn
Feeghitungsn MJOP PRID
Lusw WO FBE ! i
Uraisr [ESa— P Lune tBIOP PES ) w2
[T ¥ T i_% ..... [ T
| Bamganan [] e W p = THI
L
15, Jens parcishin beh e lineh S ek benguean W Herge Tranasea) (@ kil Pasar i 3
6. Nomor Sertificat A P S
[ G, AKLIMUILA!NILAT PERCLENAM HAK SEEELUMNTA Rp. 0

PEHGHITLIRESAN BRHTE (Hanya diel bercasares panghufurgns Wil Pajsk)

1. Nimi Percohns Objek Pk (NFOR] memperhathcan sl paca 2,13 B Ap. ...
2. Mim! Fomlehor Dbk Pajek Tioow Kona Peiak (NFOPTHR} - R L
3 Milwi Parlshas Obiek Pajak Kena Fajak (NPOPYF| - TR T <
4. Bimi Mieodshee fak ofas Ten dan Bangunan seng mnsieng " T TR L

. Fengurengan

£ Juminh Ssioran Berssarkes
[ m Pasghitangan Wajn Pags
[T STPO APHTE ! SRPD ELIRAKS BAYAR [ SHPAD ELIRAKS BAYAR TAMEAHAN *)
Homar Tenggs

[ _c.mmmmm:i I ®
ermimmaricn Sershesn KO Mo

[ ey
JUMLAR YAMNG EETOR (dengan angka) jdengan bl -
| o — . = e e . Rerpinh
T L TR SR e D
B ba, bl WCHGETATEE: NTESIN CHEH B
WLEF P LA PR E TR PRATRICTARS TESFA T PERM ST ARAN BPHTE FidliA, PN
Tanggat .. %

1arra L Mmoo Dobomn - SOOULSTHT BU00

prgma it woopsawm |1 01 1 1T 1C T T C 1T T 1T 1T 1 1IF 1

AR
Lk 1 {Fuilkl  Linkuh Vb Pajas
F | L 2 Sk - vk PP R

| ARAF BEQRDY

4
=T T

! Y 1 ok 1 BP0 ¥

.
.
L BM

s Loty
7 jabrd Ppbs ]

F

—




LAMPIRAN XVI

PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH,
NOMOR.© TAHUN, o35

TENTANG

FERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMORE 1 TAHUN 2024 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

PANDUAN PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN E-SPTFPD
1. Aksacs aplikasi E-SPTFPD pada alamat : https:/ /sptpd. pavalkumbuhkota. go.id

E-SPTPD

Moplies
s wrat Py busbe s S as Tl i

2. Login dengan Username berupa NPWPD dan password yang diberikan aoleh
Badan Keuangan Daerah [BKD]

T man—ti * oW

E-S5TPD

e
Im ] T TR Pa Damnsi

3. Masuk di dashboard aplikasi E-SPTPD pilih Jenis Pajak yang akan dibayar
dan pilih Objek Pajak mana yang akan dibayar.

i



- = 0 -Jﬁl

ﬂ o
B P
s g 0 Bk 08 o P Mk
L Saimd 4 Tk
B = —

— TR m——

4. Pilih tashun dan bulan |(masa pajak|], masukkan nominal tranzaksi nya dan
uplead dokumen pendulkung berupa laporan transalksi bulanarn.

= = o e e
& § 0 |2 e et— i l*lﬂltlﬁ-u
B s
i g P
=
w
P -
= —
ar =
PR ak
= s s -
] L
P p—
——— -
g =a

5. Seteclah pilih Simpan dan buat QRIS maka otomatis QRIS DINAMIS jumlah
pajak daerahnya langsung keluar sesuai jumlah nominal transaksi yang
diinput. Wajib pajak bisa langsung scan dengan E-MONEY.

I e p—— i TEL =0 *:Iﬁ'
. e - :




B, Untuk mencetalkk S35PD sebagal faktur tapihan pajak daerah dapat dibuka
rnelalui menu SSPD pilih QRIS untuk bavar atau invoice untuk cetak SSPD

b3 | phiaken e g 1[—11-.”5
§) s
fioresa
-
w w1 I =t .-n []
-~ e

7. Pada form SSPD juga terdapat QRIS Dinamis yang bisa discan langsung oleh
wajib pajak

T S — r &0 W4k

2 ukw Tigas

8. Untuk pelaporan SPTPD bisa langsung pilih masa pajak (tahun dan bulan)

pilih print

A1



0 T Ly B
Bl R LSRN MFFAH
= g T
et mEs -

=g ———
L, S ] T LT T

9, Beluruh objek pajak vang dimiliki oleh satu wajib pajak alian keluar dalam
satu formulir SPTPD (dengan satu nomor NPWPD dapat terdini dari beberapa
nomor objek pajak baik itu restoran, hotel, parkir, hiburan beserta S5SPD

pembayarannya)

T D i r— e e TR L T L ‘lﬂ-u




10.Untuk mengganti profil WP dan pasword silahkan pilih menu profil

ALl KOTA

ﬁgyguﬂ.

PARAF KOURDINASI

JAAtan Paral Tan'_;lna.l
L Tl | ‘q--j' g
o fdah | 7 et an”
N UL I

_Emmn 3} liwx-n ||
o T S i
ey | '.
7 kabed pdpta |
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LAMPIRAN XVII

PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH,
NOMOR. £ TAHUN. 22725

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOERE 1 TAHUN 2024 TENTANCG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

FORMAT SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN ATAU PENUNDAAN SPTPD

Nomaor
Sifat
Lampiran Kepada
Hal : Permohonan perpanjangan ¥Yth. Kepala
atau penundaan SPTPD Kota Payalkumbuh
i
Payakumbuh

Schubungan dengan belum disampaikannya SPTPD Pajak Daerah terlebih
dahulu, dengan ini menerangkan bahwa Nama Wajib Pajak

NPWFD/NOFD .

Alamal Wajib Pajak ¥

Alamat Usaha Wajib Pajak

Masa Pajak

Jumlah Pajak yang harus Dibayar

Dengan ini mengajukan permohonan perpanjangan atau penundaan SPTPD
RBRLEI: o ibissu ikl s sehubungan dengan hal tersebut di atas,
bersama ini disampaikan juga :

a. Bukti pembayaran S3PD Pajak Dacrah masa pajak bulan ..........

b. Perhitungan sementara pajak terutang yvang telah dibayar ...

Demikian permohonan untuk dapat diberikan persetujuan perpanjangan
atau penundaan SPTPD disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya
diucapkan terima kasih.

Hormat saya,

OADALD Y TITYLEN i Nama Wajib Pajak

7 Koknd Pdpin



LAMPIRAN XVIII

PERATURAN WALl KOTA PAYAKUMBUH,
NOMOR.& TAHUN, 2&=2%

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

FORMAT SKPD

SKPD
KOPFP DINAS (SURAT KETETAPAN PAJAK No Bayar
DAERAH)

JENIS PAJAK
NOP

i TAHUN

| MASA

BARAF KOORDINASH || oo

| NPWPD

| NAMA

ALAMAT

MASA BERLAKU
TANGGAL JATUH
TEMPO

NO | KODE REKENING | URAIAN PAJAK
] P ————— PBIRIC, «xivisivm s s s iam s s At mn o8

Jumlah Ketetapan Pokok Pajak : Rp.

Dengan Huruf :

Untuk Cetak Bukti Pembayaran dapat melalui -
1. Website hitps: [/ pajakgris, pavakumbuhkota, go,id
Atau melalui aplikasi QRIS Pajak Pavakumbuh di playstore
2. Pada Kolom QRIS Pajak Daerah Masukan Nomor Bayar
3. Pilik Ceralk Bulti -> Download Bukti

Apabila SKPD ini tidak atau belum dibayar lewat wakiu paling lama 30 hari sejak SKPD
diterima akan dikenakan sanksi administrasi bernpa bunga sebesar 2% perbulan.

Bt BT 0104 1) A e R Ao
An. KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA PAYAKUMBUH
EARBID PENDAFPATAN

i o ogal

. | _.n-—-—"—'T'I]]'-I'*']Tr_
e Janr e

i P R~ I

; M [ 31 (w5
(5, =~ 7% y .
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LAMPIRAN XIX
PERATURAN WALl KOTA PAYAKUMBUH,
NOMOR. & TAHUN, 2025

TENTANG

PERATURAN FELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

FORMAT BERITA ACARA DAN SURAT YANG DIGUNAKAN DALAM
PEMERIKSAAN PAJAK

LAPORAN HASIL PEMERIESAAN
PADA
WAJIB PAJAK NPWPD : P2 .......coocvenmmnnnannannnsnans -
[(Masa Pajak .......corcvvmimiranermnnnninarasaenes )

MNomor

Tanggal

BADAN KEUANGAN DAERAH

lalan. Veteran No. 70 Kel. Kapalo Koto Dibalal Kec. Payakumbuh Utara
Kota Payakumbuh Telepon f Fax (0752) 92052 Payakumbuh - 25211
Website: https:/bkd.pavakumbuhkota.go.id | Email: bkdi@ payakumbuhkota.go.id

7 Wi



KOP DINAS

Nomor : Payakumbuh, ...
Sifat : Segera Kepada Yth :
Lampiran : 3 (tiga) lembar
Perihal :  Panggilan Dalam NPWPD
Ranvka Nama Usaha
Pemeriksaan JL...
kelurahan
Kecamatan.....

Sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan pajak (Surat
Perintah terlampir) :

Mama Badan Usaha

NPWPD

Alamat Usaha

Masa & Tahun pajak

Tujuan Pemeriksaan : Untuk menguj kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan.

Kriteria :  Pencocokan data dan atau alat

Pemeriksaan keterangan.

Untuk kelancaran Jjalannyva pemeriksaan, diharapkan

Bapak /Thu/Saudara datang ke kanntor kami dengan membawa dan
meminjamkan buku, catatan dan dokumen pendukung sebgaimans
terlampir (buku atau catatan dan dokumen tersebut akan dikembalikan
setelah pemeriksaan selesai dilaksanakan). Memberitahukan sepenuhnya
serta memberikan keterangan vang diperlukan pada :

Hari/ Tanggal

Tempat :  Ruang Rapat Badan Keuangan Daerah .JL
Veteran No. 70 Kel. Kapalo Koto Dibalai,
Kee. Pavakumbuh Utara, Kota Payakumbuh

Waktu

Demikian untuk menjadi perhatian, dan atas kerjasamanya
divcapkan ternima kasih.

Kepala

Tembusan disampaikan kepada yth :
Walikota Payakumbuh (sebagai laporan);




Lampiran Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh

MNomor s

Tanggal
Perihal

: Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan

DAFTAR BUKU, CATATAN, DOKUMEN YANG WAJIE DIPINJAMKAN

DALAM RANGEA PEMERIKSAAN

Mama Badan Usahs
NPWPD
Alamart Badan Usaha

MNo

Jenis/ Nama Buku, Catatan dan
Dokumen

1

Keterangan

Profil perusahaan vang memuat -
Akta Pendinan, [zin Usaha,
Struktur Organisasi, Standar
Operation Bystem, serta Job
Discription untuk setiap unit atau
bagian beserta nama dan jabatan
karyvawan

Rekapitulas: penerimaan per han -
dan per bulan

Laporan harian pendapatan .—
pCOCTiMaan

-

Sofltcopy data elektronik laporan -
pChncrimaan

Meraca -

Laporan Laba Fugi [ -

Bulou Besar | =

Laporan Arus Kas | -

Mutasi bank atau rekening koran | -

@ (oo =1 o o

=

Laporan Audit Internal | -
Perusahaan atau Laporan Audit
Kantor Akuntan Publik (dalam hal
perusahaan berbentul Thlk)

Kepala

L




KOP DINAS

BERITA ACARA HASIL PERTEMUAN DENGAN WAJIB PAJAK

Pada hari ind ........comn0. TANEEAL ..ovvevvinnnnns LAY vosinmmimannnas Tahun
e rerme e eaasaennanaaen, DETOASarkan Surat Pemeriksaan Nomor
................ tanggal ................ kam yang tersebut dibawah ini :

No. NAMA/ NIP PANGKAT/ JABATAN
S GOLONGAN .
1. N Supervisi
2. = Ketua
3. = Anggota
+. Anggota
. 5. Anggota

Telah melakukan pertemusan dengan ;
Nama

Pekerjaan

Alamat

Dalam hal ini bertindak selaku :

Wajib Pajak Wakil Kuasa Dari Wajib Pajak

Nama
NPWFD
Alamat
Untuk

—

Menjelaskan alasan dan tujuan dilakukan pemeriksaan:
2. Menjelaskan hak dan kewajiban Wajib sclama dan setelah
pelaksanaan pemeriksaan berupa :

Hak Wajib Pajak

a. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda
Pengenal Pemeriksa Pajak dan atau Surat Perintah Pemernksaan,

b. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan
tentang alasan dan tujuan pemeriksaan

c. Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperhhatkan surat tugas
apabila susunan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;

d. Menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;

¢, Memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan oleh
pemeriksa pajak melalui pengisian formuli kuesioner pemeriksaan.

Kewajiban Wajib Pajak
a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan,
dolkumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan

dokumen lain yang berhubungan dengan pemenksaan



b. Memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data
yvang dikelola secara elektronik.

¢. Memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau
ruang penyimpanan buku atau catatan, dokumen yvang menjadi dasar
pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, dan atau barang yang
berkaitan dengan pemeriksaan serta meminjamkannya kepada pemeriksa.

d. Memberikan keterangan dan/atau tertulis vang diperlukan.

Demikian berita acara hasil pertemmuan dengan wajib pajak ini dibuat
dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh :

Wajib Pajak/ Wakil/ Tim Pemeriksa Pajak :
Kuasa/
Pihak yvang mewalili
Supervisi Ketua,
Sekretans, Anggota,
Anggota,
|




|'Na.ma Wajib Pajak
NPWPD

Alamat Wajib Pajak
Nomor & Tanggal SP

BUKTI PEMINJAMAN DAN PENGEMBALIAN
BUKU, CATATAN DAN DOKUMEN

No Jenis/ Nama Ketl | Dipinjamkan
Buku, Catatan dan Dokumen lengkap/
Tidak
Lengkap

Akta Pendirian, Izin Usaha,
Struktur Organisasi, Standar
Operation System, serta Job
Discription untuk setiap untuk
sectiap unit atau bagian beserta
| nama dan jabatan karyawan

1. | Profil Perusahaan yvang memuat .

Dilkkembalikan
Lengkap

Rekapitulasi penerimaan per
han dan per bulan

Laporan harian pendapatan
pPenerimaan

Soltcopy data elektronik laporan
penerimaan

MNeraca

Laporan Laba Rugi

_ Buku besar pendapatan

Laporan Arus Kas |
Mutasi bank atau rekening bank

EPPPPW £ ﬂ

Laporan Audil internal
perusahaan alau Laporan Audit
Kantor Akuntan Publik (dalam

| hal perusahaan berbentuk Thk]

diterima oleh

diserahkan oleh

TanggRl . coniviri Teanggal .iinnami,
diterima oleh | dikembalikan c:ich
NP oo NIP. cooooveoeeeeeeseeseensesasnns




SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini ;
Nama

Pekerjaan/ Jabatan

Alamat

Dalam hal ini bertindak selaku :

Wayjib Pajak Wakil Kuasa Dari Wajib Pajak

MNama Wa)ib Pajak
NFWPD
Alamat Wajib Pajak

Dengan int menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan Surat Perintah
Pemeriksaan :

Nomor

Tanggal

Menyerahkan buku, catatan dan dokumen yang diminta oleh Tim
Pemeriksa Pajak berupa salinan dokumen yvang sesuai dengan aslinya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh
kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun, serta kam bersedia untuk
bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul dari pernyataan
ini.

Payalonmbuh, o

Yang membuat pernyataan

faterai

Re. 10.000




KOF MNAS

BERITA ACARA TIDAK DIPENUHINYA PEMINJAMAN
BUKU, CATATAN DAN DOKUMEN

Pada hari ini ............ tanggal ............ buadan ..o Tahun Dua
Ribu Dua Puluh Tiga berdasarkan Surat Penntah Pemeriksaan Nomor
coeennenen. langgal L , maka kami vang tersebut dibawah ini selaku

Tim Pemeriksa Pajak vang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan
terhadap Wajib Pajak.

Nama Wajib Pajak R R
NPWPD
Alamat Wajb Pajak T T e

Dengan ini menyatakan bahwa sebagian/seluruh buku, catatan
dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam surat nomor ............
tanggal ............ perthal Panggilan Dalam Rangksa Pemenksaan Udak
dipenuhi peminjamannya oleh wajib pajak kepada Tim Pemeriksa Pajak.

Demikian Berita Acara Tidak Dipenuhiyva Perminjaman Buku, Catatan
dan Dokumen ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Tim
Pemeriksa Pajak.

Wajib Pajak/ Walil/ Tim Pemeriksa Pajak :

Kuasa/

Pihak vang mewalkili
SUpervis, Ketua,
Sekretans, Anggota,
Anggota,

pats



KO DINAS

Momor ' Payakumbuh, .....cocevneenene
Sifat k Segera Kepada Yth :
Lampiran i 1 {satu) lembar
i : : NFWPD
Perihal : Pe tan Pert
1 ringatan Pertama N T
)} P
kelurahan
Kecamatan.....

Bebagal pelaksanaan Pemeriksaan berdasarkan Surat Perintah
Pemeriksaan Nomor ... tanggal ..o , Baudara telah diminta
untuk meminjambkan buku atau catatan dan dekumen yang menjadi dasar
pembukuan atau pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan
dengan kegiatan wusaha atau pekerjaan bebas. Saudara dengan
sebhagaimana lampiran surat Nomor .............0. Tatiggal ... , TIAITIUN
sampal dengan tangeal surat i dibuat, Saudara :

[] sama sekali tidak meminjamkan
D meminjamkan sebagian

buku atau catatan dan dokumen yang kami perlukan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta agar segera
menverahkan buku atau catatan dan dokumen paling lambat pada hari

Perlu kami ingatkan bahwa terhadap Saudara dapat dilakukan
Pemeriksaan Bukti Permulaan atau pajak vang terutang dihitung secara
jabatan apabila Saudara tidak memenuhi permintaan peminjaman buku,
catatan dan dokumen terscbut diatas.

Atas perhatian Saudara dincapkan terima kasth.

Kepala

Tembusan disampaikan kepada yth ;
Walikota Payakumbuh (sebagai laporan);




KOF DINAS

Nomor : P:H}'akmnbuh, -----------------
S1fat : Segera Kepada Yth
Lﬂ.ﬂ'.l.pit'aﬂ . ] [Ei‘:'l.rl..'l.] iemhﬂr B R R B
: . 4 NPWPD
Perihal : Peringatan Kedua Nama Usaha
iy s
kelurahan
Kecamatan.....

Sebagal pelaksanaan Pemenksaan berdasarkan Surat Penintah
Permnenksaan Nomor ... tanggal .. , Saudara telah diminta
untuk meminjamkan buku atau catatan dan dokumen yvang menjadi dasar
pembukuan atau pencatatan serta dokumen lain yvang berhubungan
dengan kegiatan usaha atau pekerjaan  bebas. Saudara  dengan
sebagaimana lampiran surat Nomor .. Tanpgal ....oceveaiiee., DRTIU
sampai dengan tanggal surat ini dibuat, Saudara :

|:| sama sekali tidak meminjamkan
|:| meminjamkan sebagian

bulku atau catatan dan dokumen yang kami perlukan.

Schubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta agar segera
menyerahkan buku atau catatan dan dokumen paling lambat pada hari

............... tangeal ...ovvaeeiiais

Perlu kami ingatkan bahwa terhadap Saudara dapat dilakukan
Pemeriksaan Bukti Permulaan atau pajak yang terutang dihitung secara
jabatan apabila Saudara tidak memenuhi permintaan peminjaman bulaa,
catatan dan dokumen tersebut diatas.

Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala

L] o —

Tembusan disampaikan kepada yth :
Walikota Pavaltlumbuh (sebagai laporan);

rat




KOFP DINAS

BERITA ACARA HASIL PERTEMUAN DENGAN WAJIB PAJAK

Pada harl ind ... tanggal .....coieevenans - 15 }F: | EERRE T Tahun
berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor
I e (21 | P , Kami vang tersebut dibawah ini :
No. NAMA/ NIP PANGEAT/ JABATAN
GOLONGAN
®EE Supervisi
|2 | Ketua
|3 Anggota
|4, Anggota
| 5. . Anggota

Telah melakukan pertemuan dengan
Nama

Pekerjaan

Alamat

Dalam hal ini bertindak selaku :

Wajib Pajak Wakil Kuasa Dari Wajib Pajak

Mama
NFWPD
Alamat

Dengan keterangan [ penjelasan sebagai berikut :

Demikian berita acara hasil pertemuan dengan wajib pajak mi
dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangam oleh :

Wajib Pajak,; Wakil/ Tim Pemeriksa Pajak :

Kuasa/

Pihak vang mewakili
BLUPErvis Ketua,
Sekretaris, Anggota, '
Angpgota




KOP DINAS

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh
Darn : Kepala Bidang Pendapatan

Tanggal

Nomaor

Lampiran ; 1 (Satu) Berkas

Perihal @ Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP)

Dipermaklumkan dengan hormat bersama ini kami sampaikan Surat
Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) ...................c........., sebagai
berikut

1. Menindaklanjuti surat perintah Kepala Badan Keuangan Daerah
Kota  Payakumbuh Nemor  coccsiscianisiae tanggal
bahwa telah dilakukan pemeriksaan atas

i . dengan BPWPD . .o

: Bﬁrdaaarkan ham] pﬂmer:t{aaan ditemukan .. .

. Atas poin 2 tersebut diatas kiranya perlu kaml Hampz-lkan SPHP
untuk ditandatangani yvang selanjutnya akan disampaikan ke wajib
pajak sebagai dasar untuk dilakukan pembahasan.

L b3

Demildian laporan ini kami sampaikan untuk bahan lebih lanjut.

Kepala Bidang Pendapatan

P e s e




KOF DINAS

MNomor
ifat : Segera Payakumbuh, .......... =
Lampiran 1 [satu) lembar Kepada Yih::
Perihal : Pemberitahuan ]"-IFWPD TR
Hasil Pemerniksaan Nama Usaha
JE .
kelurahan

Kecamatan.....

Sehubunpan dengan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor ..o,

tanggal ..............., bersama ini disampaikan hasil pemeriksaan pajak
............... dengan temuan sebagai berikut :
1. Berdasarkan pemeriksaan terdapat ........................... Rincian tersaji

pada tabel beribout ini -

Pengl_litnngnn Pajak
No.| Masa Pendapatan | Pajak Pajak Selisish Pajak
pajak dibayarkan @ Seharusnya | Yang Belum
Dibayarkan
1
2 | =
3 ———
4
5
ﬁ —
T | -
8
g.
lﬂ n —
11
12
Jumlah "
Hal tersebut tidak sesuai kriteria :
a. Pl::raturan Dacrah Kota payakumbuh Nomor .............ccoe ¥yang
b. Penjelasan atas Pasal ....................... Peraturan Daerah Nomor
Yaitu .
Direkomendasikan kepada :
MANBJEIEIL oo s . untuk segera melakukan pembayaran
kekurangan pajak .....occoceeeeeeeoooo.. S€besar Rp. . o

] termasuk d{‘]']d& J-:Eterlamhatan sehesar

1 % per bulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan (48%).



Mengingat hasil pemenksaan tersebut berkaitan dengan kewsjiban
perpajakan yang harus Saudara penuhl, maka apabila Saudara tidak
memberikan tanggapan tertulis atas hasil pemeriksaan dan tidak hadir
dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sesuai dengan jangka waktu
yang telah ditentukan maka hasil pemeriksaan dianggap telah saudara
Setujui seluruhnya dan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dianggap
telah dilakukan serta kewajiban perpajakan Saudara akan dihitung sesuai
dengan hasil pemeriksaan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara
dincapkan terima kasih.

Eepala




KOF DINAS

Payalkumbuh, ....ccomii.
Momaor
Sifat : Segera Kepada Yth :
Lampiran T A e
Perihal : Undangan NEWEL

Pernbahasan Alhir L‘;ﬂma Usaha

Hasil Pemeriksaan S

Kecamatan.....

Sehubungan dengan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan
Nomor ................ Tanggal ................ Yang telah disampaikan kepada
Saudara, dengan ini kami mengundang Saudara pada :

Han/ Tanggal

Pukul .

Tempat :  Ruang Rapat Badan Keuangan Daerah Jalan.
Veteran No. 70 Kel. Kapalo Koto Dibalag Kec.
Pavakumbuh Utara Kota Pavakumbuh

Untuk melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan atas hasil
pemeriksaan yang telah disampaikan kepada Saudara.

Apabila Baudara tidak hadir dalam pembahasan akhir hasil
pemeriksaan sesual dengan hari dan tanggal tersebut diatas, maka
pembahasan akhir hasil Pemeriksaan dianggap telah dilakukan,

Demikian disampaikan |, atas perhatian dan kerjasama Saudara
diucapkan terima kasih.

Kepala

A5




RISALAH PEMBAHASAN AKHIR HASIL PEMERIKSBAAN

Surat Perintah Pemeriksaan :
Nama Wajib Pajak

NPWFD

Alamat

Masa dan Tahun Pajak

Pokok Masalah Korekst

1. Berdasarkan pemeriksaan terdapat ..............o.ooell. Rincian tersaji
pada tabel beriknat ini :
= ____Penghitungan Pajak
No. Masa Pendapatan Pajak Pajak Selisish
pajak dibayarkan | Seharusnya Pajak Yang
Belum
= & Dibayarkan

1

2 l

3

4

2] :

& B

7

8

9
10 ] |

il |

12 |

Jumlah
1} Dasar koreks: pemenksa pajak
a) Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor ............ yvang berbunyi ;
b} Penjelasan atas Pasal ......... Peraturan Daerah Nemor ........., yaitu :

2} Tanggapan wajib pajak atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan :

Berdasarkan pembahasan akhir hasil pemeniksaan terdapat/tidak terdapat
perbedaan pendapat antara wajib pajak dan Tim Pemeriksa

Wajib Pajak/ Walal/ Tim Pemeriksa Pajak :

RKuasa/

Pihak yang mewakih
Supervist, Ketua,
sckretans, Anggota,
Anggota,




KOP DINAS

NOTA DINAS
Kepada @ Yth. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh
Dari . Kepala Bidang Pendapatan
Nomor
Tanggal
aifat : Biasa

Lampiran : 1 (Satu)] Berkas
Perihal @ Lampiran Hasil Pemeriksaan Pajak

Dipermaklumkan dengan hormat, Sehubungan dengan Surat
Perintah Nomor ....ccoooeen Tanggal e, bersama  ind
disampatkan laporan hasil pemeriksaan pajak ..........ccc.c... bahwa
berdasarkan pemeriksaan data-data yang disampaikan diantaranya :

Dalam proses pemeriksaan wajib pajak sudah beberapa kali
dimintakan keterangan dengan hasil sebagai berikuat ;
3.

Mengacu pada hal tersebut di atas dan berdasarkan Peraturan
Walikota Payvakumbuh ... Tahun ........c....... Tentang Pemeriksaan
Pajak Daerah dapat kami sarankan untuk pemerksaan ........cccceenee
kami rekomendasikan .......cccceeineninine, Maka ni kam sampaikan draft
surat untuk ditandatangani yvang selanjutnya akan disampaikan ke wajib
pajak.

Demikian yang dapat kami laporkan sebagai bahan lebih lanjut.
Atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih,

Kepala Bidang Pendapatan

DB . oevvemnncne e nmnamsnsnsgratbits




KOP DINAS

Nomor Payalumbuh, .
Sifat :  Rahasia Kepada Yth :
Lampiran  : 1 (satu) berkas Kepala Badan Keuangan
Perihal : Laporan Hasil I:E]:'li:anuf:rrah Kota Payakumbuh
Pemeriksaan (LHF 5"
terhadap Wajib Pa}al-: Payakumbuh
NPWEDY :iniied
Nama Usaba :..........

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pajak Daerah Nomor..........

Tahum ........ tentang Pajak Hotel dan Peraturan Walikota Payakumbuh
Nomor ........ Tahun .......c.cooeo. tentang Pemeriksaan Pajak Daerah, Tim
Pemeriksa pada Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh berdasarkan
Surat Perintah Pemeriksaan Nomor cerererve  TElEaR
melakukan pemeriksaan kantor dan 1apangun Lt:rhar]&]:l Wajib Pajak
.............................. NPWPD : P2 .reeevivveivc e eeeene Unituk massa pajak
|55 5 | R sampal dengan ..

Sasaran pemeriksaan meliputi pE.'n'I.E!‘:Il{EE"'I.l'.l a.tas pengelﬂlaan umum
vang terdiri atas landasan berdirinya Wajib Pajak, pengelolaan Sumber
Daya Manusia (SDM) yang terdiri atas strukiur organisasi dengan uraian
tugas dan pengelolaan keuanpgan yang terdin atas laporan keuangan,
pendapatan /omezet, dokumen pelaporan, sistem pencatatan penyetoran
PRFEI s

Dani cakupan pemeriksaan pada .....ooceeemremreeenenen. didapat
ternuan dilapangan , berdasarkan data, dokumen, alastt:m dan pengecekan
lapangan, deng.!:m rincian sebagm berilout :

aj . ;
b) .

Demikian vang dapat kami sampaikan, kiranya menjadi bahan
Bapak dalam mengambil keputusan.

Supervisi

NIP. i




GAMBARAN UMUM

A, Umum
1. Dasar Pemeriksaan
a. Surat Perintah Pemerilesaan Nomor .......occoiiiiiiiiieiii |
b. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah
c. Peraturan Daerah Kota Pavakumbuh MNomor ......... Tahun
.................... tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;
d. Perturan Dacrah Kota Payakumbuh Nomor ......oocviiiiiiciiiiiicnn
e. Peraturan Dacrah Kota Payaloambuh Nomor .......ooovveveriiievennn
f. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomeor ... Tahman ....ccoeveei
tentang Pemeriksaan Pajak Daerah;
2. Sasaran Pemeriksaan

Werdh: Bagpls BIPWRD: £ P o s o s s s &5
Nama Walih Papals o oot i bnsivsi

3. Ruang Lingkup Pemeriksaan
Kelengkapan dokumen, pelaporan dan pencatatan keuangan serta
sistem pada pencatatan penyetoran pajak.

4. Tujuan Pemeriksaan
Tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
dengan kriteria Hasil analisa dan pengembangan atas informasi, data,
laporan, dan fatau pengaduan.

5. Masa Pemeriksaan

6. Waktu Pemeriksaan

7. Pemeriksa

Supervist B e A 0 5 M
Ketua Tim R S A e o R A
Sekretaris e TR T R T h R R SR M S L PR R A
Anggota - B b e e e R e
s R

B. Kelembagaan

C. Pelaporan dan Pencatatan

D. Realisasi Pendapatan/ Omzet (data yang terdapat pada system
SISMIOP)

E. Pokok-pokok Hasil Pemeriksaan

Pokok-pokok hasil pemeriksaan dimaksud, dapat dikemukaan sebagai
berikut ; (berisi temudan pemeriksaan)

pAG



Hal tersebut tidak sesuai kriterian :

Hal tersebut disebabkan :

Hal tersebut mengakibatkan :

Direkomendasikan kepada :

Tim Pemeriksa
Demikian pokok-pokok hasil pemeriksaan yvang dapat kami sampaikan
sehagai bahan lebih lajut

1. Supervisi

| PARAF KOORDINASI |

Jahetar Paral | Tomgaal

= S

; m'h,  —e— 1G-r-g
. fogh | [~ 45y




LAMPIRAN XX

PERATURAN WALl KOTA PAYAKUMBUH,
NOMOR. &. TAHUN. 2825

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 1| TAHUN 2024 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

FORMAT SURAT TEGURAN, SURAT PERINTAH PENAGIHAN SEKETIKA
DAN SEKALIGUS, SURAT PAKSA, BERITA ACARA PEMBERITAHUAN
SURAT PAKSA, SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN,
BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA, SEGEL SITA,
DAN SURAT PENCABUTAN SITA
1. Format Surat Teguran

KOF DINAS

Nomor i Kepada ¥ih :
Lampitan
Hal

Menurut  pembukuan kami per tanggal Surat Tepuran  ind, Saudara masih
mempunysi tungeakan Pajak cesecacccssnernesanae atas sebagai berikat:

TAMGGAL JUMLAH
KEETETAPAN JATUH TUNGOAKANM
. TEMPD
__TAHUN | NOMOR 15’1‘5.”15.‘2@5'.'!4-'_ _ MASA PAJAK .
JUMLAH

TEREILANCG:

Keterangan: Jumlah Tunggakan belum termasuk denda keterlambatan sebesar 190 per
bulan

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-
Undang MNomor 19 Tahun 1997 tenteng Penagihan Pajak dengan Surat Pakaa
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1% Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1% Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan
Suret Paksa, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah tunggekan tersebut
paling lama 7 {tujuh) hari setelah Surat Teguran ini diterima, apabila setelab 7 {tujuh) hari
setelah Surat Teguran ini diterima pembayaran belum dilunasi, maka akan di berikan
Surat Teguran vang ke 2 [dua).

Dalam hal Saudara telabh melunasi Tunggakan tersebut di atas, diminta agar
Saudara acgera melaporkan kepada kami dengan membawa buktl asli Surat Setoran Pajak
Daerah |S5P0Y.

Payakumbuh, .ooceveerees i
Kepala




2. Format Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sckaligus

KOFP DINAS

SURAT PERINTAH PENAGIHAN PAJAK SEKETIKA DAN SEKALIGUS
Nomor: s
Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalarn . tentang dengan ini
diperintahkan kepada:

Nama Wajib Pajak/ Penangsung P'a_;al-:
NPWPD/NOP :
Alamat

untuk melunasi sckaligus L:'-ta.ng Pajak Daerah sejumlah

Ep.. G
dengan rincian sebagal henl-m'r :
No, Jems Masa Nomeor dan Tanggal Jumlah
Pajak Pajak Tanggal Jatuh Tunggakan
Surat Ketetapan Tempo Pajak
Pajak Daerah *) Pembayaran Daerah
| ]
Jumlah
Pada: hao ... tanggal s, bulan e tehun

Gl Atas perhatian dan kerja sama Saudara, saya
sampml{an terima kasih.

Pavakumbuh ..o o
Kepala,

NIP.

“ISTPD/SKPD atau dokumen lain yvang disamakan/SKPDKE/SKPDKBT/Suratl
Keputusan Pembetulan /Sural Keputusan Keberatan/Putusan Banding,




3. Format Surat Paksa

KOP DINAS

SURAT PAKSA
PRI - s scuciiny it B F i v N K
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEPALA ., .. .. ) KOTA PAYAKUMBUH,

Menimbang bahwa
Nama Wajib Pajak

NPFWEPD/NOP

Alamat §

Menunggak Pajak Daerah scbapgai bn:rj_kut:_ - o
Jenis | Tahun Nomor dan Tanggal Jumlah utang pajak
Pajak Pajak  Surat Kectetapan Pajak

Dagrah ** )
i Jumlah  Rp

Dengan ini:

*. Memerintahkan Wajib Pajak/ Penanggung Pajak untuk membayar
jumlah utangpajak tersebut ditambah dengan hiaya penagihan ke
Bank wang ditunjuk, dalam waktu 2 [dua) kali 24 [(dua puluh
empat) jam setelah pemberitahuan Surat Paksa ini.

7. Memerintahkan kepada Jurusita Pajak yvang melaksanakan Surat
Paksa ini atau Jurusita Pajak Tain vang ditunjuk untuk
melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa untuk melakukan penyitaan
atas barang-barang milik Wajib Pajak; Penanggung Pajak apabila
dalam waktu 2 (dua) kali 24 [dua puluh empat) jam Surat Paksa ini
tidak dipenuhi.

PERHATIAN Payakumbuh,. ...
Padal HARUS DILUNAS] DALAM EE}JEL]E
WAKTD 2 X 24 JAM SETELAH 2
MENERIMA SURAT FAKSA INI
SESUDAH BATAS WAKTU [TU,
TINDAKAN PENAGIHAN @ PAJAK
AKAN DILANJUTEAN DENGAN MR s i L i e
PEMYITAAN.

*|  Diisi nama Perangkat Dacrah,
**) STPD/SKPD atau dokumen lain yang disamakan/SKPDEB/SKPDEBT/Surat

Keputusan Pembetulan/Surat Keputizsan Keberatan/Putusan Banding,

bl i



4. Format Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa

KOP DINAS

BERITA ﬁLﬂEﬂ PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA
MNomor ;. .

Palla Barl INF .ooeimosodionon o i ORINIPIEE " i coonsouiecsios s 0l i naimdi i Ligid bulan
TP ..tahun... vernresines. G128 permintaan Kepala . . .. . vvvoie i a e
3 Kl::l-ta. Fav:al-n.:.mbuh saya Jurusita Pajak

MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI

Kepada Saudara....... bertempat tinggal di cerernnan- DETKedudukan
schagal . .....cocccieien Sesual  Surat  Paksa Nomor.............. Tertanggal
.............. Saya, Jurusita Pajak, berdasarkan kekuatan Surat Paksa tersebut
memerintahkan kepada Wajib Pajak/Penenggung Pajak supaya dalam waltu 2
(dua) kali 24 (dua puluh cmpat] jam, memenuhi 151 Surat Paksa dan oleh karena
itu harus menyetor di Bank vang ditunjuk sebanyalk Rp....co00uan [

. o8 . ) denpgan tidak mengurangi kewajiban untuk
mc:mba].-ar I:mea—hls&ra p:naglhan pajak ini dan biaya selanjuinya.
Apabila tidak membayar dalam waktu yang telah ditentukan, maka harta
bendanya baik vang berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak akan
disita dan dijual di muka wmum/dijual langsung kepada pembeli dan hasil
penjualannya digunakan untuk membayar utang pajak, denda, bunga, dan biaya-
biayva yang berhubungan dengan pelaksanaan penagihan ini.
Surat Paksa ini dapat dilanjutkan dengan tindalkan PENYITAAN,
Saya, Jurusita Pajak, lelah menyerahkan salinan Surat Paksa ini kepada Wajib
Pajak/Penggung Pajuk, dan saya lakukan di tempat tinggal/kedudukan orang
pribadi/Badan vang menanggung pajal.
Penyerahan saliman Surat Paksa dilakukan*®):

a. Kepada........... bertempat tinggal di ..o -disebablan

l'i'ﬂ'+

b, Dengan menempel pada papan pengumuman, media massa lainnya

Yang menerima salinan Surat Paksa, Jurusita Pajak,

Jabatan NIP.

Biaya pelaksanaan Sural Paksa sebagai berikut:

Biaya harian Jurusita Pajak Rp ......coe0ee
Biaya perjalanan 4 RSy gy
Jumlah BB v iwacrs b nomi

*) Diisi nama Peranglkat Dacrah.
¥ 151 salah safu,
***) coret yang tidak perlu.

<t




5. FORMAT SURAT PERINTAH MELAKSANAEKAN PENYITAAN

KOF DINAS

SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN
T4 T

Oleh karena Wajib Pajak/Penanggung Pajak:

Nama T T T—
NPWPD / NOP T .
Alamat Tempat Tinggal

telah dilakukan penagihan pajak dengan Surat Paksa Nomor .............
tanggal, namun hingea saat il belumjugs melunasi jumlah utang Pajak
Dacrah yang masih harus dibayar, maka sesual dengan ketentuan Pasal 12
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa, dengan ini diperintahkan kepada:
Nama
Jabatan : Jurusita Pajak Daerah pada . . . . . .. .. ... .. .. * Kota
Payakumbuh untuk melakukan penyitaan barang-barang |(barang bergerak
dan/atau barang tidak bergera. k) milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak baik
vang berada ditempat Wajib Pajak/Penanggung Pajak maupun vang berada
di tangan orang lain.
Penvitaan agar dilakukan bersama-sama dengan 2 orang saksi, Warga
Negara Indonesia yang telah mencapai usia 21 tahun atau telah dewasa dan
dapat dipercaya
Berita Acara Pelaksanaan Sita supaya disampaikan dalam waktu paling
lambat 2 hari setelah pelaksanaan penyitaan.

Payakumbuh

Kepala,

L e St ML, A{ TETE ot
Dk -*] Diisi nama Perangkat Daerah.

Vs



6. FORMAT BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA

KO DINAS
EBERITA ACARA PELAKSANAAN SITA
BRI 2 i it it o R

Pada Bart 101 Lo tanggal.........i0..0 bulan--+-+--Tahun-----atas kekuatan
Surat Perintah Melaloukan Penvitaan

Kepala ----ooooveeeee Nomgr ----eeavme tanggal -+ yang bertindak untuk dan atas
nama Pemerintah Kota Payakumbuh berdasarkan Surat Paksa: .

"Inmn:n—r Tang?g;af

yang telah diberitahukan dengan resmi kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak

vang akan disebut di bawah ini, maka saya, Jurusita Pajak, dengan dibantu 2

[dua) orang saksi Warga Negara Indonesia, vang telah mencapai usia 21 (dua
puluh satu) tahun atau telah dewasa dan da.pat dlperca}ra. }?a.ltu

b i i e s e o POBT AT
i ..pekerjaan .. i
telah datang d.t mrr_mh,"tempat keglatan usahaf perusahaa.u Wajlh Pa_;ak,-"
Penanppung Pajak:
Nama D Mk A A B i L
NPWFD o R R R S T A
Alamat) tempal BOEEA] 05 i iiiobih i e bl ides s sisied

MNomor &% tanggal
STPPBB/ STPD [ SKPDEB/

SKPDKET/ Jumlah utang
Pajak Tahun SK. Pembetulan/ SK. pajak
I Keberatan/ Putusan [Rp/USD)

E anding/ Putusan
Peninjauan Kembali*)

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan telah dilaksanakan dengan hasil sebagm
berikut:
# Penyitaan dapal dilaksanakan dengan rincian barang-barang yang telah
disita adalah sebapai beriboat:

o hﬂ.ra.ng Uraian Terletak di: ‘ Taksiran harga:
bergerals
..................... - Rppeeessesnssssanees
_________________________________________ - Rpeseesanssanaananes
T | A g
TR )




2,

= |
Jmiﬁ’ﬂﬂﬁif‘ﬂﬁk Uraian Terletak di: ‘faksiran harga:
........................................... y Rp-
........................................... Rp-
........................................... Rp- -
i [ —— Rp- 5|

Eepada Wajibk Pajak /Penanggung Pajak dijelaskan babwa:

1. hutang pajak dan biava penagihan pajak harus dilunasi dalam waktu 14
{empat belas) hari setelah dilaksanakan penyitaan dan setelah batas waktu ita
akan diajukan permintaan kepada Kantor Lelang untuk melelang barang yang
telah disita:

2. barang yang telah disita tersebut akan dijual di muka umum dengan
perantaxaan Kantor Lelang, pada tanggal dan di tempat yang akan ditentukan
kemudian {dijual langsung kepada pembeli,

Untuk menyimpan barang-barang yang telah disita, saya Jurusita Pajak
menunjuk----+-., wvang beralamat [ berteinpat tinggal di e sebagai
penviinpan dan untuk ith penyimpan tersebut menandatangani berita acara dan
salinan salinannya scbagai bukti ia menerima penunjukan itu.

Penunjukan sebagai penyimpan itu dilakukan di depan kedua saksi di atag, yang
turut pula menandatangani berita acara dan salinan salinannya.

Salinan berita acara ini disampaikan kepada penyimpan barang dan Wajib
Pajak / Penangpung Pajak.

Wajib Pajak/Penangsung Pajalk, Jurusita Pajak,
NIP,
Penyimpan, Saksi
e | S s 11
B e s s AR ST S




Biaya penagihan pajak yaitu:

- Biaye harian Jurusita Pajak dan saksi REp

- Biaya perjalanan Rp.
Jumlah Rp. o
CATATAN:

telah /belum®) dilunasi
*| coret yang tidak perlu

Memindahtangankan, memindahkan hak, meminjaomkan, merusak, atan
mengeelapkan barangbarang sitaan ini adalah perbuatan vang diancam pidana
sesual dengan Pasal 41A UndanglUndang tentang Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa dan huluman penjara sebagaimana tercantim dalam Pasal 231, 372, dan
375 KUH Pidana.

A1t



7. FORMAT SEGEL 5ITA

KOF DINAS

DISITA

EUTIPAN BERITA ACARA PELAKSANAAN BITA ATAS BARANG
BERGERAK/BARANG TIDAK BEGERAK:

NOMOR ;

BARANG INI TERMASUK DALAM BARANG-BARANG YANG DISITA NEGARA,
BARANG S1APA DENGAN SENGAJA, MEMINDAHTANGANEAN/
MEMINDAHKAN HAK, MEMINJAMEAN, MERUSAK BARANG INI, DAPAT
DITUNTUT BERDASARKAN PASAL 231 KUH PIDANA, DENGAN ANCAMAN
HUKUMAN PBNJARA SELAMA-LAMANYA 4 [EMPAT) TAHUN.

Fa}.akumbu]] el P i v ot

Jurusita Pajak Daerah,

s



8.

FORMAT SURAT PENCABUTAN SITA

KOF DINAS

SURAT PENCABUTAN SITA

Nomor
Sifat
Lampiran

Kepada Yth.

Nama
NPWPD /NOP

Alamat

Berhubung Saudara telah melunas) tunggakan Pajak Dacrah, maka
penyitaan atas barang milik Saudara yvang telah dilakukan pada langg&]
------ Jsesual dtngan Berita Acara Pelaksanaan Sita Nemor RriEwd

langgal -
dinyvatakan DICABUT,

Demikian agar maklum

Payakumbuh . .
Kepala

Tembusan Yth ;

' PARAF KOORDINASI

Jabatan [ Paraf Tanggal

T
A &/ - |

_Aﬁ.rl'b- g "'r T §
to b -5 -2F |

B fr




LAMPIRAN XXI

PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH,

NOMORG. TAHUN, 425

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

FORMAT SURAT KEBERATAN

Lampiran : 1 (Satu) Set
Hal : Keberatan atas SPPT/SKPD/SKPDLE Pajak Dacrah

Yth. Walikota Payakumbuh
u. p. Kepala Badan / Dinas

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama R SRR R T AR R KNSR A ST AR A

Alarmat I A S S e T R LR e ] P

Sebagai Wajib Pajak /kuasa Wajib Pajak *), atas objek pajak vanp terletak di :

o W . WY mpsemrpsrniis

Eelurahan : ............... Kecamatan 2 ..o Kota Pavakumbuh
Momor Objek Pajak (NOP) it stem s sasirassnnss s

PRIle boTUtaRE. B, . covomvnvsrisnrins iram i sise srmsnssss Y- s s s e )
Tanggal SPPT/SKPD/SKPDLEB difterima @ ..ovovvvevrerimisr s ssrrsrsssrsssnsmmssnas

Dengan ini mengajukan keberatan SFFT/ SKFD/SKPDLB tcrﬂebut di atas dengan
alasan sebagai berikut

Ee:asu:na ini dilampirkan puls

1. Asli SPPT/SKPD/STPD/SKPDKB /SKPFDEBT

2. Fotokopi sertifikal atas tanah / Akta Jual Beli / Surat Penunjukan Kavling / Surat
Keterangan lrinnya berupa

3. Fotokopi lzin Mendirikan Bangunan (IMB)|
4. Fotokopi Bukti Lunas Pajak Dacrah

Subjek Pajakfwg.ph Pajak /Kuasa Wajib Fajak *}

PARAF KDURB#NASI
Jakaian Paraf Tanggal BUH
Wl =Ty |
E #AH‘ A e/roc
_.&_Lﬂ- 4
-5 -25
{r. nmd IHrir_l ﬂr!} | |




LAMPIRAN XXII
PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH,

NOMORE, TAHUN. 2225

TENTAMG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

FORMAT SURAT KEBERATAN YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN DAN
TIDAK DITERBTIKAN SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN

KOP DINAS
Kepada

Nomor ¥th. Wajib Pajak....
Sifat : di

Lampiran ; Surat Pembentahuan Tempat

Perihal : Pengajuan Keberatan

Tidak Diterima
Sehuburigan dengan surat Saudara Nomior......... tanpggal......... perihal..... vang kami
terima pada tanggal.. ..o Mdenpgan ind disampaikan bahwa

1. Berdasarkan Peneliian kami, surat vang saudara sampaiksn tersebut  tidak

memenuhi ketentaan.........coee. :
2. Besual ketentuan Pagsal ... _.. Peraturan Walileata Payaloumbuh

Nomor........ Tahun.......... tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan
Pajak Daerah, surat yvang saudera sampaikan tersebut bukan merupaksn Surat
KEeberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

3. Pemberitahuan ini bukan merupakan Surat Keputusan Keberatan schingga sesua
dengan peraturan perundang-undangan tentang pajak daerah, atas pemberitahuan
ini tidak dapat diajukan banding ke Badan Peradilan Pajak.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara divcapkan terima kasih.

Payakumbubh, ..........
PARAF KOORDINAS| | Kepaln
Jabalan | Faraf Tanggal :
_jﬁ*- % —— i |
: A | W WP s

A 7
Wm : £-5.27 ||

| Kapiel PApin i

1
| |5

JI'_'|I|:|.

= | =




LAMPIRAN XXIIT1

PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH,

NOMOR.&. TAHUN, 2028

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

FORMAT BUKTI PENERIMAAN SURAT

KOP DINAS

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nama : NPWPD

Alamat 3 NIK

Jenis Pajak : Masa Pajak

Jenis Permohonan : Tahun Pajak :
Payakumbubh,......

Petugas Penerima,

e e S R MBLUH,
FHHAI- 'rl_-—- -...J'r'h.l.-h‘il JASI |

J.i-‘-:'-_' | . paraf | Tanogal |

B ﬂ;ff'l[

; i ﬁ" M / ( / ZULMAETA
T Kk i} o ,
4 i _ S—1-1p ||
. ;y |
6 ':ﬂu-&t'w-‘:ﬂ , -

7 yobd Pelptn ||




LAMPIRAN XXIV

PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH, NOMOR..&
TAHUN.. 215

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK HADIR

KOP DINAS
Kepada
Momor ' Yih, Wajib Pajak
Sifat : di-
Lampiran : Tempat
Perihal : Buratl Pemberitahuan Untuk hadir

Sehubungan dengan telah dilakuksn penelitan keberatan berdasarkan Sural
Tugas Nomor.........ccceveee Tanggal .............dengan ini disampaikan pemberitahuan daftar
hasil penelitian keberatan sebagaimana terlampir.

Mengingat hasil penelitan keberatan tersebut berkaitan dengan kewajiban pajak
vang hamus dilaksanakan, Sauders diber  kesempatan untok menangpgapl secara
tertulis sesual formulir terlampir disertai buku, catatan, data, atau informasi yang
mendukung uraien dalam tanggapan tertulis tersebul dalam jangksa waktu paling lama
7 (tujuh) han kerja sctelah tanggal surat ini dikirim dan diharapkan kehadiran saudara
guna memberikan keterangan atau mempercleh penjelasan pada :

Hari/Tanggal
Waktu

Tempat

Untuk Menemui :

Apabila dalam jangka waktu terscbut Saudara tidak memberikan keterangan
dimaksud, Surat Keberatan Saudara tetap diproses berdasarkan data yang ada dalam
proses penyelesaian keberatan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama dincapkan terima

kasih.
Payaloambuh,......
Kepala,
PARAF KOORDINASI
BRI | Paraf S @000 NIP """"""
T LK :

i‘mm-. | fj{ |
_'E_E"!“ -
- IIT) O f"é/

7 Volnd Pépla |y

B |l | s




LAMPIRAN XXV

PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH, NOMOR. &
TAHUN..3OLS

TENTANCG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN PENGAJUAN KEBERATAN

Nomor B A T {3
Lampiran : 1 (Satu) Set
Hal : Permohonan Pencabutan Pengajuan Keberatan

Yth. Walikota Payakumbuh
u. p. Kepala Badan / Dinas

Yang bertanda tangan -:h bawah ini :

Nama B R R
NPWPD R b R R S B R Ve
Alamat D R R R S
MOEGE ERIPEIE § e sy s s s Y R e
Sebagai Wajib P:agai-:,.fkuasa Wajib Pajak *), dari wajib pajak
NPWD S T S —.p———
Alamat
Bersama ini menga_]uka_n pe;ncabutan atas Eural chcratan
Nomor dan tanggal e LA TR0 51 s BT e e o o
Perthal Surat B i M e Vbt 4 SR S A WA
Penandatangan I P T o R e e S I e
Bertindak selaku A R

Alasan pencabutan pengajuan keberatan :

Dtm.llu&n surat permohonan pencabutan atas pengajuan keberatan kam
sampaikan untuk dapat disetuju

Payvakumbuh
Wajib Pajak / Kuasa Pajak

PARAF KOORDINASI

Jahatan | Paral | BRAEEL | et reeeesnnaaanns
| — :
| Yo Lol 'JLWM.] KOTAPAYAKUMBUH,,
Cu T e S pa
© b e s-£-2F
A




LAMPIRAN XXVI

PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH, NOMOR.%
TAHUN.. 282 %

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

FORMAT SURAT PERSETUJUAN ATAU SURAT PENOLAKAN PENCABUTAN
PENGAJUAN KEBERATAN

KOP DINAS
Kepada
Nomor : Yth. Wajib Pajak
Sifat : di -
Lampiran Tempat
Perihal : Surat Jawaban atas Pencabutan
Surat Keberatan
Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor ... Tanggal Perihal
Permohonan Pengajuan Pencabutan Keberatan atas Surat  Keberatan
NOMOT.....eecniaans vang kami terima pada tanggal........... , dengan  ind
disampaikan hal-hal sebagai berikut :
1.
= T e U S —
e e e R B LR R B e
M e A S e £ e R D A i R T
a. 0 | R PP

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Saudara
tersebut disetujui/ditolak.
Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih,
Payaltumbuih,......
Kepala,

[ PARAF KOORDINASI

Jabatan Faral Tanggal NIP.

=
| 2 | E‘ &-I.-m

-5 -L.F—i




LAMPIRAN XXVII

PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH, NOMOR..&
TAHUN...202-%

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

SURAT PANGGILAN

KOP DINAS

MNomor

Sifat

Lampiran

Perihal : Panggilan Dalam Rangka Pembahasan dan Klarifikasi Sengketa

Sehmbungan dengan Surat Keberatan Saudara atas :

- Jenis Ketetapan [ Pemotongan atan Pemumngutan @ ... e

. Nomor Ketetapan / Pemotongan atau Pemungutan @ e, £

. Tanggal Ketetapan / Pemotongan atau Pemungutan @ ...,

- Masa / Tahun Pajak <A AR ST KRt ARSI

Dengan ini diharapkan kchadiran Saudara dalam rangka pembahasan dan
klarfikkam atas senghketa pa,]ﬂl-: daerah tersebut, yang akan dilaksanakan pada :
Han [/ Tanggal e i o
Waktu B R S A o i
Tempat e T

Mengingat pentingnya acara tersebutl diharapkan Saudara dapat hadir tepat
wakin dengan membawa dokumen yang diperlukan antara lain;

L b

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara dincapkan terima

Payakumbuh,
Kepala Badan
= e sy s ]
Jf‘ n.: "1.,_ 1 %] i b “"H“'NASI N-.[P. ...............................
= gkt g raf I_ Tangaal
| i _.-—l= “ Eq.r" ]

. _1~ __ 7- 0 ¥~ |




LAMPIRAN XXV

PERATURAN WALT KOTA PAYAKUMBUH, NOMOR. &
TAHUN.. 1e25

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

FORMAT SURAT PEMEBERITAHUAN UNTUK HADIR, PEMBERITAHUAN DAFTAR
HASIL PENELITIAN KEBERATAN, DAN FORMULIR SURAT TANGGAPAN HASIL
PENELITIAN KEBERATAN

1. Surat Pemberitahuan Untuk Hadir

KOP DINAS
Nomor : Kepada Yth :
Sifat —
Lampiran Di,-
Perihal : Pembentahuan Chatale & == °°Z0 oRERSEIRNRRLEE

Hadir

Sehubungan dengan telah dilakukan penelitian keberatan berdasarkan
sural tugas nomor ......... tanggal ... , bersama ini disampaikan
pemberitahuan daftar hasil penelitian keberatan sebagaimana terlampir,

Mengingat hasil peneliian  keberatan  terscbut  berkaitan dengan
kewajibanpajak yang harus dilaksanakan, Saudara diberi kesempatan untuk
menanggapl secara tertulis sesual formulir terlampir disertai buku, catatan,
data atau informasi vang mendukung uraian dalam tanggapan tertulis tersebut
dalam jangka waktu paling lama ............... setelah tanggal surat ini dikinm
dan diharapkan kehadiran Saudara guna memberikan keterangan atau
memperoleh penjelasan pada ;

Har /tanggal ;

Waltiu

Tempat

' Untuk menemui

Apabila. dalam jangka waktu tersebut Saudara tidak memberikan
keterangan dimaksud, Surat Keberatan Saudara tetap diproses berdasarkan
data yvang ada dalam proses penyelesaian keberatan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama 3audara
diucapkan terima kasih.

I}a}rﬂkumbuh-l ---------------------------
I{mﬂ]e ........................

Keterangan :
*) coret yang tidak perlu

N
=




2. Surat Pemberitahuan Daltar Hasil Peneclitian Keberatan

KOP DINAS
Kepada
Nomor : Yth. Wajib Pajak
Sifat - di -
Lampiran : Tempat

Perihal : Pemberitahuan Hasil
Penelitian Keberatan

Schubungan dengan Penelitian Keberatan yang telah kami lakukan atas

surat Saudara Nomor........... tanggal.........perihal........yang pada intinya
Saudara keberatan atas.........Nomor......... tanggal.......,dengan ini disampaikan

beberapa hal terkait hasil penelitian keberatan tersebut, antara lain :

1

R L L AR R A N P . A M LN A
3.
1 T i B o 0 e e 0 SR B o R W

Apahbila masih ada hal vang ingin disampaikan atas Pemberitahuan Hasil
Penelitian Keberatan ini, Saudara dapal mengajukan Surat Tanggapan atas
pemberitahuan ini.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama diucapkan terima
kasih.

Kepala Badan,

NIP.




3. Formulbir Tanggapan Hasil Penelittan Kcheratan

Nomaor 2 Kepada
Sifat : Yth. Kepala
Lampiran :
Perihal : Tanggapan Hasil
Penelitian Keberatan di-
Payakumbuh

Sehubungan dengan Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Keberatan
ORI s vinnns aasaicaia SJanggal. . cneen , dengan ini saya :

MNama
NPWPD
NIK
Alamat

Dalam hal ini bertindak selaku :
1 wajib Pajak [ ] Kuasa Wajib Pajak
Dari Wajib Pajak :

Nama
NPWPD
NIK
Alamat

Dengan ini memberikan tangpapan atas hasil penelitian keberatan kami dengan
uraian sebagai berikut !

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama diucapkan terima
kasih,

PARJ::LF !'{LGRD[NASI Hormat Kami,
Jabaian | Paral Tanagal | 0000 seeeeerseeesieameeeeaeees
T T T
?-_ﬂ L (A
W T . i YAKUMBUH,

fr f:fEUM-l&ETﬁ

b=, | &
shelatw s [0 ‘
7 faloud Pepin | _'1 ' \



LAMPIRAN XXIX

PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH, NOMOR..&
TAHUN..ZOLY

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

FORMAT BERITA ACARA KEHADIRAN

KOF DINAS

BERITA ACARA KEHADIREAN WAJIB PAJAK

NOMOR :..........
Pada hari ini,.............langgal. ..................., kami yang bertanda .I:EII!EE'I_'I_-IﬂiI?EE.E.iTLi : |
NO | NAMA NIP | PANGKAT/GOLONGAN JABATAN
| —

Sesual dengan  Surat Tugas Nomor........... Jganggal. ., Jgelah  melakukan
penelitian keberatan terhadap Wajib Pajak :
MNama L
NPWFPD /MNOPD
Alas

Jenis Ketetapan

Nomor Ketetapan

Tanggal Ketetapan

Masa Pajak/Tahun Pajak

Serta memberitahukan dan menjelaskan hasil penelitian kepada :

Wajib Pajak [ Kuasa Wajib Pajak
Nama
NPWFD
Jabatan
Alamiat .
Yang telah hadir memenuhi undanpan sesual Surat Pemberitahuan Untuk Hadic
[/ 01 1o R tanggal.........coreaeeian

Berita Acara Kehadiran Wajib Pajak dan Memberikan Keterangan Tertulis ini dibuat
denpgan sebenar-benarmya.

Payakumbuh.,......cccooiiiiineanns
Wajib Pajak/Kuasa Tim Peneliti
Menpetahui, NIP
o D I |
PARAF KOORDINASI
N]]I* Jabsatan | Parat varepgal
T W | —— -0
s b 4 e
L Marde (" ; '
-+ g bem -5 -2f
g BTl ﬁ (ol
6 Delnthy | 0 |




LAMPIRAN xxXX

PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH,

NOMOR.& TAHUN, 2025

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

FOEMAT BERITA ACARA KETIDAKHADIRAN

KOF DINAS

Pada hariimi,............tangeal.................. . kkam yang bertanda tangan dibawa 1m ¢

NO | NAMA , NIP PANGEAT/GOLONGAN | JABATAN

S—_— — S . 1 — 4 i i -

Sesuai  dengan  Surat Tupas Nomor...........ta;nggal. ... Jtelah melakukan
penclitian keberatan terhadap Wajib Pajalk -
Nama :
NPWPD/NOFD
Atas
Jeniz Ketetapan

MNomor Ketetapan
Tanggal Ketetapan
Masa Pajak /Tahun Pajak -

Serta memberitahukan dan menjelaskan hasil penelitian kepada :

Wajib Pajak :I Kuasa Wajib Pajak

MNama

NPWPD
Jabatan
Alamat
Telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir MOMOE, e e miin isbsninis
tanggal............. terhadap Wajib Pajak untuk membenkan keterangan atau mempernleh
penjelasan mengenai keberatannya, namun Wajib Pajak vang bersanglmtan tidak hadir
memenuhi undangan dimaksud dan tidak memberikan keterangan tertulis.

Berita Acara Ketidakhadiran Wajib Pajak dan Memberikan Keterangan Tertulis ini dibuat
dengan sebenar-benamya.

Wailb Pajak f Kuasa @00 i sieiesaens s ans

|||||||||||||||||||||||

'{Wﬁ LI KOTA PAYAKUMBLUH,

[f ZULMAETA




LAMPIRAN 33K1

PERATURAN WALl KOTA PAYAKUMBUH,

NOMOR. k= TAHUN, 2026

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAMN PERATURAN DAERAH
MOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

FORMAT PEMBERITAHUAN HASIL PENELITIAN KEBERATAN DAN SURAT
TANGGAPAN HASIL PENELITIAN KEBERATAN

1. FORMAT PEMBERITAHUAN HASIL PENELITIAN KEBERATAN

KOP DINAS

Mormor : Kepada Yih
Sifat

Lampiran

Hal ¢ Pemberitahuan Hasil

Penelitian Keberatan

Schubungan dengan Penelitian Keberatan yang telah kami lakukan atas surat
Saudara Nomor...........tanggal.........perthal........yang pada intinya Saudara
keberatan atas......... Nomor,........tanggal.......,dengan ini disampaikan beberapa
hal terkait hasil penelitian keberatan tersebut, antara lain :

i

SRS R

T ey

Apabila masih ada hal yang ingin disampaikan atas Pemberitahuan Hasil
Penelitian Keberatan ini, Saudara dapat mengajukan Surat Tanggapan atas
pemberitahuan ini.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama diucapkan terima kasih
Pavalkumbuh,......
Kepala Badan,

NIP.

4



2. FORMAT TANGGAPAN HASIL PENELITIAN KEBERATAN

Nomor . Kepada
Sifat : Yth. Kepala Badan .....
Lampiran
Perihal : Tanggapan Hasil cli-
Penelitian Keberatan Payakumbuh

Sehubungan dengan Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Keberatan
[ {37 ¢ i R S R Janggal ... , dengan ini sava ;

Dalam hal ini bertindak selaku ¢
1 wajib Pajak [ 1 Kuasa Wajib Pajak
Dari Wajib Pajak :

Nama
NPWPD
NIK
Alamat

Dengan ini memberikan tanggapan atas hasil penelitian keberatan kami dengan
uralan scbagal berikut

...........................................................................................................................

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama diucapkan terima
kasih.

Hormat Kami,

_l o | Parat | Tanogal

I‘__“m“,r_ ' tl_.r:? EldlEEErIIAdEETEIIEEEETIAE

2 Pelef L - l6-rn]

0 Kegw | | fwau KOTA#AYAKUMBUH,
o Pghena \E—-2f /

L
s ettt | A
7 Kabud Pdpln 9

[ﬁEULMRETFL




LAMPIRAN XOCKI1

PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH,

NOMOR.G. TAHUN. 2025

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN

KOP WALI KOTA

Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN WALI KOTA.....cccoviimmiivinnrnins

NOMOR :
TENTANG
KEBERATAN WAJIB PAJAK ATAS NAMA - . e
WALI KOTA......coovieny
bahwa untuk melaksanakan |ketentuan Pasal.........
Peraturan Daerah Kota............. Nomor....... Tahun............
tentang---..... , terhadap Surat Keberatan Wajib Pajak atas
AR .« v cniivnsss , Nomor :...... tanggal................., atas
Ketetapan Pajak Nomor : ......... tanggal......ocoees;  perla

menetapkan Keputusan Wah Kota tentang Keberatan Wajib
Pajak atas nama.....coccvieenniiinmnniie.

1. Undang-Undang Nomor ©& Tahun 1983 Tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor
3262, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan undang undang nomor 16 tahun 2009 tentang
Penctapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan
Keempat Alas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Menjad: Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran
MNegara Republik Indonesia Nomor 4%99);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabhun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6737);

3. Peraturan Daerah Kota Pavakumbuh Nomor 1 Tahun
2024 tentang Pajak dan Retnbusi Daerahi{Lembaran
Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024 Nomor 1,
Tambahan lembaran daerah Kota Payakumbuh Tahun

2023 Nomor 63);



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Laporan Akhir Hasil Penelitian oleh Tim Peneliti
Eeberatan Nomor @ ........... tanggal.................

MEMUTUSEAN :

Mengabulkan seluruhnya [/ mengabulkan secbagian/
menolak/menambah besarnya pajak terhutang keberatan
Wajib Pajak atas nama............... sebagaimana vang tertuang
dalam Surat Keberatan Nomor :

Mempertahankan jumlah pajak yvang masih harus dibayar
sebagaimana vang ditetapkan dalam ketetapan pajak Nomor

Atas Nama WP : ---
NPWFD
Alamat

: Apabila dikemudian hari  terdapat  kekeliruan dalam

Keputusan ini, akan dilakukan pembetulan sesuai peraturan
perundangundangan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di--......
pada langeal ...............

WALI KOTA PAYAKUMBUH,

Tembusan Kepada Yth:

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kotas.............. EHI"* s cusanniasninising
2, Kepala Badan Keuangan Daerah.......... dives.t
3, Wajib Pajak atas nama................ccoeeeeec UMUK diketaha,

'\F‘ﬁ.’r{ﬁai- KOORDINASI N (F——
Jabatan Paral | Tanogal

B lﬂg{: — Horew /
. [~

|3 '|i~H.n- {' : H‘_ {

R: e ST e T ([ ZULMAETA

| @“; IJ’_L_ =} {

mt v |

7 kel ppie




LAMPIRAN XXXIII

PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBLUH,

NOMOR.&. TAHUN. 2215

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

FORMAT FORMULIR PENDAFTARAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

L ]
- . I R

- m- “LoefanOen e

PARAF HGEI RDINASI | “SWALI KOTA PAYAKUMBUH,
‘ Jahnlan Paral . Tanogasal | /

1 "1 Feil
2 %ﬁ 73 v | Ly

: 5 f=far *
%9 "n"trh - 5= fa ,({dULMﬁETﬁ
|
E S

ymzl A:EFH- q



LAMPIRAN XXXIV

FERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH,

NOMOR.  TAHUN, 2623

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

BLANKO SKRD UNTUK RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

RSUD dr. ADNAAN WD PAYAKUMBUH
JL. Ade Irma Suryani No. 25 Kel. Koto Kociak Kubu Tapak Rajo

RINCIAN BIAYA PELAYANAN PASIEN

Ma. R MNo. Tagihan
Marria :
Janis Kelamin # Umnur Giara Bayar Tanpa Asuransi / Limem

No. Kartw/Jaminan

Mo Fendaftaran Mo SEF/Elaim
Tal Registrasi : Tl Kaluar
Diagnozsa :
Unit Layanan temiTindakan Jmil Tetal Taglhan
Pemeariksaan
Rp.
Rp.
Rp,
Rp.
N Total RS Rp
Total Tagihan - Rp.
Tokai Jaminan . Rp.
Digcount :Rp
Tata! Piutang :Rp:
Totad Mon Tunai :Rp
Pembulatan : Rp-

Tatal Bayar | Tunsi T Rp

Taotal Deposit ‘Rp.

Siga Pembayaran . Rp.

PFayakumbukh,
Kalekionwasir

Catatan:
Panksa kambal rincian ini sekelum meninggatkan kasi




PEMERINTAH EOTA

Muodel : Bend 26

FAYAKIIMEBUH

DINAS KESEHATAN Ceri

PUSKESMAS _....coiens

KOTA PAYAKUMBUH
PEMEGANG KAS — -
TELAH MENERIMA UANG SEBESAR Rp. :
Darl Nama
Alamat ]
Sehagai Pembayaran

tnde Bakening Liang tersebut giatas diterma
Tt ] | NN SR PR T SR | T Payakumbh_ .. B0
PEMEGAMNE EAS, PENYETOR,
HLP

Dasar Hulom: Peraturan Daerah No.1 Tabun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kot Payakumboh




LAMPIRAN X3V

PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH,

NOMOR.& TAHUN. ZoZ2 5

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

FORMAT 5TS
0G0 PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
KOTA Ry o e e R R e i
SURAT TANDA SETORAN
NO 5Ts
Taoggal @0 e
manlk: T 000 b ok
MoReleIng = @ ccevessmessissnses
Penerimaan = @ e
Tanggal
Harap diterima uang sebesar Rp. .....coooeveeniaas
Terbilang (... mm—
Dengan Rl[l-ELﬂII Penermlﬂ.ﬂn sﬂbagal bt.‘nkut
No | Kode Rekening | Uraian Jumlah
i —_—
il JUMLAH
Mengetahui : Disiapkan oleh,
Pengguna Anggaran [Kuasa Pengguna Bendahara Penerimaan / Bendahara
Anggaran Penerimaan Pembantu
Nama Nama
| 1! L A NIP s i,
| PARAF KOORDINAS!I | =JLﬂu P v/ ama
Jahalan | Paraf | Tany |'-‘1-'\IEJ
Wk ==L
(2 e~ | L~ lolr { ZULMAETA
‘MI-P-* { / {
2 |g-5§-2F |

"_l

7 l.u.hld Fdi."i-n /41 _.—_|



LAMPIRAN XXXVI
PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH,

NOMOR. {z TAHUN. 2028

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMORE 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

FORMAT STRD UNTUK RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

FORMAT SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

MNama

Alameat

Periode Retribusi :
Tgl.Jatuh Tempo

Berdasarkan Peraturan Daerah Kola Payvakumbuh No. 1 tahun 2024
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilaleukan penelitian
/ pemeriksaan atan keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban;

Kode Rekening :
MNama Retrnbus::

Sesual hasil penelitian /pemeriksaan atau keterangan lain tersebut
diatas, penghitungan jumlah yvang harus dibayar adalah sebagai
beriloat :

1. Retribusi kurang bayar

2. Sanksi
Administrasi

3. Denda
4, Jumlah yang masih harus dibayar : Rp.

Dengan huruaf

PERHATIAN
Harap penyetoran dilakukan ke bank tujuan..................dengan
nomor rekening._ .......... atas nama............. paling lambat 10

[ sepuluh ) hari kerja sejak STRD ini diterima.

Tempit , tanggal
KEPALA CPLY o rrrerrmiimmime s snsuwas




LAMPIRAN XXXVII

PERATURAN WALl KOTA PAYAKUMBUH,

NOMOR.&. TAHUN. 2o %

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

FORMAT FORMULIR PENDAFTARAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

KOP DINAS

SURAT PENDAFTARAN OBJEK RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

|. Data WAJIB RETRIBUSI:
1. Mama Wajib Rotribusi e e e e e e s S e e e e e
b 1 1
3. Alamat F e L e e R

Kecamatan s e e o o P e S e S e S
e =T | T
Numnr“]l:l-:pmﬂ-IFT.u]-;a ...................................................................................
E il ; .

Il. Data Objek Retnbusl

g n

1. Ohjck Retribust T £ Lo e A S S S LS s b s S
2. Klazifikasi i

3. Alamat

4, RKehirahan = ST I - S
5. Kecamatan E

6. EKowKab

Dengan menyadari sepenubnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesual dengan ketentuan
Perundang-undangan yang berlaku, sava menyatakan bahwa apa yang telah sava beri tahukan di atas,
beserta lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap.

Payakumbuh, ......cocovimimnnena

Petugas Penenima, Wajib Retribusi,
... Mama JelasTanda tangan
NIP

;jEFALI KOTA ?WUH,

11 {jZULMAETA

j‘:uhlrl le-p. |



LAMPIRAN 230XV

PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH,

NOMOR.& TAHUN.. 2025

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR | TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

BLANKO SKED UNTUK RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
LoGO
OPD
SERI NO.
TANDA BUKTI PENERIMAAN
PEMEGANG KAS

TELAH MENERIMA UANG SEBESAR Rp. - e |

o L ]
Darl Mama
Alamat
Lebagai Pembayaran
Kode Rekening Uang tersebut di atas diterima Fa'."il;:“ﬁmﬁl:l-l;l, .............. _ICI_
PENYETOR,
Payakumbuh, ......ocovvnnt 20..
|
Db A e ) e et e o o e ]
MIP, MIP. )
PARAF KOORDINASI

Jahatan Paraf Tanggal

e ~ W.5af
: E%h SRR
B Y

E @ﬁ‘“"-m I ['.'E_ 157 -2¢
5. ' | ¥

K

Y

( yzuLmaeTa

JW | | |
| Kokid Ppls | |




LAMPIRAN 3CKIX

PERATUEAN WALI KOTA PAYAKUMBUH,

NOMOR. ®. TAHUN, 2625

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

FORMAT STRD UNTUK RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

FORMAT SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD|

IR e s s

Nama

Alammat

Periode Retribusi
Tel.Jatuh Tempo

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payalkuarmbuh No. 1 tahum 2024 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilalouban penelitian [/
pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban;

Kode Releening
MNama Fetribsi

Sesnai hasil penelitian fpemerilisaan atau keterangan lain tersebut diatas,
penghitungan jurmlah vang harus dibayvar adalah sebagai beriloart @

1. Retribusi kurang bayar

2 Sanksi Administrasi

3, Denda
4. Jumlah yang masih harus dibayar : Rp.

Dengan huruf

FPERHATIAN
Harap penyetoran dilakukan ke bank fhguan.. dengan  nomor
relerarg. ... Latas.  fAama.. .. paling larnbal_ lU [ sepuluh ) hari kerja

sejalk ET'RD irui d.lteruna,

Tempat , tangeal
KEPALA TIPE . vossisniaysnasucamnnns




LAMPIRAN XL

PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH,
NOMOR. & TAHUN. Jo15

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

FORMAT PERJANJIAN KERJASAMA UNTUK PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
LOGOD DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : |,

]
SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA

' [553 3 1o ) o .

Pada hari ini ..o »  tanggel s, Bulan e . tahun
--------------------- . kami vang bertanda tangan di bawah ini :

NIP
Pangkat/Golongan

Jabatan

Bertindak atas nama Pemerintah Kota Payakumbuh Cg. Dinas Perhubungan
Kota Pavakumbuh, selanjutnya disebut sebagal PIHAK PERTAMA.

[I Nama
Jenis Kelamin
Tempat / Tgl Lahir

Alamat

Bertindak atas nama sendiri selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
Bahwa berkaitan dengan Kebutuhan Jasa Tenaga Pelayanan Umum Petugas
Pemungut Retribusi Parkir pada Dinas Perhubungan Kota Payalumbuh, maka
kedua belah Pihak telah menyepakati untuk mengadakan PERJANJIAN
KERJA dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berilout :
Pasal 1
LINGKUP KERJA

PIHAK PERTAMA mcnvotujui memberikan pekerjaan untuk bertugas scbagai
Jasa Tenaga Pelayanan Umum Petupgas Pemungut Retribusi Parkir kepada
PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan untuk bertugas
sebagai Jasa Tenaga Pelayanan Umum Petugas Pemungut Retribusi Parkir dari
PIHAK PERTAMA pada Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh, f,' t



Pasal 2
URAIAN TUGAS
. SBanggup memberikan pelavanan kepada masvarakat pemakai jasa parkir
kendaraan dengan scbaik-baiknya, serta menjaga tertib Lalu Lintas pada
lokasi titik parkir.

2. Sanggup bertanggung jawab terhadap konsekuensi tugas sebagai Jasa Tenaga

Pelayanan Umum Petugas Pemungut Retribusi Parkir pada lokasi Areal Parkir
di "JL. SOEKARNO HATTA, DEPAN BNI 46 CABANG PAYAKUMBUH" Wajib
memakai rompi/baju seragam yang ditentukan oleh Dinas Perhubungan Kota
Payakumbuh setiap melaksanakan tugas scbagal Jasa Tenaga Pelayanan
Umum Petugas Pemungut Retribusi Parkir.

. Wajib melakukan pemungutan Retribusi kepada pemakai jasa parkir dengan
menyerahkan karcis parkir sesuai dengan ketentuan tarif Retribusi.

. Menyetorkan setoran parkir kepada pemagas UPTD yang ditunjuk paling
lambat 1x24 jam denpan besar setoran sesuai dengan jumlah kendaraan vang
parkir.

. Wajib  mematuhi dan mentaati Peraturan  Perundang-Undangan vang
berkaitan dengan Pengelolaan Patkir di Kota Payakumbuh.

5. Disamping adanya uraian tugas, setiap Juru Parkir juga membuat surat

pernvataan yvang harus di taali, dimana sural pernyataan inl merupakan satu
kesatuan dengan surat perjanjian kerja.
Pasal 3
HAK DAN KEWA.JIBAN

. PIHAK PERTAMA mempunyali hak  untuk mengawasi, menegur,
mengingatkan dan memberhentikan PIHAK KEDUA jika tidak mematuhi
Uraian Tugas sesuai dengan Pasal 2 diatas, atau melanggar ketentuan-
ketentuan/peraturan yang berlaku di Bidang Pengelolaan Parkir di Kota
Payakumbuh.

. PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk menerima imbalan selaku Jasa Tenaga
Pelayanan Umum Petugas Pemungut Retribusi Parkir dalam bentuk Jasa
Harian Jasa Tenapa Pelayanan Umum Petugas Pemungut Retribusi Parkir
schesar Rp. ......,-/hari sebagaimana yang telah diatur dalam DPA
Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2024, pada Belanja jasa tenaga

pelayanan umum, Nomor Rekening - ...,

3. PIHAK PERTAMA mcempunyai kewajiban memberikan imbalan kepada PIHAK

KEDUA berupa Jasa Harian sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua)
tersebut diatas, dibayarkan di setiap akhir bulan.
PIHAK KEDUA mempunyvai kewajiban melaksanakan tugasnya sesuai dengan

Uraian Tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 2 Surat Perjanjian Kerja ini. ¢

# |



Pasal 4
KETENTUAN LAIN

1. PIHAK KEDUA vang dipekerjakan oleh PIHAK PERTAMA, berstatus sebagai
Warga masyarakat yang dipekerjakan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh, dan
cleh sebab itu PIHAK EEDUA tidak akan menuatut untuk menjadi
PNS/PTT/PHL atau sejenisnva kepada PIHAK PERTAMA.

2. a. PIHAK PERTAMA scwolktu-waktu dapat memberhentikan PIHAK KEDUA
apabila terjadi suatu kondisi yang menyebablan PIHAK KEDUA tidal dapat
lagi dipekerjakan sebagai Jasa Tenaga Pelayanan Umum Petugas -Pemungut
Retribusi Parkir di Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Payvakumbuh, dan
aton dikemudian har diketahui indisipliner dalem pelaksanaan tugas sehari-
han, terutama terlambat menyetorkan Retribusi Parkar yang tidek sesuei
ketertuan.

I:. PTHAK PERTAMA mempunyal Hak untulk memperkarakan secara Hukum
vang beriaku kepada PIHAK KEDUA apabila setelah Putus Kontrak PIHAK
HEDUA tidak menvetorkan munggakan Parkir. !
3. Surat perjanjian ini berlaku scjak tanggal ............ sampal dengan tanggal
ceereeeeny dengan ketentuan apabila dilkkemudian hari diketahu® termyata
tevdapat kekeliruan dalam Surat Perjanjian Pekerjaan ini maks  dapat
dilakukan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.
Demildaniabh Surat Perjanjian Kerja mi dibuat dengan sebenar-bensmnyve, lanna

malksaan darl Pihalk meanapun.

Payakumbuh, ......
PIFIAK HEDTA PIHAE PERTAR L

LEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PAYAKUMBUH
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LAMPIRAN XLI

PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH,

NOMOR. s TAHUN. 2025

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

FORMAT SURAT TEGURAN
UNTUK PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

KOF DINAS
MNomor : Kepada Yth :
Lampiran
Hal

Menurut pembukuan kami per tongeal Surat Teguran ind, Saudara masih mempunyval
tunggakan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagai berikut:

. JUMLAH
| SR TUNGGAKAN
| TAHUN NOMODR TANGGAL | PERICLDE
RETEIBLIS]
|
JUMLAH |
TERBILANG: '
| |

Keterangan: Jumiah Tunggalean belum termasuk dends keterlambatan sebesar 1% per bulan

Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut di atas, diminta agar Saudara
segera melaporkan kepada kami dengan membawa bukti asli penyetoran retribusi dasrah.
Pavakutibuh, ..ocresseerencemsnsiies
Kepala

WD o L




LAMPIEAN XLII

PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH,

NOMOR. {z TAHUN. Jo25

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

FORMAT STRD UNTUK RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM

FORMAT SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH ({STRD)

Namu

Alamant

Pericde Retribusi
Tellatul Tempo

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payvakumbuh Mo, | tahan 2024 tentang Pajak Dacrah dan Retribusi
Dasrah teloh dilakukon penelitian ‘pemeriksaan atou keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban:

kKode Rekening
MNama Retribusi

Scsuai hesil penclitian /pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas,penghitungan jumlah yang
harus dibayvar adalah sebagai berikut |

1. Retribusi kurang bayar
2 Sanksi Administrasi
1. Denda
4. Jumlah yang masih harus dibayar : Bp.
Drengan BuraT oot nes e taire il dia b e s s e
PERITATIAN

Harap penyctoran dilakukan ke bank tujuan..................dengan nomor rekening............ alas
MAMA. ............... paling lambat 10 sepuluh ) hari kerja sejak STRLY ini diterima.




LAMPIRAN XLIII
PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH,

NOMOR.&. TAHUN. Je25~

TENTANG

PEEATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

FORMAT PERJANJIAN KERJASAMA UNTUK PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PELAYANAN PENYEDIAAN TEPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR,
PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA

o PEMERINTAH DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
DAERAH DAN
Kota
NOMOR: eooeencaasenssssessssseas
NUMDR:“-F & & @ ® & & 0 " B
TENTANG

KERJA SAMA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PENYEDIAAN TEPAT
KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT
KEGIATAN USAHA LAINNYA

Pada hari ini ..., tanggal ........ , bulan ..... , tahun dua ribu dua puluh empat,
bertempat da

. » yang bertandatangan di bawah ni:

1. NAMA GELAR ., zelaku JABATAN, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
PEMERINTAH KOTA ... , berdasarkan Surat Kuasa Nomor: ... tanggal 2024
tentang Penunjukkan dan Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perjanjian
Kerja Sama, berkedudukan di selanjutnya  disebut PIHAK
PERTAMA,

2 NAMA GELAR., selalu JABATAN, dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama,.. , berdasarkan Surat Kuasa Nomor: tanggal

..... 2024 tentang Penunjukkan dan Pendelegasian Wewenang Penandatanganan
Perjanjian Kerja Sama, berkedudukan di ...........ccc000e00, selanjuinya disebut PTHAK
KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama discbul
PARA PIHAK dan secara secndir-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu
menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah penyelenpggara pemerintahan daerah di

linglkungan Pemerintah Kota ., yang mewakili Pemerintah Daerah Kota.
b. bahwa PIHAK KEDUA adalah .........cccnmeiiiicc
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Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, scbagal berikut:

%

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebapgaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor & Tahun 2023 tentang Penctapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Dasrah;

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 20232 tentang Ketentuan Umum Pajak
Dacrah dan Retnnbusi Daerah; dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan
masing- masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk Perjanjian Kerja Sama
tentang Kerja Sama Pemungutan Retribusi Pelayanan Penyediaan Tepat Kegiatan
Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokean, Dan Tempat EKegiatan Usaha Lainnya
dengan ketentuan sebagai berikut:

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama yang dimaksud dengan:

Retribusi Daerah yvang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberia izin tertentu yang khususnya
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan
orang pribadi atau badan

Penvediaan Tepat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, Dan Tempat
Kegiatan Usaha Lainnya merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa
fasilitas pasar grosir dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan,
serta tempat kegiatan usaha lainnya vang disediakan atau diselenggarakan
oleh Pemerintah Daerah.

BAB 11
MAEKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagail pedoman bagi PARA PIHAK dalam

rangka kerja sama Pemungulan Retribusi Pelayanan Penyediaan Tepat Kegiatan
Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, Dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya.

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan, mengoordinasikan dan

menyinergikan PARA PIHAK dalam rangka pengelolaan Retribusi Pelayanan

Penyedianan Tepat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, Dan Tempat
Kegistan Usaha Lainnya yang akan berdampak langsung pada peningkatan
pendapatan daerah.
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BAR IIl
RUANG LINGEUP
Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, adalah Pemungutan Retribusi Pelayanan
Penyediaan Tepat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, Dan Tempat
Kegiatan Usaha Lainnya.

BAB IV
PELAKSANAAN
Pelaksanaan kegiatan scbagai tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama mempedomani
kewenangan masing-masing Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB YV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pagal 5
. KEWAJIBAN ’ HAK
PIHAK 1. ---- 1.
PERTAMA
(Kota
PAyakum
buh)
PIHAK 1.
KEDUA
(pihak ke 3)
BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 6

(1] PARA PIHAK meclakukan pemantauan dan evaluasi atas  pelaksanaan
Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala ........ :

(2] Teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan
kesepakatan PARA PIHAK

BAE VII
BIAYA
Pasal 7

Biaya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama im dibebankan pada anggaran

PARA PIHAK sccara proporsional sesual ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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BAB VIII
KERAHASIAAN
Pasal 8

(1) PARA PIHAK wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau
informasi yang diperoleh sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai
dengan peraturan perundang undangan.

(2) Dalam hal salah satu PIHAK akan memberikan data dan/atau informasi
sechubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini kepada pihak lain di
luar PARA PIHAK, harus mendapat persetujuan dari PARA PIHAK.

(3] Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikecualikan
dalam situasi sebagail beriloat:

a. Data dan/atau Informasi tersebul vang saat ini atau sewaktu-waktu di
kemudian hari, dapat menjadi atau tersedia untuk masyarakat umum; dan

b. Data danjfatau Informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka melalai
perintah  Pengadilan dan/atau untuk kepentingan penyidikan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

(4) PARA PIHAK menjamin untuk menvimpan asli maupun fotokopi dari
dokumen /surat yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dalam bentuk
apapun dan senanbiasa menjaga kerahasimannyva selama dan  sesudah
berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.

BAB IX
KEADAAN KAHAR
Pasal 9

(1} Dalam hal terjadi Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini,
salah satu PIHAK harus memberitahukan kepada PIHAK lain secara tertulis
paling lambat 30 (tiga puluh| hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar
dengan melampirkan pernyataan tertulis dari Pemerintah dan/atau Pemerintah
Daerah setempat untuk dipertimbangkan oleh PIHAK lainnya.

(2} Jika batas waktu pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
terlampaui, PIHAK lainnva berhak menolak pengajuan Keadaan Kahar
tersebult.

(3) PIHAK wvang mengalami Keadaan Kahar harus melaksanakan kembali
kewajiban sesual Perjanjian Kerja Sama ini setelah Keadaan Kahar tersebut
berakhir.

BAB X
KORESPONDENSI
Pasal 10

(1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, dan sebagainya sehubungan dengan
pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini (sclanjutnya disebut®Pemberitahuan”)
harus dilakukan secara tertulis dan elektronik disampaikan dengan cara:

a, diantar langsung;
b. pos tercatat,
c. cmail; dan/atau
d. media elektronik,
(2] Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan ke alamat

tersebut di bawah ini:

a. PIHAK PERTAMA:

Eil-:zil / ‘ %f-



b. PIHAK KEDUA:

(3) Dalam hal terjadi perubahan alamat, nomor telepon, email, PIHAK yang
mengalami perubahan dimaksud wajib memberitahukan kepada PIHAK
lainnya dalam waktu paling lambat 2 {dua) hari kerja setelah adanya
perubahan dimalkesud.

BAB X1
KETENTUAN LAIN
Bagian Kesatu
Adendum
Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Ketja Sama ini, akan diatur kemudian
cleh PARA PIHAK, dalam suatu Adendum vang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran
Pasal 12

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan
Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK scoara musvawarah
untuk mufakat.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku
Pasal 13

{1} Peranjian Kerja Sama ini mengikuti masa berlaku Nota Kesepahaman selama 5
(lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

(2] Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA
PIHAK, dengan terlebih dshulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga)
bulan scbelum berakhirnyva masa berlakunva,

(3] Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhin
Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK
lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.

(4] Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila
ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang
tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini,

Malis



BARE XII
EETENTUAN TAMBAHAN
Pasal 14

PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat diubah,
ditambah, dan/atau dikurangi tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PARA
PIHAK:

(1)

12

12

Pasal 15

Lampiran-lampiran, Surat-surat  dan  dokumen-dokumen lain  yvang
berhubungan dengan Perjangian Kerja Sama inl merupakan satu kesatuan
vang tidak dapat dipisahkan.

Dalam hal terdapat ketentuan pada Perjanjian kerja Sama inil yang menjadi
tidak berlaku Lkarena suatu peraturan perundang-undangan maka
ketidakberlalkuan ketentuan tersebut tidak mengakibatkan batalnya seluruh isi
Perjanjian Kerja Sama.

Untuk mengubah ketentuan yvang tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), maka PARA PIHAK berdasarkan kescpakatan akan menuangkan
dalam adendum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan Perjanjian
Herja Sama ini.

BAB XNIII
PENUTUP
Pasal 16

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan,
tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama, dalam
rangkap 4 (empat)] asli, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai keluatan
hukum vang sama, setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA, FIHAK KEDUA



LAMPIRAN XLIV

PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH,

NOMOR. fz TAHUN, o2y

TENTANG

FERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

FORMAT SURAT TEGURAN UNTUK RETRIBUSI PELAYANAN PENYEDIAAN TEMPAT
KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT
KEGIATAN USAHA LAINNYA

KOP DINAS

Nomor ] Kepada Yih
Hal
Menurut pembukuan kami per tanggal Surat Teguran ini, Saudara masih mempunysi

tunpggakan Retribusi Pelayanan Penvedipan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar Grosir,
Pertokoan dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnva sebagal berikut;

B JUMLAH
KETETAPAN NG GAKAN
TAHUN | NOMOR | TANGGAL PERIODE
| RETRIBUSI
- - JUMLAH
TERBILANG:

Keterangan: Jumiah Tunggakan belum rermasuk dende keterlambatan sebesar 1% per bulan

Dalam hal Saudara telah melunasi Tungeekan tersebut di atas, diminta agar Saudara
segerz melaporkan kepada kemi dengan membawa bukti asli penyetoran retribusi daerah,
Payakumbull, .o nees-.

Kepala

B o




LAMPIRAN XLV

PERATU WALI KOTA PAYAKUMBUH,

NOMOR. \2 TAHUN, o5

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

FORMAT STRD UNTUK RETRIBUSI PELAYANAN PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN
UsAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA
LAINNYA

FORMAT SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH [5TRD)
g 561 1 o WSRO
i
Alamat
Perinde Retribusgi
TelJatuh Tempao

Berdasarkan Peraturan Decrah Kota Pavakumboh Ma. | tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
[raerah telah dilakukan penelitian fpemeriksann ataw keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban;

Eode Rekening
Mama Retribusi

Sesual hasil penelitian fpemeriksaon atan keterangan lain tersebut diatas.penghitungan jumlah vang
harus dibavar adalah sehagai berikut |

I. Retribusi kurang bawvar

Sanksi Adminisiras

[

3 Denda
4, Jumlah yang masih harus dibayar : Rp.
EemEam IMUIUE i 0 icaiod e a0 o 000 W i S
PERHATIAMN
Harap penyetoran dilakukan ke bank wijuan. . cdengan nomor rekening. . ... bies
NATE. ... .. .. paling lambat 10 { sepulub ) han}r.:rju erl:_puhh FELY ini diterima.




CATATAN TAMBAHAN LAMPIRAN:

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS KOPERAST DDAN UKM DINAS KOPERASI DAN UKM
RETRIBUSI TEMPAT
KHUSUS PARKIR - RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
(RODA 2) (ROTrA 2}
serl:
Mo [asar Hukum -
Perda PORD Mo, 1 Tahup 2024 tentang Pajak Raerah dan A=tribusi Daerah.
R e L S v s Tanggal 4 lanuari 3024 Lembaran Deerah Eota Payakumbuh Tahan 2024 Mo, L dan
1 P- !' Lembaran Darrah Kot Payakurmbuh Mo.532
Ferda PORD No. 1 Tabun 3222 tentang Pajak Daeran dan Cari P i s T e
Netrikazsi Caerah Targral 4 fanuan 2024 Lembaran Dasrak Bota No -
Payakumbul Tahun 2024 M. 1 dan Lembaran Caerah Kota A [+remessmnrrrarnnsrnr
Pavakumbuh No.&3
Calatan : Catatan :
Untuk L (satu] kali parkir - Unmuk i (satu) kali parkir
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH g }'E MERINTAH KOTA PAYAKUMMBUH
AST DAN UKM E DINAS KOPERAS] DAN UKM
RETRIBUSI TEMPAT
KHUSUS PARKIR RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
(RODA 4) (RODA 4)
Ser|
Na. Diasar Hukum !

Perda PDRD: Mo. 1 Takan 2024 tenfang Pajak Daerah dan Retrfus Daesrah,
Tanggal & Januari 2024 Lembaran Daerah Kota Payakumbeh Tahwn 2024 Na, 1 gan

S Lommbaran Drerah Kota Payakumbah Kog3
Perda PIRRD Kg, 1 Tahiss 0G4 tentang Pajak Daerah can | Sari - Ftp. TrmErsasssy
Refribiuss Daeral Tanggad 4 Seasn 2024 Lembaran Dasmah Kota | Mo :
Payakumbiuh Tahon 2024 No. 1 dan Lembaran Caersgh Kota z iaudun-lludllalllll

Pagakumbuh Ho.k3

Catatan ! Catatan ;
Untuk 1 (satu] kali parkir = Untuk 1 {zaiu) kali parkir




LAMPIRAN XLV

PERATURAN WALl KOTA PAYAKUMBUH,

NOMOR.(o. TAHUN, 48

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

FORMAT BLANKO KARCLS RETRIBUS] PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN [KAN,
TERNAK, HASIL BUMI, DAN HASIL HUTAN TERMASUK FASILITAS LAINNYA DALAM
LINGEUNGAN TEMPAT PELELANGAN

FEMERINTAH KOTA PAYAKUMBLIH

DINAS PERTANIAN
RETRIBUSI
TEMPAT PELELANGAN TERNAK
(TERMAK BESAR)
Seri :
Mo,
Hp TEA SRR AR

|:.-. v .-.-."."-."nn....n"-."-.]

Porda PORD Ma. 1 Tahurn 2024 tentang Pagk Daarah can
Betribusi Dozl Tangea! 4 Zinaes 20249 Lemnbaran Daerah Kota
Pavakumiouh Tehun 2024 #o. 1 dan Lembaeran Caersh Kols

_ Peyakumbuh Ho.63

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBLIH
DINAS PERTANIAN

RETRIBUST TEMPAT PELELANGAN TERNAK
(TERNAK BESAR)

Drasar Hukurm :
Perda POAD Na. 1 Takbun 2024 tentang Pajas Dasrah dan Retribasi Daerah,
Tanggal 4 lanuari 2024 Lermbaran Daerah Kot Payakumbuh Tahen 2024 Hao. 1 dan |
Lesmbaran Daerah Kota Payakumbuh No.B3

rrrrrrrrrrrrrrrrrr

Seri:
Mo

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS PERTANIAN

RETRIRISI
TEMPAT PELELANGAN TERNAK
(TERMAK KECIL)

aaaaaaaaaaaaaaaaaa

Perda PORC Ne. 1 Tafsan 20248 tersang Pajak Daerah dan
Retieasi Maerah Taggal 4 lanuarl 2024 Lembaran Daerzh Kote
Payakienbuk Tahur 2024 Ne. L dan Lemibaran Daemah Kota
Fayakumibuh Me.G3

PEMERINTAH KOTA PAYAXKLIMBLIH
DINAS PERTANIAN

RETRIBUST TEMPAT PELELANGAN TERNAK I
(TERMAK KECIL)

Diazar Hukurm ¢
Farda PDAD Ma. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Betribasi Daerai.
Tanpgal 4 Januar 2024 Lambaran Dacrah Kota Payakurnbuh Tahun 2024 Na. 1 dan
Lembsaran Deersh Eota Payakembuh Mo.G3

Sari:
Mo : |: ............... :|




PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBLUH PEMERIMTAH EOTA PAYAKUMBUH
DINAS PERTANIAN = DINAS PERTANIAN
RETRIBUEL RETRIBUSI TEMFPAT PELELANGAN
TEMPAT PELELANGAN (LOS! KIDS)
(LCES KIOS)
T Dasar Hukurm
Mo, Parda POAD Ma. 1 Talwn 2024 beptang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Tanggal 4 Janueri 2024 Lembaran Daerah Kot Payakurmbuh Tahen 2024 No. 1 dan
. Lermbaran Daarah Kota Payakumbab Ne.E3
F}- llllllllllllllllll
[.-. vaa .u-.u.u.-u.--...-.u..“u]
Sar - R, s=eeeeesmaniannas
Perds PDRO M. 1 Tahun 2034 tentaeg Pajak Daswah dan Ma [ rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ]
Fetribusl Darrah Tanggal d Januar 2028 Lambaran Daerah Kota
Parakumbeah Tabwn 3024 Mo, 1 dan Lembaran Daerak #ata
Payakumbub Bob3
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH PEMERINTAH KOTA PAYAKLIMELUH
DINAS PERTANIAN = DINAS PERTANIAN
RETRIBLSL RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN
TEMPAT PELELANGAN [FELATARANTFAYLUNG)
(PELATARANTAYLUNG)
Seri Drasar Hukum :
N, Perca PORD Mo. 1 Tahur 2024 tentang Pajak Daerah dan Retrioush Daerah.
Tanggal & larsari 2324 Lembaran Daesah Kota Payakumbuh Tahun 2024 Mo, 1 can
= Lernbaran Daerah Kota Payasurmbab Ko E3
[, wrrerrss s

|:|r'| |r'|-|r'|-|rr|--|rl|rr1rr|rrr-|l|'|J

Prrda FORD Mo, 1 Tahun 3024 tantarg Fajak Daemah dan
Fetribusi Dacrab Tanggal 4 Januar 2024 Lemibaran Caerah Kota
Papakumbah Tabn 2024 Mo, 1 dan Lembaran Dacrab ota
Favakbenbub Mo 43

Ma - ‘|. ..................... ]




PEMERINTAH KOTA PAYAKLUMBLIH

DINAS PERTANIAN
RETRIBLUS] TEMPAT
KHUSLS PARKIR
(ROMIA 25
Seri
M,
Hp_ seae Sarrms e

Perda PORD Mo § Tahun 20249 tesiang Pajak Daergh dan
Rotriousl Daerah Tanggal 4 lanuari 3074 Lembaran Daeras Kota
Fayakwmbuh Tahur 2034 Mo & dan Lemibaran Deerah Kota
Payakumtiuh No.e3

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBLH
DINAS PERTANIAN

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
(HOTA T)

Dasar Hukum
Ferda PORD Mo, 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Aetribusi Daerah.
Tanggal 4 Janwarl 2024 Lembaran Daerah Kota Pavakumbuh Tahun 2024 Mo, L dan
Lernbaran Daerah Kota Pavakumouh No.53

Seri;
Mo

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS PERTANIAN

RETRIBUSI TEMPAT
EHUSLUS PARKIR
(RODA 4

Farda PDRAD Na, 1 Tahuan 2074 tentang Prjsk Daerakh dan
Artrbesi Jaerah Tanggal 4 anuar 2024 Lembaran Dasrak Kota
Payakumbuh Tahun 2024 Np. 1 dan Lembaran Caerah Kota
Payakumbuh Mo B3

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS PERTANIAN

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
(RODA 4)

Dasar Hukym :
Parda PIED R, 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Deerah.
Tanggal 4 lanuari 2024 Lembaran Daerah Kota Payakurmbuh Tahun 2024 Ko, 1 dan
Lembaran Daerah Eota Payakumbuh MNo.63

Sap ﬂp_unu--u-uu--u

No :
[oestameanearmanninns 3

FEMERINTAH KOTA PAYAKURMBLUH
DINAS PERTANIAN

RETRIBLUSI TEMPAT
KHUSUS PARKIR
(RODA &)

Ser :

Perda PORD N, 1 Tahun 2024 teriang Pajak Caersh dan
Retrious Daerah Tanggal 4 Januari 2024 Lembaran Daereh Kota
Favakbembub Tahus 2024 Moo I dan Lembaran Dessah Kola
Payakuribub Mo 63

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBLH
DINAS PERTANIAN

RETRIBUST TEMPAT KHUSUS PARKIR
{RODA 6)

Dasar Hukym :
Perda PRAD Mo, 1 Tahun #2024 tertang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Tanggal 4 lanuari 2024 Lernaaran Daerah Kota Payakumbah Tahun 2022 Ra. 1 den
Lembaran Dagrah Kota Payakumbigh No 63

Hp_ rapErEmrmErE e

Seri;
Mo




PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH

DINAS PERTANIAN SERI:  NO.
TANDA BUKTI PENERIMAAN
PEMEGAMNG KAS
TELAH MENERIMA LIANG SEBESAR Rp. ; ———
Dari Mama
Alamat
Sebagai Pembayaran
Kode Rekening " Ua ng tersebut di atas diterima | 'i'_a;akumbuh, R AICREI I E R TRs | 1
FEMYETOR,
Payvakumbduh, ................20,.
R e e Lo R U P e e | T e e [
e = N NIP, NIP

s




LAMPIRAN XLVII

PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH,

NOMOR. & TAHUN. 2235

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

FORMAT PERJANJIAN KERJASAMA UNTUK PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT
KHUSUS PARKIR DILUAR BADAN JALAN

PERJANJIAN KEERJA SAMA ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
nAH'FFFFi-I'I-I'I'I-I'I'I-I'

LOGO
PIHAK ki 3

LAMBANG
DAERAH

s PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA ...

-
HGMGR‘ LE R R LR LI LI R A LIRS LI L]

TENTANG

KERJA SAMA PEMUNGUTAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS
PARKIR DILUAR BADAN JALAN

Pada har ini ...., tanggal ........, bulan ... , tahun dua ribu dua puluh empat,
bertempat di........, vang bertandatangan di bawah ini:

1. NAMA GELAR., selaku JABATAN, dalam hal ini bertindak untuak dan atas nama
PEMERINTAH KOTA ... , berdasarkan Surat Kuasa Nomor: ... tanggal 2024
tentang Penunjukkan dan Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perjanjian

Kerja S8ama, berkedudukan di selanjutnya disebut PIHAK
PERTAMA,

2. NAMA GELAR., =claku JABATAN, dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama... , berdasarkan Surat Kuasa Nomor: tanggal

..... 2024 tentang Penunjukkan dan Pendelegasian Wewenang Penandatanganan
Perjanjian Kerja Sama, berkedudukan di .................c. , selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA.

PIHAK PERTAMA can PIHAK KEDUA selanjutnya sccara bersama-sama disebut
PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu
menerangkan hal-hal sebagal berikut:

a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah penvelenggara pemerintahan daerah di

lingkungan Pemerintah Kota ., yang mewakili Pemmerintah Daerah Kota.
b. bahwa PIHAK KEDUA adalah ........oocinvivivirirnnns

dlis



Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor © Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-
Undang;

2. Undang-Undang Nomor | Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Dacrah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah; dan

2.  Peraturan Mentern Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Telkms Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan
kewenanganmasing- masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk Perjanjian
Kerja Sama tentang Kera Sama Pemungutan Pemungutan Retnbusi Tempat
Khusus Parkir Diluar Badan Jalan
dengan ketentuan sebagai berikut:

BAE I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama vang dimaksud dengan:

1. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah
sebagal pembayaran alas jasa atau pemberia izin tertentu yvang khususnya
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Dacerah untuk kepentingan
orang pribadi atau badan

2. Tempat Khusus Parkir Diluar Badan .Jalan merupakan penyediaan tempat
khusus parkir diluar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola
oleh Pemenntah Daerah,

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam
rangka kerja sama Pemungutan Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir
Diluar Badan Jalan Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan,
mengoordinasikan dan menyvinergikan PARA PIHAK dalam rangka pengelolaan
Retribusi Pelayanan Penvediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan
vang akan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan daerah.

BAR III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, adalah Pemungutan Retribusi Pelayanan

Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan.



.

BAB IV
PELAKSANAAN
Pelaksanaan kegiatan sebagai tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama mempedomani
kewenangan masing-masing Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 5
KEWAJIBAN _ HAK
PIHAK 2, - 2.
PERTAMA
| (Kota
| PAvakum
' buh)
PIHAK 2.
| KEDUA
pihak ke 3]
BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 6

(1) PARA PIHAK meclakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan
Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala ........ i

[2) Teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan
kesepakatan PARA PIHAK

BAB VII
BIAYA
Pasal 7

Biaya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibcbankan pada anggaran
PARA PIHAK secara proporsional sesual ketentuan peraturan perundang-
undangan,

BAB VIII
KERAHABIAAN
Paszal 8

(1) PARA PIHAK wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau
informasi yang diperoleh sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai
dengan peraturan perundang undangan.

{2) Dalam hal salah satu PIHAK akan memberikan data dan/atau informasi
sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini kepada pihak lain di
luar PARA PIHAK, harus mendapat persetujuan dari PARA PIHAK.

{3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2], dikecualikan
dalarn situasi sebagai berikut:
¢. Data dan/atau Informasi terscbut yang saat ini atau sewaktu-waktu di

kemudian hari, dapat menjadi atau tersedia untuk masyarakat umum; dan
d. Data dan/atau Informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka melalm
perintah  Pengadilan dan/atau untuk kepentingan penyidikan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.



()

<]

(3)

(1)

[2)

3)

PARA PIHAK menjamin untuk menyimpan asli maupun fotockopi dari
dokumen/surat vang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dalam bentuk
apapun dan senantiasa menjaga kerahasiaannya selama dan sesudah
berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.

BAB IX
KEADAAN KAHAR
Pasal 9

(1) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama

ini, salah satu PIHAK harus memberitahukan kepada PIHAK lain secara tertulis
paling lambat 30 (tiga puluh) han kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar
dengan melampirkan pernvataan tertulis dari Pemerintah dan/atau Pemerintah
Daerah setempat untuk dipertimbangkan oleh PIHAK lainnya.

Jika batas wakia: pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terlampaui, PIHAK lainnva berhak menolak pengajuan Keadaan Kahar
tersebut,

PIHAK vang mengalami Keadaan Kahar harus melaksanakan kKembali
kewajiban sesuai Perjanjian Kerja S3ama ini setelah Keadaan Kahar tersebut
berakhir,

BAB X
KORESPONDENSI
Pasal 10

Setiap pemberitahuan, sural menyurat, dan sebagainya sehubungan dengan
pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini (selanjutnya disebut"Pemberitahuan”)
harus dilakukan secara tertulis dan elektronik disampaikan dengan cara:

e, diantar langsung;

[. pos tercatat;

g. email; dan/atau

h. media elektronik.

Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada avat (1), ditnjukan ke alamat
tersebut di bawah inn:

a. PIHAK PERTAMA:

Jalam :o......
Tek:
Email : .......

Dalam hal terjadi perubahan alamat, nomor telepon, email, PIHAK yang
mengalami  perubahan  dimaksud wajib memberitahukan kepada PIHAK
lainnya dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya
perubahan dimaksud.

ALt



BAB XI
KETENTUAN LAIN
Bagian Kesatu
Adendum
Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian
olch PARA PIHAK, dalam suatu Adendum yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran

Pasal 12

Apabila di kemudian har terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan
Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK sccara musyawarah
untuk mufakat.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku
Pasal 13

(1) Perjanjian Kerja Sama ini mengikuti masa berlaku Nota Kesepahaman selama 5
(lma) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

{2} Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA
PIHAK, dengan teriebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 {tiga)
bulan sebelum berakhirnyva masa berlakunya.

(3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhin sebelum masa berlaku sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhin
Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK
lainnya paling lambat 3 [tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.

(4] Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinva apabila
ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebljakan Pemenntah yang
tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XII
KETENTUAN TAMBAHAN
Pasal 14

PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat diubah,
ditambah, dan/atau dikurangi tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PARA
FIHAK;

Pasal 15

(1} Lampiran-lampiran, Surat-surat dan dokumen-dokumen lain  yang
berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan satu kesatuan
vang tidak dapat dipisahkan.

(2) Dalam hal terdapat ketentuan pada Perjanjian Kerja Sama ini yang menjadi
tidak berlaku lkarena suatu  peraturan perundang-undangan maka
ketidakberlakuan ketentuan tersebut tidak mengakibatkan batalnya seluruh isi
Perjanjian Kerja Sama.

£ H



(3) Untuk mengubah ketentuan yang tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), maka PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan akan menuangkan
dalam adendum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian
Kerja Sama ini.

BARB XIII
PENUTUP
Pasal 16

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan,
tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama, dalam
rangkap 4 (empat) asli, masing-masing hermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan
hukum vang sama, setelah ditandatangani oleh PARA PTHAK.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA



LAMPIRAN XLVIII
PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH,

NOMOR.{&. TAHUN. 2035

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
MOMOE 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

FORMAT SURAT TEGUEAN UNTUK RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR DILUAR
BADAN JALAN

KOF DINAS
Momaor 2 Kepada Yth :
Lampiran
Hal

Menurut pembubuan kami per tanggal Surat Teguran ini, Seudara masih mempunyvai
tunggakan Retribusi Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan sebagai berikouat:

1 JUMLAH
KETETAPAN TUNGGAKAN
TAHURN NOMOR TANGGAL PERICODE
RETRIBUSI
| — | -
JUMLAH
iTERBILAHG.‘

Keterangan: Jumlah Tunggakan belum termasuk denda keterlambatan sebesar 1% per bulan

Dalam hal Saudara teloh melunasi Tunggakan tersebut di atas, diminta agar Saudara
sepera melaporkan kepada kami dengan membawa bukti asli penyetoran retribusi daerah.

Payakumbuh, ......coveveirmreeien e

Kepala




LAMPIRAN XLIX

FERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH,

NOMOR.le. TAHUN. 2235

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

FORMAT STRD UNTUK RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS
PARKIR DILUAR BADAN JALAN

FORMAT SURAT TAGIHAN RETRIBUS! DAERAH (STRD)

SURAT TAGIHAN RETRIEUSI DAERAH (STRD)
ML
Alamal
Perinde Retribuosi
Tellatuh Tempo

Berdasarkon Peratursn Daerah Kota Pavakumbuh Mo, 1 tahon 2024 tenfang Pajak Daerah dan Retribusi
Eracrah telah dilakukan penclitian fpemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban;

Kode Bekening
Bama Retribus)

Seswal hasil penelitian /pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas penghitungan jumlah yang
harus dibayar adalah sebapai berikut ;

[. Retribusi kurang bavar
2, Sankst Adminisirasi

3. Denda

4. Jumleh vang masih hams dibavaer @ Bp.

Dengan hucuf, e
PEEHATLIAMN
Horap penvetoran dilakukan ke bank mjuan. ... ..., dengan nomor rekening. . ......... 8038
NAMA. , .o v0vsees ... paling lambat 10 { sepuluh ) hari kerja sejak STRIY ini diterima.




LAMPIRAN L
PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH,

NOMOR. [ TAHUN. 2525

TENTANG

FERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

FORMAT BLANKO KARCIS RETRIBUSI RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

FEMERINTAH KOTA PAYAKUMBLUH PERMERINTAH KOTA PAYAKLIMELUH
DINAS PERTANIAN E DINAS PERTANIAN
RETRIBUSIT RETRIBLUST RUMAH POTONG HEWAN
RUNAH POTONG HEWAN
Seri: Diasar Hubum :
M. Perda PORD Mo, 1 Takuan 2024 tentang Pajak Daerah dan Retriousl Daerah,

Tanggal 4 laneari 2024 Lembaran Daerah Kota Payakumbih Tahen 2024 Mo, 1 dan
Lesnbaran Daarah Kola Payakumbuh MoE3

R, womeremrmvenerenss
Sari : Rp, sorenssnsmmann

Pridz FDRD Moo 1 Tahum 2024 tentang Pajk Deemh can | Mo
Fetribost Dasmah Tanggzl 4 lanian 2024 Lembaran Dacmh Kota il Rty |

Payakumbah Tahun 2024 Ma. 1 dzn Lembaran Daerah Kota
!‘a'.lub.ml_:i..l'ru .‘-'l-:l.E_H




LAMPIRAN LI

PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH,

NOMOR.(z TAHUN. . 024

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

FORMAT BLANKO KARCIS RETRIBUSI TEMFPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN

PEMERINTAH KOTA PATARUNMBEUH
DiINAS PARRMISATA FEMUDA DAN DLAHRAGH

RETRI UK
KOLAM REMANG

HARI BIASA

OLAH RAGA

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

RETRIBUS|I TANDA MASUK KOLAM RENANG

HARI BIASA

Berdasarkan Perda Kota Payakurmbuh Mo, 1 Tahun 2024 tentang Pajak
Cra=rah dan Retrbusi Dasrsh
Tanggal 4 Januan 2024

Rpl A B o
Tarbilang («+«-s+serrerrarrvanrrrmn. ) Sari - Rp, s=emmsesene:
Mo
Seri ; Terrhilanalsss sss sessss isaranses
No.
¥ - PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
B N LT RN DR DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

RETRIBUSI TANDA MASUK
KOLAM RENANG

PELAJAR

an AEA S R E ERE R R
| Terbilang [r-«eneereereerearamnsieamin )
| Seri -

| M,

RETRIBUSI TANDA MASUK KOLAM RENANG

PELAJAR

Herdazarkan Perda Kofa Payakumbuh No, 1 Tahun 2024 lendang Pajax
Daerah dan Retribwsi Dasrah
Tanggal 4 Januar 2024

Sari : Rp_ ---------------------
No

FEMERINTAH KOTA PAYAKUMELH
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN DLAHRAGA

RETRIBUSI TANDA MASUK
KOLAM RENANG

HARI LIBUR

Rp_ EEpEEssBddEREEE BEE
T.Erbllan,gl: ................................. :I

San ;
Mo,

PEMERINTAH KOTA PAYAKLUMEUH
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

RETRIBUSI TAMDA MASUK KOLAM RENANG

HARI LIBUR

flerdagarkan Perde Kota Payakumbuh Mo, 1 Tahun 2024 tenlang Pajak
Daerah dan Retribust Daerah
Tanggal 4 Januas 2024

,,,,,,,,,,,,,,,,,,




CHNAS PARINW| P

B PEMERINTAH KOTA FAYAKUMELIH

RETRIBUSI TEMPAT OLAHRAGA
[LAPANGAN BASKET)

SERI: Mo
TA_R!F H “Pu- LLELER LTI
| terbilang)

pajak daerah dan retribusi daerah

Perda Mo. 1 Tahun 2024 tangeal 4 lanuari 2024 tentang

PERMERINTAH KOTA PAYAKLUMEBELUH
DIMNAS PARIWISATA , PEMUDA DAN OLAHRAGA

RETRIBUSI TEMPAT OLAHRAGA
[LAPANGAN BASKET]
Perda Me. 1 Tahun 2024 tanggal 4 lanvari 2024 tentang pajak
daerah dan retribusi daerah

MO, = T Seri :
Tahun Anggaran Tarif Pembayaran I
Rprersrreerens Tunai/Non

Tunal

[terbilang )

- Penggung sea lemnpdl cdghrags hanes mengambd polongan kandis riimbuesd ini
Karcis ini berlaky uniuk saiu kali masuk/omng

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBLUH
E DINAS PARIWISATA PEMUDA DAM OLAHRAGA

RETRIBLUSI TANDA H
LAPANGAMN TEMNIS

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMEUH
E DIMAS PARISATA PEMUDA DAN OLAHRAGS,

RETRIBUSI TAMNDA MASUK LAPANGAN TEMIS

Berdasarkan Perda Kota Payakumbub Mo, 1 Tahun 2024 fantang
Pajak Daerah dan Retribusi Dagnah

Tanggal 4 Januari 2024
Rp e ot s g

! lam ;

Terbilang (- rsrrrrremrrrsrrremnsreae ] sard - Rp. seesmseessnnannannans

| Mo *

[ Jam Terbilang( s sossesvesanssasins

Sen

Mo,

; FEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
4 CINAS PARNNISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

TRIBUSI TANDA MASLIK
TEMPAT REKREASI NGALAL INDAH

HARI LIBUR

le R T T
Terh”ang {-u-...uuu...“...“...u.uu.u.u.-]

Ser :
Ma.

Kebersnps
kearzis wa merinkog vtk | {saio) knli masukd omng

PEMERINTAH KOTA PAYAKLIMEUH
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

RETRIBUSI TANDA MASUK
TEMPAT REKREASI NGALAU INDAH

HARI LIBUR

Berdasarkan Perda Kofa Payakembuh Mo, 1 Tahun 2024 tenang Pojak
Daarah dan Retrbusi Daerah

Tanggai 4 Januar 2024
Seri Hp_ ..................... -
No :
Terbllangy - srvesravoarma )
Kntarangan !

- arcs ini bedaky ek §Osata) Kb msuky grang




PEMERINTAH KOTA PATAKLMBUH
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGS

RETRIE K
TEMPAT REKREAS| NGALAU INDAH

HARI BIASA

Terbllang (s -rsrrerrrrmrmimrarmn. )

Seri ;
M,

Haterangan :
karcis ing Berlaku unigk | (sagu) als mpso arang

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

RETRIBUSI TANDA MASLIK
TEMPAT REKREASI NGALAU INDAH

HARI BIASA

Berdasarkan Perda Kota Payakumbuh Mo, 1 Tahun 2024 tentang Pajak
Diaerah dan Retribusi Cesrah
Tanggal 4 Januan 2024

Serl: ﬁp_ ..................... i
[ e

TErhiIangi .....................
Heterangan ;

karis ina berlaon eetuk 1 {saba) kali masuk! onmg

PEMERINTAH HOTA PAYAKLUMELUH
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

RETRIBUS| TANDA MASLIK
TEMPAT REKREASI AMPANGAN

HARI LIBUR

Hp_ GRS AEE R RS AP BAE BAR
TEI'hi|E|'|g|: ................................. }

Ser ;
Mo,

Keferangan :
ke i bedaku onhik 1 (ap0a) kali skl amng

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBLUH
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

RETRIBUSI TANDA MASUK |
TEMPAT REKREAS]I AMPANGAN

HARI LIBUR

Berdzsarkan Ferde Hoia Payakumbuh Moo 1 Tahun 2024 teriang Pajak
Daerah dan Relibesi Daerab

Tanggal 4 Januan 2024
| Seri: Rp. rererereeraessenes b
Mo
Terbilang{+:«sw=ereremrereeen )
| Keterangan i

keare Inl berlaku unndke | (pan) kel mosukd nrang

FEMERINTAH HOTA PAYAKUMBEUH
DIMAS FARIWISATA PEMUDA DAN DLAHRAGA

g

RETRIBUSI TANDA MASUK
MPAT REKREAS| AMPANGAN

HARI BIASA

Berdasarkan Parda Koka Payakumbub e 1 Tabun 2024 lentang

Pa|ak Daarah den Refrbusi Oaerah
Tanggal 4 Januan 2024

(A RESEESE LRSI,

Rp.
Terbiiang { ................................. )

Seri ;-
Ma,

Keberangan
kargis i borlain waboi 1 (et Kl sk’ ormns

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

RETRIBUSI TANDA MASUK
TEMFAT REKREAS] AMPANGAN

HARI BIASA

Bierdasarkan Parda Keta Payshamiouh Mo, 1 Tahun 2024 featang Pajak Daerah dan
Retrbbusi Daerah
Tanggal 4 Januari 3024

SEpE - R p --------------------- 2
No :

TEI!'bi]EI!"lgI: .....................
Eeterangan -

karziz eni herlako urduk | st kaly msesk! orang




! PEMERINTAH KOTA PAYAKLIMBUH

DIMAS PARTWISATA , PEMUDA DAN OLAHRAGA

RETRIBUSI TEMPAT OLAHRAGA,
[LAPANGAN PAYAKUMBUH BUGAR PADANG
KADUDLAK]

SERE: M.
TARIF 1 Rpeesseraseasn

{ terbilang]

Ferda Mo, I Tahun 2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang
pajak daerah dan retribusi daerah

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DIMAS PARIWISATA , PEMUDA DAN OLAHRAGA

KARCIS
RETRIBUSI TEMPAT OLAHRAGA
(LAPANGAN PAYAKUMELUH BUGAR PADANG KADUDUAK)
Perda No, 1 Tahun 2024 tanggal 4 Janueari 2024 tentang pajak daerah
dan retribusl daerah

No. — _ Seri:
Tahun Anggaran Tarif Pembayaran
Rpressesmnn TunaifNon

Tunal

(terbilang ) o

= Pesgama jash gt elahiaga hivus mengambil gosongan KAICIE reinBes ini
- Karcis o beglaku unluk satu kali masukiormg

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMELUH
DIMAS PARNNISATA , PERAUDA DAN OLAHRAGA

I
|

RETRIBUS| TEMPAT OLAHRAGA
[LAPANGAN KAPTEN TANTAWI)

SERl: WNo.
TMIF H “p rRSEEA Ra T
{ terbllang)

Parda Mo, 1 Tabun 2022 tanggal 4 lanuwarn 2024 tentang
pajak daerah dan retribusi daerah

Pengouny josa empal olshrega herus mengasbil polongan Kands
resribsi ini
- Bandiy o berliki uiibek by kal iEsukoismng

PEMERINTAH KOTA PAYAKURMBUH
DINAS PARIWISATA , PEMUDA DAN OLAHRAGA

KARCIS
RETRIBUSI TEMPAT OLAHRAGA
IMPAH’EAH KAPTEMN TANT.MH“
Perda Mo, 1 Tahun 2024 tanggal 4 Januari 2024 tentang pajak daerah

dan retribusi daerah
Ma.

seri:
| Tahun Anggaran Tarif Pembayaran
Rypessseesweass Tunaif/Nan
| Tunal
I !
(terbilang }

- Petppita jasn reipat alahragn henis mengemhil potoegan karcis retsibuss ini
Karcis um beclaku uniuk satu kali masukoiorass

7 |




LAMPIRAN LI1

PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH,

NOMOR.... TAHUN....

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

FORMAT PERJANJIAN KERJASAMA UNTUK PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAH RAGA

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

DAN LG
PIHAK ke 3

NOMOR: e
HGHUR:IH‘I"l'II lllllllllllll

TENTANG

KERJA SAMA PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA,
DAN OLAH RAGA

Pada han mm ..., tanggal ........ , bulan ... . tahun dua ribu dua puluh empat,
bertempat di

. , yang bertandatangan di bawah ini:

1. NAMA GELAR., selaku JABATAN, dalam hal im bertindak untuk dan atas nama
PEMERINTAH KOTA ... |, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: ... tanggal 2024
tentang Penunjukkan dan Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perjanjian

Kerja Sama, berkedudukan di selanjuinya disebut PIHAK
PERTAMA,

2. NAMA GELAR., sclaku JABATAN, dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama... , berdasarkan Surat Kuasa Nomor: tanggal

..... 2024 tentang Penunjukkan dan Pendelegasian Wewenang Penandatanganan
Perjanjian Kerja Sama, berkedudukan di ...oeeerveeennns , selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA,

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama discbut
PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu
menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah penvelenggara pemerintahan dacrah di
lingkungan Pemerintah Kota .. yvang mewakili Pemerintah Daerah Kota,

b. bahwa PIHAK KEDUA adalah ..o
Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagal benkut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sehagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tenlang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

I s



2,  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

4. Peraturan Pemenintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak

Daerah dan Retribusi Dacrah; dan

Peraturan Mentenn Dalam Negenn Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

on

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan
masing- masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk Perjanjian Kerja Sama
tentang Kerja Sama Pemungutan RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA,
DAN OLAH RAG dengan ketentuan sebagal berikut:

BAR I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama yang dimaksud dengan:

1. Retribusi Daerah vang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberia izin tertentu yvang khususnya
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan
orang pribadi atau badan

2. RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAH RAGA MERUPAKAN
TEMPAT PELAYANAN REKREASI , pariwisata, dan olahraga yang disediakan,
dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah,

BAE II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam
rangka kerja sama Pemungutan RETRIBUSI PELAYANAN PENYEDIAAN TEPAT
KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT
KEGIATAN USAHA LAINNYA.

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan, mengoordinasikan dan
menyinergikan PARA PIHAK dalam rangksa pengelolaan RETRIBUSI PELAYANAN
PENYEDIAAN TEPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN,
DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA vang akan berdampak langsung
pada peningkatan pendapatan daerah,

BAEB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, adalah Pemungutan RETRIBUSI
PELAYANAN PENYEDIAAN TEPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR,
PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA.

.



BAB IV
PELAKSANAAN
Pelaksanaan kegiatan sebagal tindak lanjut Perjanjian Kerja S8ama mempedomani
kewenangan masing-masing Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB V
HAE DAN EEWAJIBAN
Pasal 5
KEWAJIBAN HAK
PIHAK
PERTAMA
(Kota
Payakum
buh)
PIHAK
KEDUA
(pihak ke 3)
BAE VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 6

(1] PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan
Perjanjian Kerja 3ama imi secara berkala ..., :

(2] Teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan
kesepakatan PARA PTHAK

BAB VII
BIAYA
Pasal 7

Biava dalam pelaksansan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran
PARA PIHAK sccara proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB VIII
KERAHASIAAN
Pasal 8

(1} PARA PIHAK wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau
informasi yang diperoleh sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai
dengan peraturan perundang undangan, .

(2) Dalam hal salah satu PIHAK akan memberikan data dan/atau infnrr_nas{
sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini kepada pihak lain di
luar PARA PIHAK, harus mendapat persetujuan dari PARA PIHAK.

(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikecualikan
dalam situasi sebagai berikut:

a. Data dan/atau Informasi tersebut yang saat ini atau sewaktu-waktu di
kemudian hari, dapat menjadi atau tersedia untuk masyarakat umum,; dan

7\




(4)

(1)

(=)

(3)

(1)

(2]

(3}

b. Data danjatau Informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka melalui
perintah  Pengadilan dan/atau untuk kepentingan penyidikan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

PARA PIHAK menjamin untuk menyimpan asli maupun fotokopi dan

dokumen/surat yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dalam bentuk

apapun dan senantiasa menjaga kerahasiaannya selama dan sesudah
berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.

BAB IX
KEADAAN KAHAR
Pasal 9

Dalam hal terjadi Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini,
salah satu PIHAK harus memberitahukan kepada PIHAK lain secara tertulis
paling lambat 30 [tiga puluh) har kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar
dengan melampirkan pernyataan tertulis dari Pemerintah dan/atau Pemerintah
Daerah setempat untuk dipertimbangkan oleh PIHAK lainnya.

Jika batas waktu pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
terlampaui, PIHAK lainnya berhak menoclak pengajuan Keadaan Kahar
tersebut,

PIHAK vang mengalam: Keadaan Kahar harus melaksanakan kembali
kewajiban sesuai Perjanjian Kerja Sama ini setelah Keadaan Kahar terscbut
berakhir.

BAB X
KORESPONDENSI
Pasal 10

Setiap pemberitahuan, surat menyurat, dan sebagainya sehubungan dengan
pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini (selanjutnya disebut"Pemberitahuan”)
harus dilakukan secara tertulis dan elektronik disampaikan dengan cara:

i. diantar langsung;

. pos tercatat;

k. email; dan/atau

l. media elektronik.

Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan ke alamat
tersebut di bawah in:

a. PIHAK PERTAMA:

Jalam o
Telp: ...

Dalam hal terjadi perubahan alamat, nomor telepon, cmail, PIHAK yang

mengalami perubahan dimaksud wajib memberitahukan kepada PIHAK
lainnya dalam waktu paling lambat 2 (dua) harl kerja setelah adanya

perubahan dimaksud.



BAB XI
KETENTUAN LAIN
Bagian Kesatu
Adendum
FPasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian
oleh PARA PIHAK, dalam suatu Adendum vwvang merupakan bagian tidak
terpisahkan darn Perjanjian Kerja Sama ini.

Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran
Pasal 12

Apabila di kemudian harn terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan
Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah
untuk mufakat.

Bagian Ketiga
Masa Berlakn
Pasal 13

(1) Perjanjian Kerja Sama ini mengikuti masa berlak Nota Kesepahaman selama 5
{lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

(2} Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA
PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga)
bulan sebelum berakhirnya masa berlakunyva.

(3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhin sebelum masa berlaku sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhiri
Perjanjian Kerja Bama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK
lainnva paling lambat 3 {tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.

(4} Perjanjian Kerja Sama im dapat berakhir atau batal dengan sendinnya apabila
ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang
tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

EAEB XII
KETENTUAN TAMBAHAN
Pa=al 14

PARA PIHAK sepskat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat diubah,
ditambah, dan/atau dikurangi tanpa persetujuan tertulis terlebih dahuiu dari PARA
PIHAK;

Pasal 15

(1) Lampiran-lampiran, Surat-surat dan dokumen-dokumen lain  yang
berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan satu kesatuan
vang tidak dapat dipisahkan.

(2] Dalam hal terdapat ketentuan pada Perjanjian Kerja Sama ini yang menjadi
tidak berlaku karena suamn  peraturan  perundang-undangan maka
ketidakberlakuan keteniuan tersebut tidak mengakibatkan batalnya seluruh isi
Perjanjian Kerja Sama.

ARt



(3} Untuk menpgubah ketentuan yang tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada
ayat (2}, maka PARA PIHAK berdasarkan kesepalatan akan menuangkan
dalam adendum dan menjadi bagian vang tidak terpisahkan dari Perjanjian
Kerja SBama ini.

BAB XIII
PENUTUP
Pasal 16

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan,
tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama, dalam
rangkap 4 (empat) asli, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan
hukum yvang sama, setelah ditandatangam oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA

AL



LAMPIRAN LIII
PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH,
NOMOR. 2 TAHUN, 2023

TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

FORMAT SURAT TEGURAN UNTUK RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA,
DAN OLAH RAGA

EOPF DINAS
Nomor : Eepada ¥ith
Lampiran
Hal

Menurut pembukuan kami per tanggal Surat Teguran ini, Saudara masih mempunyal tunggalean
Retribusi lempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga

sebagai berikut:
| JUMLAH
EETETAPAN TUNGOAKAN
TAHUN | NOMOR | TANGGAL PERIODE
RETRIBUS]
JUMLAH
TEREILANG:

Keterangan: Jumlab Tunggakan belum termasuk denda keterlambatan sebesar 1% per bulan

Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan teracbut di atas, diminta agar Saudars

segera melaporkan kepada kami dengan membawa bulkti asli penyetoran retribusi daerah.
Payvakumbuh, ..

Kepala




LAMPIRAN LIV

PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH,

NOMOR. (2 TAHUN. 2525

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

FORMAT STRD UNTUK RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAH
RAGA

FORMAT SURAT TAGIHAN RETRIBUS! DAERAH (STRD)

SURAT TAGIHAM RETRIBUSI DAERAH [STRD)
Bt i R R e
Mama

Alamat

Pericde Retribusi
Tgl.Jatuh Tempo

Berdasarkan Peraturan Dacrah Bota Payakumbuh Mo, | tahen 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah teloh dilakukan penslitian ‘pemeriksaan atau keterangen lain atas pelaksanaan kewajiban,

Kode Rekening
MWama Retribusi

Sesuai hasil penclitian fpemeriksaan atan ketcrangen lain terschut dietas,penghitungan jumlah yang
harus dibayvar adalah sebaga berikul

I. Retribusi kurang bayar
2. Sanksi Administrasi
i. Denda

4. Jumlah vang masih harus dibayar @ Rp.

DDEEEA BUTHE . .o e i cepaananh dd e bl dabi T kb ie 6w A
PERHATIAN
Harap penyetoran dilakukan ke bank tujuan................ . dengan omor rekening. ... akias
R B v e o i ks paling lambat 10 { sepuluh ) hari kerja scjak STRD imi ditenim,

ay



LAMPIRAN LV

PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH,

NOMOR.&. TAHUN.. 2825

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

FORMAT FORMULIR PENDAFTARAN RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI HASIL
USAHA PEMERINTAH DAERAH

KOP DINAS

SURAT PENDAFTARAN OB.JEK RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI HASIL USAHA
PEMERINTAH DAERAH

1. Data WAJIB RETRIBUSI:
Mama Wajib Retribusi e T S R
"Iﬂ. NIE/NIB b o R R eI e Tt R M L I e e A A
11, Alamat ik Ak A A e e A SN b
12. Kelurahan L e e e S P R b i e e s
13. Kecamafan S ———
14. Kota'Kab -
15. Nomor TeleponHP/Faks :
16. Email
Dengan menyadar sagenuhn}ra akan sﬂgala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai
dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa
yang telah saya ben tahukan di atas, beserta lampiran-lampirannya adalah benar dan

lengkap.
Payakumbul, ....ccoommmnmomrmmanins
Petugas Menerima, Wajib Retribusi,
.................................................... MNama Jelas/Tanda tangan
NIP
. = ﬁf ALT A PAYAKUMBUH,
| PARAF KOORDINASI |
| Jabaizn Paraf Tanggal
W [ —%—w.0-uw { ZULMAETA
2 el | L- '_E-f-ﬂ |
Bbida S 3 =
_Hqgshtm | ,J.'?_—E'_ﬂ;i
: s | 71

|
i
kawd Pirl |




LAMPIRAN LVI

PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH,
NOMOR G TAHUN. 202

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

BLANKO SKRED UNTUK RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKS] HASIL USAHA
PEMERINTAH DAERAH

FEMERINTAH KOTA SURAT KETETAPAN RETRIBUSI MNOMOR
PAYAKUMBUH DAERAH SERI
[Nama SKFDY [SKRED)
JANGEA WAKTU RETRIBUSI @

JENIS RETRIBLISI

DBJEK PELAYANAN RETRIBUSI

NPWRD
— WAJIB RETRIBUSL

ALAMAT i

ORBJEK RETRIBUEI
—_JATUN TEMPO PEMBAYARAN -

N REKENING URAIAN PERHITUNGAN TARIF JUMLAH
1
2 dat
Dengan Huruf :
PERHATIAN ! _ _ -
1. Harap penyelonan alikan melalnl Bendabara pengrima Satuan Kerja Perangkat
Daerah Pemilias s menzEunakan Surat Seloran Re ihusi Dacrah (SSED)
2. Apahila SKE i Ay ah tameenl fiiuh twempo dikenakan sanksi
ini fial 24 bulan.,
an Tanggal Terbit
AN EERJA PERANGHEAT
NIP

Lembar ke 1 - untuk Wajib Retribusi
Lembarke 2 untuk Bidang,/Sub Bidang Pemungut Retribusi
Lembarke 3 untuk Bendahara Penerima
Lembar ke 4 untuk PPK SKPD
Lembar ke 5 | untuk Badan Keuangan




LAMPIRAN LVII

PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH,

NOMOR o TAHUN. 2025
TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH

DAN REETRIBUSI DAERAH

FORMAT S5RED UNTUK RETRIBUSI PENJUALAN PRODURS] HASIL UUSAHA

PEMERINTAH DAERAH

PEMERINTAH KOTA SURAT SETORAN RETRIBUSI NOMOR
PAYARUMBUH DABERAH SERI
! (Nama SKPL) [S=RD)
JANGEA WAETUD EETEIRUSE !

JENIS RETRIBLSI

OBJEK PELAYANAN EETEIBUSL
~ NPFWERD

WAJIE RETRIBUSI E -

ALAMAT

ORJEK RETRIBLISI

JATUH TEMPO PEMBAYAAN :

] REEENING URAIAN FERHITUNGAN TARIF JUMLAH
1
12 dst =
f:l:n,g;a.n Huruf :
FEEHATIAN :
1. Harap penyetabal sibsatuan Kerja Peranghkat Dacrah |
Pemungut Retriby 18] Daerah [S3RD) |
2. Apabila SKED tempo  dikenakan sanksi |
Administrasi ek mal 24 bulan,
Tanggal Terbit
TUAN HERJA PERANGHAT
Lembar ke | - untuk Wajib Retribusi
Lemharke 2 untuk Bidang/Sub Bidang Pemunput Retribus:
Lembarke 3 2 untulk Bendahara Penerima
Lembar ke 4 unuk FPK SKTD
| Lembar ke 5 : unmik Badan Keuangsn .




LAMPIERAN LVII

PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH,

NOMORSE TAHUN. 202C

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

FORMAT FORMULIR PENDAFTARAN RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH
YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI
ORGANISASI PERANGEAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH
DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KOP DINAS

SURAT PENDAFTARAN RETRIBUS| PEMANFAATAN ASET
MOMIOT i cisinunisiannai s s rad s a s

|. Data WAJIB RETRIBUSI:
1. Nama Wajib Retribusi  : ..
2. NIK/NIB
| PSRRI | 1 et KodePos ...iiiciiivenss
Kecamatan Y T o e R T P R T o e s r A L T T
Eab Al =000 i o e T T e T s e e
Hnmnrll:lﬂpmHF'.l’l'alc:-l ...................................................................................

B e e v b o i b e

Il. Data Objek Retribusi -

9 Ch o b

Objek Retribusi

2. Klasifikasi B et e R e B e e e
3. Alamar B s g s e i s B )

BT i - - e Bt P it i
4.  Kelurmhan B e L e e e B e e e e
5.  Kecamatan . S S« S .
6. KotaKah R

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan
Perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beri tahukan di atas,
beseria lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap.

Payakombah, ..o,
Petngas Penerima;——— Wajib Retribusi,
PARAF KDORDINAS' ............... Mama Jelas/Tanda tangan
JanEtan
i By ;/f f TI'EE-:‘_ _| "FI.MJK UMBUH,
£ '%q_gm ! ; s -ay

‘/ ,’ ZULMAETA



LAMPIRAN LIX

PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH,

NOMOR  TAHUN. 2615

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

BLANKQ SERD UNTUK RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK
MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI
PERANGEAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK
MENGUBAH STATUS KEPEMILIEAN SESUAI DENGAN EETENTUAN PERATURAN
PEEUNDANG-UNDANGAN

FEMERINTALL KOTA SURAT KETETAPAN RETRIBUSI NOMOER
PAYARLUMBLH DAEEAH SRl
(Nama SKPD) (BERD)
JANGEA WAKTL RETRIBLSI :
JENIS RETRIBUSI o
| OBJEK PELAYANAN RETRIBUSI
NEWERD
WaAJIB RETRIBLIEI
| ALAMAT
OBEJEK EETRIBUSI
JATUH TEMPO PEMBAYARAN :
| NO |  REKENING UHALAN PERHITUNGAN TARIF JUMLAH
1
2 st
drninistratif
Dengan Huraf
PERHATIAN ; - = : — ? Byt
3. Harap peryveoan e penerime Satuan Kerja Peranghat
Iraerah Pem i _ Hetribusi Dasrah [3S3RED)

4. Apabila SKE i tidalke : aluh tempo  dikenalkan =sanksi

tlan Tanggal Terbit
{ EERJA PERANGEAT
DAERAH

NAMA .
NIP |

Lembar ke 1 untuk Wogib Hetribusi

Lembuor ke @ untuk Bidang/Sub Bidang Pemungul Refrilnizi
[embar ke 3 ! untuk Bendehara Penerima

Lembar ke 4 untuk PPE SEPD

Lembar ke 5 ¢ untuk Badan Keuangan




LAMPIRAN LX
PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH,

NOMOR.& TAHUN.. 2025

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

BLANKO S5ED UNTUK RETRIBUS] PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK
MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISAS]
PERANGEAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK
MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

BENTUK SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH

PEMEEREINTAH KOTA SURAT SETORAN RETRIBUSI NOMOR
PAYAKLUMBUH DAERAH SEEL
{Nama SKPD) [SERD)
 JANGEA WAKTU RETRIBUSI ;
JENIS RETRIBUSI : :
OBJEK PELAYANAN RETRIBUSI
NEWRD P —
WaJlB RETRIBUSI
ALAMAT
| OBJEK RETRIBUSI —
JATUH TEMPO PEMBAYAEAN 2
: MO EEKENING LIRALAN PERHITUNGAN TARIF JUMLAH
1
2 st
% af i
g4
- etribusi
-‘I:. ‘T - i rrEnI--E
=
Dengan Huraf : s T
PERHATIAN avy : .
1. Harap pen Tl _ i Satuan Kerju Perangkat |
Daerah Retribusi Daerah (S3RD)|
2, Apabila B al tempo dikenakan sankai
Administ gar 1 24 taxlan.
-l_‘ Hn."'.l'.
Tanggal Terbit
AN HERJA PERANGEAT
DASRAH
HAMA
MNIP
Lembar ke 1 : untuk Wajib Retribusi
Lembar ke 2 : untuk Bidang/Sub Bidang Pemungut Retribusi
Lembar ke 3 ; untulk Bendahars Penerima
Lembar ke 4 untiik PPE SKPD
_ ;I_:q_mhu: ke 5 untuk Badan K:uanggg




LAMPIRAN LXI

PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH,

NOMOR. . TAHUN. Zo24

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUS]I DAERAH

BLANKO STRD UNTUK RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK
MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSEI ORGANISASI
PERANGEKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK
MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUA]I DENGAN KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

FORMAT SURAT TAGIHAM RETRIBUSI DAERAH (STRD)

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH [STRD)

Wama

Alamat

Perinde Retribusi
Tzl Jatuh Tempo

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Mo, 1 tahun 20624 wenmang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah telah dilakukan penelitian /pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban;

Kode Rekening
Mama Retribusi

Sesuai hasil penclitian /pemeriksaan atou keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang
harus dibayar adalah sebagal berikut |

. Retribusi kurang bayar

2. Hanksi Administras

3. Denda

4, Jumlah yang masih harus dibayar : Rp.

Pengan bhuraf .. oooooiiiani

PERHATIAN
Harap penyetoran dilakukan ke bank tsjuan.................. dengan nomer rekening............ oty
MAMM. . ...oveesoes . paling lambat 10 ( sepulubh ) hard kerja sejiak STRIY ini diterima.

Tempat , langgal
KEFALA OFPLD | iviiviimmmmmmenaiaaaaa




LAMPIRAN LXII

PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH,
NOMOR.& TAHUN., 2026

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH

DAN RETRIBUSI DAERAH

BENTUK DAN ISI SKRD ATAU DOKUMEN LAIN YANG DIPERSAMAKAN UNTUK
RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

PEMERINTAH KOTA SURAT KETETAPAN RETRIBUSI NOMOR
PAYAKUMBUH DAERAM SERI
(Mama SKFD| [SKRD)
q JANGKA WAKTU RETRIBUSI :

JENIS RETRIBUS]

OBJEK PELAYANAN RETRIGUS

NPWERD

WAJIR RETRIBUSI

ALAMAT

ORJEK RETRIBUSI

JATUH TEMPO PEMBAYARAN : —=
NO REKENING URAIAN FERHITUNGAN TARIF JUMLAH

3, Harap penvElora ' ' idabare peferimu Satuan Kerja Perangkat
Mt | [iaragl Retribusi Daerah (SSEDY

1 jatuh tempo dikenakan  sanksi

] 1=l 24 bulan.

I'dan Tangzal Terbit

TAN KERJA PERANGEAT
DAERAH
NAMA
: HIF
Lembar ke 1 untuk Wajib Retribusi
Lembar ke 2 untuk Bidang/Sub Bidang Pemunguat Retribuai
Lembar ke 3 ¢ untuk Bendahara Penerima
Lembar ke 4 untuk PPK SKPLD
| Lembar ke 5 untuk Badan Keuangan



LAMPIRAN LXIII

PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH,

NOMOR & TAHUN. 2025

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

FORMAT BUKTI PENERIMAAN SURAT KEBERATAN

KOP DINAS Format 1

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Mamia g NIK
Alamat : Bulan
Jenmis Retribusi : Tahun

Jenis Permohonan -

| PARAF KOORDINASI i s,
| Jabatan | Parat | Tanggel
| J%'.. I AJ: : ;ﬂ;ff {'(ELTLMFLETH.
< - . | .
ERLCL forr U |
c faghom E-3-21
s woby | L
5 Celof7t—

7 Fubiel Ripin 'f_



LAMPIRAN LXIV

PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH, NOMOR. &
TAHUN. zoTs

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMIN.JAMAN DOKUMEN RETRIBUSI

Format 2
KOF DINAS

Nomor : Payakumbuh, .........co0neen.
Sifat ; Segera Kepada Yth :
Lampiran ; 3 (tiga) lembar PR
Perihal . Panggilan Dalam ﬁPWHE .

Rangka i

Pemeriksaan ol

Retribusi kelurahan

Eccamatan....,

Sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan retribusi (Surat Perintah
terlampir) :

Nama

NPWPR

Alamat Usaha
Bulan & Tahun
Tujuan Pemenksaan

Kriteria
Pemeriksaan
Untuk kelancaran jalannya pemeriksaan, diharapkan

Bapak/Tbu/Saudara datang ke kantor kami dengan membawa dan
meminjamkan buku, catatan, dekumen pendukung dan data informasi berupa
hardcopy dan softcopy sebagaimana terlampir (buku, catatan, dokumen dan data
informasi  hardcopy dan softcopy) tersebut akan dikembalikan setelah
pemeriksaan  sclesal  dilaksanakan). Memberitahukan sepenuhnya serta
memberikan keterangan vang diperlukan pada :

Harif Tanggal :

Tempat 4

Waktu :

Demikian untuk menjadi perhatian, dan atas kerjasamanya diucapkan
terima kasih.

| 4 i I 3 Is-7-
[ E.hﬁ_ o

| PARAF KOORDINASI Kepala
Jabatan ; Paral Tanogal i
i -_.:=I=|-—-—'——-|;iFr+q,,- | A
2 %" - E_:-_t,‘..a-‘i--f ' y
1 BSjHe | 7 6.5 10 ALl MBUH,

..:““"11..»-'-11”

- A' (?EULMAETA
?. kabid Pdpla _\i




LAMPIRAN LXV

PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH, NOMOR. &
TAHUN..ZoLS

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

FORMAT DAFTAR BUKU, CATATAN, DOKUMEN YANG WAJIB DIPINJAMEAN
DALAM RANGEKA PEMERIKSAAN

Lampiran Surat Hﬁpala ........................................ Format 3
Nomor ;

Tanggal :

Perihal : Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan

DAFTAR BUKU, CATATAN, DOKUMEN YANG WAJIB DIPINJAMKAN
DALAM RANGKA PEMERIKSAAN

Mama
NPWPR
Alamat

No | Jenis/ Nama Buku, Catatan dan Dokumen Keterangan

1. | Profil perusahasn yang memuat Akta
Pendirian, Izin Usaha, Struktur Organisasi,
Standar Operation System, serta Job
Discription untuk setiap unit atau bagian |
beserta nama dan jabatan karyawan i

2. | Rekapitulasi penenmaan per har dan pcr -
bulan

Laporan hatian pendapatan pererimaan -

o

Softcopy data elektronik laporan -
peEnerimaan

o

n

MNeraca =

Laporan Laba Rugi -

Buknu Besar - :

Laporan Arus Kas -

© lo0 |~

Mutasi bank atau rekening koran -

Laporan Audit Internal Perusahaan atan -
Laporan Audit Kantor Akuntan Publik
{dalam hal perusahaan berbentuk Thk]

=

PARAF KOORDINASI

Jabaian Paraf Tanggal ﬂ MY oo
|

-l-- fd | P | =

,Engi

‘/H ZULMAETA

jtah:l Ppha v




LAMPIRAN LXVI

PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH, NOMOR..§
TAHUN.. 2025

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENELITIAN LAPANGAN

Format 4
KOP DINAS
Nomor
Sifat
Lampiran:
Hal :  Burat Pemberitahuan Penelitian Lapangan
Kepada Yth, ...oooooiiinnnt
Di
Sehubungan dengan surat Saudara tanggal ... NOMOT  vovvervens hal
................... yvang pada intinva Saudara keberatan atas .......... Nomor ...
tanggal dengan ini diberitahukan akan dilakukan penelitian lapangan pada :
Han i i S e R B LT R R e
DHOREE ot e e e o AR SRS SR
LOKASE = eeiisnisimssi s s s s s s s

Demi kelancaran jalannya penelitian lapangan, diminta bantuan Saudara atau
kuasanva untuk mendampingi Tim Peneliti Keberatan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima
kasih.

Ketua Tim Pemeriksa,

| PARAF KOORDINAS! |

| Jabatan | Paraf T.p.nggal—(
BT - 2] rar|
|2 X : & -‘f'-j
i | (-1 |
|r‘ = it fy: IE‘ - ":5_ _ :
T OCNES

|7 Kebid Frapte |




LAMPIRAN LXVII

PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH, NOMOR,.&
TAHUN.. 2015

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

FORMAT LAPORAN HASIL PENELITIAN LAPANGAN

KOP DINAS Format 5

Nomor

Sifat :

Lampiran:

Hal ; Surat Laporan Hasil Penelitian Lapangan

Kepada Yith. ...
D

.......................................

Sehubungan dengan surat Pembentahuan Hasil Penelitian Keberatan Nomor

. tanggal ... dengan ini saya:
MNama R SR 1 N A 8 RSB e o 56 N A8 i
NPWPRE L N R S R —
NIK B e L S St Yo PP BT
Alamat e S e e L e

dalam hal ini bertindak sebagai:

|| Wajib Retribusi | | Kuasa Wajib Retribusi
dari Wajib Retribus: :

MNama e o e B e D s T
NIK e e e S A B 4 S 8 A 8 A AL B B
Alamat 4

dengan ini memberikan fanggapan atas hasil peneliian keberatan kami dengan
uraian scbagai benkut:

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan lerima
kasih.

Ketua Tim Pemeriksa,

PARAF KOORDINASI

labutan - Se—

1 \e- -5 | F}T-ar
9%’7\, i (G~ ¥~

E ST €~ -2r |
RO ?{ ey |
4

[<Eueker |71
ipeere] 4

-




LAMPIRAN LXVIIT

PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH, NOMOR.. 6
TAHUN.. koS

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

FORMAT LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN KEBERATAN

Format B

Nomor : Kepada
Sifat : Yth. Kepala Badan .....
Lampiran :
Perihal . Laporan Hasil di-

Penelitian Keberatan Payakumbuh

Sehubungan dengan Surat Pemberitahuan Hasil Penelitian Keberatan

INOEIERE - cocv v e o Jdangmal e , dengan ini saya :
Nama
NIK
Alamat
Dalam hal ini bertindak selalou ;

Wajib Retribusi ] Kuasa Wajib Retribusi
Dari Wajib Retribusi :
Mama -
NIK
Alamat

Dengan ini membernkan tanggapan atas hasil penelitian keberatan kami dengan
uraian sebagai berikut :

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama diucapkan terima
kasih.
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LAMPIRAN LXIX

PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH,
NOMOR.GTAHUN. 2o 2§

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH

DAN RETRIBUSI DAERAH

FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN RETRIBUSI

KOF WALI KOTA Format 7

KEPUTUSAN WALI KOTA......... ol
NOMOR :

TENTANG

KEBERATAN WAJIB RETRIBUSI ATAS NAMA " .........cccovrrnnnnn,

Menimbang

Menginpat

WALI KOTA..........co0enyy

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal......
Peraturan Dacrah Kota............. Nomor.......
Tahun............ tentang ....., terhadap Surat Keberatan
Wanb Retribusi atas nama............ o NOMOE 2.
tanggal................., atas Ketetapan Retribusi Nomor :
crarepiis  TERERAL » perlu menetapkan Keputusan
Wali Kota tentang EKeberatan Wajib Retribusi atas

l. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1933 Tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3262}, sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan undang
undang nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengpanti Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat
Atas Undang-Undang Nomaor & Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan  Tata Cara Perpajakan
Menjadi Undang-Undang  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia Tahun 2009 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNomor 4999);

2, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintehan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67357);

AW/




3. Peraturan Dacrah Kota Payakumbuh Nomor |
Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi
Daerah(Lembaran Daerah Kota Pavakumbuh Tahun
2024 Nomor 1, Tambahan lembaran daerah Kota
Pavakumbuh Tahun 2023 Nomor 63);

Memperhatikan @ Laporan Akhir Hasil Penelitian oleh Tim Peneliti
Keberatan Nomor ; ........... tanggal.....ooverireees

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU : Mengabulkan seluruhnya / mengabulkan sebagian/
menolak /menambah besarnya retribusi terhutang
keberatan Wanlh  Retribusi  atas  nama..
sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keheratan
IROEROT i e e b g
KEDUA : Mempertahankan jumlah Reiribusi yang masih harus
dibayar sebagaimana vang ditetapkan dalam ketetapan
Retribusi Nomor ............... tanggal ...........
Atas Nama WR @ .o
NPWPR - NP
Alamat L e e et
KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
Keputusan ini, akan dilakukan pembetulan sesuai
peraturan perundangundangan.
KEEMPAT :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan i aniaiainaiio..
pada tanggal ...
WALI KOTA PAYAKUMBUH,
Tembusan Kepada Yth:
1. Inspektur Inspektorat Daerah Kota......odi *
2. Kepala Badan Keuangan Daerah........... ¢ | TS e ;
13 WajtbPajak atas nama. - [..........untuk diketahuwi
|PARAF K gl | :

| Jahoran | Paral langoal fum
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LAMPIRAN LXX
PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH,

NOMOR4& TAHUN. 2625

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

BENTUK FORMULIR PERMOHONAN PEMBERIAN INSENTIF FISKAL OLEH WAJIB
PAJAK DAN/ATAU WAJIE RETRIBUSI

KO DINAS
Nomor Pavakumbuh, ....coovviiiinnns
Lampiran R
Perihal Permohonan
msentf hskal......
Yth...

Sehubungan dengan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah No, |
Tahun 2024 Pasal 138 ayat 3, dengan ini kami mengajukan permohonan Insentif
Fiskal atas ketetapan Pajak/ Retribusi berdasarkan nomo surat ..., Tanggal ...
schesar Rp. ......vcve. (terbilang ...... }, sesuai dengan hasil pemeriksaan yvang telah
ditetapkan oleh OPD.

Demikian untuk disampaikan untuk mendapatkan keputusan.

BLUH,

fNALl
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LAMPIRAN LXXI

PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH,
NOMORS TAHUN., 2ot

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN DAN PENELITIAN TERHADAP
PERMOHONAN PEMBERIAN INSENTIF FISKAL PAJAK

FORMAT BERITA ACARA KEHADIRAN
KOF DINAS

BERITA ACARA KEHADIRAN WAJIE PAJAK

NO NAMA 1 NIP I PE.WGFL&T;GDLDNG&N  JABATAN

Sesuai dengan Surat Tugas Nomor............. danggal Jtelah  melakukan
penelitian keberatan terhadap Wﬂjlb Pajak :

Nama 3

NPWFPD/NOPD

Atas

Jenis Ketetapan

Memor Ketetapan

Tanggal Ketetapan

Masa Pajak /Tahun Pajak

Serta memberitahukan dan menjelaskan hasil penelitian kepada :

Waijib Pajak [ ] Kuasa Wajib Pajak
MNama
NPWFPD
Jabatan
Alamat :
Yang telah hadir memenuhi undangan sesua Surat Pemberitahuan Untuk Hadir
MNomaor.. s R EL s i

Berita .ﬂ..{:ara [{:hadu‘m:l. Wajib Pajak dan Memberikan Keterangan Tertubs ini dibuat
dengan sebenar-benamya.

Payaloumbuh,.....coeeeemeceaiinn
Waijib Pajak/Kuasa Tim Peneliti
-PARAF-KOORDINASI
ngc.tahum | Faraf Tanggal |
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LAMPIRAN LXXII

PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH,

NOMOR& TAHUN, 2028

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR | TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN DAN PENELITIAN TERHADAP
PERMOHONAN PEMBERIAN INSENTIF FISKAL RETRIBUSI
HOP DINAS

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN DAN PENELITIAN TERHADAP
PERMOHONAN PEMBERIAN INSENTIF FISKAL RETRIBUSI

MOMOR ...

Pada har ini,......ccoeee tanggal....covoeeveraiennes , kami yang bertanda tangan dibawa ini ;

NO NAMA NIP PANGEKAT / GOLONGAN JABATAN
Sesuai dengan Suratl Tupgas Nomor......o. Jangeal. e gtelah melalkulkan
penelitian terhadap permohonan pemberian Insentif Fiskal Retribus :
Nama :
NPWRD
Jenis Retribusi
Tanggal Ketetapan :
Periode / Tahun £
Serta memberitahukan dan menjelaskan hasil peneliian kepada ¢

Wajib Retribusi [ 1 Kuasa Wajib Retribusi

Nama
NFWRD
Jabatan
Alamat

Yang telah hadir memenuhi undangan sesuai Surat Pemberitahuan Untuk
Hadir, Nomor................tanggal. ...

Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dan Penelitian Terhadap Permohonan
Pemberian Insentif Fiskal Retribusi dan Memberikan Keterangan Tertulis ini
dibuat dengan sebenar-benarnya.

Payakumbuih, ... cvociesmmaiiiniannn
Wajib Retribusi /Kuasa Tim Peneliti
UPPRRAF KOORDINASI |

Jattan Paraf Tangogal
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LAMPIRAN LXXIII

PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH,
NOMOR.ETAHUN, &0 25

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

FORMAT BERITA ACARA PENELITIAN DAN KEPUTIISAN PEMBERIAN
KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

ATAS POKOK PAJAK

KOP DINAS

KEPUTLISAN WALI KOTA PAYAKUMBUH,

NOMOR ¥
LAMPIRAN :

TENTANG

PERSETUIUAN ATAS PENGURANGAN , KERINGANAN,

PEMBEBASANPAJAK/ RETRIBUSI TERUTANG

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

@ Bahwa berdasarkan Pasal...Ayat....Peraturan Wali

Kota berdasarkan permohonan Wajib Pajak/ Wajib
Retribusi dapat memberikan
pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak;

Bahwa  berdasarkan Berita  Acara tanggal
eeederdapatfidak  terdapat  cukup alasan  untuk
menctapkan pengurangan, keringanan dan
pembebasan pajak/ retribusi, yung ditetapkan dengan
keputusan Wali Kota.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Daerah

Undang-undang Nomor | tahun 20221 tentang
Hubunpan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Nomor 8§ tahun 2023 tentangPajak
Daerah dan Retribusi Daerah

Surat Permohonan Nomor.......... tanggal..........
Alas Mama
Alamat

NPWPT) s s



2 Berita Acara Pemeriksaan atas  permohonan
pembetulan, pembatalan, pengurangan keberatun dan
penghapusan atau penpgurangan samksi

administrasi tanggal..........,
MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU  :  Mengabulkan seluruhnya / mengabulkan sebagian /menolak
permohonan pengurangan, keringanan. pembebasan pajak vang
terutang kepada ;

1. Nama
2, Alamal
3. NPWPD ;

KEDUA ; Memenuhi pembayaran sesuai dengan surat ketetapanyang
telah diterima / sesuai dengan ketetapan yangdiperbaiki
sebagaimana terlampir,

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
dengan ketenfuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetaphka di.....cooiiiiiiiiiiiiiin i sin e
Pada Tanggal... ... ommasininmnmaniag

an KEPALA ... ... .

FIWALI KOTA
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